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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Pencipta
llmu dan Pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam
senantiasa terlantun kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan
sahabat-sahabatnya serta bagi mereka yang istigomah dijalan-Nya. Atas hmpahan rizki
berupa ilmu pengetahuan dan 1jin-Nya.

Dalam KUHAP, telah diatur mengenai mekanisme kontrol atas pelaksanaan upaya
paksa dari aparatur penegak hukum, yaitu melalui lembaga praperadilan. Berdasarkan
Pasal 77 KUHAP, hakim memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau udaknya penangkapan,
penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, Hakim praperadilan
memiliki kewenangan menguji (examinating judge) terhadap pelaksanaan beberapa upaya
paksa sehingga hakim tidak diberikan suatu kewenangan yang lebih luas dan mencakup
investigating judge.

Sehubungan dengan dinamika tentang praperadilan dan pengalaman penulis menjadi
ahli dalam persidangan praperadilan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan
Negeri Pelalawan, Pengadilan Negeri Tanjungpan dan Pengadilan Negeri Depok,
mendorong penulis menghimpun putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan
praperadilan.

Pada kesempatan ini, penghimpun menyampaikan terima kasih vang setulus-tulusnya
kepada Prof Erman Rajagukguk, Ph.D. LL.M, guru utama dalam pendidikan, penelitian,
maupun pengabdian kepada masyarakat.

Himpunan putusan ini masih terdapat kekurangan baik materi maupun penyajiannya,
karena hanya bersifat dokumentasi putusan, oleh karenanya dengan rendah hati
penghimpun menerima saran yang bersifat konstruktif.

Akhimya, buku ini saya persembahkan untuk Isteriku Hany dan Anakku Umy, Rildo
dan Ozil. Semoga buku ini bermanfaat bagi siapapun pembacanya dan menjadi amal baik
bagi penulis.

Jakarta, 15 Maret 2020
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PUTUSAN
Nomor 21/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Bachtiar Abdul Fatah
Karyawan PT. Chevron Pasific Indonesia
Komplek Merapi Nomor 85, RT. 01, RW. 03, Desa

Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis, Riau

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Februari 2014
memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., Dr. S.F. Marbun, S.H.,
M.Hum., Alexander Lay, S.T., S.H., LL.M., Dasril Affandi, S.H., M.H., Syahrizal
Zainuddin, S.H., Masayu Donny Kertopati, S.H., Ade Kurniawan, S.H.,
Mohamad lkhsan, S.H., Suci Meilianika, S.H., dan Azvant Ramzi Utama, S.H.,
yang semuanya adalah advokat dan konsultan hukum dari Kantor Maqdir Ismail &
Partners yang berkedudukan hukum di Jalan Bandung Nomor 4, Menteng, Jakarta,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama

pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.
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2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal

17 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas
Permohonan Nomor 56/PAN.MK/2014 pada tanggal 17 Februari 2014 dan telah
dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 21/PUU-XI1/2014
pada tanggal 26 Februari 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 1 April 2014, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. OPENING STATEMENT

Meskipun kata-kata due process of law tidak ditemukan dalam Magna Carta,
namun piagam ini yang umumnya dipandang sebagai cikal bakal Due Process of
Law. Sebagaimana kita pahami dari catatan sejarah bahwa due process of law ini
diadopsi sebagai perjanjian pribadi antara Raja John dan para baron yang
melakukan pemberontakan pada tahun 1215. Keadaan inilah yang menimbulkan
pengertian bahwa Magna Carta adalah simbol dari perjuangan melawan
kekuasaan sewenang-wenang, yang pada awalnya diperjuangkan oleh raja-raja
kecil, dan merupakan simbol kekal perlawanan yang sukses dalam melawan
kekuatan kerajaan.

Dengan mengutip pendapat Simon Schama dalam bukunya A History of
Britain, Andrew Young dalam tulisannya “The Forgotten Spirit of the Magna Carta’
menyatakan bahwa Magna Carta, "bukan akta kelahiran kebebasan" dalam tradisi
retoris dari Deklarasi Kemerdekaan. Namun, itu "adalah sertifikat kematian
despotisme". Ini, untuk pertama kalinya, Raja Inggris ditempatkan di bawah aturan
hukum. Misalnya, menghilangkan kekuasaan raja untuk menangkap rakyatnya
sewenang-wenang, sekarang, Raja harus mengakui habeas corpus, harus
mengakui hak manusia untuk untuk mendapatkan proses hukum dalam masalah
penahanan.

Magna Carta sebagai perjanjian bukan hanya memberikan perlindungan
kepada bangsawan, tetapi kepada semua orang, dimana dinyatakan bahwa semua
orang tidak dapat dipenjarakan atau diasingkan, direbut kebebasannya tidak
dengan proses hukum atau atas nama hukum, kecuali dengan proses hukum yang
dilakukan secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Berdasarkan proses
peradilan biasa dengan diberikan kepadanya hak untuk membela diri dan
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menyampaikan bukti sesuai dengan prosedur hukum. Dengan demikian maka
Magna Carta adalah kesepakatan yang luar biasa dalam membatasi kekuasaan
penguasa termasuk negara dalam satu proses hukum, sebab negara bukanlah
hukum, meskipun negara dapat membuat dan menciptakan hukum.

Tentu bagi kita, bukan persoalan melawan kekuasaan yang sewenang-
wenang itu yang perlu disampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia.
Yang perlu disampaikan bahwa proses hukum itu harus dilakukan sesuai dengan
prosedur yang sudah ditentukan. Prosedur itu adalah cara yang benar dalam satu
proses. Sehingga kalau dibicarakan perlindungan hukum dalam satu proses
hukum atau yang dikenal secara luas sebagai Hukum Acara, maka perlindungan
itu tidak bermakna sebagai pedoman atau cara yang sah untuk melindungi pelaku
kejahatan untuk menghindar dari tangan hukum.

Secara ideal Hukum Acara itu memberikan kesetaraan antara tersangka,
terdakwa dengan penyidik dan penuntut dan kemudian diberikan penilaian oleh
hakim. Dalam proses hukum, selain adanya kesetaraan antara warga negara dan
penegak hukum, maka kesetaraan lain yang harus ada, adalah kesetaraan
perlakuan antara yang kaya dan yang miskin. Inilah yang dianut oleh Hukum Acara
Pidana Indonesia, penyidikan adalah kegaiatan mengumpulkan bukti yang akan
membuat terang perkara sehingga kemudian dapat menemukan tersangka.
Sehingga proses penetapan tersangka itu bukanlah penetapan acak, karena
penetapan tersangka secara acak niscaya akan sangat merugikan orang
kebanyakan atau orang yang tidak mampu membela diri secara baik dengan cara
yang baik dan benar.

Sebagaimana dipahami hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur
dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses
penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan motode yang baku untuk
menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum
berlangsung. Pada hakikatnya hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk
melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparatur penegak
hukum karena diduga melakukan perbuatan pidana. Secara khusus, hukum acara
pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional
tersangka dan terdakwa, pada saat dimulai penyelidikan, penyidikan, proses
peradilan sampai pelaksanaan hukuman atau eksekusi. Karena senyatanya hukum
acara itu menerapkan standar proses hukum yang sesuai dengan rasa keadilan
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dan keadilan itu sendiri. Dalam negara yang menganut demokrasi, hukum tidak
digunakan untuk memberangus keadilan yang seharusnya ditegakkan dan
dipelihara, atau untuk membatasi dan menghancurkan hak-hak yang seharusnya
dijunjung tinggi. Hukum tidak boleh digunakan untuk melakukan kekejian, sehingga
perampasan seperti menjadi hak, serta penegakan kebenaran diangap sebagai
kejahatan. Hukum acara pidana justru lahir sebagai bentuk pengejawantahan
Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sehingga ketentuan-
ketentuan dalam hukum acara pidana tersebut senantiasa harus sesuai dengan
prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kalaupun ada pembatasan terhadap hak asasi
manusia, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa pembatasan
tersebut semata-mata dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain.

Dengan kata lain, Hukum Acara itu bukan untuk memanjakan orang yang
diduga bersalah, tetapi adalah untuk melindungi orang tidak bersalah dari
ancaman hukuman, sebab perlindungan terhadap orang diduga bersalah atau
terdakwa yang menjalani proses hukum pada hakikatnya sebagai kebajikan
pendekatan dalam proses hukum, karena lebih baik membebaskan seribu orang
bersalah daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah dan menderita
secara tidak adil. Perlindungan yang diberikan oleh hukum acara pidana ini
termasuk perlindungan dari tindakan pencarian bukti kesalahan yang tidak masuk
di akal dan menjurus pada unfair prejudice atau penyitaan terhadap barang
dengan cara melanggar hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan yang
tidak berdasarkan atas hukum serta proses peradilan yang memihak (unlawful
legal evidence);

Dalam suatu proses hukum, aparat penegak hukum diberi kewenangan
untuk menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka melanggar hukum.
Tidak ada perbedaan apakah pelanggar hukumnya pejabat negara atau warga
negara biasa. Meskipun demikian, negara hanya dapat melakukan tindakan
terhadap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan batas-
batas atau bukti-bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Namun pada
sisi lain, ada kewajiban dari negara, terutama Pemerintah untuk memberikan
perlindungan kepada warganegaranya. Perlindungan yang harus diberikan ini
harus dilakukan dengan memegang teguh keadilan, karena melindungi orang
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bersalah sekalipun adalah lebih penting daripada memberikan basa-basi
prosedural. Sebagimana dikatakan oleh Gustav Radbruch, bahwa jika hukum
positif isinya tidak adil dan gagal untuk melindungi kepentingan rakyat, maka
undang-undang seperti ini adalah cacat secara hukum dan tidak memiliki sifat
hukum, sebab hukum itu pada perinsipnya untuk menegakkan keadilan.

Issue tanggung jawab negara terutama Pemerintah untuk melindungi warga
negaranya, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 281 ayat (4) tidak dapat dialihkan
kepada hakim sebagai pelaksana Undang-Undang. Akan menjadi sangat naif, jika
negara dan pemerintah gagal dalam melaksanakan tanggung jawab mereka untuk
melindungi warga nagaranya, kemudian tanggung jawab itu dialihkan kepada
hakim untuk memberi perlindungan. Pergeseran tanggung jawab negara dan
pemerintah tersebut, jika itu terjadi, pada akhirnya berfungsi untuk melemahkan
kebebasan yang diberikan oleh UUD, sebab pergerseran tanggung jawab tersebut
memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dari masing-masing hakim, yang
akan berujung pada tidak adanya kepastian hukum. Pelimpahan tanggung jawab
melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan dalam proses hukum akan
sangat berbahaya, bila dilimpahkan sepenuhnya kepada hakim tanpa ada patokan
dan atau tolok ukur yang diatur secara ketat oleh hukum acara. Pada hakikatnya
hukum acara, termasuk hukum acara pidana, secara spesifik adalah sebagai
sarana memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa dan hal
tersebut bukanlah merupakan kebajikan dari penyidik, penuntut umum, atau
hakim dalam proses hukum.

Oleh karena hukum acara itu bukan sebagai kebajikan, maka pelaksanaan
dan kontrol terhadap hukum acara pidana itu harus dilakukan secara ketat dan
pasti, sebab perlindungan terhadap hak seorang tersangka atau terdakwa
bukanlah merupakan kebijakan yang diberikan oleh penyidik, penuntut umum atau
hakim, tetapi adalah hak dasar yang diberikan oleh UUD.

Ketika hak-hak dasar yang diberikan oleh UUD dasar tersebut dapat diberikan
interpretasi sesuai dengan kepentingan penafsir yaitu penyidik, penuntut umum
atau hakim, maka pada saat yang sama ada kewajiban dari Mahkamah untuk
meluruskan aturan hukum yang dapat diberi interpretasi tersebut, dengan
memberikan tafsir yang konstitusional. Ketika Mahkamah membiarkan adanya
tafsir sesuai kebutuhan pemberi tafsir dan penilaiannya diserahkan kepada hakim
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yang beragam opininya, maka pada saat yang sama sebenarnya telah terjadi
pelanggaran hak asasi manusia melalui pembiaran.

Dari apa yang dikemukan di atas, maka pada hakikatnya permohonan
pengujian sejumlah pasal KUHAP yang dilakukan oleh Pemohon, karena pasal-
pasal yang diuji telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, jika tidak diberi
tafsir yang jelas atau batasan yang pasti akan menjadi sarana pelanggaran
terhadap hak asasi manusia atas nama penegakan hukum yang akan terjadi terus
menerus. Undang-Undang Dasar sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia,
karena manusia sangat berharga dan melebihi segalanya. Dalam pada itu hukum
itu untuk mengatur manusia agar hak-haknya terlindungi, harkat dan martabatnya
dijunjung tinggi, karena hukum itu bukan untuk merendahkan harkat dan martabat

manusia.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar...”

2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”

3. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang
selanjutnya disebut “UU MK”, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, ....”

4. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena
objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang, dalam hal ini
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Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77
huruf (a), dan Pasal 156 ayat (2) KUHAP, maka Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya “Mahkamah”) berwenang untuk mengadili dan memutus

permohonan ini.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.”

6. Bahwa Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“vang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

7. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguiji
apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (/legal standing) dalam
perkara pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk
bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan
konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu
Undang-Undang.

8. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini adalah “perorangan
warga negara_lndonesia”, hal mana dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda
Penduduk Pemohon (bukti P - 3).

9. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan
pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena
berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat
sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 006/PUU-I111/2005 dan Nomor
011/PUU-V/2007, sebagai berikut:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang

diberikan oleh UUD 1945;
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b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut
dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-
Undang yang diuiji;

c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon
yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan
atau tidak lagi terjadi.

10.Bahwa dengan mengacu pada lima parameter kerugian konstitusional yang
telah ditentukan Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan

Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan

hukum (/egal standing) untuk mengajukan permohonan ini karena:

a. Sebagai warga negara Indonesia (vide bukti P-3) Pemohon memiliki
hak konstitutional atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas due process of
law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945;

b. Hak konstitutional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas due process
of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat
(3) UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya sejumlah
pasal dalam KUHAP yang diuji melalui permohonan ini;

c. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus)
dan aktual karena Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal
21 ayat (1), Pasal 77 huruf (a), Pasal 156 ayat (2) KUHAP telah
diberlakukan dalam proses pidana terhadap Pemohon dimana
penetapan Pemohon sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan
Pemohon dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat
(1) KUHAP; sedangkan Pasal 77 huruf (a) diberlakukan dalam perkara
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praperadilan yang diajukan Pemohon (bukti P-4: Putusan Pra Peradilan
Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel) dan Pasal 156 ayat (2) KUHAP
diberlakukan atas Eksepsi yang diajukan Pemohon dalam persidangan
perkara pidana atas diri Pemohon (bukti P-5: Putusan Sela Nomor
38/Pid.Prap/2012/PN.JKT-SEL).

d. Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat
(causal verband) antara kerugian hak konstitutional Pemohon dengan
berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini,
karena pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah
menyebabkan hak konstitutional Pemohon atas “pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional
atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1)
dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan;

e. Jika permohonan ini dikabulkan maka jelas pasal-pasal dalam KUHAP
yang diuji dalam permohonan ini tidak dapat diterapkan lagi terhadap
Pemohon sehingga hak konstitutional Pemohon tidak akan dirugikan lagi
karena pasal-pasal tersebut akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
mengikat oleh Mahkamah.

11.Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (/legal
standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara

a quo. Adapun kerugian-kerugian konstitutional yang dimaksudkan di atas

akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam alasan-alasan pengujian

permohonan ini.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN UJI MATERIL

12.Hak-hak warga negara dilindungi oleh hukum dan semua warga negara
berkedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam
negara hukum, penegakan hukum dilakukan dengan satu proses hukum
dan prosedur hukum yang sudah baku. Terkait dengan penegakan hukum
pidana, maka dilakukan dengan hukum acara pidana, sebagai prosedur
menegakkan dan menjalankan hukum pidana itu. Hal ini sangat tegas

dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 1981, antara lain,
“.agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana
penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke

arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang
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merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat
manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik
Indonesia sebagai negara hukum....”
13.Bahwa proses hukum adalah serangkaian tindakan mengurangi hak asasi
seseorang yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum atas nama
negara. Agar supaya proses penegakkan hukum tersebut tidak melanggar
hak asasi manusia, maka diperlukan satu prosedur dalam
melaksanakannya. Posedur hukum ini adalah serangkaian persyaratan
yang harus dipenuhi untuk melindungi hak asasi seseorang. Jadi pada
dasarnya hukum acara itu mengandung dua hal yaitu proses dan prosedur,
tidak boleh ada proses tanpa prosedur, prosedur tidak pula dapat dilakukan
tanpa ada proses. Sehingga jika ada proses hukum dan proses hukum itu
dapat dan berpotensi melanggar atau mengurangi hak asasi seseorang,
maka proses hukum yang dapat mengurangi hak asasi seseorang ini harus
dilaksanakan secara prosedural, tidak diperbolehkan mengurangi atau
menegasikan prosedur yang telah diatur dan ditetapkan menurut hukum.
Sebab prosedur itu adalah ukuran untuk menilai apakah proses dalam
menegakkan keadilan digunakan atau tidak digunakan.
14.Bahwa dalam praktik untuk menegakkan hukum pidana dan untuk
melindungi hak-hak konstitusional dari seorang warga negara maka
digunakan hukum acara pidana sebagai tolak ukurnya. Dengan demikian,
maka pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur
dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses
penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan motode yang
baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama
proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan
proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai “due
process of law” untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara
yang diperoses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap
prosedur dalam due process of law menguji dua hal, yaitu (1) apakah
negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka
tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang
ditempuh sudah sesuai dengan due process. (Rhonda Wasserman, 2004
dalam Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States
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Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publiishing Group, halaman 1)
Oleh karena itu, pada hakikatnya hukum acara pidana adalah aturan hukum
untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh
aparatur penegak hukum karena diduga melakupan perbuatan pidana.
Secara khusus, hukum acara pidana dirancang untuk melindungi dan
menegakkan hak-hak konstitusional tersangka dan terdakwa, pada saat
dimulai penyelidikan, penyidikan, proses peradilan, pelaksanaan hukuman
atau eksekusi. Perlindungan yang diberikan oleh hukum acara pidana ini
termasuk perlindungan dari tindakan pencarian bukti kesalahan yang tidak
masuk di akal dan menjurus pada unfair prejudice atau penyitaan terhadap
barang dengan cara melanggar hukum dalam proses penyelidikan dan
penuntutan yang tidak berdasarkan atas hukum serta proses peradilan yang
memihak (unlawful legal evidence);

15.Bahwa ketika seorang individu ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa
dalam suatu perkara tindak pidana, maka individu tersebut pada hakikatnya
berhadapan dengan negara. Jika individu itu adalah warga negara dari
negara yang bersangkutan, maka pada hakikatnya dia berhadapan dengan
negaranya sendiri. Hal ini adalah konsekuensi nilai-nilai the bureaucratic
model dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi harus dipahami bahwa
negara hanya boleh melakukan tindakan terhadap individu yang diduga
melakukan suatu tindak pidana hanyalah berdasarkan batas-batas yang
telah ditentukan oleh Undang-Undang. (M. King, 1981 dalam A Framework
of Criminal Justice, London, Croom Helm, Halaman 45). Negara melalui
aparatur-aparaturnya memang berwenang menegakkan hukum kepada
siapa saja yang disangka bersalah. Namun pada sisi lain, aparatur negara
juga berkewajiban untuk  memberikan perlindungan kepada
warganegaranya sendiri. Tidak ada pilihan lain ketika negara berhadapan
dengan dilema ini, kecuali negara memegang teguh prinsip keadilan.
(Lawrence M. Friedman: 2005, Roads to Democracy, Syracuse J. Int'l L.
& Com. [Vol. 33:51], hal 51-52). Bahkan oleh Gustav Radbruch, dikatakan
jika hukum positif isinya tidak adil dan gagal untuk melindungi kepentingan
rakyat, maka Undang-Undang seperti ini adalah cacat secara hukum dan
tidak memiliki sifat hukum, sebab hukum itu pada perinsipnya untuk

menegakkan keadilan Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law
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(1946)*, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1 (2006), pp. 1-11,
hal 7)

16.Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013
tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84-85), Mahkamah telah menegaskan bahwa
“Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 (vide Pasal 1
ayat (3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki

hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk
di dalamnya negara, untuk menghormatinya”. Mahkamah juga menyatakan
bahwa “Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai
prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM
dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide
Pasal 281 ayat (5) UUD 1945). Hukum acara pidana merupakan

implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai
ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process of law’.
Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa “Terkait dengan penegakan
dan perlindungan HAM vyang juga merupakan hak konstitusional
berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami
seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil (vide Pasal
28D ayat (1) UUD 1945)".

17.Bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip mengenai penegakan dan

perlindungan HAM yang telah dinyatakan oleh Mahkamah sebagai penafsir
tunggal Konstitusi (The Sole Interpreter Of The Constitution) melalui
Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-X1/2013 sebagaimana diuraikan di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum acara pidana dalam
hal ini KUHAP yang tidak sesuai dengan prinsip due process of law dan
tidak memberikan kepastian hukum yang adil bertentangan dengan Pasal 1
ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, karena hukum
acara pidana dalam hal ini KUHAP merupakan implementasi dari
penegakan dan perlindungan HAM vyang merupakan ketentuan
konstitusional dalam UUD 1945 maka jika terdapat ketentuan dalam
KUHAP yang bertentangan dengan prinsip due process of law dan tidak
memberikan kepastian hukum yang adil maka dengan sendirinya ketentuan
tersebut bertentangan dengan pasal 281 ayat (5) UUD 1945 yang
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mewajibkan negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip
negara hukum yang demokratis yang mengharuskan pelaksanaan HAM
dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

18.Bahwa di samping “merupakan implementasi dari penegakan dan

”

perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945
sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (5) UUD 1945, hukum acara
pidana juga mengandung pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi
manusia melalui sejumlah upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat
penegak hukum terhadap warga negara. Sejumlah ketentuan mengenai
upaya paksa yang diatur dalam KUHAP yang sebagian di antaranya diuji
melalui permohonan ini menurut Pasal 28J ayat (2) haruslah dilakukan
melalui instrumen berbentuk Undang-Undang. Walaupun ketentuan-

ketentuan mengenai upaya paksa yang diuji melalui permohonan ini diatur
dalam KUHAP yang merupakan Undang-Undang namun pengaturan
tersebut tidak dilakukan secara tuntas dalam KUHAP karena pasal-pasal
tersebut menggunakan istilah-istilah yang bersifat multitafsir seperti “bukti
permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sehingga
definisinya perlu ditentukan melalui peraturan lain yang bukan Undang-
Undang atau bahkan melalui penafsiran aparat penegak hukum terkait. Hal

jelas bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

19.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa

dasar pengujian Permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat
(1), dan Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Mengenai Pengujian Pasal 1 angka 2 KUHAP
20.Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan:

21.

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari Sserta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Bahwa meskipun sepintas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2
KUHAP terlihat jelas, namun dalam praktik telah menimbulkan pengertian
yang sifatnya multi tafsir dan pengertian yang multitafsir dan melanggar
asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam

pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang bersifat multi
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tafsir tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat menimbulkan
kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip
due process of law sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) serta
Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

22.Bahwa pada hakikatnya inti dari kegiatan penyidikan, adalah pengumpulan
atau melakukan kegiatan pengumpulan alat bukti untuk memastikan
perbuatan yang diperiksa sebagai perbuatan pidana atau bukan perbuatan
pidana, kemudian menentukan siapa pelaku perbuatan pidana tersebut.
Sebab pembuktian dalam hukum pidana sudah dimulai sejak tahap
penyidikan karena penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti tersebut untuk
diuji pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam penyidikan ini
kelak akan diketahui, perbuatan pidana yang diduga dilakukan secara
bersama-sama dengan pelaku lain atau dilakukan oleh seorang saja. Selain
itu penyidikan ini juga untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-
unsur tindak pidana yang akan dipersangkakan kepada tersangka. Dengan
demikian maka bukti-bukti tentang tindak pidananya adalah sebangun
dengan bukti-bukti bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan
perbuatan tersebut. Sebab seseorang ditetapkan sebagai tersangka atas
suatu perbuatan atau suatu tindak pidana harus jelas tindak pidananya,
harus dengan jelas ada bukti -buktinya perbuatan pidana itu terjadi dan
kemudian bukti-bukti itu juga berhubungan dengan seseorang yang
melakukan perbuatan itu, yang akan menjadi Tersangka.

23.Bahwa Penyidikan bukan merupakan suatu proses pidana yang
mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhirnya. Penyidikan pun
secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka merupakan
tahapan lanjutan yang syaratnya HANYA DAPAT dilakukan setelah penyidik
berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang cukup berdasarkan hukum yang
menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai pihak yang diduga
pelaku tindak pidana

24 Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk menjamin kesesuaian ketentuan
dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia
sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal
28I ayat (5) UUD 1945 maka frasa “dan guna menemukan tersangkanya’
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dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP harus dimaknai sebagai “dan berdasarkan
hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya”
sehingga penyidikan tidak lagi dipergunakan sebagai alat untuk
menempatkan orang sebagai tersangka manakala suatu perkara memang
tidak seharusnya ada tersangka.

Mengenai Pengujian Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 17 KUHAP

25.Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan:
“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana’.

26.Bahwa Pasal 1 angka 17 KUHAP menyatakan:
“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup’.

27.Bahwa frasa “bukti permulaan” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1
angka 14 dan frasa “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana yang
terdapat dalam Pasal 17 KUHAP tanpa disertai dengan parameter yang
jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat-
syarat yang harus dipenuhi penyidik sebelum menyatakan seseorang
sebagai tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam
menangkap seseorang. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara
nyata bertentangan dengan prinsip due process of law sebagaimana
digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 281 ayat (5) UUD 1945.

28.Bahwa berbeda dengan KUHAP, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30/2002)
telah mengatur secara jelas parameter dari istilah “bukti permulaan yang
cukup” sebagai syarat meningkatkan tahapan penyelidikan menjadi
penyidikan dalam Pasal 44 ayat (2):

“‘Bukti _permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah

ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti termasuk dan tidak

terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau
disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.”

29.Bahwa pengaturan secara jelas terhadap parameter frasa “bukti permulaan

yang cukup” dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 30/2002 yang mensyaratkan
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terdapatnya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dapat dijadikan sebagai
acuan oleh Mahkamah dalam memberikan kepastian hukum terhadap frasa
“bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 1 angka
14 juncto Pasal 17 KUHAP.
30.Bahwa syarat terdapatnya 2 (dua) alat bukti ini sejalan dengan ketentuan
Pasal 183 KUHAP:
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
31.Bahwa karena Pasal 183 KUHAP menggunakan alat bukti sebagai acuan
dalam menjatuhkan pidana maka dengan sendirinya dalam menetapkan
seseorang sebagai tersangka dan dalam menangkap seseorang, sudah
seharusnya aparat penegak hukum menggunakan alat bukti sebagai
parameter objektif sebelum melakukan tindakan-tindakan tersebut.
32.Bahwa karena terminologi “bukti permulaan® dan “bukti permulaan yang
cukup” dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 KUHAP berkaitan erat

dengan upaya paksa yang merupakan pembatasan atas kebebasan/hak

asasi Tersangka maka menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 pengertian

“pbukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” haruslah dinyatakan

dalam undang-undang, dalam hal ini KUHAP, dan tidak boleh dilakukan

melalui peraturan-peraturan lainnya apalagi melalui interpretasi dari para

Penyidik.
33.Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk menjamin kesesuaian dengan

prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat
(3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
sudah seyogianya Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan” dan
“bukti permulaan yang cukup” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 juncto
Pasal 17 KUHAP tidak konstitusional bersyarat (conditionally
unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang frasa “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” tidak

dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”.
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Mengenai Pengujian Pasal 21 ayat (1) KUHAP

34.Bahwa Pemohon mengetahui keberadaan 3 (tiga) Putusan Mahkamah
Konstitusi yang telah memutus mengenai pengujian Pasal 21 ayat (1)
KUHAP vyaitu Putusan Mahkamah Nomor 018/PUU-IV/2006 tertanggal 19
Desember 2006, Nomor 41//PUU-VIII/2010 tertanggal 10 Maret 2011 dan
Nomor 16/PUU-1X/2011 tertanggal 11 April 2012.

35.Bahwa walaupun Pasal 60 ayat (1) UUMK menyatakan: “Terhadap materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuiji,
tidak dapat dimohonkan pengujian kembali®, namun Pasal 21 ayat (1)
KUHAP dapat diuji lagi sepanjang “materi muatan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda” [vide Pasal 60 ayat (2) UUMK].

36.Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 41//PUU-VIII/2010 tertanggal 10
Maret 2011, Mahkamah memutuskan: “menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima”. Hal ini berarti Mahkamah tidak menguiji

pokok permohonan para Pemohon sehingga Putusan Mahkamah Nomor
41//PUU-VIII/2010 tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai
apakah permohonan pengujian Pasal 21 ayat (1) KUHAP bersifat ne bis in
idem.

37.Bahwa pada Putusan Mahkamah Nomor 018/PUU-IV/2006 tertanggal 19
Desember 2006, Pemohon menggunakan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar
pengujian Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan pada Putusan Mahkamah Nomor
16/PUU-1X/2011 tertanggal 11 April 2012, Pemohon menggunakan Pasal 27
ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar
pengujian Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

38.Bahwa dengan merujuk pada Pasal 60 ayat (2) UUMK, Putusan Mahkamah
Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 dan Nomor 34/PUU-
XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014, karena permohonan ini di samping
menggunakan Pasal 28D ayat (1) yang pernah digunakan sebagai dasar
pengujian pada putusan-putusan sebelumnya (vide Putusan Mahkamah
Nomor 018/PUU-1V/2006 dan Nomor 16/PUU-IX/2011), Pemohon juga
menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2)
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UUD 1945 yvang belum pernah digunakan dalam menquji Pasal 21 ayat (1)

UUD 1945 sehingga permohonan ini tidak ne bis in idem.

39.Bahwa pengujian yang sudah dilakukan secara berulang kali terhadap

Pasal 21 ayat (1) KUHAP dengan jelas menunjukkan bahwa permasalahan
yang ada bukanlah hanya sekadar permasalahan implementasi atau
penerapan hukum dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, melainkan
sudah merupakan permasalahan yang mengarah pada adanya kesalahan
dalam rumusan norma di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang jelas
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat
menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan
dengan prinsip due process of law sebagaimana digariskan dalam Pasal 1
ayat (3) serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

40.Bahwa ada 2 (dua) frasa penting di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang

41.

bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta
memberikan ruang subyektivitas yang besar kepada penyidik dalam
menerapkannya, yaitu frasa “berdasarkan bukti yang cukup” dan frasa
“adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”.

Tidak ada ukuran yang dimaksud dengan bukti yang cukup, maupun
bagaimana kriteria penilaian terhadap bukti yang cukup, dari suatu keadaan
untuk dapat dikatakan sebagai keadaan yang menimbulkan kekhawatiran,
maupun ukuran atau standar atau parameter dari pemahaman atas definisi
‘keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”, tidak ditemukan jawabannya di
dalam ketentuan norma di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP maupun
Penjelasan atas pasal tersebut. Pemaknaannya sepenuhnya diserahkan
kepada penyidik;

Bahwa karena terminologi “berdasarkan bukti yang cukup” dan “adanya
keadaan yang menimbulkan kekhawatiran” dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP
berkaitan erat dengan upaya paksa yang merupakan pembatasan atas
kebebasan/hak asasi Tersangka maka menurut Pasal 28J ayat (2) UUD

1945 pengertian “berdasarkan bukti yang cukup” dan “adanya keadaan

vang menimbulkan kekhawatiran” haruslah dinyatakan dalam Undang-

Undang, dalam hal ini KUHAP, dan tidak boleh dilakukan melalui peraturan-

peraturan lainnya apalagi melalui interpretasi dari para Penyidik.
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42.Bahwa benar Pasal 21 ayat (4) KUHAP sudah memberikan batasan
mengenai perbuatan pidana yang dapat dikenakan penahanan, yaitu jika
perbuatan pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,
atau jika tindak pidana itu secara spesifik disebut dalam Pasal 21 ayat (4)
huruf b KUHAP. Masalahnya adalah, jumlah tindak pidana yang diancam
pidana penjara lima tahun atau lebih sangatlah banyak jumlahnya, sehingga
batasan objektif ini tidaklah terlalu berguna.
Benar pula bahwa sudah ada ketentuan mengenai praperadilan
sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang dapat menguji sah atau
tidaknya penahanan. Permasalahannya adalah karena unsur dalam Pasal
21 ayat (1) KUHAP dari awal memang tidak jelas, sehingga ketika hakim
praperadilan pun terpaksa harus memutus menggunakan norma yang tidak
jelas ini dan menafsirkan sendiri apa yang sebenarnya dikehendaki oleh
Pasal 21 ayat (1) KUHAP ini. Artinya, ruang subjektivitas kembali terbuka
dengan adanya mekanisme praperadilan ini.

43.Bahwa penyidik tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk
menginterpretasikan ketentuan undang-undang yang tidak jelas sekalipun,
termasuk memberikan interpretasi dasar menurut hukum (rechtmatige heid)
dan dasar hukum menurut keperluan berdasarkan suatu keadaan (nood
zakelijk heid) dalam melakukan penahanan, terutama berkenaan dengan
alasan subjektif yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka
akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/
atau mengulangi tindak pidana.

44 Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa rumusan Pasal 21 ayat
(1) KUHAP bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang
di samping bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 1 ayat (3), dan
Pasal 281 ayat (5) UUD 1945, juga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2)
UUD 1945.

45.Bahwa untuk menciptakan kepastian hukum yang adil maka Pemohon
memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “melakukan tindak pidana”
dan frasa “dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran
bahwa tersangka atau terdakwa” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 21 ayat (1) KUHAP
menjadi:
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Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang
tersangka atau terdakwa yang diduga keras-berdasarkan bukti yang cukup
akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau

mengulangi tindak pidana.

Mengenai Pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP
46.Bahwa proses hukum untuk menguji upaya paksa yang dilakukan penyidik
adalah praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP:
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan
atau penghentian penuntutan;
b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
47.Bahwa konsep praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a yang terbatas
pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidaknya penangkapan,
penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, jelas
tidak sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang cukup kepada
seorang Tersangka dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang
dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan bahkan hakim;

48.Bahwa konsep praperadilan itu pada hakikatnya adalah proses melindungi
hak asasi manusia berkenaan dengan penggunaan upaya paksa yang
dilakukan oleh penegak hukum, karena melalui praperadilan itulah akan
dinilai kesesuaian proses penggunaan upaya paksa tersebut dengan
prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang;

49.Bahwa pada hakikatnya kewenangan praperadilan adalah untuk menguiji
setiap upaya yang mengurangi hak asasi seseorang. Bahwa praperadilan
berwenang mengadili dan memutus permohonan sah atau tidaknya
penangguhan, sah atau tidaknya pemblokiran, sah atau tidaknya
penggunaan police line, karena kewenangan hakim praperadilan untuk
menilai seluruh proses dari penggunaan upaya paksa untuk mengurangi
hak asasi seseorang apakah telah berlangsung sesuai seperti prosedur
yang ditentukan oleh Undang-Undang;

50.Bahwa sebagaimana dituangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan Nomor 65/PUU-1X/2011, yang pada halaman 30 menyatakan
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“...filosofi diadakannya pranata praperadilan yang justru menjamin hak-hak
tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai
manusia;” sehingga bagi putusan praperadilan sudah berkekuatan hukum
tetap, tidak dapat dilakukan banding atau kasasi dan tentu saja putusan
praperadilan tidak dapat dibatalkan atau dianggap batal oleh satu surat
keterangan;

Bahwa ketidakmampuan pranata praperadilan dalam mengikuti
perkembangan hukum terbukti dari rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP
yang sangat sempit dan limitatif sehingga tidak mencakup seluruh upaya
paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik. Rumusan yang bersifat terbatas
dan limitatif tersebut jelas bertentangan dengan prinsip due process of law
karena sejumlah upaya paksa yang tidak disebutkan dalam Pasal 77 huruf a
KUHAP menjadi tidak dapat diuji keabsahannya melalui praperadilan
sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28I ayat (5) UUD.

52.Bahwa dengan mengacu pada uraian di atas, agar materi muatan Pasal 77

huruf a sesuai dengan prinsip due process of law yang dijamin oleh Pasal 1
ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD maka materi
muatan Pasal 77 huruf (a) harus juga memuat upaya paksa lainnya
sehingga Pasal 77 huruf a KUHAP harus dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan,

penyitaan, pemeriksaan surat.

Mengenai Pengujian Pasal 156 ayat (2) KUHAP;

53.Bahwa Pasal 156 ayat (2) KUHAP menyatakan:

“Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak
diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim
berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan,

maka sidang dilanjutkan”

54 .Bahwa keberadaan frasa “sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim

berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan,
maka sidang dilanjutkan” dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP menimbulkan
ketidakadilan bagi terdakwa yang melakukan banding atas putusan sela
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yang menolak eksepsi terdakwa karena berdasarkan Pasal 156 ayat (2)
KUHAP maka hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat tetap
melanjutkan pemeriksaan pokok perkara walaupun terdakwa melakukan
banding ke Pengadilan Tinggi.

55.Bahwa sesusai dengan prinsip due process of law yang dijamin oleh Pasal
1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang
memberikan kesempatan yang memadai kepada pencari keadilan untuk
menguji keputusan lembaga peradilan, misalnya melalui banding, maka
sudah seyogyanya hakim menunggu hasil banding atas putusan sela
tersebut sebelum memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok
perkara. Ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2) yang memungkinkan hakim
melanjutkan pemeriksaan pokok perkara walaupun ada banding atas
putusan sela jelas bertentangan dengan prinsip due process of law yang
dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat
(1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

56. Bahwa jika hakim memutuskan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara
termasuk pemeriksaan saksi-saksi dan ternyata Pengadilan Tinggi
kemudian mengabulkan permohonan banding atas putusan sela yang
diajukan oleh terdakwa maka akan terjadi inefisiensi dalam proses
persidangan karena pemeriksaan pokok perkara yang telah dilakukan
menjadi-sia-sia dan hal ini jelas tidak sejalan dengan asas peradilan cepat
dan berbiaya ringan yang merupakan salah satu asas dalam peradilan
pidana di Indonesia. Pelanggaran terhadap asas peradilan pidana dapat
dianggap sebagai pelanggaran atas prinsip due process of law yang dijamin
oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (5) UUD 1945.

57.Bahwa inefisiensi dalam proses peradilan ini dapat dihindari karena
berdasarkan Pasal 156 ayat (4) KUHAP Pengadilan Tinggi diharuskan
untuk memutus mengenai banding atas putusan sela dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari sejak perlawanan diterima. Agar tidak terjadi kesia-
siaan dalam proses pemeriksaan perkara maka sudah seyogianya
persidangan dihentikan sementara sambil menunggu putusan banding
Pengadilan Tinggi atas eksepsi terdakwa.

58.Bahwa berdasarkan uraian di atas, agar proses persidangan dapat berjalan

sesuai prinsip due process of law yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal
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28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (5) UUD 1945 maka Pemohon memohon
kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “sebaliknya dalam hal tidak
diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah
selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan” yang terdapat dalam Pasal
156 ayat (2) KUHAP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat.

E. PETITUM

Berdasarkan segala argumen yang telah disampaikan diatas dan bukti-bukti yang

dilampirkan dalam permohonan ini serta keterangan ahli serta saksi yang

dihadirkan pada persidangan ini, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia

Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1.
2.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan frasa “dan guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka

2 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally
unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai “dan berdasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian

dapat menemukan tersangkanya™

Menyatakan frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP
bertentangan dengan UUD 1945 secara Dbersyarat (conditionally
unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”,

Menyatakan frasa “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 17 KUHAP
bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally
unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak
dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat buktr’;

Menyatakan frasa “melakukan tindak pidana” dan frasa “dalam hal adanya
keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa”
dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara
bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya
penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.
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Menyatakan frasa “sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim
berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan,
maka sidang dilanjutkan.” dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai

dengan bukti P-4, sebagai berikut:

1.

Bukti P-1  : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana;

Bukti P-2  : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Bachtiar Abdul Fatah
selaku Pemohon;

Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pra Peradilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/
PN.Jkt-Sel a.n Bachtiar Abdul Fatah;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan lima orang ahli yang didengar

keterangannya dalam persidangan tanggal 14 Juli 2014 dan 26 Agustus 2014,

yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah salah satu undang-undang yang paling
sering diujimaterilkan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena KUHAP
bersentuhan langsung dengan kepentingan hakiki setiap individu, vyaitu
kebebasan (freedom), tetapi boleh jadi hal itu juga disebabkan oleh perumusan
norma-norma yang buruk (bad formulation) yang terdapat didalamnya, yang
memicu timbulnya ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil ketika
hal itu diimplementasikan dalam kejadian-kejadian konkrit. Padahal maksud

semula (original intent) pembentukan KUHAP justru adalah dalam rangka
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melindungi hak-hak asasi manusia, sehingga perumusan proses dan prosedur
penegakan hukum yang tidak menjamin kepastian hukum dan tidak menjamin
perlakukan yang adil pada hakikatnya akan berujung pada “kegagalan” negara
menjalankan fungsinya (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia).

Sejak semula seharusnya disadari bahwa KUHAP adalah instrumen
perlindungan  masyarakat dari kesewenangan-wenangan aparatur sistem
peradilan pidana. Jadi hakikat dasar pengaturan adalah “membatasi”
kekuasaan negera Namun demikian, ketika implementasinya tidak mencapai
maksud semula, maka masalah sebenarnya bukan hanya pada persoalan
struktural dan kultural, tetapi juga secara substansial. Hal ini terlihat dari
berbagai kerancuan, kekeliruan dan ketidakjelasan makna rumusan ketentuan-
ketentuan dalam KUHAP, apabila dibandingkan dengan asas-asas yang
mendasari dan melatarbelakangi pengaturan masalah tersebut. Hal itu telah
menimbulkan masalah-masalah dalam praktik hukum, terutama tidak dapat
diterapkannya equal treatment terhadap tersangka dan terdakwa tindak pidana,
padahal kejadian konkritnya kurang lebih sama (similar), yang berujung pada
pengabaian hak segala warga negara secara kolektif untuk tidak diperlakukan
secara diskriminatif dan hak setiap orang secara individual untuk dijamin
mendapatkan perlakuan yang sama dan adil.

Salah satu persoalan mendasar mengenai hal ini yang terkait dengan
penyelengaraan peradilan pidana, berkenaan dengan peralatan pembuktian
yang digunakan sistem, untuk memastikan adanya perbuatan yang secara
faktual memenuhi isi larangan Undang-Undang tentang suatu tindak pidana
(factual guilt), dan persyaratan secara yuridis untuk dapat menunjuk seseorang
bertanggung jawab atas hal itu (legal guilt), yang dikonstruksikan mulai dalam
tahap penyidikan sampai dengan dinyatakan demikian dalam pemeriksaan di
muka sidang pengadilan. Kekeliruan sistem menentukan hal itu, sama artinya
dengan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara terstruktur. Sistem
yang tadinya dirancang untuk melindungi hak asasi justru berbuah sebaliknya.
Ibarat pepatah sistem yang dirancang KUHAP seperti “pagar makan tanaman”
dalam kerangka hak-hak tersangka/terdakwa.

Pada awal pembentukannya KUHAP disebut-sebut sebagai “karya
agung’, tetapi seiring dengan pekembangan ilmu pengetahuan dan praktik
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hukum, semakin terlihat betapa kelemahan sistemik yang di-design didalamnya
membutuhkan respons yang bukan hanya menjadi tanggung jawab legislator,
tetapi juga diperlukan langkah antisipatif konstitusional. Hal ini sebagai
konsekuensi langsung diabaikannya amanat konstitusi dalam substansi
KUHAP. Berikut adalah beberapa kerancuan, kekeliruan dan ketidakjelasan
KUHAP dihubungkan dengan beberapa asas fundamental dalam Hukum Acara
Pidana.

1. Asas legalitas dalam KUHAP

Pada dasarnya, seperti dalam Hukum Pidana materiel, proses dan
prosedur yang dibangun dalam Hukum Pidana formiel (Hukum Acara
Pidana) juga dilandasi oleh asas legalitas (principle of legality). Dalam Pasal
3 KUHAP ditentukan bahwa “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini”. Ketentuan ini merupakan penegasan asas
legalitas dalam Hukum Acara Pidana, seperti juga hal yang serupa
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), sebagai perumusan asas legalitas dalam Hukum Pidana subtantif.
Hukum Acara Pidana karenanya juga memiliki sifat lex scripta, lex stricta,
lex certa, sebagai komponen dasar dari asas legalitas.

Hukum Acara Pidana karenanya harus dituangkan dalam hukum
tertulis (written law). Perbedaan mendasar asas legalitas Hukum Pidana
materiel dan Hukum Acara Pidana adalah pada jenis peraturan perundang-
undangan yang mengejawantahkannya. Hukum Pidana materiel dapat
diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan (wettelijjke
strafbepaling), yang berbentuk Undang-Undang dan peraturan daerah,
sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Sedangkan dalam Hukum Acara Pidana
ejawantahnya hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang
(strafordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien), sebagai
pelaksanaan perintah langsung Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945, sebagai norma hukum yang lebih tinggi. Tekanan pengaturan Hukum
Acara Pidana ada pada proses (pengurangan hak individu) dan prosedur
(perlindungan hak individu), yang kesemuanya dijalankan oleh aparatur
peradilan pidana menyebabkan persyaratan pengaturannya jauh lebih
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‘ketat” daripada pembentukan delik, sehingga harus dengan Undang-
Undang.

Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengaturan yang sifatnya
Hukum Acara Pidana, tidak dapat didelegasikan kepada peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Dengan kata lain, KUHAP
seharusnya memuat ketentuan yang operasional sedemikian rupa sehingga
telah dapat dijalankan tanpa diatur lebih lanjut dalam peraturan
perundangan di bawah Undang-Undang. Namun demikian, sejumlah
instrumen Hukum Acara Pidana ternyata telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Adanya Keputusan
Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan
Kapolri Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02-KP.10.06 Tahun 1984, Nomor
KEP-076/J.A/3/1984, Nomor Pol KEP/04/111/1984 tentang Peningkatan
Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada
Peraturan Kapolri Nomor Pol. Skep/1205/1X/2000 tentang Pedoman
Administrasi Penyidikan Tindak Pidana juncto Peraturan Kapolri Nomor 12
Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara
Pidana, menunjukkan bahwa KUHAP belum benar-benar operasional,
bahkan cenderung under legislation. Hal ini jelas-jelas menyimpangi asas
legalitas Hukum Acara Pidana, karena tidak memenuhi sifat lex scripta
sebagaimana telah dibatasi hanya dapat diatur dalam Undang-Undang.

Selain itu, sejumlah pengaturan dalam KUHAP menunjukkan
kecenderungan tidak memiliki sifat /ex sticta dan lex certa. Terutama karena
mengatur berbagai istilah yang sama sekali tidak dijelaskan maknanya,
padahal hal itu merupakan parameter pengurangan kebebasan individu.
Ketika Pasal 1 angka 14 KUHAP mendefinisikan tersangka, digunakan
isitlah “bukti permulaan” sebagai dasar untuk menyatakan seseorang
patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Sedangkan ketika diatur
kewenangan penyidik melakukan penangkapan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 KUHAP, hanya dapat dilakukan terhadap seorang yang
diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan
yang cukup”. Sementara itu, perintah penahanan atau penahanan lanjutan
dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras
melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup”, sebagaimana
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ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, karena adanya kekhawatiran
yang bersangkutan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan
barang bukti dan mengulangi tindak pidananya.

Penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan dan
penahanan kesemuanya merupakan pengurangan kebebasan individu,
yang seharusnya dirumuskan secara clear and clean dalam KUHAP.
Perumusan parameter melakukan penetapan tersangka, mengeluarkan
perintah penangkapan dan penahanan yang tidak jelas, karena tidak
dirumuskannya pengertian yang memadai tentang “bukti permulaan”, “bukti
permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam KUHAP, hanya
menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil dalam
implementasinya di lapangan. Mengingat kewenangan yang ada pada
Mahkamah Konstitusi sebagai guard of constitution, maka pada tempatnya
pula jika norma-norma yang samar tersebut (vaagen normen), ditafsirkan
sedemikian rupa sehingga dapat mencegah kesewenang-wenangan negara
melalui penegak hukumnya memanfaatkan celah demikian itu yang
penafsiran dalam bentuk Ilain akan menjadi inkonstitusional, jika
menyatakannya sebagai “tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai
hukum” akan menimbulkan masalah yang lebih buruk lagi.

Bukankah salah satu definisi negara hukum adalah hukum
didefenisikan lewat gagasan yang bersifat netral (neutrality), dapat dimaknai
secara seragam (uniformity), dan dapat diprediksikan (predictability).
Menjadi tugas Mahkamah Konstitusi memastikan hal itu benar-benar dapat
diwujudkan, khususnya dalam Hukum Acara Pidana yang sebagian besar
isinya merupakan pengurangan hak-hak asasi manusia. Merupakan amanat
konstitusi pula untuk menjadikan norma hukum yang ada dapat dimaknai
sedemikian itu untuk menjadi cita-cita negara hukum bukan sekadar slogan
atau kumpulan kata-kata indah, tetapi benar-benar dirasakan
keberadaannya dalam atmosfir yang menghidupi seluruh sendi kehidupan
masayarakat.

Menurut pendapat saya, salah satu “peluang” yang terbuka bagi
Mahkamah adalah dengan memaknai hal itu merujuk ketentuan lain dalam
KUHAP itu sendiri, seperti Pasal 183 KUHAP. Dalam hal ini ketentuan yang
mengatur tentang kewenangan hakim menyatakan terdakwa bersalah
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melakukan tindak pidana, berdasarkan “dua alat bukti’, sebagai ketentuan
yang ‘linear” dengan penetapan tersangka, perintah penangkapan dan
penahanan. Pada dasarnya, ketentuan KUHAP mengenai penetapan
tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan jika terdapat “bukti
permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, menjadi
ketentuan yang konstitusional apabila hal itu diartikan sebagai
‘berdasarkan sekurang-kurangnya dua bukti permulaan atau dua bukti”.
Dengan demikian, berkenan dengan penetapan tersangka dan
penangkapan dilakukan berdasarkan “dua bukti permulaan” sebagai dasar
kecukupannya secara hukum dan penahanan dilakukan berdasakan “dua
bukti”, bahwa seseorang diduga keras melakukan tindak pidana dan
dikhwatirkan akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan merusak
serta menghilangkan barang bukti.

Gradasinya terletak pada perbedaan pengertian antara “bukti
permulaan”, “bukti” dan “alat bukti”, dan bukan pada persyaratan minimal
adanya hal itu. Persyaratan minimalnya tertuju pada kuantitas bukti
permulaan dan bukti serta alat bukti, yang berlaku linear, baik dalam
penggunaan upaya paksa (penetapan tersangka, penangkapan dan
penahanan) maupun menyatakan yang bersangkutan bersalah karena telah
melakukan tindak pidana. Pengambilan putusan Mahkamah yang demikian
itu diperlukan, guna menghentikan praktik hukum yang jauh dari
terwujudkanya due process, pada satu sisi dan fair procedure pada sisi

yang lain.

. Asas Praduga Tak Bersalah dalam KUHAP

Asas mendasar lainnya dalam Hukum Acara Pidana adalah Asas
Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence). Asas praduga tak
bersalah diejawantahkan dalam bentuk adanya sejumlah hak bagi
tersangka/terdakwa. Proses dan prosedur dalam penyidikan, penuntutan
dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan diantaranya diabdikan untuk
melindungi, memenuhi dan mewujudkan hak-hak tersangka/terdakwa
tersebut. Hukum Acara Pidana didedikasikan untuk “mengambil jarak
sejauh mungkin dengan anggapan bahwa seseorang telah bersalah”,
kecuali dapat dibuktikan sebaliknya yang memuncak melalu penerapan
proses dan prosedur di pengadilan. Dengan cara demikian itulah perlakuan
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terhadap tersangka/terdakwa tentang dugaan kebersalahannya atas suatu
tindak pidana berada dalam “tataran yang wajar”.

Asas praduga tak bersalah bukan berarti mengganggap seseorang
tidak bersalah, sampai dengan pengadilan menyatakan yang bersangkutan
bersalah karena suatu tindak pidana, tetapi sebenarnya merupakan
mekanisme yang digunakan sebelum seseorang dinyatakan bersalah oleh
pengadilan, yakni yang bersangkutan mempunyai hak-hak tententu untuk
berlaku seperti orang pada umumnya. Dengan adanya hak-hak tersebut
maka pada dasarnya terdapat larangan bagi aparatur sistem peradilan
pidana untuk berpraduga bersalah (presumption of guilty) terhadap
tersangka/terdakwa. Dengan kata lain, proses pidana yang dilakukan
penegak hukum ditandai oleh sejumlah instrumen yang dibangun untuk
memastikan subjek pemeriksaan tersebut “dapat menggunakan hak-hak
hukum tertentu” yang dimilikinya, sehingga menjaga yang bersangkutan
tetap layaknya “orang yang tak bersalah”, sampai pengadilan membuktikan
sebaliknya.

Pada sisi lain peluang menggunakan hak-hak dimaksud semakin
‘menurun” menyesuaikan dengan tingkat-tingkat pemeriksaan perkara dan
“‘berakhir” ketika yang bersangkutan dijatuhkan vonnis bersalah melakukan
tindak pidana. Gradasi ini diantaranya tercermin dari istilah-istilah yang
digunakan sebagai label bagi pelaku tersebut, seperti tersangka, terdakwa
atau terpidana. Hal ini juga tercermin dari digunakannya istilah-istilah yang
berbeda-benda dalam lapangan pembuktian. Penetapan seseorang sebagai
tersangka mengacu pada “bukti permulaan”, melakukan penangkapan dan
penahan berdasarkan “bukti”, dan menyatakan seseorang bersalah
melakukan tindak pidana merujuk pada “alat bukti”.

Persoalan mendasar berkenaan dengan hal ini adalah inkonsistensi
KUHAP dalam melakukan pendefinisian istilah. Misalnya, ketika definisi
penyidikan dihadap-hadapkan dengan definisi tersangka. Pasal 1 angka 2
KUHAP menentukan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undangan
untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan guna menemukan
tersangkanya. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menentukan definisi
tersangka sebagai seseorang karena perbuatan dan keadaannya,
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berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Jika benar definisi penyidikan diantaranya adalah “guna menemukan
tersangkanya” dan hal itu didasarkan pada “bukti’, lalu bagaimana KUHAP
malahan mendefinisikan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan
“bukti permulaan”. Konstruksi ini menyebabkan bagi setiap tersangka, dasar
persangkaan menjadi tidak jelas, padahal berdasarkan Pasal 51 huruf a
KUHAP untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan
dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang
dipersangkakan kepadanya.

Akibatnya, pelaksanaan sistem dapat dilandasi pada selera penegak
hukum, like or dislike ataupun praktik wani piro. Asas praduga tak bersalah
yang menjadi landasan praktek peradilan disini dapat dengan mudah
berubah dari memiliki sifat “fair and impartial trial”, menjadi “unfair and
partial trial”. Padahal pemberdaan antara bukti permulaan dan bukti menjadi
faktor yang sangat krusial dalam hal ini. Hal ini juga tercermin dari
penggunaan istilah “terduga”, khususnya dalam praktek pemberantasan
terorisme, sebagai wujud dari kegagalan sistem membangun konsep
perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia,
sebagaimana diamanatkan dalam banyak ketentuan dalam Konstitusi,
seperti Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5), dan
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menjadi batu uji permohonan pengujian
Undang-Undang kali ini.

Selain itu, terkait dengan definisi penyidikan dan tersangka, secara
teoretik ada perbedaan mendasar antara “menetapkan tersangka” dan
‘menemukan tersangka”. Dalam hal ini proses penetapan seseorang
sebagai tersangka adalah suatu penilaian yuridis, terhadap bukti yang telah
ditemukan dan dihimpun oleh Penyidik. Sedangkan menemukan tersangka
lebih pada didapatinya secara fisik seseorang yang melakukan tindak
pidana itu. Hal ini menyebabkan patut dipertanyakan, apakah “menemukan
tersangka” itu adalah definisi kewenangan penyidik, yang boleh dilakukan
tetapi boleh juga tidak dilakukan, atau merupakan tugas penyidik, yang
mengacu pada bukti-bukti yang ditemukan dan dikumpulkannya. Praktik
hukum yang menggeser makna “menemukan tersangka” menjadi

“‘menetapkan tersangka”, disinyalir menjadi cara untuk melaksanakan
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“tebang pilih” penegakan hukum. Sebagaimana diketahui, banyak hak-hak
individu menjadi berkurang atau bahkan hilang ketika telah ditetapkan
sebagai tersangka (terlebih-lebih jika telah menjadi terdakwa). Praktek
hukum menjadi ajang dan sarana melakukan carracter assassination,
terutama lawan-lawan politik dari pemegang kekuasaan politik, ekonomi dan
kultural.

Persoalan lain adanya anak kalimat “dan menemukan tersangkanya”
dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, juga mengandung bahaya, yaitu seolah-
olah penyidikan harus sampai dengan adanya penetapan seseorang
sebagai tersangka. Dengan kata lain, setelah adanya surat printah
penyidikan (sprindik), penyidik harus dapat menemukan tersangka.
Ketentuan ini berhadap-hadapan dengan ketentuan lain bahwa penyidik
dapat menghentikan penyidikan, jika berdasarkan bukti yang telah
ditemukan dan dikumpulkannya, peristiwa yang terjadi ternyata bukan
tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.
Bagaimana mungkin penyidikan “harus” menemukan “tersangka”, yang
tercermin dari istilah “dan” yang bermakna kumulatif yang terhubung
dengan pekerjaan “mencari dan menemukan bukti”. Hal ini menyebabkan
timbulnya perlakuan yang diskriminatif pada individu yang tersangkut
hukum. Ada yang menjadi tersangka karena dilaporkan sebagai orang yang
disangka melakukan tindak pidana, ada pula yang menjadi tersangka
karena ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik berdasarkan bukti yang
cukup, dan ada pula yang harus ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat
dihentikan penyidikannya, karena pemberitahuan penghentian penyidikan
hanya diberikan kepada seseorang yang berstatus tersangka, serta ada
yang menjadi tersangka karena dialah orang yang harus ditemukan sebagai
pelaku tindak pidana.

Kemungkinan untuk dapat memperlakukan yang berbeda-beda itu
menjadikan “bahan dagangan” penegak hukum, yang menyebabkan banyak
terlapor, calon tersangka atau benar-benar tersangka menjadi ATM bagi
oknum penegak hukum. Mahkamah Konstitusi tidak boleh dan tidak dapat
membiarkan hal itu terus berlangsung, yang bukan tidak mungkin pada
gilirannya mengenai kita karena sesuatu hal yang sama sekali tidak dapat
diduga sebelumnya. Berdasarkan hal ini pada tempatnya jika Mahkamah
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Konstitusi menyatakan “dan menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1
angka 2 KUHAP bukanlah bagian dari definisi penyidikan, sehingga
memutuskan hal itu sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai

hukum (inkonstitusional).

Asas Dasar Menurut Keperluan Penahanan

Penahanan adalah pengurangan kebebasan yang paling krusial
dalam Hukum Acara Pidana, karena mengenai hal ini sistem menganut
‘punishment before the trial”. Penahanan pada hakekatnya adalah
kewenangan hakim yang “dipinjamkan® kepada penyidik (dan penuntut
umum) untuk membantu tugas-tugas mereka. Makanya pada putusan
pemidanaan masa dilakukannya penahanan dikurangkan (seluruhnya atau
sebagiannya) dari pidana yang dijatuhkan hakim. Oleh karena penahanan
bukan kewenangan asli dari penyidik, makanya prosedur yang ketat
diperlukan, sekali lagi guna menjamin hak-hak kolektif dan hak individual
tentang perlakuan sama dihadapan hukum (equality before the law).

Berdasarkan Pasal 20 KUHAP, penahanan hanya dapat dilakukan
‘untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang
pengadilan”. Dikaitkan dengan definisi penyidikan dalam Pasal 1 angka 2
KUHAP, menjadi persoalan adalah apakah penahanan dilakukan dalam
rangka “mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” atau
sebaliknya penahanan hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil
menemukan dan menghimpun bukti yang kuat untuk menyatakan
seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.  Apabila konstruksi
pertama yang digunakan, maka ketika “bukti yang membuat terang tindak
pidana yang dapat dikumpulkan” dan/atau “tersangka tindak pidana dapat
ditemukan” dapat dilakukan tanpa penahanan, maka jikalau penahanan
tetap dilakukan maka hal itu menjadi ilegal. lronisnya, praktek hukum
selama ini menunjukkan gejala tersebut, yaitu seseorang yang dalam
penyidikan telah bersikap sekooperatif mungkin, malah justru dikenakan
penahanan ketika seluruh bukti telah terkumpul sehingga membuat terang
suatu tindak pidana dan ternyata yang bersangkutanlah tersangkanya.
Seolah-olah penetapan seseorang sebagai tersangka ditandai oleh
keputusan untuk mengenakan “penahanan” terhadapnya. Penahanan

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



34

dilakukan terlepas dari kenyataan apakah hal itu “perlu untuk dilakukan atau
tidak”. Padahal seharusnya, ‘non arrested is principle, arrested is
exception”.

Penahanan adalah pelanggaran hak asasi manusia, sejauh mungkin
hal itu dihindari karena mereka yang disangka atau didakwa melakukan
tindak pidana mempunyai hak untuk tidak ditahan (diperlakukan sebagai
orang yang tidak bersalah) sebelum diputuskan sebaliknya oleh pengadilan.
Tujuan prevensi umum maupun khusus tidak akan dapat dicapai melalui
tindakan penahanan tersangka tindak pidana, sekalipun hal itu sifatnya
extra ordinary crime.

Salah satu persoalan mendasar dalam praktek tahan menahan
adalah berkenaan dengan alasan subjektif penahan, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Alasan subjektif melakukan
penahanan adalah dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau
terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi
tindak pidana. Penggunaan istilah “subjektif” dalam alasan subjektif,
menyebabkan praktek hukum umumnya menentukan adanya alasan ini
tanpa ukuran-ukuran yang objektif. Hal itu sepenuhnya bergantung pada
penilaian subjektif penyidik, sehingga seolah-olah merupakan manifestasi
“discretionary power”. Dengan demikian, praktik penentuan adanya alasan
subjektif penahanan telah mengubah prinsip penahanan menjadi: “arrested
is principle, and non arrested is exception.”

Sebenarnya alasan subyektif penahanan adalah penilaian berkenaan
‘orang” (subjek hukum) dan bukan subjektivitas penegak hukum, yang
terkadang sewenang-wenang. Sepertinya tidak cukup untuk menyatakan
hal tersebut sebagai penyimpangan praktik atau kekeliruan penafsiran,
tetapi boleh jadi berpangkal tolak dari kekeliruan dalam merumuskan Pasal
21 ayat (1) KUHAP. Pasal ini menetukan perintah penahanan atau
penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa
yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,
dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau
terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi

tindak pidana.
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Ketentuan Pasal 21 KUHAP, mempersyaratkan adanya dasar
menurut hukum (rechtmatige heid) dan dasar hukum menurut keperluan
berdasarkan suatu keadaan (nood zakelijk heid), sebagaimana telah pula
ditegaskan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor N.01.PW.07.03 Tahun
1982 tanggal 04 Februari 1982 dalam hal ini penahanan hanya dapat
dilakukan apabila terdapat dasar menurut Hukum, vyaitu adanya dugaan
keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, atau tindak pidana
yang diancam dengan pidana menurut ketentuan pasal-pasal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, dan dasar menurut
keperluan, yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kehawatiran bahwa
tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti
dan/atau mengulagi tindak pidana.

Namun demikian, ketentuan di atas hal ini sepertinya hanya ada
didalam ranah normatif, dan tidak pernah benar-benar diterapkan dalam
kejadian konkrit. Sudah waktunya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
anak kalimat “berdasarkan bukti yang cukup "bukan hanya digunakan untuk
alasan objektifnya, vyaitu “berdasarkan bukti yang cukup” digunakan
terhadap tindak pidananya, tetapi juga “berdasarkan bukti yang cukup” juga
digunakan terhadap anak kalimat “dalam hal adanya keadaan yang
menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana”. Dengan
demikian, dalam surat perintah atau penetapan penahanan, harus pula
tergambar bahwa terdapat “bukti yang cukup” tersangka/terdakwa akan
melarikan diri, merusak barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan demikian, maka
setidaknya hal itu menjadi ikhtiar untuk menghentikan praktek hukum yang
sewenang-wenang, diskriminatif, unpredictable, serta koruptif. Keputusan
demikian itu menjadikan mereka yang memutuskan telah melakukan jihad
konstitusional dalam rangka membawa bangsa Indonesia kearah yang lebih
baik, lebih adil dan lebih berkemajuan dalam perlindungan hak-hak asasi
manusia, termasuk hak-hak hukum tersangka/terdakwa.
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2. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.

Permasalahan utama dalam pasal-pasal tersebut erat kaitannya fungsi
hukum acara pidana yang dinyatakan memiliki fungsi melindungi dan sebagai
sarana instrumental. Fungsi melindungi berkiatan dengan penerapan hukum
pidana yang tidak dapat diterjemahkan lain kecuali atas dasar Undang-
Undang. Sementara hukum pidana sebagai sarana intrumental berfungsi
menyatakan bahwa dalam proses penuntutan seseorang atas perbuatan yang
dilakukannya tidak bisa lain dari pada berdasarkan prosedur yang ditentukan
dalam aturan Undang-Undang. Kedua pandangan ini merupakan konkretisasi
dari alasan lahirnya asas legalitas dalam kaitannya dengan reaksi masyarakat
atas ketidak pastian hukum dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh
penguasa . Tidak boleh ada suatu perumusan ketentuan Undang-Undang yang
kurang jelas (syarat lex certa) menjadi jaminan atas adanya ukuran yang jelas
pula dari setiap tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum.

Adalah menarik untuk membandingkan perumusan Pasal 1 Sv (KUHAP
Belanda) dengan makna penuntutan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP. Pasal 1
Sv menyatakan bahwa penuntutan pidana adalah keseluruhan proses pidana,
mulai dari pengusutan sampai pelaksanaan pidana. Sementara Pasal 1 angka
(7) KUHAP memaknai penuntutan sebagai tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang yang
dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Hal yang membedakan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHAP dan Pasal 1
KUHP di Belanda adalah makna “wet’ dan “wettelijk’ yang dalam KUHAP
hanya dimaknai sebagai Undang-Undang dan bukan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan perbedaan ini maka ketentuan ini tidak memberikan
kemungkinan pendelegasian wewenang untuk membuat peraturan acara
pidana kepada pembentuk Undang-Undang yang lebih rendah. Pembentuk
undang-undang yang lebih rendah dapat membuat peraturan pidana (dalam
batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang) tetapi tidak dapat membuat
peraturan tentang acara pidana. Dan ketentuan ini juga menggambarkan
larangan menafsirkan secara a-contrario dalam rumusan ketentuan Undang-

Undang tentang hukum acara pidana.
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Hal ini pada dasarnya juga sejalan dengan asas “due process of law’
yang kerap disebut sebagai suatu proses peradian yang adil yang merupakan
suatu hak konstitusional dalam sejarah hukum masyarakat Amerika (lihat
Amandemen ke 5 dan ke 14 dari konstitusi Amerika). Salah satu hal yang dapat
mengendalikan proses hukum yang didasarkan pada diskresi yang besar dari
para penegak hukum yang dapat mengarah pada suatu proses peradian yang
tidak adil adalah pembatasannya secara limitatif adalah aturan hukum yang
jelas dan tidak multi interpretatif.

Penjelasan ini yang kiranya tidak menjadi jelas dalam praktek hukum
acara di Indonesia sehingga beberapa ketentuanyang dianggap tidak jelas
dalam aturan Undang-Undang dicoba di interpretasikan dan dirumuskan
sebagai norma adlam ketentuan dibawahnya yang juga menjadi inti dari
permasalahan yang diajukan kepada mahkamah konstitusi.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili
perkara-perkara yang mempermasalahkan tentang pelanggaran atas hak
konstitusional ssorang, maka permasalahan dalam hukum acara pidana
menjadi relevan karena hal ini sangat berkaitan dengan hak atas keadilan yang
menjadi sokoguru dari penegakahan hak asasi manusia yang merupakan hak
konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karena
perumusan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam
KUHAP merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 1 butir (6) Undang-undang
Nomor 39 Tahun 1999 yang dalam adagium umum dinyatakan sebagai lus Ubi
Ibi Remedium (dimana ada hak maka disana ada kewenangan untuk
menuntutnya).

Dalam Gugatan dinyatakan adanya sejumlah pasal-pasal yang
bermasalah yang meliputi Pasal 1 angka (2), Pasal 1 angka 14, Pasal 17,
Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a dan Pasal 156 huruf b dan d KUHAP.

Maka berkaitan dengan:
1. Pasal 1 angka 2 KUHAP
Yang rumusannya adalah:
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari Sserta
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mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Status tersangka pada dasarnya merupakan hal yang tidak diinginkan
oleh setiap orang. Karena ini adalah awal dari stigma negative yang
mungkin muncul dari suatu proses peradilan pidana. Oleh karena itu maka
penentuan status seseorang sebagai tersangka menjadi hal yang penting
untuk dilakukan secara hati-hati.

Merujuk dalam rumusan pasal ini terdapat dua hal yang dapat
dilakukan oleh penyidik yaitu mengumpulkan bukti dan menemukan
tersangkanya. Diantara kedua hal tersebut terdapat kata “dan” dimana hal
ini memisahkan antara kewenangan “mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi”
dan kewenagan yang lain yaitu “menemukan tersangkanya”. Namun kata
dan juga memisahkan kedua kewenangan itu. Oleh karenanya
menimbulkan suatu pertanyaan apa yang menjadi dasar penyidik untuk
menemukan tersangkanya. Namun apakah proses menemukan tersangka
adalah bagian dari proses pengumpulan bukti. Sesungguhnya rumusan
Pasal ini menjadi multi tafsir .

Mencegah agar penentuan nasib seorang yang diberikan status
tersangka, maka perlu kiranya dilakukan sehati-hati mungkin. Bahwa
penentuan status seorang tersangka harus didasarkan sebagai kesimpulan
dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya maka rumusan pasal
harus dibaca menjadi:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari Sserta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan berdasarkan bukti-bukti itu pula ditentukan
tersangkanya.

. Pasal 1 angka 14 KUHAP

Yang rumusannya adalah

tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
Pasal 17 KUHAP

Yang rumusannya adalah
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Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP

Yang rumusannya adalah

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang
tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan
diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak
pidana.

Berkaitan dengan permasalahan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan
Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Menurut ketentuan ini, Tersangka adalah
seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, seseorang
dinyatakan menjadi tersangka apabila ada bukti permulaan bahwa ia patut
diduga sebagai pelaku tindak pidana. Begitupun dalam pelaksanaan upaya
lainnya seperti penangkapan atau penahanan yang harus dinyatakan
sebagai upaya paksa yang rentan terjadinya pelanggaran hak konstitusional
bila tidak dilaksanakan dengan hati-hati.

Dalam KUHAP sendiri tidak ada batasan mengenai apa yang
dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Dalam praktiknya terdapat
perbedaan memaknai pengertian “bukti permulaan yang cukup’
berdasarkan ketentuan yang kemudian mengaturnya. Merujuk pada
Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan
Agung, dan Kapolri Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02-KP.10.06 Tahun
1984, Nomor KEP-076/J.A/3/1984, Nomor Pol KEP/04/11/1984 tentang
Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana
(Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri Nomor Pol. Skep/1205/1X/2000
tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana. Sementara
dalam Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi, memaknai “bukti permulaan yang cukup”, sebagai
dianggap ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat
bukti...”.

Terdapat beberapa hal berkaitan dengan pembedaan ini yaitu:
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1. membandingkan kedua peraturan tersebut, ketentuan dalam UU Nomor
30 Tahun 2002 pada dasarnya yang lebih mendekati asas minimum
pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dimana
hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

2. Bahwa ketentuan dalam ketentuan Mahkejapol merupakan ketentuan
yang lebih rendah dari Undang-Undang yang tidak boleh membuat
norma baru.

Sebagaimana dikemukakan diatas, maka asas legalitas tidak dapat
dimaknai sebagai adanya norma baru dari ketentuan yang lebih rendah
mengingat penerapan asas lex certa yang sangat ketat dalam hukum acara
pidana dibandingkan dengan hukum pidana. Dibandingkan dengan
Keputusan Mahkejapol yang tidak memiliki sandaran teoretis, bentuk
penerapan interpretasi secara sistematis yang dilakukan dalam
menerjemahkan pengertian “bukti permulaan yang cukup” berdasarkan
Pasal 183 KUHAP dalam Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002
menjadi lebih berdasar. Oleh karena itu sepatutnya dalam membaca
rumusan “bukti permulaan yang cukup “telah ditemukan sekurang-
kurangnya 2 (dua) alat bukti...”.

. Pasal 77 huruf (a) KUHAP

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan
atau penghentian penuntutan

Merujuk kepada ketentuan dalam Pasal-pasal lainnya didalam
KUHAP seperti Pasal 95 (beserta penjelasannya) Pasal 96 dan Pasal 97
KUHAP, terlihat bahwa pengaturan mengenai lembaga praperadilan. Pun
tidak tersusun secara inkonsisten. Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97
merupakan Pasal tentang ganti rugi dimana dinyatakan dalam Pasal 95:
Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena

ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa
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alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan.

Dalam rumusan ini terdapat frasa “tindakan lainnya” yang
menggambarkan adanya bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan
diluar apa yang dirumuskan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP padahal dalam
Pasal 77 huruf b hanya membatasi ganti rugi meliputi
“...ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. “

Bila melihat bahwa praperadilan dalam sejarahnya memiliki fungsi
sebagai alat control dan perlindungan anggota masyarakat yang sedang
menjalani proses peradilan pidana dari kesewenang-wenangan penguasa.
Sayangnya mekanisme ini hanya memiliki kewenangan yang sangat
terbatas, padahal potensi penyalahgunaan kewenangan juga meliputi
tindakan lain seperti pengujian keabsahan upaya paksa yang lain seperti
penetapan status tersangka, penggeledahan, penyitaan dan pemeiksaan
surat. Sehingga fungsi perlindungan sebagaimana yang menjadi dasar
filosofis dari kelberadaan lembaga ini dalam KUHAP tidak dapat diharapkan
tercapai.

Berdasarkan pemikiran tersebut perlu kiranya Mahkamah konstitusi
mengembalikan tujuan dari lembaga praperadilan dengan memutuskan
bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara
bersyarat (conditionally unconstitutional) sehingga dapat sesuai dengan
tujuannya semula. Bahwa Pasal 77 huruf a harus dimaknai mencakup juga
‘sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan,
pemeriksaan surat”.

. Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP

(2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu
tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau
hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai
pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan

(4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat
hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat

belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



42

putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang

berwenang untuk memeriksa perkara itu.

Terdapat suatu keadaan yang tidak konsisten dalam perumusan ini
dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam rumusan ini dimana
frasa “sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal
tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang
dilanjutkan”. Menjadi suatu hal yang akan dipertanyakan bila kondisi yang
muncul adalah bila seorang terdakwa mengajukan banding dan diterima,
bagaimana dengan pemeriksaan atas pokok perkara yang tetap berjalan di
pengadilan di bawahnya. Mekanisme penghentian pemeriksaan terhadap
pokok perkara yang sedang berjalan tidak diatur di dalam KUHAP, sehingga
akan menimbulkan suatu pertanyaan “apakah ketua majelis berwenang
menghentikannya secara serta merta?”. Jelas ketidak pastian hukum ini
bertentangan dengan hak atas keadilan sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (5) UUD
1945. Oleh karenanya menjadi tugas dari Mahkamah Konstitusi untuk
menegaskan hak konstitusional warga negara dengan membaca ulang
rumusan ini menjadi “sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim
berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesainya
pemeriksaan, maka siding dilanjutkan.”

Sebaga penutup dalam khasanah literatur tentang hak asasi manusia
terdapat suatu adagium “Ubi lus Ibi Remedium”. Dimana ada hak maka disana
ada kewenangan untuk menuntutnya. Maka dalam upaya perlindungan
terhadap hak konstitusional warga negara menjadi tugas dari Mahkamah
Konstitusi untuk mengembalikan asas-asas yang menjadi sokoguru penegakan
hukum khususnya hukum pidana dalam posisinya semula.

. Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.

Dalam penegakan hukum pidana seringkali terjadi dilema, tarik menarik
antara perlindungan kepentingan umum (termasuk kepentingan korban) disatu
sisi dengan perlindungan kepentingan individu pada sisi yang lain. Pada satu
sisi masyarakat menginginkan perlindungan agar tidak menjadi korban
kejahatan, atau kalau pun sudah terlanjur menjadi korban kejahatan, pelakunya
dapat diproses melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP). Namun demikian, pada
sisi yang lain masyarakat tidak menginginkan terjadinya gangguan terhadap
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hak-hak mereka sebagai warga negara yang mempunyai hak asasi manusia
(HAM) akibat bekerjanya alat-alat penegak hukum pidana, kecuali yang
memang benar-benar telah diatur kewenangannya oleh peraturan hukum yang
berlaku.Dengan demikian, hal itu ibarat dua sisi dari mata uang.

SPP harus mampu mengakomodasi secara proporsional setidak-
tidaknya dua macam kepentingan tersebut yaitu kepentingan umum, yaitu
kepentingan warga masyarakat yang menjadi korban kejahatan baik secara
langsung maupun tidak langsung yang dalam hal ini diwakili oleh alat negara
penegak hukum, dengan kepentingan pelaku kejahatan. Kedua kepentingan
yang harus diperhatikan secara proporsional ini harus menjadi salah satu dasar
falsafah utama dalam pembentukan SPP.

Apabila SPP terlalu mementingkan pemberian kewenangan alat negara
penegak hukum pidana tanpa memperhatikan pemberian hak-hak warga
negara khususnya kepada tersangka dan terdakwa, maka hal itu potensial
terjadi pelanggaran hak-hak warga negara. Namun sebaliknya jika terlalu
mementingkan aspek perlindungan hak-hak warga negara dikhawatirkan akan
mempersulit pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

Menyelesaikan perkara kejahatan melalui proses peradilan pidana,
berarti alat-alat negara penegak hukum pidana bekerja dengan menjalankan
kewenangan yang dimilikinya. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Lord
Acton bahwa power tends to corrupt but absolute power corrupt absolutely,
bahwa kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan tetapi kekuasaan yang
absolut pasti akan disalahgunakan secara mutlak pula, di sinilah letak
pentingnya perhatian terhadap perlunya perlindungan warga negara terhadap
kemungkinan pelanggaran kewenangan oleh alat negara penegak hukum.
Yang di dalam permohonan Pemohon dipakai istilah hubungan antara
“proses dengan prosedur”, bahwa tidak boleh ada proses tanpa prosedur.

Seseorang yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana oleh
alat negara penegak hukum berdasarkan bukti permulaan, maka status
hukumnya dapat diubah oleh penegak hukum pidana menjadi tersangka.
Sebagai seorang tersangka, dia dapat dikenakan berbagai pembatasan
terhadap kemerdekaan pribadinya seperti kebebasan bergerak, menguasai/
memiliki harta benda dan lain sebagainya. Dengan kondisi seperti ini seorang
tersangka berhadapan dengan petugas penegak hukum yang dibekali sejumlah
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kewenangan tertentu, maka seorang tersangka akan nampak sebagai pihak
yang sangat lemah. Sebagai pihak yang lemah tentunya harus ada suatu
jaminan yuridis yang memberi perlindungan agar seorang tersangka tidak
menjadi korban penyalahgunaan kewenangan.

Meskipun seorang tersangka dapat dikenakan berbagai pembatasan
HAM yang dimilikinya, tidak berarti dia dapat diperlakukan sewenang-wenang
sehingga berkesan seluruh haknya sebagai warga negara telah hilang sama
sekali. Pembatasan-pembatasan hak-hak warga negara dalam suatu negara
yang berdasar atas hukum seperti di Indonesia, menurut Mardjono hanya
diperbolehkan apabila hal itu dibenarkan oleh hukum itu sendiri melalui suatu
proses peradilan pidana yang adil (due process of law) sebagai lawan dari arbi-
trary process atau proses peradilan yang sewenang-wenang.

Due process of law merupakan kerangka dasar pendirian sistem
peradilan yang tertib, yang meliputi administrasi, dan kebebasan seseorang.
Untuk membicarakan masalah keadilan dalam proses peradilan tidak mungkin
tanpa mengkaitkannya dengan due process of law, yang menurut Tobias dan
Petersen berasal dari Magna Charta tahun 1215 di Inggris yang mulai
membatasi kekuasaan raja yang absolut sehingga warga negara tidak
terlindungi dengan baik.

Tidak ada satu definisi yang tepat untuk segala situasi mengenai due
process of law karena adanya perbedaan-perbedaan tempat yang
mempengaruhi. Definisi due process of law tergantung pada hubungan antara
hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku
warga dengan hukum yang membatasi kekuasaan. Due process of law
merupakan elemen dasar dari keadilan. Menurut definisi dari Daniel Webster
yang diambil berdasarkan kasus Dartmouth College v Woodward due process
of law diartikan sebagai "a law which hears before it condems; which proceeds
upon inquiry and renders judgement only after trial”.

Due Process of Law yang asal muasalnya dapat ditarik ke belakang
sejak kemunculan Magna Charta di Inggris pada tahun 1215 yang merupakan
suatu jaminan konstitusional untuk melindungi individu dari kekuasaan yang
sewenang-wenang, karena adanya jaminan bahwa tidak seorang pun boleh

dirampas hidup, kebebasan, dan kekayaannya selain berdasarkan putusan
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pengadilan yang sah dengan prinsip yang “reasonable ness” sebagaimana
yang pernah dinyatakan oleh Tobias dan Petersen lebih lanjut bahwa:
The origin of Due Process of Law principle can be traced back at least as far
as 1215, when it was part of the Magna Charta in England. The original
purpose of the principle was to prevent the crown from acting against an
individual that was not under the protection of the law Due process of law

Untuk memperkuat argumentasi mengenai pentingnya masalah due
process of law dalam melindungi hak warga negara dari kemungkinan
kesewenang-wenangan aparatur negara penegak hukum, menurut Tobias dan
Petersen masalah tersebut bahkan sampai dimuat dalam dua kali amandemen
dalam konstitusi Amerika Serikat sebagaimana dapat dibaca dalam kutipan
amandemen ke-5 dan ke-14 sebagai berikut:

No person... be deprived of life, liberty, or property without due process of
law (fifth amandment);

... hor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without
due process of law (14th amandment).

Meskipun Indonesia tidak secara eksplisit memakai istilah “due process
of law” dalam konstitusinya, namun bukan berarti konstitusi Indonesia
berdasarkan UUD 1945 tidak menganut prinsip-prinsip due process of law, hal
ini setidak-tidaknya dapat dilihat dari berbagai pasal dalam UUD 1945 yang
nanti dalam perkara a quo akan dipakai sebagai batu uji dalam perkara
pengujian beberapa pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) terhadap
UUD 1945, yaitu antara lain:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 28D ayat (1)

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.

Pasal 28I ayat (5)

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak
asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan

perundangan-undangan.
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Pasal 28J ayat (2)

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-
X1/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84-85), telah menjelaskan bahwa “Prinsip
negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 yang meletakkan suatu
prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM)”. Sejalan dengan prinsip
tersebut, Mahkamah juga menegaskan adanya kewajiban bagi orang lain,
termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya, dan oleh karena itu
pelaksanaan HAM harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan dan itu semua merupakan tugas dan tanggung jawab
bagi negara yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis”.

Pendapat di atas setidak-tidaknya didasarkan pada argumentasi yang
disampaikan oleh Prof. Mardjono yang mengemukakan adanya tiga hal yang
menjadi asumsi atau dasar dari due process of law yaitu:

1. rule of law dalam arti negara berdasar hukum;

2. Equality before the law atau asas persamaan di depan hukum dalam arti
tidak ada diskriminasi yang bersifat negatif di muka hukum; dan

3. presumption of innocence dalam arti asas praduga tidak bersalah.

Untuk mengetahui ada tidaknya due process of law dalam SPP menurut
Tobias dan Petersen, setidak-tidaknya harus terdapat enam unsur penting di
dalamnya vyaitu: notice, hearing, counsel, defense, evidence, dan fair and

impatrtial court.

1. Notice (pemberitahuan)
Bahwa kalau ada suatu proses peradilan pidana yang akan melibatkan
seseorang, maka harus ada pemberitahuan secara resmi (tertulis) yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dipilih cara yang
bagaimana yang akan dipilih. Pemberitahuan ini harus tepat dan wajar,
sehingga tersangka atau terdakwa harus diberi cukup waktu untuk
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mempersiapkan pembelaan, dan bagi pihak-pihak yang lain yang terlibat
juga cukup waktu untuk mepersiapkan hadir di persidangan. Bahwa
terdakwa berhak untuk mendapatkan karena ia harus diberi kesempatan
untuk didengar keterangannya terhadap dakwaan yang dijatuhkan kepada
dirinya.

. Hearing

Hak ini sebenarnya berasal dari sistemcommon law bahwa tidak seorang
pun dapat dihukum tanpa suatu kesempatan yang diberikan kepadanya
untuk didengar, dia harus dapat membela diri di pengadilan (the person
must be allowed his day in court). Karena wewenang hakim sangat besar,
kalau dia sampai melarang terdakwa melakukan pembelaan berarti ia telah
melanggar hak terdakwa untuk melakukan day in court. Hearing harus adil
dan tertib, serta terdakwa diperbolehkan untuk membela dan melindungi
hak-haknya baik dilakukan sendiri atau melalui pengacaranya.

. Counsel (bantuan hukum)

Setiap orang yang terlibat dalam sidang punya hak tidak saja untuk hadir di
persidangan tetapi juga hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Kalau
sampai ada hakim yang melarang sehingga tidak diberi bantuan hukum
artinya ia dirampas haknya terhadap due process of law. yang sering
menjadi masalah tawar menawar pemberian hak biasanya masalah hak
bantuan hukum ini, sedang masalah hak defense biasanya tidak karena
merupakan hak yang tidak bisa ditawar-tawar.

. Defense (hak bela diri terdakwa)

Hak pembelaan diri selain dapat untuk melakukan penyangkalan yang
berguna untuk membela diri terdakwa, juga berguna untuk membuka tabir
untuk membuka sisi lain dari peristiwa itu (the right of discloser) yang
sebelumnya mungkin belum diketahui. Yang menjadi masalah hak ini sering
tidak sepenuhnya dihargai pihak jaksa. Bagaimana jika hak tersebut diakui
tetapi dalam pelaksanaannya tidak sempurna? Pengakuan mengenai hak
ini seharusnya mengandung the right of discloser of information atau hak

mendapat keterbukaan informasi secara sukarela.

. Evidence (hak yang berkaitan dengan pembuktian)
Kalau ada bukti yang diperkenankan yang penggunaannya atau proses
mendapatkannya tidak adil, maka terdakwa harus mempunyai kesempatan
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untuk membuktikan bahwa bukti itu tidak benar, dan terdakwa mempunyai
hak untuk mengajukan bukti-bukti lain yang bisa untuk melindungi dirinya.
Due process of law melarang penyalahgunaan barang bukti yang diperoleh

secara illegal.

6. Fair and Impartial Court (peradilan jujur dan tidak memihak)
Bahwa unsur penting dan fundamental untuk mendukung pelaksanaan due
process of law yang sangat penting adalah harus adanya jaminan bahwa
peradilan yang dilakukan harus jujur dan tidak memihak kecuali untuk
memihak pada kebenaran dan keadilan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, due process of law sering
ditafsirkan secara keliru karena hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-
aturan hukum acara pidana dalam suatu proses peradilan terhadap terdakwa.
Pengertian dari proses peradilan pidana yang adil harus lebih luas dari pada
sekadar menerapkan aturan hukum acara pidana, namun selain itu harus
terdapat suatu sikap penghargaan terhadap hak-hak warga negara termasuk di
dalamnya adalah tersangka dan terdakwa. Inti dari pengertian due process
of law yang benar adalah perlindungan terhadap kebebasan warga negara
dengan standar yang “reasonable ness” yang sesuai dengan konstitusi
negara, dan hal itu merupakan tonggak utama SPP dalam negara hukum.

Isu sentral masalah penegakan hukum pidana di Indonesia sejak jaman
penjajahan, baik semasa berlakunya IR hingga HIR hingga masa sesudah
kemerdekaan yang masih memberlakukan HIR sebagai peraturan hukum acara
pidana adalah kurang baiknya hukum acara pidana mengatur pemberian
jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabat umat manusia terutama
bagi mereka yang terlibat sebagai pihak tersangka atau terdakwa. Dengan kata
lain hukum acara pidana terlalu berorientasi kepada pemberian kewenangan
aparat penegak hukum sehingga mengesampingkan perlunya perlindungan
hukum terhadap pihak tersangka dan terdakwa.

Munculnya KUHAP sebagai hukum acara pidana untuk menggantikan
HIR dilatarbelakangi oleh isu sentral mengenai wawasan perlindungan hak
asasi manusia untuk mengimbangi kewenangan besar yang dimiliki oleh aparat
penegak hukum pidana, sebagaimana dapat dibaca dalam bagian Penjelasan
Umum KUHAP bahwa:
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demi pembangunan dalam bidang hukum ..., maka "Het Herziene Inlandsch
Reglement" (Stb Tahun 1941 Nomor 44) berhubungan dengan dan Undang-
Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (LN 1951 Nomor 59, TLN Nomor 81)
serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum
acara pidana, perlu dicabutkarena tidak sesuai dengan cita-cita hukum
nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru
yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan
bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh
Indonesia, yaitu R.1.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya
ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi
manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia
sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.

Meskipun lahirnya KUHAP dilatarbelakangi oleh isu sentral mengenai
peningkatan perlindungan HAM dalam hukum acara pidana, namun
sebagaimana yang juga dapat dibaca dalam permohonan Pemohon dalam
perkara a quo, perumusannya seringkali justru tidak sejalan dengan isu sentral
mengenai perlindungan HAM dalam hukum acara pidana, dan makin
diperparah dalam hal terjadi ketidakjelasan mengenai suatu norma dalam
praktek hukumnya justru menjauh dari isu dasar perlindungan HAM bagi
tersangka atau terdakwa.

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa meskipun sepintas ketentuan
norma Pasal 1 angka 2 KUHAP terlihat jelas namun dalam praktik ternyata
telah menimbulkan pengertian yang multitafsir sehingga melanggar asas lex
certa (jelas) dan lex stricta (pasti), yang mengakibatkan ketidakpastian hukum
yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat
menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan
prinsip due process of law sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3)
serta Pasal 281 ayat (5) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pengertian penyidikan yang dimuat dalam Pasal 1
angka 2 KUHAP di atas, mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



50

bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga
hal, yaitu:

1. Bukti,

2. Tindak pidana dan

3. Pelakunya (tersangkanya),

Bahwa penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak
pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik, dengan kata
lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada
pelaku (tersangka) yang dapat ditemukan apabila penyidik gagal menemukan
bukti yang dimaksud.

Ahli sependapat dengan dalil yang dikemukakan Pemohon dalam
permohonannya dengan memahami pengertian penyidikan sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut maka tindakan penyidikan
tidak mengharuskan penyidik untuk menetapkan adanya tersangka (dan juga
tindak pidananya) kecuali hal itu didasarkan pada bukti yang berhasil
ditemukan penyidik yang menunjukkan bahwa seseorang patut diduga sebagai
pelaku tindak pidana tersebut.

Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, dalam
bagian yang lain yaitu dalam Pasal 1 angka 14 menentukan bahwa yang
dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku
tindak pidana.

Penentuan status seseorang menjadi tersangka oleh penyidik yang tidak
didasarkan bukti merupakan tindakan sewenang-wenang merupakan bentuk
pelanggaran hak konstitusional warga negara di dalam negara berdasar hukum
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, selain itu juga
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) bahwa ‘Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (5) bahwa Untuk menegakkan
dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum
yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur,
dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan, maka pengaturan

mengenai pengertian prinsip penyidikan selain harus dituangkan dalam bentuk
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perundang-undangan muatan isinya harus sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis yang menjamin hak ataspengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945].

Bahwa agar penyidikan tidak lagi dipergunakan sebagai alat untuk
menempatkan orang sebagai tersangka apabila suatu perkara memang tidak
seharusnya ada tersangka karena tidak adanya bukti, maka menurut ahli frasa
‘dan guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP harus
dimaknai sebagai “dan hanya berdasarkan bukti-buktihasil penyidikan
tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya”.

Bahwa ada beberapa istilah dalam KUHAP yang berkaitan dengan
masalah pembuktian di tingkat pra adjudikasi (sebelum perkara masuk ke
tahap persidangan) yaitu “Bukti Permulaan” dan “Bukti Permulaan Yang
Cukup” serta “cukup bukti’namun KUHAP tidak menjelaskan pengertian dan
ukuran yang jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum
berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi penyidik sebelum
menetapkan seseorang sebagai tersangka atau sebelum menggunakan upaya
paksa dalam menangkap atau menahan seseorang.

Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menjelaskan pengertian
tersangka disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Tersangka adalah
seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, demikian juga dalam
Pasal 17 KUHAP menyatakan:“Perintah penangkapan dilakukan terhadap
seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti
permulaan yang cukup”, namun kedua pasal tersebut tidak menjelaskan
ukuran yang dipakai untuk menunjukkan ketercukupan “bukti permulaan” dan
“bukti permulaan yang cukup tersebut.

Dalam praktek peradilan pidana terjadi pemberian arti terhadap istilah
“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan juga “bukti yang cukup”
yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan kepentingan hukum
seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka, yang kemudian ditindak lanjuti
dengan penangkapan atau penahanan. Bahkan praktek tersebut sudah
berlangsung lama dan dilembagakan dilembagakan dalam forum
MAHKEJAPOL (Mahkamah Agung-Kejaksaan-Kepolisian) tentang Peningkatan
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Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana” pada tahun 1984, demikian
juga dapat dilihat dalam Peraturan Kapolri Nomor Pol. Skep/1205/1X/2000
tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan
Keputusan Forum MAHKEJAPOL dan Peraturan Kapolri tersebut maka “bukti
permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup”’ merupakan alat bukti untuk
menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan ada minimal
laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah.

Pengenaan ukuran “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”
dan juga “bukti yang cukup” untuk mengartikan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan
juga 21 KUHAP dengan hanya mencukupkan minimal laporan Polisi ditambah
satu alat bukti yang sah selain menciptakan ketidakpastian hukum juga
merupakan tindakan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum
pidana (penyidik) karena menjadikan laporan sebagai jenis bukti padahal
sebenarnya laporan bukan bukti namun merupakan bentuk informasi kepada
penyidik dari seseorang mengenai telah, sedang atau akan terjadinya tindak
pidana, kalaupun dianggap sebagai saksipun belum memenuhi persyaratan
mengingat untuk bernilai sebagai saksi setidak-tidaknya terpenuhi dua orang
saksi mengngingat adanya asas unus testis nulus testis, bahwa seorang saksi
dianggap bukan saksi.

Bahwa kalau “Laporan” ditambah “satu alat bukti lain” menurut ahli juga
belum mencukupi bukti minimal yang menurut ahli mestinya setara dengan
istilah “bukti yang cukup” atau “alat bukti yang cukup” yang dipakai KUHAP
bagi hakim (di tingkat ajudikasi di persidangan) untuk menetapkan seseorang
bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 183
juncto 184 KUHAP yang menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan
pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pendapat ahli ini setidak-tidaknya sama dengan pemberian ukuran yang
jelas dalam UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK) yang justru mensyaratkan tersedianya minimal 2 alat bukti
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) bahwa “Bukti permulaan
yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-
kurangnya 2 (dua) alat bukti...”.
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Ukuran untuk dapatnya penyidik menentukan seseorang menjadi
tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP dengan kewajiban harus
terpenuhinya minimal 2 alat bukti tersebut penting karena berkaitan erat
dengan upaya paksa yang merupakan pembatasan atas kebebasan atau
pembatasan atas hak asasi Tersangka maka menurut Pasal 281 ayat (5) dan
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tentunya harus diatur dengan undang undang,
mengingat perubahan status dari orang bebas menjadi tersangka akan
menimbulkan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan upaya paksa baik
berupa penangkapan maupun penahanan sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 17 dan 21 KUHAP yang akan mengurangi kebebasan dan hak
tersangka.

Bahwa sejalan dengan pendapat ahli diatas maka untuk menjamin
kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin
dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J
ayat (2) UUD 1945 permohonan Pemohon dalam perkara a quo kepada
Mahkamah agar menyatakan frasa “bukti permulaan® dan “bukti permulaan
yang cukup” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 17 KUHAP
tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “bukti permulaan” dan
“bukti permulaan yang cukup” tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat
bukti” dapat diterima dan dikabulkan.

Bahwa perumusan Pasal 21 ayat (1) KUHAP “Perintah penahanan atau
penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang
diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam
hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka
atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti
dan atau mengulangi tindak pidana”.

Bahwa secara umum prosedur untuk melakukan penahanan didasarkan
alasan obijektif yaitu terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak
pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana
yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih [Pasal 21 ayat (4) huruf a
KUHAP] dan tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4)
huruf b KUHAP. Selain itu wajib pula dipenuhi syarat subjektifnya yang diatur
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dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang isinya sebagaimana yang sudah
dikutipkan di atas, yang sekarang ini sedang dipersoalkan.

Syarat subjektif penahanan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP
yang menimbulkan problem multi tafsir atau lebih tepatnya terjadi tafsir yang
sangat subjektif semata-mata hanya disesuaikan dengan kebutuhan aparat
penegak hukum pidana yang akan melakukan penahanan sebagai akibat dari
adanya dua frasa dalam pasal tersebut yaitu frasa “melakukan tindak pidana”
dan frasa “dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa
tersangka atau terdakwa”’menimbulkan ketidakpastian hukum di samping
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28I ayat
(5) UUD1945, juga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Bahwa aparat penegak hukum pidana yang akan melakukan penahanan
sepanjang persyaratan objektifnya terpenuhi pasti akan terpenuhi pula syarat
subjektifnya karena semata-mata hanya mendasarkan pada kehawatiran
subjektif yang belum tentu ada dasarnya yang jelas, oleh karena itu ahli
sependapat dengan permohonan Pemohon bahwa untuk menciptakan
kepastian hukum yang adil maka Pemohon memohon agar Mahkamah
menyatakan frasa “melakukan tindak pidana” dan frasa “dalam hal adanya
keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa”
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sehingga Pasal 21 ayat (1) KUHAP menjadi:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras berdasarkan bukti
yang cukup akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang
bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Dengan demikian aparat penegak hukum pidana dituntut untuk
memenuhi kriteria objektif yaitu berdasarkan bukti yang cukup bahwa tersangka
atau terdakwa yang ditahan memang akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Munculnya praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia
bermula dari pembahasan RUU HAP tahun 1974 yang diajukan oleh
Pemerintah. Dalam RUU HAP tersebut semula dimasukkan model pengawasan
melalui hakim komisaris di negeri Belanda.Gagasan tersebut diperkenalkan
oleh almarhum Oemar Senoadji. Namun model hakim komisaris tersebut atas
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usul Adnan Buyung Nasution kepada Mudjono Menteri Kehakiman waktu itu

diganti menjadi praperadilan yang diilhami oleh model Habeas Corpus dalam

sistem hukum Anglo Saxon.

Diperkenalkannya lembaga praperadilan dalam hukum acara pidana di
Indonesia didasarkan pada pengalaman buruk terjadinya banyak pelanggaran
hak-hak tersangka oleh penyidik seperti terjadinya kekerasan dalam
pemeriksaan, pengumpulan barang bukti dan alat bukti secara illegal, dan
pelaksanaan upaya paksa yang melawan hukum.

Keterbatasan kewenangan praperadilan dan juga sifat pasifnya hakim
praperadilan dalam KUHAP selama ini banyak menimbulkan keraguan
terhadap kemampuannya untuk melindungi hak-hak tersangka terutama dari
tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang bersifat represif. Dalam
keadaan demikian terkesan bahwa lembaga praperadilan menjadi tidak
berdaya dan tidak humanis karena tidak atau kurang mampu melindungi
tersangka dari kemungkinan pelanggaran hak-hak yuridisnya oleh aparat
penegak hukum pidana di tingkat pemeriksaan pendahuluan.

Praperadilan tidak efektif untuk difungsikan sebagai lembaga pengawas
tindakan Penyidik dan atau Penuntut Umum yang melanggar hak-hak yuridis
Tersangka dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Sejak awal pembentukannya praperadilan memang hanya dimaksudkan
sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi secara horizontal
tindakan aparat penegak hukum pidana di tingkat pemeriksaan
pendahuluan yaitu Penyelidik dan Penyidik serta Jaksa Penuntut Umum.
Pengawasan tersebut bersifat horisontal, yaitu pengawasan yang dilakukan
oleh sesama aparat penegak hukum yang sederajat dalam SPP, jadi bukan
pengawasan oleh atasan terhadap bawahan yang bersifat vertikal.

2. Praperadilan yang semula dimaksudkan sebagai lembaga untuk
mengawasi tindakan aparat penegak hukum dalam pemeriksaan
pendahuluan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang
dimiliki aparat penegak hukum, namun praperadilan tidak akan berdaya
apabila dipakai untuk melindungi hak-hak yuridis tersangka selama
pemeriksaan  pendahuluan yang  disebabkan  oleh  yurisdiksi

kewenangannya sangat terbatas sehingga banyak kasus penyalahgunaan
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kewenangan penegak hukum pidana yang merugikan tersangka ternyata

tidak bisa diperiksa di lembaga praperadilan yaitu antara lain mengenai:

a. Penentuan sah/tidaknya penyidikan atau penuntutan;

b. Sah/tidaknya menggunakan bukti permulaan untuk menentukan
seseorang menjadi tersangka;

c. Penentuan sah/ tidaknya menggunakan barang bukti dan alat bukti
yang diperoleh secara tidak sah (illegally obtained evidence),

d. Konsekuensi hukum penggunaan kekerasan terhadap tersangka yang
dilakukan polisi selaku penyidik terhadap keabsahan hasil keterangan
tersangka dalam Berita Acara Penyidikan.

e. Tidak mempunyai kewenangan untuk menguji penyidikan yang
memakan waktu berlarut-larut karena KUHAP tidak memberikan
batasan waktu bagi Penyidik untuk menyelesaikan penyidikannya.

f. Jumlah gugatan ganti kerugian maksimal yang dapat dikabulkan oleh
hakim praperadilan hanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
apabila yang bersangkutan mati, sakit, atau cacat sehingga tidak dapat
menjalankan pekerjaannya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 9
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP.

g. Ketentuan Pasal 82 ayat (1d) yang mengatur mengenai gugurnya
Praperadilan ternyata terlalu sering dimanfaatkan oleh pihak termohon
(Penyidik) untuk menggugurkan praperadilan. Menurut ketentuan pasal
tersebut, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh
Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan
kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

h. Pasal 83 KUHAP membatasi akses upaya hukum terhadap Tersangka
yang mengajukan praperadilan karena putusan perkara praperadilan
yang dapat dimintakan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi hanya
dalam hal putusan praperadilan menetapkan penghentian penyidikan
atau penuntutan tidak sah. Berdasarkan ketentuan ini sangat jelas
bahwa KUHAP hanya memberi hak upaya hukum kepada pihak
Penyidik dan Penuntut Umum yang dikalahkan oleh praperadilan dalam

kasus tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



57

i. Tidak adanya kekuatan eksekutorial yang bersifat memaksa dari
putusan Praperadilan yang menghukum pejabat penegak hukum dalam
perkara Praperadilan yang tidak dilaksanakan oleh pejabat yang
bersangkutan.

j- Karena tidak ada ketegasan dalam mengatur acara pemeriksaan
praperadilan mengakibatkan hakim praperadilan sekadar menilai secara
formil administratif setiap tindakan aparat penegak hukum pidana yang
diajukan sebagai termohon praperadilan.

Selain itu masih terdapat kelemahan yang dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum berkaitan dengan persoalan luas ruang lingkup
praperadilan yang dikaitkan dengan keberadaan Pasal 77 KUHAP yang
menimbulkan pemahaman bahwa luas ruang lingkup kewenangan praperadilan
hanya seperti yang dimuat dalam Pasal 77 tersebut, apalagi pasal tersebut
isinya juga sama dengan definisi dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP sehingga
sering diartikan bahwa diluar yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP tersebut
tidak dapat diperiksa dan diadili dalam perkara pra peradilan, seperti misalnya
menguji keabsahan upaya paksa yang lain seperti penggeledahan penyitaan,
pemeriksaan surat yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan
merugikan perlindungan HAM tersangka.

Namun yang sangat jelas, adanya beberapa hal yang tidak masuk dalam
ruang lingkup pemeriksaan praperadilan padahal mestinya harus masuk karena
sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak
asasi tersangka sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal
28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (5) UUD vyaitu pengujian yang berkaitan
dengan penetapan status seseorang menjadi tersangka yang diduga tidak
berdasarkan bukti permulaan, atau keabsahan penangkapan dan atau
penahanan yang tidak didasarkan pada “bukti permulaan yang cukup” atau
“‘cukup bukti”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas ahli sependapat dengan
permohonan Pemohon agar Mahkamah memutuskan agar materi muatan
Pasal 77 huruf a harus juga memuat upaya paksa lainnya sehingga Pasal 77
huruf a KUHAP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara
bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan
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hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya
penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.

Bahwa Pasal 156 ayat (2) KUHAP menentukan: “Jika hakim menyatakan
keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut,
sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru
dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Bahwa frasa “sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim
berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan,
maka sidang dilanjutkan” dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP dapat
menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi terdakwa yang eksepsinya
ditolak atau tidak dikabulkan oleh hakim. Karena meskipun terdakwa
diperbolehkan banding, namun Hakim tetap dapat melanjutkan pemeriksaan
pokok perkara. Secara teoritis akan muncul masalah baru seandainya terdakwa
banding, sementara pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan, seandainya
bandingnya diterima dan eksepsinya dikabulkan, maka hal itu akan
menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai proses pemeriksaan pokok
perkaranya yang harus dihentikan atau dibatalkan, oleh karena itu menurut ahli
hal itu tidak sesuai dengan prinsip due process of law dan bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

Bahwa ahli sependapat dengan pemohon yang memohon kepada
Mahkamah agar frasa “sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim
berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan,
maka sidang dilanjutkan” dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat.

. Prof. Dr. M. Laica Marzuki, S.H.

Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal, lazim disebut materieel
strafrecht. KUHAP berpaut dengan upaya penegakan hukum (handhaving van
het recht) terhadap hukum pidana materil (materieel strafrecht), termasuk
KUHPidana dan UU Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

Tanpa hukum acara (formeel recht), tidak bakal ada penegakan hukum
materil (materiel recht). Hukum pidana terdiri atas dua komponen dasar, yakni
actus reus (AR), berpaut dengan prohibited act atau evil act. Actus Reus saja
tidak cukup tetapi harus dibarengi dengan Mens Rea (MR) atau evil mind,
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yakni the state of guilty mind dari pelaku (dader) yang bersangkutan. Mens rea
merupakan unsur Kkesalahan, meliputi dolus (kesengajaan atau culpa
(kealpaan). Penegak hukum harus lebih dahulu membuktikan actus reus,
manakala terbukti adanya the prohibited act dimaksud, barulah
dipertimbangkan sejauh mana terdapat mens rea dalam diri pelaku, yakni sikap
batin berupa kesalahan (schuld) daripadanya. Walau terdapat actus reus
namun manakala tidak terdapat mens rea, seseorang tidak dapat dipidana
“Actus non facit reum nisi mens sit rea, yakni “an act does not make one guilty
unless his mind is also guilty”. Sejak tahun 1930, dikenal adagium hukum:
“Keine Strafe ohne Schuld. Geen straf zonder schuld”. Tiada pidana (hukuman)
tanpa kesalahan.

Rujukan actus reus terdapat pada hukum materil (materiel strafrecht)
sedangkan pengaturan bagi pelaku (dader) dirujuk dalam kaidah hukum acara
pidana, in casu KUHAP.

Oleh karena kaidah hukum acara pidana (= KUHAP) terutama berpaut
dengan hal proses hukum bagi pelaku (dader en daderschap), meliputi
pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan,
perpanjangan penahanan, pengajuan ke persidangan, pendampingan oleh
kuasa hukum dsb maka muatan (subtansi) kaidah hukum pidana (incasu
KUHAP) harus terutama menjamin perlindungan hak asasi (human right)
baginya. Pelaku (dader) merupakan sentral personae the materialsphere of
validity dalam kaidah hukum acara pidana (incasu KUHAP). Menurut Prof. R.
Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung (1961:13), menyangkut

kepentingan orang yang dituntut, . la harus diperlakukan secara adil
sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat
hukuman, atau kalau ia memang berdosa, jangan sampai ia mendapat

hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya”.

KUHAP (1981) berlaku di bawah rangkuman puncak hierarki UUD 1945,
mencakupi semua perubahan UUD (1999, 2000, 2001 dan 2002) daripadanya.
KUHAP niscaya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Tatkala terdapat
ketentuan kaidah KUHAP yang bertentangan (tegengesteld) dengan UUD 1945
maka kaidah a quo dipandang inkonstitusional.
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Tidak boleh terdapat kaidah KUHAP yang bertentangan dengan prinsip
negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia
adalah negara hukum”.

Pasal 1 angka (2) UUD 1945 menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Pasal konstitusi dimaksud memuat 2
(dua) prinsip dasar, 1. Kedaulatan rakyat. 2. Konstitutsionalisme. Rakyat
banyak, termasuk subjektum yang disidik, dituntut dan diadili oleh suatu proses
(acara) pidana, adalah pemegang kedaulatan tertinggi namun terikat dan
tunduk pada UUD. Pelaksanaan kedaulatan rakyat bukan the ruling of the mob.
Sedangkan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan harus tunduk dan
terikat pada UUD, apalagi pengusa in casu aparat penegak hukum.
Kesemuanya, berdasarkan kedua pasal UUD a quo, maka bangunan negara
serta sistem hukum dan pemerintahan adalah didasarkan pada prinsip negara
hukum yang demokratis, lazim disebut democratische rechtsstaat.

UUD 1945 menjamin kepastian hukum dan keadilan. Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum”. Tatkala terdapat kaidah KUHAP yang tidak berkepastian
hukum (rechtsonzekerheid) dan tidak adil (ongerichtigheid) maka hal dimaksud

inkonstitusional.

Beberapa kaidah KUHAP yang dimohonkan pengujian ternyata memuat
ketidakpastian hukum serta tidak adil. Rumusan pasal yang tidak jelas dan
multi tafsir (polyinterpretabel) mengakibatkan ketidakpastian hukum serta tidak
adil. Rumusan demikian berpeluang memberikan makna yang keliru. Cacat
juridis terdapat pada beberapa kaidah KUHAP berikut ini

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan:
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan
guna menemukan tersangkanya

Pasal dimaksud berpeluang memberikan makna hukum yang keliru.
Terdapat kesan, pembuat KUHAP membaurkan actus reus dengan mens rea.
Mens rea selaku unsur kesalahan (schuld) diabsorpsi masuk ke dalam actus
reus. Padahal walaupun terdapat actus reus, tidak dengan sendirinya terdapat
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mens rea bagi seseorang. Actus reus berhadapan secara dikotomi dengan
mens rea. Mens rea (evil mind) yang diduga terdapat pada seseorang pelaku
(dader) ditentukan sejauhmana unsur kesalahan (schuld) melekat pada dirinya.

“

Frasa “.... guna menemukan tersangkanya” harus dipahami: “.... guna
menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya”.
Unsur kesalahan (schuld) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat
dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. Menjadikan seseorang selaku tersangka
tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenang-
wenangan penyidik.

Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau kesalahannya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Pasal 1 angka 17 KUHAP menyatakan:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Nomenklatur “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” pada
kedua kaidah pasal KUHAP dimaksud tidak jelas parameternya dan
menimbulkan hal ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang pada ketikanya
menjadikan kesewenang-wenangan petugas penyidik. Petugas penyidik sendiri
yang menentukan apa yang dimaksud “bukti permulaan”, “bukti permulaan
yang cukup”, bukan wettelijk bepaling menurut prinsip due process of law.
Terjadi strafprosesrecht tanpa prosedur pendukung menurut due process of
law.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak habis-habisnya dimohonkan penguijian,
walaupun permohonan kali ini diajukan dalam konteks alasan konstitusionalitas
yang berbeda.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP berbunyi:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau
terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, adanya keadaan yang
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan
diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulang tindak pidana

Kaidah KUHAP dimaksud memberikan ruang kewenangan yang amat
subjektif kepada aparat penegak hukum dalam menyatakan kekhawatirannya,
kapan dan bilamana ia memandang seseorang tersangka atau terdakwa “akan
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melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi
tindak pidana”. Kaidah KUHAP ini memberikan semacam vrijheid beleid kepada
aparat penegak hukum, sehingga pada ketikanya: bagai bendul lonceng
berayun terlalu jauh (the pendulum of the clock has gone ftoo far),
mengakibatkan seseorang ditahan tanpa rujukan parameter hukum yang jelas.
Hal dimaksud menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Kiranya
dicermati pula Pasal 77 huruf a KUHAP, berikut ini:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan

atau pengentian penuntutan;

Praperadilan pada hakikatnya merupakan instrument hukum bagi
perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi seseorang. Namun kaidah
KUHAP dimaksud tidak seluruhnya mengakomodir hal perlindungan HAM, tidak
ternyata mencakupi hal penggeledahan, penyitaan. Acapkali terjadi
penggeledahan dan penyitaan rumah kediaman, kantor, perusahaan namun
luput dari upaya hukum praperadilan.

Pasal 156 ayat (2) KUHAP berbunyi:

Jika Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak
diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakim
berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan,
maka sidang dilanjutkan.

Kaidah KUHAP dimaksud menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa
selaku pemohon banding atas suatu putusan sela yang menolak eksepsi
terdakwa karena berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, Hakim dapat tetap
melanjutkan pemeriksaan pokok perkara walau Terdakwa melakukan banding
ke Pengadilan Tinggi. Upaya banding terhadap putusan sela di tingkat pertama
merupakan tahapan awal suatu proses menjelang memasuki pokok perkara.
Menunda kelanjutan proses awal dari dua tahapan perkara, pada hakikatnya
berpengaruh bagi pokok perkara. Bagaimana halnya, manakala upaya banding
atas putusan sela dikabulkan? Keadilan terlambat bagi pemohon banding
selaku pemohon keadilan (justiciabel). Due process of law bertumpang tindih,

putusan sela menegasi putusan pokok perkara, dan sebaliknya
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5. Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.H.

Sistem nilai yang berlaku secara universal dalam hukum acara pidana
adalah due process of law yang secara sederhana diartikan sebagai
seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara.
Due process lahir dari amandemen ke-5 dan ke-14 konstitusi Amerika untuk
mencegah penghilangan atas kehidupan, kebebasan dan hak milik oleh negara
tanpa suatu proses hukum. Due process menghasilan prosedur dan substansi
perlindungan terhadap individu. Setiap prosedur dalam due process menguiji
dua hal. Pertama, apakah penuntut umum telah menghilangkan kehidupan,
kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur. Kedua, jika menggunakan
prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan due process.

Dalam sistem peradilan pidana, Hebert L. Packer memperkenalkan
due process model, yang memiliki karakteristik menolak efisiensi,
mengutamakan kualitas dan presumption of innocent. Bila dikaitkan dengan
Pasal 1 angka 2 KUHAP sepintas kilas ketentuan tersebut terlihat jelas, namun
dalam praktik telah menimbulkan multi tafsir yang melanggar asas lex certa dan
asas lex stricta sebagai prinsip dasar dalam hukum acara pidana. Aturan
hukum acara pidana yang bersifat multi tafsir jelas bertentangan dengan
kepastian hukum yang adil.

Frasa “dan guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2
KUHAP ditafsirkan bahwa setiap penyidikan haruslah ada tersangkanya
padahal tidak mesti demikian. Oleh karena itu Pasal 1 angka 2 KUHAP harus
dimaknai sebagai “dan berdasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian
dapat menemukan tersangkanya” sehingga penyidikan tidak lagi dipergunakan
sebagai alat untuk menempatkan orang sebagai tersangka manakala suatu
perkara memang tidak seharusnya ada tersangka.

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan kursiil.
Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut
umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu
yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada hakim untuk
mengambil kesimpulan dari suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih
dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensi karena yang dicari dalam

perkara pidana adalah kebenaran materiil.
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Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam
perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan
penyidikan sampai pada tahap persidangan. Pembuktian dalam perkara pidana
lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya. Hal ini berkaitan
dengan postulat dasar dalam pembuktian in criminalibus probantiones esse
luse clarioles bahwa dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang
daripada cahaya. Oleh karena itu, jika terdapat keragu-raguan, maka hakim
akan berpegang pada asas in dubio pro reo. Artinya, dalam keragu-raguan
putusan yang diambil haruslah yang menguntungkan terdakwa.

Dalam tahapan perkara pidana sangat dimungkinkan upaya paksa
dilakukan oleh aparat penegak hukum dan upaya paksa tersebut berkaitan
dengan pembuktian. Terkait pembuktian Pasal 1 angka 14 KUHAP juncto Pasal
17 KUHAP juncto Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengandung gradasi pembuktian
tanpa suatu parameter yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum. Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang
karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut
diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pertanyaan lebih lanjut apa yang
dimaksudkan dengan ‘bukti permulaan’ ?

Upaya paksa selanjutnya adalah penangkapan. Berdasarkan Pasal 17
KUHAP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam
penjelasan Pasal 17 hanya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘bukti
permulaan yang cukup’ adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak
pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pertanyaan lebih lanjut apakah
‘bukti permulaan’ sama dengan ‘bukti permulaan yang cukup’ ?

Selanjutnya adalah masalah penahanan sebagai salah satu upaya
paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, apakah itu polisi,
jaksa penuntut umum ataukah hakim tergantung pada tahap pemeriksaan.
Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, perintah penahanan atau penahanan
lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga
keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal
adanya kedaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau

terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan
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atau mengulangi tindak pidana. Pertanyaan yang sama, apakah yang
dimasudkan dengan ‘bukti yang cukup’ ?

Bila dirujuk pada Pasal 1 butir 14, Pasal 17 berikut penjelasannya dan
Pasal 21 ayat (1) KUHAP ada berbagai istilah yang kedengarannya sama tetapi
secara prinsip berbeda, yakni istilah ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang
cukup’ dan ‘bukti yang cukup’. Sayangnya KUHAP tidak memberikan
penjelasan lebih lanjut terkait perbedaan dari ketiga istilah tersebut. Hal
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya dan cenderung
melanggar hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam due process of law.

Ahli berpendapat bahwa kata-kata ‘bukti permulaan’ dalam Pasal 1 butir
14 KUHAP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaskud dalam Pasal
184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks
hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real
evidence. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas
dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal
yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara
pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak
pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana
yang ada dalam suatu pasal.

Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan
seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka
setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya
termasuk pula dengan calon tersangka. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah
apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak
wajar. Berikunya mengenai istilah ‘bukti permulaan yang cukup’ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP adalah pada bewijs minimum atau minimum
bukti yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana yakni
dua alat bukti. Hal ini pun masih menimbulkan perdebatan terkait dua alat bukti.
Apakah dua alat bukti tersebut secara kualitatif ataukah kuantitaif. Bila diurut
berdasarkan Pasal 184 KUHAP maka ada lima alat bukti dalam perkara pidana,
masing-masing adalah 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4)
keterangan terdakwa; dan 5) petunjuk.

Secara kualitatif dua alat bukti tersebut apakah harus ada keterangan

saksi dan keterangan ahli atau keterangan saksi dan surat atau keterangan ahli
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dan surat dan seterusnya. Tegasnya, dua alat bukti yang dimaksud secara
kualitatif adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP.
Sedangkan secara kuantitatif, dua orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat
bukti. Dalam tataran praktis dua alat bukti yang dimaksud adalah secara
kualitatif, kecuali perihal keterangan saksi, dua alat bukti yang dimaksud dapat
secara kualitatif maupuan kuantitaif. Dua keterangan saksi dapat dihitung
sebagai dua alat bukti jika kedua keterangan tersebut meskipun berdiri sendiri,
namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya bersesuaian.

Selanjutnya perihal istilah ‘bukti yang cukup’ untuk melakukan
penahanan sebagimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
Interpretasi gramatikal — sistematis terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1)
KUHAP adalah bahwa yang dimasudkan dengan ‘bukti yang cukup’ dalam
pasal a quo, tidak hanya menyangkut bukti tindak pidana yang disangkakan
atau didakwakan terhadap tersangka atau terdakwa, namun juga meliputi bukti
bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Artinya, ‘bukti
yang cukup’ disini selain merujuk pada minimum dua alat bukti atas tindak
pidana yang disangkakan atau didakwakan terhadap tersangka atau terdakwa,
juga merujuk pada minimum dua alat bukti atas kekhawatiran bahwa tersangka
atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti
atau mengulangi tindak pidana.

Selanjutnya terkait kewenangan praperadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 KUHAP. Pada dasarnya, praperadilan adalah instrumen untuk
mengontrol tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum terhadap
upaya paksa yang dimungkinkan dalam KUHAP. Sayangnya, tidak semua
upaya paksa dalam KUHAP dapat dikontrol oleh instrumen praperadilan
sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam due process
of law yang secara mutatis mutandis bertentangan dengan prinsip negara
hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa konsep praperadilan itu pada hakekatnya adalah proses
melindungi hak asasi manusia berkenaan dengan penggunaan upaya paksa
yang dilakukan oleh penegak hukum, karena melalui praperadilan itulah akan
dinilai kesesuaian proses penggunaan upaya paksa tersebut dengan prosedur
yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam perspektif hukum pidana
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internasional, setiap upaya paksa di satu sisi dapat dilakukan oleh aparat yang
berwenang, namun di sisi lain tersangka memiliki hak untuk mengajukan
gugatan atas setiap upaya paksa yang dialaminya. Hal ini merupakan save
guarding rules untuk mencegah kesewenang-wenangan negara terhadap
individu yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana.

Haruslah diakui bahwa KUHAP yang kita miliki saat ini lebih cenderung
pada crime control model yang lebih mengutamakan kuantitas dalam bercara
sehingga mengabaikan hak-hak tersangka sebagimana yang dijaminkan dalam
deklarasi universal hak asasi manusia maupun dalam kovenan hak-hak sipil
dan hak-hak politik setiap warga negara. Seseorang yang ditetapkan sebagai
tersangka, selama tidak ditahan, maka tidak ada batasan waktu sampai kapan
status tersangka akan disandang olehnya. Hal ini jelas bertentangan dengan
hak asasi manusia yang berlaku universal dan dijunjung tinggi oleh bangsa-
bangsa beradab di dunia.

Rumusan yang bersifat terbatas dan limitatif juga bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD. Dengan demikian agar materi
muatan Pasal 77 huruf a sesuai dengan prinsip due process of law yang
dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD
maka materi muatan Pasal 77 huruf a harus juga memuat upaya paksa lainnya
sehingga Pasal 77 huruf a KUHAP harus dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup
sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan,
pemeriksaan surat.

Terkait Pasal 156 ayat (2) KUHAP, perlu ahli jelaskan sebagi berikut:
Pertama, frasa “sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat
hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang
dilanjutkan” menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa yang melakukan
banding atas putusan sela yang menolak eksepsi terdakwa karena
berdasarkan Pasal 156 ayat (2) KUHAP hakim yang memeriksa perkara
tersebut dapat tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara walaupun
terdakwa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Kedua, seusai dengan prinsip due process of law yang dijamin oleh
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang
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memberikan kesempatan yang memadai kepada pencari keadilan untuk
menguji keputusan lembaga peradilan, melalui banding, maka sudah
seyogianya hakim menunggu hasil banding atas putusan sela tersebut sebelum
memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Ketentuan dalam
Pasal 156 ayat (2) yang memungkinkan hakim melanjutkan pemeriksaan pokok
perkara walaupun ada banding atas putusan sela jelas bertentangan dengan
prinsip due process of law yang dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal
1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (5) UUD 1945.

Ketiga, jika hakim memutuskan melanjutkan pemeriksaan pokok
perkara termasuk pemeriksaan saksi-saksi dan ternyata Pengadilan Tinggi
kemudian mengabulkan permohonan banding atas putusan sela yang diajukan
oleh terdakwa maka akan terjadi inefisiensi dalam proses persidangan karena
pemeriksaan pokok perkara yang telah dilakukan menjadi-sia-sia dan hal ini
jelas tidak sejalan dengan asas peradilan cepat dan berbiaya ringan yang
merupakan salah satu asas dalam peradilan pidana di Indonesia. Pelanggaran
terhadap asas peradilan pidana dapat dianggap sebagai pelanggaran atas
prinsip due process of law yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat
(1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

Keempat, inefisiensi dalam proses peradilan ini dapat dihindari karena
berdasarkan Pasal 156 ayat (4) KUHAP Pengadilan Tinggi diharuskan untuk
memutus mengenai banding atas putusan sela dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari sejak perlawanan diterima. Agar tidak terjadi kesia-siaan dalam
proses pemeriksaan perkara maka sudah seyogianya persidangan dihentikan
sementara sambil menunggu putusan banding Pengadilan Tinggi atas eksepsi
terdakwa.

Kelima, agar proses persidangan dapat berjalan sesuai prinsip due
process of law yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal
28I ayat (5) UUD 1945 frasa “sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim
berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan,
maka sidang dilanjutkan” yang terdapat dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden

menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 April 2014 dan telah
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menyampaikan keterangan tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah

pada tanggal 2 Juli 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

. POKOK PERMOHONAN

1.

Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan kesewenang-wenangan yang
bertentangan dengan prinsip due process of law serta pelanggaran
terhadap hak atas kepastian hukum yang adil.

Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP dapat diinterpretasikan dan diberi makna
bahwa seseorang dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka
sebelum adanya penyidikan. Menurut Pemohon penyidikan bukan
merupakan proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada
proses akhir. Penyidikan secara tegas memberikan syarat bahwa
penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya hanya
dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang
cukup.

Bahwa Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 17 juncto Pasal 21 ayat (1) KUHAP
melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) UUD
1945 karena terdapat makna multitafsir sehingga dalam penegakannya
menimbulkan ketidakpastian hukum.

Frasa 'bukti permulaan’' Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak hanya sebatas
dalam Pasal 184 KUHAP tetapi juga meliputi barang bukti dalam
pembuktian universal atau physical evidence/real evidence.

Frasa 'bukti permulaan yang cukup' Pasal 17 KUHAP menimbulkan
perdebatan terkait dua alat bukti, yaitu secara kualitatif atau kuantitatif.
Secara kualitatif adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184
KUHAP. Secara kuantitatif, dua orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat
bukti.

Frasa 'bukti yang cukup ' Pasal 21 KUHAP mengenai harus ada dua alat
bukti secara kualitatif, kecuali perihal keterangan saksi. Artinya, 'bukti yang
cukup' juga merujuk pada minimum dua alat bukti atas kekhawatiran bahwa
tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan
barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 17 juncto Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus
diberi makna dan dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang
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frasa 'bukti permulaan’, 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup'
harus dimaknai sebagai minimum dua alat bukti secara kualitatif, kecuali
dalam hal keterangan saksi.

8. Pasal 77 huruf a KUHAP melanggar Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 karena konsep praperadilan yang terbatas pada memberikan
penilaian terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, jelas tidak
sepenuhnya memberikan perlindungan yang cukup bagi Tersangka
sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

9. Bahwa Pasal 156 ayat (2) KUHAP melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal
28D ayat (1) UUD 1945 karena dapat diinterpretasikan tanpa batasan yang
jelas oleh hakim yang memeriksa perkara setelah memberikan putusan
sela.

10.Pasal 156 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan asas legalitas dan asas
peradilan yang cepat. Perlawanan atas penolakan terhadap keberatan
terdakwa atau penasehat hukum tidak boleh ditafsirkan harus dilakukan
secara bersama-sama dengan banding. Saat berkas perkara dikirimkan
kepada Pengadilan Tinggi, maka persidangan harus dihentikan dan hakim
wajib mengabulkan perlawanan yang dilakukan oleh terdakwa atau
penasehat hukumnya.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan
umum". Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lebih lanjut
dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu kewenangan
Mahkamah Konstitusi adalah mengadili dalam tingkat pertama dan
tingkat terakhir uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang

Dasar.

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



71

Bahwa setelah membaca dengan cermat permohonan Pemohon,
Pemerintah berpendapat sesungguhnya yang dipermasalahkan Pemohon lebih
merupakan constitutional complaint daripada judicial review atau constitutional
review. Namun, oleh Pemohon permasalahan tersebut diajukan sebagai
permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dengan dalil
bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang dimohonkan pengujian itu
bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945.

Dengan demikian permohonan a quo lebih berkaitan dengan penerapan
norma (Implementasi) suatu Undang-Undang yaitu Pasal 1 angka 2, Pasal 1
angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a, dan Pasal 156 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP).

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya Undang- Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang ;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang
dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima
sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam
permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih
dahulu Para Pemohon harus menjelaskan dan membuktikan:

1. Kualifikasi dalam permohonan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 51

ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
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Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011;
2. Hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud
yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuiji;
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon

sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan penguijian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-
111/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan
selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif
tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena
berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 harus memenuhi 5 (lima)
syarat yaitu:

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

2. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

3. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji;

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka

kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah perlu mempertanyakan
kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1),
Pasal 77 huruf a, dan Pasal 156 ayat (2) KUHAP, juga apakah terdapat
kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus)
dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat
(causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan untuk diuji.

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



73

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon
dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki
kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia
Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang
Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya
apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak,
sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nornor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan Putusan-
putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-
111/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007) .

. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN

OLEH PEMOHON
Bahwa terhadap anggapan Pemohon, Pemerintah dapat memberikan
keterangan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil pemohon yang menganggap Pasal 1 ayat (2) KUHAP
melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), Pemerintah
memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHAP termasuk bagian Bab | Pasal 1 tentang
Ketentuan Umum yang mengatur tentang pengertian Penyidikan. Terkait
dengan pengertian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor
56/PUU- VI/2008 tanggal 17 Februari 2009 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 tanggal 25 Maret
2010 Dberpendapat yaitu "...Ketentuan Umum yang dimaksud dalam
suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas
pengertian, defenisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk
menjelaskan makna suatu kata atau istlah memang harus
dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan
pengertian ganda (vide lampiran C.1 81 UU No. 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)";

Bahwa Ketentuan Umum berdasarkan Lampiran || Nomor 98 UU Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
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Undangan adalah berisi batasan pengertian atau defenisi, singkatan
atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau defenisi,
dan/atau hal lain-lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal
atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang
mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri.
Dengan demikian terhadap Pemohon yang mempersoalkan batasan
pengertian, singkatan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang
dijadikan dasar/pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam Undang-
Undang a quo, sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat, sehingga
menurut Pemerintah, ketentuan a quo sama sekali tidak berkaitan
dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan suatu Undang-Undang,
dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

. Sedangkan terhadap Pasal 1 ayat (2) yang menimbulkan kesewenang-
wenangan yang bertentangan dengan prinsip due process of law serta
melanggar hak atas kepastian yang adil, Pemerintah berpendapat
bahwa permasalahan bukan pada definisi istilah pada pasal a quo, tetapi
berada dalam level interpretasi oleh aparat penegak hukum dan hakim
dalam praktek penegakan hukum. Oleh karena itu, praktek penegakan
hukum dan interpretasi definisi atau pembatasan istilah, bukan
wewenang Mahkamah Konstitusi, tetapi lebih tepatnya menjadi
kompetensi hakim pada semua tingkatan pengadilan dan Mahkamah
Agung.

. Bahwa seseorang dapat dijadikan tersangka apabila terdapat dugaan
yang kuat bahwa seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana yang
sedang disidik oleh penyidik, dengan instrumen minimum, yaitu dua alat
bukti. Persoalan praktik hukum, apakah seseorang yang dijadikan
tersangka diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka atau
sebagai saksi (yang calon tersangka), sangat tergantung kepada
interpretasi dalam praktek penegakan hukum yang harus ditafsirkan
kasus demi kasus, alias tidak dapat digeneralisir untuk semua kasus
manapun. Setiap kasus memiliki kekhususan (tipikal atau ciri-ciri)
sendiri-sendiri, ada kalanya tanpa diperiksa terlebih dahulu dapat
ditetapkan sebagai tersangka dengan mendasarkan hasil penyidikan
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terhadap barang bukti dan alat bukti lain, dan adaka lanya harus
diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka yang kapasitasnya
masih sebagai saksi (calon tersangka).

Oleh karena itu, norma hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ke-2 KUHAP
tidak mungkin diartikan bahwa seseorang dapat ditetapkan terlebih
dahulu sebagai tersangka sebelum adanya penyidikan, tetapi yang
mungkin terjadi seseorang dinyatakan sebagai tersangka tetapi belum
diperiksa sebagai saksi calon tersangka.

4. Terhadap pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa "penyidikan
bukan sebagai proses pidana yang melahirkan tersangka pada proses
akhir. Penyidikan secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan
tersangka tahapan lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan
setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang cukup" adalah
inti dari norma hukum acara pidana yang dimuat dalam berbagai
ketentuan dalam pasal-pasal KUHAP, dan hal itu sebagai ajaran hukum
dalam KUHAP dalam tahap penyidikan perkara pidana.

2. Terhadap ketentuan Pasal 1 ayat 14 juncto Pasal 17 juncto Pasal 21 ayat
(1) KUHAP yang diujikan Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan
sebagai berikut:

a. Mengenai pengertian "multi tafsir® terhadap istilah hukum "bukti
permulaan yang cukup" yang oleh pemohon dirinci menjadi beberapa
frasa "bukti permulaan”, "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang
cukup" harus dimaknai sebagai minimum dua alat bukti secara kualitatif ,
kecuali dalam hal keterangan saksi sebagai bentuk konstitusional
bersyarat dapat dijelaskan bahwa sebagai tahapan awal proses
penegakan hukum pidana yang dimulai dari tahap penyidikan,
penuntutan , dan pemeriksaan sidang dan eksekusi. Yang dipersoalkan
oleh Pemohon adalah tahap awal saja yaitu tahap penyidikan.

b. Tahapan penyidikan berbeda dengan tahapan pemeriksaan sidang
pengadilan, karena yang terakhir ini sudah sempurna hasil pengumpulan
barang bukti dan alat bukti untuk membuktikan dakwaan terhadap
seseorang yang telah menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana yang
diperiksa di sidang pengadilan dalam bentuk uji silang mengenai
dakwaan jaksa penuntut umum yang hasil pengujian tersebut dibuat
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dalam bentuk putusan pengadilan. Sementara dalam tahap penyidikan
dilakukan oleh suatu lembaga (institusi) yaitu penyidik (penyidikan),
sehingga muncul istilah "bukti permulaan”, "bukti permulaan yang cukup"
dan "bukti yang cukup" dengan maksud ditujukan pada tahapan awal
penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu, pada tahap penyidikan akan
terjadi beberapa kemungkinan simpulan penyidik sebagai berikut:

1) Ditetapkan telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut

sebagai perbuatan pidana; dan

2) Ditetapkan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Jika penyidik menyimpulkan bahwa tidak terjadi tindak pidana atau
perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, maka penyidik tidak
menetapkan seseorang dinyatakan sebagai tersangka.

. Kebebasan pihak lain untuk melakukan pengujian melalui lembaga pra-
peradilan tersebut, membuktikan bahwa norma hukum yang dimuat
dalam Pasal 1 ke-14 juncto Pasal 17 juncto Pasal 21 ayat (1) KUHAP
norma hukum acara pidana yang bersifat strick dan terbatas serta
dibatasi interpretasinya, karena kesalahan yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum dapat diuji di lembaga pra-peradilan. Jadi penyidik tidak
bebas atau sebebas-bebasnya atau bebas tanpa batas untuk
menginterpretasikan frasa "bukti permulaan”, "bukti permulaan yang
cukup" dan "bukti yang cukup"dalam Pasal 1 ke-14 juncto Pasal 17
juncto Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan fakta hukum dalam praktek pemeriksaan sidang
praperadilan semua pihak diberi kebebasan untuk mengajukan argumen
hukum dan bukti di sidang pra-peradilan, demikian juga penyidik sebagai
pihak tergugat dalam praperadilan .

. Terkait dengan alat bukti yang terkait dengan Pasal 184 KUHAP
dihubungkan dengan frasa "bukti permulaan”, "bukti permulaan yang
cukup" dan "bukti yang cukup" dapat dijelaskan bahwa intinya bukti
permulaan yang cukup tersebut baik dalam kuantitas maupun kualitas,
yakni didasarkan kepada dua alat bukti (mendasarkan kepada hakim
dalam memutuskan) dan dari kedua alat bukti tersebut penyidik

berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai
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tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Jadi proses penetapan

terjadinya tidak pidana dan tersangka dibangun:

1) Berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah
terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut sebagai perbuatan
pidana; dan

2) Berdasakan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa
seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Jadi pengertian dengan "bukti yang cukup" dalam praktik telah
dibatasi yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik
yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada
dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang
sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Alat bukti yang dapat
membangun keyakinan penyidik adalah alat bukti yang menentukan
unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana, misalnya dalam perkara
pembunuhan ada orang mati dan ada pisau yang tertancap diperutnya
dari arah belakang dan ada visum et repertum, dalam perkara
penganiayaan berat ada orang yang menderita luka-luka berat dan ada
visum et repertum. Demikian juga dalam menetapkan seseorang
menjadi tersangka juga mendasarkan kepada dua alat bukti yang
memiliki kualitas pembuktian pokok/utama bahwa seseorang sebagai
pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam praktek, juga ditambah dengan
dukungan barang bukti guna membangun keyakinan penyidik.

. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP telah pernah
diajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi dengan register
perkara Nomor 018/PUU-1V/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang amar
putusannya menyatakan “"permohonan Pemohon ditolak untuk
seluruhnya", dan register perkara Nomor 41/PUU-VIII/2010 tanggal 10
Maret 2011 yang amar putusannya menyatakan "permohonan Pemohon
tidak dapat diterima", putusan tersebut dikutip kembali dalam
pertimbangan Mahkamah dalam pengujian kembali ketentuan Pasal 21
ayat (1) KUHAP dalam register perkara Nomor 16/PUU-1X/2011 tanggal
11 April 2012 yang juga menyatakan "permohonan Pemohon tidak
dapat diterima".
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3. Terhadap  ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP oleh Pemohon
konsep praperadilan terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah
atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan, jelas tidak sepenuhnya memberikan
perlindungan yang cukup bagi Tersangka sehingga menimbulkan
pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pemerintah memberikan
keterangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon tersebut, tidak
menjadi kompetensi Mahakamah Konstitusi, karena yang diajukan adalah
saran kepada pembuat Undang-Undang agar kompetensi lembaga
praperadilan diperluas, termasuk perpanjangan penahanan. Hal itu tidak
dapat diuji konstitusionalitasnya dan menjadi kompetensi legislatif.
Substansi yang diajukan oleh Pemohon sudah masuk dalam RUU KUHAP .

4. Pasal 156 ayat (2) KUHAP melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
Terhadap keberatan dalam praktek hukum yang diajukan oleh pemohon
tersebut, tidak menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi, tetapi menjadi
kompetensi pengadilan dan Mahkamah Agung . Mahkamah Konstitusi tidak
berwewenang memeriksa dan mengadili perkara praktik penegakan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa yang

dipermasalahkan oleh Pemohon adalah mengenai penerapan (implementasi)

dari ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.

. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah

memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan

pengujian (constitution al review) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan

putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidaaak mempunyai kedudukan hukum;

2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (void) seluruhnya atau
setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak
dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
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3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan

Rakyat = menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 8 September 2014, yang pada pokoknya menguraikan

sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU KUHAP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP

UUD TAHUN 1945.
Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas:
Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang daitur dalam undang-undang ini untuk mecari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya”

Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 17 KUHAP yang berbunyi:

‘tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Pasal 17 KUHAP yang berbunyi:

‘perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Pasal 21 ayat (1) KUHAP

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak
pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan
diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak
pidana’.

Pasal 77 huruf a KUHAP

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :@ (a) sah atau
tidaknya  penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan”

Pasal 156 ayat (2) KUHAP

“(2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu
tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau
hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai
pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan”

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal angka 14
juncto Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a dan Pasal 156 ayat (2)
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KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (5), dan
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP
PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU KUHAP

Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak

Konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial

yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh

berlakunya atas Pasal 1 angka 2, Pasal angka 14 juncto Pasal 17, Pasal 21
ayat (1), Pasal 77 huruf a dan Pasal 156 ayat (2) KUHAP dengan alasan-
alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP dalam praktek menimbulkan pengertian
yang multi tafsir serta melanggar asas lex certa dan asas lex stricta
sebagai asas hukum pembentukan perundang-undangan pidana sehingga
menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan
dengan prinsip due process of law sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1
ayat (3) dan Pasal 281 ayat (5) UUD 1945;

. Bahwa Pasal 1 angka 14 dan frasa “bukti permulaan yang cukup”

sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 KUHAP tanpa disertai parameter
yang jelas maka menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan
syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum menyatakan seseorang
sebgai tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam
menangkap seseorang;

. Bahwa frasa “berdasarkan bukti yang cukup” dan frasa “adanya keadaan

yang menimbulkan kekhawatiran” di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP
bersifat multy tafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta
memberikan ruang subjektivitas yang besar kepada penyidik dalam

menerapkannya;

. Bahwa konsep praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a yang terbatas

pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidaknya penangkapan,
penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, jelas
tidak sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang cukup kepada
seorang Tersangka dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang
dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim;
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5. Bahwa keberadaan frasa “sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim
berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan,
maka sidang dilanjutkan” dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP menimbulkan
ketidakadilan bagi terdakwa yang melakukan banding atas putusan sela
yang menolak eksepsi terdakwa karena berdasarkan pasal tersebut maka
Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat melanjutkan pemeriksaan
pokok perkara walaupun terdakwa melakukan banding ke Pengadilan
Tinggi.

C. KETERANGAN DPRRI
Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan

a quo, DPR-RI menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR berpandangan
bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah
benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang
dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya
kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai
dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR
menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon
memiliki kedudukan hukum (/egal standing) atau tidak sebagaimana yang
diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi
dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I111/2005
dan Nomor 011/PUU-V/2007DPR.

2. Pengujian terhadap UU KUHAP
Terhadap permohonan pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal angka 14
juncto Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a dan Pasal 156 ayat (2)
KUHAP, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1.Terhadap dalil pemohon yang menganggap Pasal 1 ayat (2) KUHAP
melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), DPR memberikan

keterangan sebagai berikut:
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- Mengenai Pasal 1 ayat (2) yang menimbulkan kesewenang-wenangan
bertentangan dengan prinsip due process of law serta melanggar hak
atas kepastian yang adil, DPR berpendapat persoalan Pasal 1 ayat (2)
bukan pada definisi istilah pada pasal a quo, namun berada pada
tataran interpretasi oleh penegak hukum dan hakim dalam praktek
penegakan hukumnya dan interpretasi definisi atau pembatasan istilah,
oleh karenanya hal ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi tetapi lebih tepat menjadi kewenangan hakim di semua
tingkatan peradilan dan Mahkamah Agung.

- Terkait pengertian penyidikan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Nomor 56/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2009 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VI11/2009 tanggal 25 Maret

“

2010 berpendapat yaitu “...Ketentuan Umum yang dimaksud dalam
suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas
pengertian, defenisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk
menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan
sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (vide
lampiran C.1 81 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan)’;

Dengan demikian terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan
batasan pengertian, singkatan atau hal-hal lain yang bersifat umum
yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam
Undang-Undang a quo, sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat,
sehingga DPR berpendapat bahwa ketentuan a quo sama sekali tidak
berkaitan dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan suatu
Undang-Undang sebagaimana halnya Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- Bahwa permasalah praktek hukum apakah seseorang yang dijadikan
tersangka diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka atau
sebagai saksi (calon tersangka), tergantung pada interpretasi dalam
praktek penegakan hukum yang harus ditafsirkan kasus demi kasus,
yang tidak dapat digeneralisir terhadap seluruh kasus karena masing-
masing kasus memiliki kekhususan atau ciri-ciri tersendiri, ada kalanya

tanpa diperiksa terlebih dahulu dapat ditetapkan sebagai tersangka
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dengan mendasarkan hasil penyidikan terhadap barang bukti dan alat
bukti lain, dan adakalanya harus diperiksa terlebih dahulu sebagai
calon tersangka yang kapasitasnya masih sebagai saksi (calon
tersangka).

Oleh karena itu, DPR berpendapat ketentuan hukum yang tercantum
dalam Pasal 1 ke-2 KUHAP tidak dapat diartikan bahwa seseorang
dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka sebelum adanya
penyidikan, tetapi yang mungkin terjadi seseorang dinyatakan sebagai
tersangka tetapi belum diperiksa sebagai saksi calon tersangka.

2. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan frasa “bukti permulaan”

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 dan frasa “bukti

permulaan yang cukup” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17

KUHAP yang tanpa disertai parameter yang jelas sehingga menimbulkan

ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat-syarat yang harus

dipenuhi oleh penyidik sebelum menyatakan seseorang menjadi

tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap

seseorang, DPR berpendapat bahwa

a.

b.

Adanya pendapat multi tafsir seperti yang disampaikan Pemohon
terhadap ketentuan “bukti permulaan yang cukup® harus dimaknai
sebagai minimum dua alat bukti secara kualitatif, kecuali dalam hal
keterangan saksi sebagai bentuk konstitusional bersyarat dapat
dijelaskan bahwa sebagai tahapan awal proses penegakan hukum
pidana yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan sidang dan eksekusi. Terkait hal ini hal yang
dipersoalkan oleh Pemohon adalah tahap awal saja yaitu tahap
penyidikan.

Tahapan penyidikan berbeda dengan tahapan pemeriksaan sidang
pengadilan, karena tahapan pemeriksaan sidang pengadilan sudah
sempurna dalam memperoleh hasil pengumpulan barang bukti dan
alat bukti untuk membuktikan dakwaan terhadap seseorang yang telah
menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana yang diperiksa di sidang
pengadilan dalam bentuk uji silang mengenai dakwaan jaksa penuntut
umum yang hasil pengujian tersebut dibuat dalam bentuk putusan
pengadilan.
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Namun dalam tahap penyidikan dilakukan oleh suatu institusi yaitu
penyidik (penyidikan), sehingga terdapat istilah “bukti permulaan”,
“bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dengan maksud
ditujukan pada tahapan awal penegakan hukum pidana. Maka pada
tahap penyidikan terdapat beberapa kemungkinan simpulan penyidik
yaitu:

- Ditetapkan telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut
sebagai perbuatan pidana; dan

- Ditetapkan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Jika penyidik menyimpulkan bahwa tidak terjadi tindak pidana atau
perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, maka penyidik tidak
menetapkan seseorang dinyatakan sebagai tersangka.

c. Kebebasan pihak lain untuk melakukan pengujian melalui lembaga
pra-peradilan tersebut, membuktikan bahwa norma hukum yang
dimuat dalam Pasal 1 ke-14 juncto Pasal 17 juncto Pasal 21 ayat (1)
KUHAP norma hukum acara pidana yang bersifat terbatas serta
dibatasi interpretasinya, karena kesalahan yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum dapat diuji di lembaga pra-peradilan. Jadi penyidik
tidak bebas atau sebebas-bebasnya atau bebas tanpa batas untuk

menginterpretasikan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang
cukup” dan “bukti yang cukup”dalam Pasal 1 ke-14 juncto Pasal 17
juncto Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan fakta hukum dalam praktik pemeriksaan sidang pra-
peradilan semua pihak diberi kebebasan untuk mengajukan argumen
hukum dan bukti di sidang pra-peradilan, demikian juga penyidik

sebagai pihak tergugat dalam pra-peradilan.

d. Alat bukti yang terkait dengan Pasal 184 KUHAP dihubungkan dengan
frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang
cukup” pada intinya bukti permulaan yang cukup tersebut baik dalam
kuantitas maupun kualitas, yakni didasarkan kepada dua alat bukti dan
dari kedua alat bukti tersebut penyidik berkeyakinan bahwa telah
terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak
pidana tersebut. Jadi proses penetapan terjadinya tindak pidana dan

tersangka dibangun berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan
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penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut
sebagai perbuatan pidana dan berdasarkan dua alat bukti dan
keyakinan penyidik bahwa seseorang sebagai tersangka pelaku tindak
pidana.

Jadi pengertian dengan “bukti yang cukup” dalam praktik telah dibatasi
yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang
secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua
alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai
tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Alat bukti yang dapat
membangun keyakinan penyidik adalah alat bukti yang menentukan
unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana. Demikian juga dalam
menetapkan seseorang menjadi tersangka juga mendasarkan kepada
dua alat bukti yang memiliki kualitas pembuktian pokok/utama bahwa
seseorang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam praktik,
juga ditambah dengan dukungan barang bukti guna membangun
keyakinan penyidik.

e. Bahwa Pemohon telah salah mendalilkan Pasal 21 ayat (1) UU
KUHAP yang dianggap telah melanggar hak konstitusional Pemohon
yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 281
ayat (5) UUD 1945 yang pada pokoknya mengatur ketentuan tentang
Hak Asasi Manusia.

Bahwa pasal a quo memberikan perlindungan terhadap hak asasi
manusia dari tersangka atau terdakwa dimana penahanan atau
penahanan lanjutan dapat tidak dilakukan terhadap seorang tersangka
atau terdakwa dengan memperhatikan kondisi subjektif dan objektif
dari tersangka atau terdakwa. Pasal a quo merupakan salah satu
contoh pasal dalam UU KUHAP yang telah memberikan perlindungan
kepada hak asasi manusia. Penahanan atau penahanan lanjutan
apabila ditafsirkan secara argumentum a contrario dari rumusal pasal
tersebut maka penahanan atau penahanan lanjutan dapat tidak
dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga
keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam
hal tidak adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa
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tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Maka peluang yang diberikan oleh pasal a quo untuk tidak melakukan
penahanan atau penahanan lanjutan tersebut merupakan waiver
dalam hal tersangka atau terdakwa yang karena kondisi subyektif
memang tidak memungkinkan untuk ditahan misalnya tersangka atau
terdakwa sakit keras sedangkan tidak terdapat kekhawatiran bahwa
tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP telah pernah
diajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi dengan register
perkara Nomor 018/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang
amar putusannya menyatakan "permohonan Pemohon ditolak untuk
seluruhnya", dan register perkara Nomor 41/PUU-VII1/2010 tanggal 10
Maret 2011 yang amar putusannya menyatakan menyatakan
"permohonan Pemohon tidak dapat diterima”, putusan tersebut dikutip
kembali dalam pertimbangan Mahkamah dalam pengujian kembali
ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dalam register perkara Nomor
16/PUU-IX/2011 tanggal 11 April 2012 yang juga menyatakan

"permohonan Pemohon tidak dapat diterima".

Oleh karenanya DPR berpendapat, bahwa adanya praktik yang
selama ini dalam penerapan Pasal 21 ayat (1) UU KUHAP yang
dipandang kurang melindungi hak terdakwa atau tersangka adalah
berada dalam ranah penerapan hukum dan bukan masalah

konstitusionalitas norma.

3.Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa konsep praperadilan
berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP yang terbatas pada memberikan
penilaian terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, jelas tidak
sepenuhnya memberikan perlindungan yang cukup bagi terangka
sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. DPR
berpendapat bahwa norma tersebut tidak dapat diuji konstitusionalitasnya

karena menjadi kompetensi pembentuk Undang-Undang untuk mengatur
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dan merumuskan norma agar kompetensi lembaga praperadilan diperluas

termasuk norma mengenai perpanjangan penahanan.

4 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 156 ayat (2)
KUHAP melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
DPR berpendapat bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah
mengenai penerapan (implementasi) dari ketentuan-ketentuan dalam
KUHAP oleh karenanya hal tersebut tidak menjadi kompetensi Mahkamah

Konstitusi tetapi menjadi kewenangan pengadilan dan Mahkamah Agung.

Demikian keterangan DPR RI untuk menjadi bahan pertimbangan
bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan
mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pasal 1 angka 2, Pasal angka 14 juncto Pasal 17, Pasal 21
ayat (1), Pasal 77 huruf a dan Pasal 156 ayat (2) KUHAP tidak
bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat
(5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

2. Menyatakan Pasal 1 angka 2, Pasal angka 14 juncto Pasal 17, Pasal 21
ayat (1), Pasal 77 huruf a dan Pasal 156 ayat (2) KUHAP tetap
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden menyampaikan kesimpulan

tertulis masing-masing pada tanggal 1 September 2014 dan 17 September 2014,
yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan,
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama Pemohon adalah pengujian

konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1),
Pasal 77 huruf a, dan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,
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Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209,
selanjutnya disebut KUHAP) yang menyatakan:

Pasal 1 angka 2 KUHAP:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mecari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya”

Pasal 1 angka 14 KUHAP:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Pasal 17 KUHAP:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Pasal 21 ayat (1) KUHAP:

“Perintah  penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak
pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan
diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak
pidana’.

Pasal 77 huruf a KUHAP:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (a) sah atau tidaknya
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan’

Pasal 156 ayat (2) KUHAP:

“Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu
tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim
berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan,
maka sidang dilanjutkan”

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
selanjutnya disebut UUD 1945, yaitu:
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
“Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum’.
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Pasal 28I ayat (5) UUD 1945

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundangan-undangan’.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.31 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD

1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,
selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah
pengujian Undang-Undang in casu KUHAP terhadap UUD 1945, yang menjadi
salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili

permohonan a quo;
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Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta

Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu
Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap
UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD
1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan

pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-

[11/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal

20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal

51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat
spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran

yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
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adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian;

adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak
akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya

Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

sebagai berikut:

a.

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai perseorangan warga
negara Indonesia (vide bukti P-3), dan Pemohon memiliki hak konstitusional
atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan
hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal
28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut
telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17,
Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2) KUHAP karena
terhadap diri Pemohon telah diberlakukan proses pidana yaitu penetapan
Pemohon sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon
dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1
angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP;
sedangkan Pasal 77 huruf a diberlakukan dalam perkara praperadilan yang
diajukan Pemohon (bukti P-4 berupa Putusan Pra Peradilan Nomor
38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel) dan Pasal 156 ayat (2) KUHAP diberlakukan
atas eksepsi yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara pidana atas
diri Pemohon (bukti P-5 berupa Putusan Sela Nomor
38/Pid.Prap/2012/PN.JKT-SEL).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan
syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.5] dan paragraf [3.6],
menurut Mahkamah, hak konstitusional Pemohon sebagaimana didalilkan
Pemohon bersifat spesifik dan aktual sehingga terdapat hubungan sebab
akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dimaksud dengan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila
permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti
yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu
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menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, serta syarat yang
dimaksud oleh putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan hukum

Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut
Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan permohonan a quo;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili

dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo

maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.91 Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa frasa “dan guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 ayat (2)
KUHAP melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena
menimbulkan kesewenang-wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip
due process of law serta melanggar hak atas kepastian hukum yang adil;

2. Bahwa frasa “bukti permulaan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka
14 dan frasa “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 17 KUHAP yang tanpa disertai parameter yang jelas menimbulkan
ketidakpastian hukum, khusus berkenaan dengan syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh penyidik sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka
atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap seseorang;

3. Bahwa frasa “melakukan tindak pidana” dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP
adalah multi tafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan
karena jumlah tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau
lebih sangat banyak jumlahnya. dan frasa “dalam hal adanya keadaan yang
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa” dalam Pasal 21
ayat (1) KUHAP, ukuran, standar, atau parameternya tidak ditemukan
jawabannya dalam ketentuan norma Pasal 21 ayat (1) KUHAP maupun dalam
Penjelasan atas pasal tersebut. Pemaknaan sepenuhnya diserahkan kepada
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penyidik. Oleh karena itu, frasa tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 1
ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;

Bahwa konsep praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP yang
terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidak sahnya
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan, jelas tidak sepenuhnya memberikan perlindungan yang cukup
bagi tersangka sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi
manusia, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D
ayat (1), dan Pasal 281 ayat (5) UUD 1945;

Bahwa frasa “sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal
tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang
dilanjutkan” dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP menimbulkan ketidakadilan bagi
terdakwa yang melakukan banding atas putusan sela yang menolak eksepsi
terdakwa karena berdasarkan Pasal 156 ayat (2) KUHAP maka hakim yang
memeriksa perkara tersebut dapat tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap
pokok perkara walaupun terdakwa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi.
Hal itu tidak sesusai dengan prinsip due process of law yang dijamin oleh
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;

Bahwa untuk membuktikan daliinya Pemohon mengajukan alat bukti surat

yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, serta lima orang ahli yang

keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberi

keterangan yang pada pokoknya:

1.

Bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHAP termasuk dalam Bab | Pasal 1 tentang
Ketentuan Umum yang mengatur tentang pengertian Penyidikan. Berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-V1/2008, bertanggal 17 Februari
2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009,
bertanggal 25 Maret 2010, Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu
peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian, defenisi,
singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata
atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak
menimbulkan pengertian ganda (vide Lampiran C.1 81 Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)". Oleh
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karena itu, menurut Presiden dalil Pemohon a quo sangatlah tidak beralasan
dan tidak tepat karena ketentuan a quo sama sekali tidak berkaitan dengan
masalah konstitusionalitas norma. Selain itu, permasalahannya bukan pada
definisi istilah pada pasal a quo, tetapi berada dalam level interpretasi oleh
aparat penegak hukum dan hakim dalam praktik penegakan hukum. Oleh
karena itu, praktik penegakan hukum dan interpretasi definisi atau pembatasan
istilah, bukan wewenang Mahkamah Konstitusi, tetapi lebih tepatnya menjadi
kompetensi hakim pada semua tingkatan pengadilan dan Mahkamah Agung.
Bahwa mengenai alat bukti yang terkait dengan Pasal 184 KUHAP
dihubungkan dengan frasa "bukti permulaan”, "bukti permulaan yang cukup"
dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 dan
Pasal 17 KUHAP dapat dijelaskan bahwa intinya bukti permulaan yang cukup
tersebut baik dalam kuantitas maupun kualitas, yakni didasarkan kepada dua
alat bukti (mendasarkan kepada hakim dalam memutuskan) dan dari kedua
alat bukti tersebut penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan
seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Pengertian "bukti
yang cukup" dalam praktik telah dibatasi yaitu berdasarkan dua alat bukti
ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya)
mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan
seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Demikian juga
dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka juga mendasarkan kepada
dua alat bukti yang memiliki kualitas pembuktian pokok/utama bahwa
seseorang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP telah pernah diajukan
pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 018/PUU-
IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, yang amar putusannya menyatakan
"permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya", dan Putusan Nomor
41/PUU-VIII/2010, bertanggal 10 Maret 2011, yang amar putusannya
menyatakan "permohonan Pemohon tidak dapat diterima". Putusan tersebut
dikutip lagi dalam pertimbangan Mahkamah dalam pengujian kembali
ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dalam Putusan Nomor 16/PUU-1X/2011,
bertanggal 11 April 2012, yang juga menyatakan "permohonan Pemohon tidak

dapat diterima".
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4. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP menurut Presiden
permohonan tersebut tidak menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi, karena
yang diajukan adalah saran kepada pembuat Undang-Undang agar
kompetensi lembaga praperadilan diperluas, termasuk perpanjangan
penahanan. Hal itu tidak dapat diuji konstitusionalitasnya dan menjadi
kompetensi DPR. Substansi yang diajukan oleh pemohon sudah masuk dalam
RUU KUHAP.

5. Bahwa mengenai Pasal 156 ayat (2) KUHAP yang melanggar Pasal 1 ayat (3)
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Presiden, terhadap keberatan
dalam praktik hukum yang diajukan oleh pemohon tersebut, tidak menjadi
kompetensi Mahkamah Konstitusi, tetapi menjadi kompetensi pengadilan dan
Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara praktik penegakan hukum.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, DPR memberi

keterangan yang berkesesuaian dengan keterangan Presiden.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden mengajukan kesimpulan

tertulis yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa terhadap pengujian frasa “dan guna menemukan

tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat
(3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai
berikut:

Bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHAP termasuk dalam Bab | Pasal 1 tentang
Ketentuan Umum yang mengatur tentang pengertian Penyidikan yang
menyatakan, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang daitur dalam undang-undang ini untuk mencari Sserta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Adapun frasa “dan guna menemukan
tersangkanya” harus ditafsirkan bersyarat seperti yang didalilkan oleh Pemohon,
menurut Mahkamah, sebenarnya sudah dipenuhi oleh pasal tersebut, yaitu
penyidik dalam rangkaian tindakan penyidikan melakukan suatu proses
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pengumpulan bukti yang dengan bukti tersebut kemudian penyidik menemukan
tersangka dalam satu tindak pidana sehingga tidak serta merta penyidik
menemukan tersangka sebelum melakukan pengumpulan bukti sebagaimana
ditentukan dalam pasal a quo. Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur bagaimana
penyidik menemukan tersangka sehingga pasal tersebut sudah jelas dan tidak
perlu ditafsirkan.

Menurut Mahkamah, norma tersebut sudah tepat karena memberikan
kepastian hukum yang adil kepada warga negara Indonesia ketika akan ditetapkan
menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu, harus melalui proses atau rangkaian
tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut
penyidik menemukan tersangkanya, bukan secara subjektif penyidik menemukan
tersangka tanpa mengumpulkan bukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil

Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap pengujian frasa “bukti permulaan”, “bukti

permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, Mahkamah

mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah
negara hukum. Gagasan negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut
dalam penyelenggaraan negara yang, antara lain, bercirikan prinsip due
process of law yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut
maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.

2. Bahwa asas due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi
manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung
tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum.
Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan
posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi
tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya
secara seimbang.

3. Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip
bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian
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mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya.
Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut
dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan
yang adil dan beradab [vide Pembukaan UUD 1945]. Oleh karena itu, negara
berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan terhadap HAM |[vide Pasal 281 ayat (4) UUD 1945]. Prinsip
sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu
bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran
materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari
prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana, yaitu,
‘lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana
kepada seseorang yang tidak bersalah”. Di dalam ungkapan tersebut terdapat
makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang
menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah
benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu
kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui
pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional
negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM [vide Pasal 24
ayat (1) UUD 1945];

Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip
negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin,
diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 281
ayat (5) UUD 1945]. Hukum acara pidana merupakan salah satu implementasi
dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional
dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan salah satu prinsip negara
hukum yang demokratis, yaitu due process of law;

KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia
telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung
terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian,
masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi
asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam hukum pidana
agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidik

maupun penyidik, khususnya frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang
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cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka
14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak
memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”,
‘bukti permulaan yang cukup”®, dan “bukti yang cukup”’. Berbeda dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti,
yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) yang
menyatakan, “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah
ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, ... dst”. Satu-satunya pasal
yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang
menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ... dst”;

Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut
Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa
dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti
permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus
ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184
KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali
terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan
tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang
penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya

tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan

pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas,

adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar

sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan

keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan

oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang

penyidik di dalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”,

dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14,
Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan
sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup
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selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam
menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan uraian pertimbangan tersebut

di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap pengujian frasa “melakukan tindak pidana”

dan frasa “dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa
tersangka atau terdakwa” dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, frasa
tersebut pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 018/PUU-
IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, yang amarnya menyatakan menolak
permohonan Pemohon.

Menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor
018/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, telah mempertimbangkan
maksud dan tujuan dari Pasal 21 KUHAP, antara lain:

. bahwa dalam hukum acara pidana tercerminkan penggunaan kekuasaan
negara pada proses penyelidikan, penyidikan, di mana penggunaan kewenangan
tersebut akan berakibat langsung kepada hak-hak warga negara. Penahanan
merupakan tindakan yang diperlukan dalam proses penegakan hukum meskKipun
dalam penahanan itu sendiri terdapat pembatasan tehadap hak asasi manusia.
Oleh karena itu, penahanan haruslah diatur dengan undang-undang yang di
dalamnya ditentukan tata cara serta syarat-syarat yang jelas. Hal demikian
dilakukan untuk seminimal mungkin menghindari pelanggaran hak asasi manusia.
Perubahan Hukum Acara Pidana dari HIR kepada KUHAP, dimaksudkan untuk
lebih meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana
halnya dengan hukum acara pidana di negara lain, penahanan adalah hal yang
tetap diperlukan dalam acara pidana. Oleh karena itu tidaklah mungkin
dikeluarkannya penahanan dari ketentuan hukum acara pidana. Keberadaan
penahanan dalam hukum acara pidana merupakan suatu hal menyakitkan tetapi
diperlukan (a necessary evil). Usaha untuk meminimalisasi pelanggaran hak asasi
manusia dalam penahanan dilakukan dengan banyak cara di antaranya dengan
menetapkan syarat-syarat penahanan serta menetapkan alasan penahanan dan
dengan memberikan upaya hukum kepada seseorang yang terhadapnya dikenai
penahanan ...;

.... dengan adanya Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 77 KUHAP, hal tersebut haruslah
dimaknai sebagai usaha untuk memberi dasar hukum bagi penahanan sekaligus
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sebagai usaha untuk mengurangi penggunaan kewenangan yang berlebihan dari
penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penahanan ...;

penahanan oleh penyidik atau penuntut umum harus didasarkan atas
pertimbangan yang cukup rasional dan tidak dengan serta merta saja dilakukan
penahanan yang hanya didasari keinginan subjektif semata dari penyidik atau
penuntut umum ...;
... keberadaan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak dapat dilepaskan dengan adanya
Pasal 77 KUHAP. Pasal 21 ayat (1) KUHAP dari aspek norma cukup untuk
mempertemukan dua kepentingan, yaitu kepentingan umum untuk menegakkan
ketertiban, serta kepentingan individu yang harus dilindungi hak asasinya, hal
demikian diperkuat lagi dengan adanya pranata praperadilan sebagaimana diatur
dalam Pasal 77 KUHAP...”,

Oleh karena itu, pertimbangan putusan tersebut mutatis mutandis berlaku

pula untuk permohonan Pemohon a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah

dalil Pemohon dalam permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 281 ayat (5)

UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidak sahnya penetapan

tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat, Mahkamah

berpendapat:

1. Mengenai penetapan tersangka, Mahkamah mempertimbangkan sebagai
berikut:

a. Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.14]
bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah
negara hukum. Dalam negara hukum, asas due process of law sebagai
salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses
peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak
terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak
asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang
berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan
pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam
mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu, negara
terutama Pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan,

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM [vide Pasal 281 ayat
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(4) UUD 1945]. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan
pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa
sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia;

. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya
tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
alinea keempat, yaitu, membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia
yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rakyat
Indonesia harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang
datang, rasa aman yang diberikan oleh negara kepada rakyat tidak hanya
ditujukan bagi mereka yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang
melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan
kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri
mereka.

. Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau
terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat,
martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka
melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme
kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau
penuntut umum melalui pranata praperadilan.

. Berkenaan dengan kebebasan seseorang dari tindakan penyidik,
International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan dalam Article 9:

“1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be
subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his
liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as
are established by law.
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2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the
reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges
against him.

3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought
promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise
Judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to
release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be
detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear
for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should
occasion arise, for execution of the judgement.

4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be
entitled to take proceedings before a court, in order that that court may
decide without delay on the lawfulness of his detention and order his
release if the detention is not lawful.

5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have
an enforceable right to compensation’.

. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pertanyaan yang harus dijawab
oleh Mahkamah adalah apakah selain yang ditetapkan dalam Pasal 77
huruf a KUHAP seperti penetapan tersangka dapat dijadikan objek
praperadilan?

. Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa praperadilan

memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus:

1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang
berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;

2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan
keadilan dan;

3) permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya
atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke
pengadilan

. KUHAP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan
tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme
pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan
prinsip pengecualian (exclusionary) atas alat bukti yang diperoleh secara
tidak sah seperti di Amerika Serikat. Contoh mekanisme pengujian terhadap

keabsahan perolehan alat bukti dapat dilihat dalam kasus Dominique Straus
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Kahn yang dituduh melakukan perkosaan terhadap Nafissatou Diallo di
Hotel Manhattan New York pada tahun 2011. Kasus tersebut akhirnya
dibatalkan pada Agustus 2011 di Magistrates Court New York, setelah
adanya keraguan terhadap kredibilitas saksi korban, termasuk kesaksiannya
yang tidak konsisten tentang apa yang terjadi. Hal yang melatarbelakangi
alat bukti harus diuji keabsahan perolehannya. Menurut Paul Roberts dan
Adrian Zuckerman, ada tiga prinsip yang mendasari perlunya mekanisme
pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, yaitu: Pertama, rights
protection by the state. Hak tersebut lahir karena terkadang upaya dari
penyelidik atau penyidik dalam menemukan alat bukti dilakukan dengan
melanggar hak asasi calon tersangka atau tersangka. Dalam rangka
mengembalikan atau mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka
diperlukan suatu mekanisme pengujian perolehan alat bukti untuk
mengetahui dan memastikan apakah alat bukti tersebut sudah benar-benar
diambil secara sah. Kedua, deterrence (disciplining the police).
Pengesampingan atau pengecualian alat bukti yang diambil atau diperoleh
secara tidak sah, akan mencegah/menghalangi para penyidik maupun
penuntut umum mengulangi kembali kesalahan mereka di masa
mendatang. Apabila hakim secara rutin mengecualikan/mengesampingkan
alat bukti yang didapat secara tidak sah tersebut, maka hal itu menjadi
pesan yang sangat jelas kepada aparat penegak hukum bahwa tidak ada
manfaat yang bisa diambil dari melanggar hukum, kemudian motivasi dari
aparat untuk melanggar hukum akan menurun drastis. Ketiga, the legitimacy
of the verdict. Dalam proses acara pidana diperlukan suatu sistem yang
dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau
sistem peradilannya. Apabila hakim sudah terbiasa memaklumi aparat
penyidik dan penuntut umum dalam menyajikan alat bukti yang didapat
secara tidak sah, maka sistem hukum tersebut akan diragukan legitimasinya
dan masyarakat akan segera mengurangi rasa hormatnya. [Paul Roberts
and Adrian Zuckerman, Criminal Evidence. (New York: Oxford University
Press Inc, reprinted 2008), hal. 149-159]. Dengan demikian, terlihat bahwa
Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip due process of
law secara utuh, oleh karena tindakan aparat penegak hukum dalam
mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian
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keabsahan perolehannya.

. Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk
pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum
yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga
pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari
mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata
lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak
mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi.
Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat
post facto sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya
bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur
subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan
praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas
masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata

praperadilan.

i. Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan

tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional
dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan
penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah
mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu
bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh
negara dalam bentuk pemberian /abel atau status tersangka pada
seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang
tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa
tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk
menguiji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.
Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara
bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum
perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang
lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207-214). Dengan kata lain,
prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam
menetapkan seseorang menjadi tersangka.
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Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan
dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan
perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam
pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum
Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-1X/2011, bertanggal 1 Mei 2012,
juncto putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI1/2013, bertanggal 20 Februari
2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab
XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh
prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat
dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal
tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto
Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari
proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan
sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak
asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur
tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu,
penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian
tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya.

. Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan

benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. @ Namun
permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan
benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka
memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah
dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945
setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari
proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi
manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan
objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata
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praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari
tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi
ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya
ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata
praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian,
perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa
tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya
tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai
dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.
Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata
praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses
pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai
harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil

Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh
pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum;

2. Sepanjang menyangkut penggeledahan dan penyitaan, Mahkamah dalam

Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, yang mengadili

dalam kaitannya dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, antara Ilain,

“

mempertimbangkan, “.. Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di
hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem
praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan
tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam
melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan,
penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai
dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun
maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses
praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia
sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.
Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77
sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan
secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan
pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP

dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di
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bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan
hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak
asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya
di dalam proses hukum...”,

Dengan pertimbangan di atas, secara implisit Mahkamah sesungguhnya sudah
menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan
bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-
wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk dalam
ruang lingkup praperadilan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai
penggeledahan dan penyitaan beralasan menurut hukum;

3. Adapun mengenai pemeriksaan surat seperti yang didalilkan Pemohon agar
masuk dalam ruang lingkup kewenangan pranata praperadilan, menurut
Mahkamah, pemeriksaan surat tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari tindakan penggeledahan dan penyitaan, sehingga
pertimbangan Mahkamah pada angka 2 di atas berlaku pula terhadap dalil
Pemohon a quo.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap frasa “sebaliknya dalam hal tidak diterima

atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai
pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan’ dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5)
UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa membaca Pasal 156 ayat (2)
khususnya frasa “sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal
tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan’
tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP vyang
menyatakan, “Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan
bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak
dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi
kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim

mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan’.

Dari ketentuan tersebut maka yang diputus oleh hakim adalah mengenai
i) kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara, ii) dakwaan tidak dapat
diterima, dan iii) surat dakwaan harus dibatalkan. Apabila keberatan tersebut

diterima oleh hakim maka perkara tidak dilanjutkan namun apabila keberatan
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tersebut tidak diterima oleh hakim maka perkara tersebut dilanjutkan untuk
diperiksa. Dengan demikian, tidak ada yang salah dengan frasa dimaksud.

Adapun yang didalilkan oleh Pemohon bahwa frasa tersebut
menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, menurut Mahkamah, ketentuan
tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak ada keterkaitan dengan
ketidakadilan, karena pengajuan banding tidak menghentikan pemeriksaan
terhadap pokok perkara melainkan hanya banding terhadap putusan sela yang
berkaitan dengan proses pemeriksaan kecuali eksepsi mengenai kompetensi
absolut. Dalam hal eksepsi mengenai kompetensi absolut dikabulkan, apabila ada
permohonan pemeriksaan banding maka berkas perkaranya dikirim terlebih dahulu
ke tingkat banding. Apalagi yang dimohonkan banding bukan mengenai pokok

perkara tentang seseorang bersalah atau tidak bersalah.

Perkara pidana berkait erat dengan hak asasi manusia, sehingga makin
cepat seseorang disidangkan maka makin cepat pula seseorang tersebut
diputuskan bersalah atau tidak bersalah. Jika frasa tersebut dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 justru tidak sesuai dengan prinsip kepastian
hukum yang adil yang dijamin oleh UUD 1945 karena proses hukum terhadap
terdakwa menjadi tertunda. Hal tersebut menurut Mahkamah tidak sesuai dengan
asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana termuat
dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas, menurut
Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut

Mahkamah pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah

berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

permohonan a quo;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
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Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang
cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan
Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti
permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat
bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang
cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan
Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa
“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”
adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
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1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka,
penggeledahan, dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief
Hidayat, Anwar Usman, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil
Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Aswanto, masing-masing
sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Oktober,
tahun dua ribu empat belas dan sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat
selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Wahiduddin
Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, | Dewa Gede Palguna, dan
Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam
belas, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, serta diucapkan dalam Sidang
Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua
puluh delapan, bulan April, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul
10.57 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua
merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida
Indrati, Patrialis Akbar, dan | Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai
Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah mengenai
“‘penetapan tersangka”, terdapat satu orang hakim konstitusi yang memiliki alasan
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berbeda (concurring opinion) dan tiga orang hakim konstitusi yang memiliki
pendapat berbeda (dissenting opinion).

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd. ttd.
Anwar Usman Wahiduddin Adams
ttd. ttd.
Suhartoyo Maria Farida Indrati
ttd. ttd.
Patrialis Akbar | Dewa Gede Palguna

6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION)

Terhadap putusan Mahkamah tersebut, terdapat satu orang hakim konstitusi
yang memiliki alasan berbeda (concurring opinion), yaitu Hakim Konstitusi Patrialis
Akbar, sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara a quo
sudah tepat, apalagi sudah dirumuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim.
Putusan Mahkamah a quo mengutamakan rasa keadilan dan kemanusiaan. Salah
satu permohonan Pemohon adalah memasukkan penetapan tersangka dalam
objek praperadilan dan dikabulkan oleh Mahkamah, hal ini justru memperkuat
tekad Mahkamah untuk mengakui, menghormati, menjamin dan melindungi
terhadap Hak Asasi Manusia yang berkaitan khususnya tentang mekanisme dan
proses terhadap seseorang ditetapkan sebagai tersangka.
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Penetapan tersangka yang tidak berdasarkan atas mekanisme dan proses
yang benar secara hukum, antara lain, akan menimbulkan beberapa

permasalahan, antara lain:

Pertama adalah adanya kemungkinan penyalahgunaan kewenangan
penegak hukum. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian agar seluruh penegak
hukum lebih berhati-hati dan secara seksama, sehingga tidak mudah menetapkan
seseorang sebagai tersangka tanpa prosedur dan proses yang benar, apalagi tidak
diikuti dengan pembuktian awal disertai bukti permulaan yang cukup yang
meyakinkan. Semua penetapan seseorang sebagai tersangka tanpa mengikuti due
process of law merupakan penyalahgunaan wewenang, namun demikian apabila
penyidik menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup terhadap suatu dugaan
tindak pidana, maka penyidik tentunya tidak boleh ragu sedikitpun melaksanakan
tugas dan wewenangnya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Kedua, permasalahan terkait dengan hal penetapan seseorang sebagai
tersangka adalah ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka mulai saat
itu pula, sebagian Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang ia miliki pasti
terkurangi, apalagi diikuti dengan pencegahan untuk ke luar negeri, kehilangan
hak-hak untuk menjadi pejabat publik, ditundanya hak untuk naik pangkat bagi
PNS dan TNI/POLRI, dan mulai saat itu pula lah langkah-langkahnya terbatas,
untuk bertemu tetangga dan keluarga saja pasti sudah tidak lagi nyaman, apalagi
ke tempat-tempat publik atau lingkungan sosial dan hal tersebut akan terjadi dalam
waktu yang cukup lama, bahkan anak, istri dan keluarga besarnya juga
menanggung beban secara psikologis. Hal ini adalah sangat manusiawi, karena
manusia dilengkapi tidak hanya dengan logika tetapi juga perasaan/etika,
walaupun antara logika dengan estetika harus diserasikan menjadi etika.

Ketiga, sebagai tersangka dalam praktiknya tidak sedikit kasusnya yang
terkatung-katung sampai waktu tahunan namun berkasnya tidak kunjung
dilimpahkan untuk proses peradilan. Melihat fakta demikian, maka muncul

pertanyaan para tersangka mau mengadu kemana untuk mencari keadilan?

Selain permasalahan bagi tersangka seperti yang sudah diuraikan
sebelumnya, wajar adanya kekhawatiran apabila penetapan tersangka masuk
dalam objek praperadilan, antara lain:

Pertama, dikhawatirkan Hakim akan gegabah sebab sudah masuk pada

ranah pembuktian dengan bukti-bukti yang cukup. Bukti-bukti awal yang
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meyakinkan inilah yang dipersoalkan dimana kemungkinan penetapan seseorang
sebagai tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup.

Kedua, bahwa bagaimana apabila permohonan praperadilan ditangani oleh
hakim yang baru dan belum punya pengalaman. Kekhawatiran tersebut haruslah
terjawab dengan kejelian Ketua Pengadilan Negeri mempercayakan pemeriksaan
perkara tersebut kepada Hakim yang dianggap mampu.

Ketiga, bahwa dalam pemeriksaan praperadilan diputuskan oleh seorang
Hakim Tunggal dan dalam waktu yang sangat terbatas. Tidak dapat dipungkiri
bahwa kemungkinan adanya pengaruh termasuk pengaruh dari anasir-anasir non
yuridis terhadap Hakim Tunggal tersebut dari para Pihak yang berperkara ataupun
pihak-pihak lain diluar pengadilan yang memiliki interest dengan perkara a quo.
Untuk itu, pemeriksaan praperadilan terhadap penetapan tersangka hanyalah
berkaitan dengan proses atau prosedur dan alasan-alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam hal dikabulkannya permohonan praperadilan, bukanlah berarti
seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan menghapuskan dugaan
adanya tindak pidana terhadap yang bersangkutan, dimana penyidik tetap dapat
melanjutkan proses penyidikan lebih lanjut, seseorang sebagai tersangka wajib
disertai dengan alat bukti yang meyakinkan.

Keempat, demikian pula dengan kekhawatiran akan banyaknya
permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka. Sejauh hal tersebut
merupakan upaya hukum, maka semua pihak harus dapat menerima dan
menghargai sebagai bagian dari perjuangan perlindungan dan penegakkan Hak
Asasi Manusia sebagai wujud dari Indonesia sebagai Negara Hukum.

Namun demikan, walaupun saya mendukung dan setuju dengan putusan
Mahkamah dalam perkara a quo, tetapi akan lebih tepat jika hal ini diserahkan
pada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan pilihan objek-objek
praperadilan asal sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi dengan
memperhatikan sungguh-sungguh pertimbangan hukum Mahkamah a quo.
Dengan demikian hal ini sebenarnya merupakan kebijakan hukum terbuka

pembentuk Undang-Undang (open legal policy).
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7. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan  Mahkamah tersebut, terdapat tiga orang hakim
konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim
Konstitusi | Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi Muhammad Alim, dan Hakim
Konstitusi Aswanto, sebagai berikut:

[7.1] Hakim Konstitusi | Dewa Gede Palguna

Sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Pasal 77 KUHAP
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5)
UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan
tersangka, saya, Hakim Konstitusi | Dewa Gede Palguna, berpendapat sebagai
berikut:

Pertama, bahwa praperadilan adalah suatu pengertian hukum tersendiri
yang berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dalam proses penyidikan atau
penuntutan serta akibat hukum yang timbul darinya. Pasal 77 KUHAP — yang
dikenal sebagai ketentuan yang mengatur tentang praperadilan sebagaimana
ditegaskan oleh Pasal 78 KUHAP — selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau

penghentian penuntutan;
b. ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

Sementara itu, Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas
permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya
atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Penetapan tersangka adalah bagian dari penyidikan, yang oleh Pasal 1

“

angka 2 KUHAP diberi pengertian sebagai, “... serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
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yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dengan demikian, penetapan
tersangka adalah “ujung” dari tindakan penyidik sebelumnya, yaitu setelah penyidik
— berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan — memperoleh kejelasan
akan tindak pidana yang terjadi.

Tujuan praperadilan adalah melindungi hak asasi manusia, dalam hal ini
hak asasi tersangka atau terdakwa. Hak asasi yang hendak dilindungi itu
khususnya hak atas kebebasan (right to liberty) dan hak-hak yang berkait dengan
atau merupakan “turunan” dari right to liberty itu. Kebebasan seseorang terancam
karena dalam penetapan tersangka (atau terdakwa) itu terdapat kemungkinan
pelibatan tindakan atau upaya paksa oleh negara berupa penangkapan dan/atau
penahanan, yang di dalamnya sesungguhnya juga penyitaan dan penggeledahan.
Penggunaan atau pelibatan upaya paksa inilah yang harus dikontrol secara ketat,
baik syarat-syarat maupun prosedur penggunaannya, dengan undang-undang.
Mengapa harus dengan undang-undang? Sebab, dalam negara hukum, yang
menghormati dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia,
pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya sah jika dilakukan dengan
undang-undang [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Namun, bila diperhatikan lebih jauh, secara implisit ada dua kepentingan
yang hendak dilindungi secara seimbang melalui praperadilan, yaitu kepentingan
individu (in casu tersangka atau terdakwa) dan kepentingan publik atau
masyarakat. Dari perspektif kepentingan individu (tersangka atau terdakwa),
diintroduksinya pranata praperadilan ini dalam KUHAP adalah sebagai
‘pengimbang” terhadap kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penuntut
umum untuk menggunakan upaya paksa dalam pemeriksaan tindak pidana
sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena itu harus ada jaminan bahwa,
pertama, upaya paksa dimaksud benar-benar digunakan demi kepentingan
pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan (atau didakwakan) dan, kedua,
upaya paksa dimaksud benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
undang-undang. Untuk memenuhi tuntutan jaminan itulah diintroduksi pranata
praperadilan. Tindakan menetapkan tersangka an sich bukanlah upaya paksa dan
karena itu dengan sendirinya tidak termasuk ke dalam ruang lingkup praperadilan.
Bilamana dalam proses penetapan seseorang sebagai tersangka timbul keberatan
atau keraguan (misalnya karena tidak ditemukan bukti yang cukup), jalan
keluarnya bukanlah praperadilan melainkan penghentian penyidikan.
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Selanjutnya, apabila penuntut umum atau pihak ketiga menganggap
penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah, mereka dapat
mengajukan permohonan praperadilan untuk memeriksa keabsahan tindakan
penyidik tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila penyidik atau pihak ketiga
menganggap penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak
sah, mereka ini pun dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk
memeriksa keabsahan tindakan penuntut umum itu. Dengan cara demikian,
keseimbangan perlindungan yang diberikan terhadap kepentingan individu
(tersangka, terdakwa) dan kepentingan publik (masyarakat) tetap terjaga.

Memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan
berarti membenarkan ketidakseimbangan perlindungan kepentingan individu dan
kepentingan publik (masyarakat). Sebab, bagi seseorang yang ditetapkan sebagai
tersangka, tersedia dua jalan hukum untuk mempersoalkan penetapan tersebut,
yaitu memohon penghentian penyidikan (dalam hal penyidik tidak mengambil
insisiatif sendiri untuk menghentikan penyidikan itu) dan memohon praperadilan
(misalnya dalam hal permohonan penghentian penyidikan tidak dikabulkan oleh
penyidik). Sementara itu, jika masyarakat (pihak ketiga) hendak mempersoalkan
tindakan penyidik yang menghentikan penyidikan terhadap seorang tersangka,
satu-satunya jalan yang tersedia hanyalah praperadilan.

Kedua, pemeriksaan dalam praperadilan bukanlah pemeriksaan
pendahuluan sebagaimana dilakukan, misalnya, oleh seorang Judge d’Intruction di
Perancis atau Rechter commissaris di Belanda yang benar-benar melakukan
fungsi pemeriksaan pendahuluan (selain memutus sah tidaknya penangkapan,
penahanan, penyitaan). Di Belanda, penuntut umum dapat minta pendapat hakim
komisaris mengenai suatu kasus, umpamanya apakah kasus tersebut pantas atau
dapat dikesampingkan dengan transaksi atau tidak. Misalnya, perkara tidak
diteruskan ke persidangan dengan membayar ganti kerugian. Rechter commissaris
di Belanda juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas jaksa, sementara jaksa memiliki kewenangan serupa terhadap
pelaksanaan tugas polisi. Adapun di Perancis, kewenangan luas yang dimiliki oleh
Judge d’Intruction dalam pemeriksaan pendahuluan mencakup pemeriksaan
terdakwa, saksi-saksi dan bukti-bukti lain; juga dapat melakukan penahanan,
penyitaan, dan penutupan tempat-tempat tertentu. Judge d’Intruction, setelah
menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan, menentukan apakah suatu perkara
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cukup alasan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Bilamana dianggap
cukup alasan, perkara dimaksud akan dikirimkan dengan surat pengiriman yang
disebut ordonance de Renvoi. Sebaliknya, bilamana dianggap tidak cukup alasan,
tersangka akan dibebaskan dengan ordonance de non lieu [vide Andi Hamzah,
Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, h. 183-
184].

Baik dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Rechter
commissaris di Belanda maupun pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh
Judge d’Intruction di Perancis tidak disebut adanya kewenangan hakim komisaris
untuk memutus keabsahan penetapan tersangka. Jika dalam konsepsi
pemeriksaan pendahuluan saja (yang kewenangannya dilakukan oleh hakim
komisaris) tidak ada kewenangan hakim komisaris untuk memeriksa sah tidaknya
penetapan tersangka, setidak-tidaknya tidak disebut secara tegas, maka tidaklah
dapat diterima bahwa dalam konsepsi praperadilan (yang notabene bukan
pemeriksaan pendahuluan dan hakimnya pun bukan hakim komisaris)
dikonstruksikan ada kewenangan hakim untuk memutus sah tidaknya penetapan
tersangka.

Ketiga, bahkan jika KUHAP menganut Due Process Model pun dalam
sistem peradilan pidananya, quod non, penetapan tersangka tidak termasuk ke
dalam ruang lingkup praperadilan. Sebagaimana diketahui, dalam penggolongan
sistem peradilan pidana yang hingga saat ini secara dominan dianut, setidak-
tidaknya secara akademis, terdapat dua model sistem peradilan pidana (criminal
justice system) yaitu Crime Control Model dan Due Process Model. Secara umum,
sistem yang disebut terdahulu (Crime Control Model) ditandai oleh ciri-ciri, antara
lain, efisiensi, mengutamakan kecepatan dan presumption of guilt sehingga
tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia
sendiri yang melakukan perlawanan. Adapun ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki
oleh Due Process Model adalah, antara lain, menolak efisiensi, mengutamakan
kualitas dan presumption of innocence sehingga peranan penasihat hukum amat
penting dengan tujuan menghindari penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak
bersalah [vide Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga: Jakarta,
2012, h. 30-31].

Due Process Model sebagai sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh
gagasan Due Process of Law di Amerika Serikat yang lahir setelah dilakukannya
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amandemen ke-5 dan ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang bertujuan mencegah
penghilangan atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik oleh negara tanpa suatu
proses hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Harr dan Hess, sekadar untuk
menyebut satu contoh, “Due process provides rules and procedures to ensure
fairness to an individual and to prevent arbitrary actions by governement. It is a
process of rules and procedures by which discretion left to an individual is removed
in favor of an openess by which the rights of the individual are protected.
Procedural due process and substantive due process work to ensure to everyone
the fairness of law under the U.S. Constitution.” [J. Scott Harr & Karen M. Hess,
Constitutional Law and Criminal Justice System, Wadsmorth-Thomson Learning,
2002, h. 260].

Due process of law diartikan, antara lain, sebagai seperangkat prosedur
yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal.
Setiap prosedur dalam due process menguji dua hal: (a) apakah penuntut umum
telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa
prosedur; (b) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah
sesuai dengan due process [vide Eddy O.S. Hiariej, loc.cit.].

Dalam kaitan dengan permohonan a quo, pertanyaan yang penting
dikemukakan adalah: apakah dalam Due Process Model dikenal pranata
praperadilan dan, kalau dikenal, apakah ruang lingkupnya mencakup penetapan
tersangka? Jika mengacu ke Amerika Serikat, dalam sistem peradilan pidana yang
menganut Due Process Model memang terdapat tahapan atau fase pra-ajudikasi.
Dalam tahapan atau fase tersebut ada peran penting /ay judges yang diambil dari
warga negara biasa dan diberi kedudukan sebagai magistrate, khususnya
berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan tindakan upaya paksa oleh
penyidik (penangkapan dan penahanan) yang tidak boleh hanya didasarkan atas
diskresi penyidik sendiri melainkan terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan oleh
magistrate [vide Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Papas Sinar
Sinanti: Jakarta, 2013, h. 26]. Namun, /lay judges atau magistrate tidak memiliki
kewenangan memeriksa dan memutus sah tidaknya penetapan tersangka. Due
Process Model, setidak-tidaknya sebagaimana yang diterapkan di Amerika Serikat
hingga saat ini, memberikan perhatian khusus dan maksimal terhadap individu dari
perbuatan sewenang-wenang negara, khususnya aparat penegak hukum, lebih-
lebih tatkala menyangkut perampasan atau pembatasan kemerdekaan, misalnya

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



119

penangkapan. Bilamana aparat penegak hukum tatkala menangkap seorang
tersangka tidak memberitahu yang bersangkutan hak-haknya — sebagaimana
disebutkan dalam Miranda Rules atau Miranda Warning — maka keteledoran
demikian akan membawa akibat hukum yang serius, yakni bebasnya tersangka.
Sedemikian besarnya perlindungan diberikan kepada seorang individu. Namun,
lagi-lagi harus ditegaskan bahwa hak itu baru dimiliki tatkala seseorang telah
menjadi tersangka, bukan “calon” tersangka.

Dengan uraian di atas telah jelas bahwa, jangankan manakala kita masih
ragu apakah KUHAP menganut Due Process Model ataukah Crime Control Model,
bahkan dengan mengandaikan KUHAP menganut Due Process Model sekalipun,
konstruksi pemikiran yang memasukkan penetapan tersangka sebagai bagian dari
ruang lingkup praperadilan juga tertolak.

Keempat, jika kita menafsirkan Pasal 77 KUHAP secara kontekstual,
sebagaimana secara implisit tampaknya dikehendaki oleh Pemohon dengan
melihat bangunan argumentasi dalam dalil-dalilnya, maka memasukkan penetapan
tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidak bersesuaian dengan asas-
asas yang berlaku dalam penafsiran kontekstual. Asas-asas dimaksud adalah
asas Noscitur a Sociis, asas Ejusdem Generis, dan asas Expressio Unius Exclusio
Alterius. [vide Phillpus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum,
Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2008, h. 26-27]. Secara kontekstual,
sebagaimana telah diuraikan pada bagian pertama di atas, praperadilan adalah
berkenaan dengan keabsahan upaya paksa dan akibat hukum yang bersangkut-
paut dengannya. Tindakan yang termasuk kategori upaya paksa adalah
penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan.

Memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan
tidak bersesuaian dengan asas Noscitur a Sociis sebab menurut asas ini suatu
kata atau istilah harus diartikan dalam rangkaiannya dalam arti bahwa istilah itu
harus dimaknai dalam kaitan associated-nya. Karena penetapan tersangka tidak
termasuk ke dalam (associated with) rangkaian pengertian upaya paksa maka dia
bukanlah objek praperadilan. Selanjutnya, memasukkan penetapan tersangka ke
dalam ruang lingkup praperadilan juga tidak bersesuaian dengan asas Ejusdem
Generis sebab menurut asas ini suatu kata atau istilah dibatasi maknanya secara
khusus dalam kelompoknya. Praperadilan adalah istilah khusus atau tersendiri
yang “diciptakan” dan khusus berlaku dalam penerapan KUHAP sehingga ruang
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lingkupnya pun tersendiri yaitu hanya mencakup tindakan-tindakan yang termasuk
dalam kelompok upaya paksa. Akhirnya, memasukkan penetapan tersangka ke
dalam ruang lingkup praperadilan pun tidak bersesuaian dengan asas Expressio
Unius Exclusio Alterius sebab menurut asas ini jika suatu konsep digunakan untuk
satu hal maka ia tidak berlaku untuk hal lain. Sebagai contoh, konsep perbuatan
melawan hukum yang digunakan hukum pidana tidak sama dengan (dan karena
itu tidak boleh digunakan dalam) konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum
perdata. Dalam konteks permohonan a quo, konsep praperadilan adalah satu
konsep tersendiri yang hanya digunakan oleh KUHAP yang ruang lingkupnya
berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dan akibat hukum yang berkait
dengan penggunaan upaya paksa itu.

Kelima, bahkan andaikatapun argumentasi pengujian dalam permohonan
a quo diperluas hingga mencakup pentaatan ketentuan perjanjian internasional di
mana Indonesia turut serta di dalamnya sebagai pihak, khususnya dalam hal ini
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, tidak memasukkan penetapan
tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidaklah bertentangan dengan
kewajiban internasional Indonesia yang lahir keikutsertaannya dalam ICCPR,
khususnya Pasal (Article) 9. Tegasnya, tidak memasukkan penetapan tersangka
ke dalam ruang lingkup praperadilan tidaklah bertentangan dengan Pasal 9
ICCPR. Dengan demikian, tidak memasukkan penetapan tersangka ke dalam
ruang lingkup praperadilan bukanlah merupakan perbuatan yang dapat
dipersalahkan menurut hukum internasional (internationally wrongful act) yang
dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya tanggung jawab negara (state
responsibility), in casu Indonesia.

Penjelasannya adalah sebagai berikut: Pasal 9 ICCPR adalah berkenaan
dengan hak atas kebebasan dan keamanan dalam hubungannya dengan masalah
penangkapan dan penahanan seseorang, yang selengkapnya menyatakan:

(1) Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be
subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his
liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as
are established by law.

(2) Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the
reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against
him.
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(3) Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly
before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power
and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall
not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in
custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any
other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for
execution of the judgement.

(4) Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled
to take proceedings before a court, in order that that court may decide
without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the
detention is not lawful.

(5) Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have
an enforceable right to compensation.

Jika diperhatikan secara seksama, substansi yang terkandung dalam Pasal
9 ICCPR di atas sesungguhnya identik dengan substansi yang terkandung dalam
Pasal 77 KUHAP. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur
substansi perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud
oleh Pasal 9 ICCPR jauh sebelum menyatakan persetujuannya untuk terikat
(consent to be bound) kepada ICCPR. Manakala kesamaan substansi Pasal 9
ICCPR dan Pasal 77 KUHAP diakui maka, dalam konteks demikian, permohonan
a quo secara tidak langsung sesungguhnya juga mempertanyakan validitas dan
akseptabilitas Pasal 9 ICCPR yang telah diterima secara universal.

Pasal 9 ICCPR sama sekali tidak menyinggung, secara implisit sekalipun,
perihal penetapan tersangka. Ayat (1) dari Pasal 9 ICCPR menekankan larangan
melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang melainkan
harus atas dasar undang-undang. Ayat (2) menekankan keharusan
memberitahukan alasan penangkapan pada saat itu juga disertai dengan tuduhan
yang disangkakan. Ayat (3) menekankan keharusan untuk secepatnya membawa
seseorang yang ditangkap atau ditahan dengan tuduhan melakukan suatu tindak
pidana ke pengadilan dan diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dilepaskan.
Ayat (4) menegaskan bahwa seseorang yang ditangkap atau ditahan berhak untuk
diperiksa di hadapan pengadilan sehingga pengadilan dimaksud segera
memutuskan tanpa penundaan keabsahan penahanan itu dan membebaskan yang
bersangkutan bilamana penahanan itu tidak sah. Adapun ayat (5) adalah mengatur
tentang hak seseorang atas kompensasi atau ganti kerugian karena penangkapan

atau penahanan yang tidak sah.
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Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, tidak masuknya penetapan
tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan telah ternyata tidak bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 281 ayat (5) UUD 1945.
Oleh karena itu, sepanjang menyangkut dalii Pemohon yang mendalilkan
penetapan tersangka merupakan bagian dari ruang lingkup praperadilan,
Mahkamah seharusnya menolak permohonan a quo.

[7.2] Hakim Konstitusi Muhammad Alim

“‘Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya,” demikian ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menurut Mahkamah Konstitusi, “Norma tersebut sudah tepat karena
memberikan kepastian hukum yang adil kepada warga negara Indonesia ketika
akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu harus melalui proses atau
rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan
bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya, bukan secara subjektif penyidik
menemukan tersangka tanpa mengumpulkan bukti.”

Dengan pertimbangan tersebut di atas, sebetulnya apabila prosedurnya
sudah benar, maka tanpa memasukkan kewenangan praperadilan untuk
memeriksa penetapan menjadi tersangka, sudah benar merupakan penegakan
hak asasi manusia. Jadi penetapan menjadi tersangka sebetulnya bukanlah
kewenangan praperadilan asal prosedur yang ditetapkan oleh hukum acara pidana
dilaksanakan dengan baik.

Jikalau dalam kasus konkrit penyidik ternyata menyalahgunakan
kewenangannya, yakni misalnya secara subjektif menetapkan seseorang menjadi
tersangka tanpa mengumpulkan bukti, maka hal tersebut bukan menjadi
kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebab hal semacam itu merupakan penerapan
hukum. Penilaian atas penerapan hukum adalah kewenangan institusi lain, bukan

kewenangan Mahkamah Konsitusi.

[7.3] Hakim Konstitusi Aswanto

Objek praperadilan adalah setiap tindakan aparat penegak hukum yang
masuk dalam kategori upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan,
penyitaan dan penggeledahan. Setiap upaya paksa tersebut mengandung nilai
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HAM yang asasi. Apabila seseorang dikenai upaya paksa maka hak asasi yang
bersangkutan akan terganggu. Di lain sisi, ada kemungkinan upaya paksa yang
dikenakan terhadapnya tidak dilakukan secara benar menurut hukum. Oleh
karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme tertentu untuk menguji keabsahan
upaya paksa tersebut dalam rangka melindungi hak asasi manusia.

Berdasarkan KUHAP, mekanisme tersebut disediakan melalui lembaga
praperadilan. Maksud dan tujuan dari pelembagaan praperadilan adalah untuk
tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat
pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Pasal 77 huruf a KUHAP mengatur objek praperadilan yang meliputi sah
atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan. Terkait ketentuan tersebut, Pemohon dalam perkara
a quo memohon agar Mahkamah menafsirkan bahwa penetapan tersangka
termasuk objek praperadilan. Dengan demikian maka pertanyaan yang harus
dijawab adalah apakah penetapan tersangka merupakan objek praperadilan
menurut KUHAP atau apakah Pasal 77 huruf a KUHAP dapat ditafsirkan
sebagai mengandung makna bahwa penetapan tersangka merupakan objek
praperadilan.

Penetapan tersangka dalam sebuah perkara pidana tidak dapat
dipisahkan dari tindakan penyidikan yang dilakukan sebelumnya. Tersangka
dalam sebuah perkara pidana ditemukan sebagai hasil dari tindakan
penyidikan.

Pasal 77 KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan
hukum apa saja yang dapat diuji pada praperadilan yakni sah atau tidaknya
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara
pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Di dalam
ketentuan tersebut tidak diatur mengenai penetapan tersangka.

Pengaturan secara limitatif demikian dimaksudkan untuk menjamin
proses penegakan hukum yang sejalan dengan hukum acara. KUHAP adalah
hukum acara yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum pidana materiil.
Pembentukan KUHAP dimaksudkan agar sistem peradilan pidana dapat
berjalan sesuai dengan hukum acara berdasarkan tahapan-tahapan yang telah
ditentukan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum berdasarkan proses
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peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang merupakan filosofi
penyelenggaraan peradilan yang juga termasuk salah satu asas hukum acara
pidana. Sebagaimana telah digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP
bahwa:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapat an atau
setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang
selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan
ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan
untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu
pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan
dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak
pidana telah dilak skan dan apakah orang yang didakwa itu dapat
dipersalahkan.”

Sebagai ketentuan hukum acara untuk menegakkan hukum pidana
materiil, KUHAP memang dirancang sebagai aturan yang ketat. Rumusan
ketentuan yang sudah tercantum dalam KUHAP tidak seharusnya berubah
dengan mudah.

Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkan hak
seseorang untuk membela diri dan memperjuangkan hak asasinya yang
menurutnya telah dilanggar. Asas praduga tak bersalah (pesumptiion of
innocence) berlaku atas mereka. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8
Undan-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menyatakan, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau
dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada
putusan pengadilan yang menyatakan kesslahannya dan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap’.

Di setiap tahap pcmeriksaan dalam proses peradilan pidana, tersangka
diberi hak hukum untuk melakukan pembelaan diri. Pemberian hak hukum ini
merupakan jaminan atas hak konstitusional tersangka sebagai bentuk
penghormatan dan perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negara
yang disangka melakukan tindak pidana. Di lain sisi, negara juga memiliki
kewajiban penegakan hukum melalui aparat penegak hukum untuk menjamin
tegaknya hukum yang dimaksudkan juga untuk melindungi kepentingan dan hak
asasi warga negara secara umum yang dapat dirugikan dengan adanya tindak
pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, harus
ada keseimbangan antara perlindungan hak individu yang adalah hak warga
negara dan kepentingan penegakan hukum yang merupakan kewajiban negara
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yang keduanya menjiwai ketentuan hukum acara pidana.

Dalam hukum acara pidana, selain hak asasi tersangka yang harus
dilindungi dan hormati, penegakan hukum juga merupakan cita hukum yang
harus terus diupayakan sebab melalui upaya penegakan hukum hak asasi
seluruh warga negara menjadi terlindungi dengan terciptanya tertib hukum yang
sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Terbukanya ruang penafsiran yang luas
terhadap ketentuan hukum acara pidana justru bertentangan dengan filosofi
hukum acara pidana yang dimaksudkan untuk menjaga tertib hukum dalam
proses penegakan hukum pidana materiil dan berakibat timbulnya
ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D
UUD 1945. Ketentuan KUHAP yang limitatif memang dimaksudkan untuk secara
ketat mengawal proses penegakan hukum pidana materiil sehingga ruang
penafsiran sedapat mungkin dibatasi.

Mahkamah memang berwenang untuk memberikan penafsiran atas suatu
norma berdasarkan UUD 1945. Namun, memasukkan penetapan tersangka
sebagai objek praperadilan bukanlah persoalan penafsiran. Tidak ada kata atau
frasa dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yang dapat dimaknai sebagai
penetapan tersangka atau termasuk penetapan tersangka. Ketentuan a quo
sudah sangat jelas mengatur apa saja yang dapat diuji di forum praperadilan.
Menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang
sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat norma baru yang
bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk
undang-undang.

Tidak diaturnya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam
Pasal 77 huruf a KUHAP tidak menjadikan ketentuan tersebut inkonstitusional.
Bahwa apabila penetapan tersangka dipandang dapat lebih menghormati dan
menjaga hak asasi tersangka, maka gagasan demikian dapat saja dimasukkan
ke dalam ketentuan undang-undang oleh pembentuk undang-undang sesuai
dengan kewenangan yang melekat padanya.

PANITERA PENGGANTI,
ttd.

Cholidin Nasir
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PUTUSAN
Nomor 102/PUU-XI111/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Drs. Rusli Sibua, M.Si.

Tempat/Tanggal Lahir  : Daruba, 05 Maret 1962

Pekerjaan . Bupati Kabupaten Morotai

Alamat : Desa/Kelurahan Muhajirin  Kecamatan

Morotai Selatan, Kabupaten Pulau

Morotai, Provinsi Maluku Utara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2015
memberi kuasa kepada Achmad Rifai MA, S.H., Saiful Anam, S.H., Bambang
Kurniawan, S.H., Zenuri Makhrodji, S.H., Achmad Rulyansyah, S.H., Lissa
Rochmilayali, S.H., dan Nanang Hamdani, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum
pada kantor hukum “ACHMAD RIFAI & PARTNERS”, yang beralamat di Menara
Lippo Kuningan Lt. 17, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B Nomor 12 Kuningan —
Jakarta Selatan, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan Presiden;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon.
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2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal

30 Juli 2015, yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Agustus 2015
berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 209/PAN.MK/2015 dan
dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 102/PUU-
XIIl/2015 pada tanggal 21 Agustus 2015, yang telah diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 21 September 2015 dan diterima di Kepaniteraan juga

pada tanggal 21 September 2015, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. OPENING STATEMENT

Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Stahl, konsep Negara
hukum yang disebut dengan istilah “rechtsstaat” mencakup empat elemen penting,
yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan
berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara. Atas dasar ciri-ciri
negera hukum ini menunjukkan bahwa ide sentral negara hukum adalah
pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu kepada
prinsip kebebasan dan persamaan.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, khususnya elemen perlindungan
hak asasi manusia, secara konstitusional negara Indonesia telah menjamin,
menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia. Sebelum
dilakukan perubahan, UUD 1945 dapat dikatakan tidak mencatumkan secara tegas
mengenai jaminan Hak Asasi Manusia. Tetapi setelah UUD 1945 diamandemen,
terutama amandemen kedua tahun 2000, ketentuan mengenai HAM dalam UUD
1945 telah mengalami perubahan yang mendasar. UUD 1945 perubahan ini telah
memuat materi HAM yang diatur dalam pasal 28A ayat (1) sampai dengan pasal
28j ayat (2). Materi yang berkaitan dengan hak memperoleh keadilan terdapat
dalam pasal 28D yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum. Selain itu, pasal 28| ayat (1) juga menyebutkan hak atas
pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak ini merupakan hak asasi
manusia yang tidak dapat dikuragi dalam keadaan apapun.

Hak Asasi Manusia telah diperjuangkan untuk mengakui hak hidup dan

perlakuan yang layak kepada setiap orang. Pengakuan Hak Asasi Manusia di abad
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modern dipertegas oleh Franklin D. Roosevolt (1941) dalam the four of freedom.
Yang isinya, kebebasan berbicara (the freedom of speech), kebebasan
beragama (the freedom of religion), kebebasan dari kemiskinan (the freedom
from want), dan kebebasan dari rasa takut (the freedom of fear).

Banyak diantaranya instrumen hukum internasional yang menjadi dasar
penegakan Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disingkat dengan HAM), Scott
Davidson (1995: 108) menguraikan diantaranya, ICCPR (International covenant
on Civil and Political Right), ICESCR (International Covenant On Economic,
Social And Cultural Right), ICRD (international Convention On The
Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination), Torcure Convention, dan
UCRC (United Nation Convention On The Right Of The Child).

Pernyataan Hak Asasi Manusia (Unifersal Declaration Human Right)
ditegaskan dalam Pasal 11 UDHR yang berbunyi “setiap orang yang dituntut
karena disangka pelanggaran pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan
kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu pengadilan terbuka, dan di
dalam sidang itu diberi segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya.”

Dari pencantuman dan ratifikasi beberapa ketentuan/ instrumen hukum
internasional (ICCPR, ICESCR, UDHR) berarti negara Indonesia sebagai negara
hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) dan menganut sistem dualisme dalam
pengakuan ketentuan hukum internasional. Mutlak menjadikan sistem negara
hukum yang mengakui persamaan dan Hak Asasi Manusia (ciri negara hukum
formil). Ketentuan/ regulasi Hak Asasi Manusia dapat ditemukan baik dalam UUD
1945 (Pasal 28), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, maupun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), sebagai prosedur penegakan hukum yang bertujuan mempertahankan
hukum materil (hukum pidana), dalam pertimbangan filsufisnya menegaskan
‘pahwa negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta
yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.” Ini mengindikasikan bahwa tujuan atau esensi dari hukum
acara pidana yang bersinggungan dengan penegakan hak asasi terhadap pelaku
tindak pidana terdapat dalam KUHAP.

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Nyatanya, memang perlakuan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana
dalam due process of law harus memperhatikan kepentingan dan hak asasi
setiap orang, yang menjadi bahagian dari due process of law. Pejabat yang
berwenang dalam melakukan penegakan hukum harus sesuai dengan tugas dan
kewenangannya dengan yang ditegaskan dalam Undang-Undang (baca: KUHAP).
Hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP ditegaskan mulai dari Pasal 50 s/d
Pasal 74. Pengakuan/ perlindungan hak asasi tersangka di sini adalah kelanjutan
dari Pasal 11 UDHR, Pasal 28 UUD 1945, dan Pasal 18 butir 1 s/d 5 Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Sistem peradilan pidana (criminal justice system), sebagai bahagian dari
due process of law, secara singkat memberi arah, tugas dan tata cara
penyelidikan, penyidikan. Pejabat Negara yang ditugaskan sebagai penyidik,
sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP memilki tugas seperti penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan. Dalam menjalankan
tugas tersebut tetap harus sesuai dengan ketentuan KUHAP. Penangkapan,
misalnya harus sesuai dengan mekanisme, syarat dan alasannya (Pasal 16 —
Pasal 19). Begitupun penahanan harus sesuai dengan syarat, alasan dan tata cara
yang ditetapkan dalam KUHAP (Pasal 20 — Pasal 21).

Namun dalam kenyataannya, penegakan substansi hukum tidak
dilaksanakan secara profesional dan proporsional olah pejabat penyidik. Banyak
hasil penelitian, menunjukan disparitas oleh karena kesalahan dalam penyidikan.
kasus yang memperlihatkan pejabat kepolisian sebagai penyidik (Pasal 6 KUHAP)
bertindak sewenang-wenang. Pemaksaan kepada tersangka untuk memberikan
pengakuan bersalah. Kelalaian dari penyidik maupun penuntut memberikan hak
bagi tersangka untuk memperoleh bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP).
Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut umum dalam
menginterpretasikan norma hukum yang dapat merugikan Tersangka. Terlebih lagi
intervensi media telah mencabut hak asasi tersangka di ranah publik sebagai
pelaku yang tidak bersalah (presumption of innocence) sebelum putusan

pengadilan inkrach (incracht van bewijske).

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang

berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya
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disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan
Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.

Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan
pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“‘“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar...”

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, ....”

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “‘UU KK”
menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam
hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi”:

Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka tidak ada keraguan
sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi
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berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1.

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-
undang adalah ‘pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam
huruf a menyebutkan ‘perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya
dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang a quo, disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah ‘hak-hak yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
19457

. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang

dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-
V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan
batasan komulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian
konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:

a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dijui; dan

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Apabila mendasarkan pada 5 (lima) parameter berdasarkan Putusan Nomor

006/PUU-111/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, maka Pemohon
memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini, dengan alasan:

a. Sebagai warga Negara Pemohon memiliki hak konstitusional atas
‘pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil” dan
hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

b. Hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan

dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas due
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process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya
sejumlah pasal dalam KUHAP dan UU 30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diuji melalui permohonan
ini.

c. Kerugian Konstitusional Pemohon tersebut secara spesifik (khusus) dan
actual karena Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d,
Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 52 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diberlakukan dalam
perkara praperadilan dengan Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL.

d. Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (causal verband)
antara kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya pasal-
pasal dalam KUHAP dan UU KPK yang dimohonkan dalam perkara ini
yang telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan,
Jjaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil” dan hak
konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan.

e. Apabila permohonan ini dikabulkan, maka jelas pasal-pasal dalam
KUHAP dan UU KPK yang dimohonkan dalam perkara ini tidak dapat
diterapkan lagi kepada pemohon, sehingga hak konstitusional pemohon
tidak dirugikan lagi karena pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan
sebagai Bupati Kabupaten Morotai untuk masa jabatan 2012-2016 yang
kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam dugaan Tindak Pidana Suap terkait pemenangan sengketa Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), berdasar
pada konferensi pers Pelaksana tugas (PIt) Wakil Ketua KPK Johan Budi
pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2015 bertempat di Gedung Komisi
Pemberantasan Korupsi.

5. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 Pemohon telah mendaftarkan gugatan

Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register
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Perkara Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL. akan tetapi baru
mendapatkan jadwal sidang perdana pada tanggal 27 Juli 2015, dengan
demikian terdapat jangka waktu kurang lebih 3 minggu penentuan jadwal
sidang setelah pendaftaran Praperadilan.

. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, Termohon dalam hal ini Komisi
Pemberantasan Korupsi tidak menghadiri persidangan dan meminta
penundaan sidang selama 2 minggu dengan alasan masih mempersiapkan
berkas praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, hanya saja majelis hakim
hanya memberikan waktu selama 1 minggu untuk pemeriksaan sidang
berikutnya yakni pada tanggal 3 Agustus 2015 dengan agenda pembacaan
gugatan praperadilan.

. Pada tanggal yang sama yakni pada tanggal 27 Juli 2015 Pemohon
mendapat informasi dari Wicklief Ruus bahwa perkara sebagaimana
didakwakan kepada Pemohon akan dilimpahkan ke Tahap Il, atas dasar
pelimpahan tahap |l tersebut, penasehat hukum menyampaikan nota
keberatan terkait telah diserahkannya Berkas Perkara Tahap Il, mengingat
pada Pemeriksaan Lanjutan 3 pada tanggal 22 Juli 2015 melalui Penyidik
Novel dan Rufriyanto Maulana Yusuf, memberikan waktu kepada Pemohon
dan Penasehat Hukum Pemohon untuk menyerahkan daftar nama-nama
saksi meringankan untuk dilakukan pamanggilan dan pemeriksaan, kemudian
Penasehat Hukum telah memberikan daftar nama saksi meringankan
tersebut pada tanggal 24 Juli 2015, akan tetapi KPK tidak melakukan
pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi meringankan yang telah
diajukan oleh Pemohon.

. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Penasehat Hukum melakukan kroscek
kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, ternyata perkara atas diri Pemohon telah terregister dengan nomor
perkara 76/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. Untuk itu pemohon merasa hak
pemohon sebagaimana Tersangka untuk mengahdirkan saksi yang
meringankan menjadi terhambat serta tidak dipenuhi oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi. Apabila mendasarkan pada Pasal 65 dan Pasal 116
ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, saksi meringankan

merupakan Hak Tersangka untuk mengajukannya,.
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9. Bahwa berdasarkan Putusan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon

dengan Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL dinyatakan gugur, dikarenakan
pokok perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
dalam hal ini hakim Praperadilan mendasarkan Putusannya pada Pasal 82
ayat (1) huruf d KUHAP.

10.Berdasarkan argument dan uraian singkat Pemohon di atas, maka jelas

Pemohon memenuhi kapasitas dan syarat untuk mengajukan permohonan uji
konstitusionalitas (consttitutional review/ judicial review) Pasal 50 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30
tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
1.

Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip “Rule of Law, and not of
Man”, yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang
dijalankan oleh hukum atau nomos. Dalam negara hukum yang demikian ini,
harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan
menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan,
ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan
belaka atau machtsstaat. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan
berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut UUD atau constitutional
democracy yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia
adalah negara hukum vyang berkedaulatan rakyat atau demokratis

(democratische rechtsstaat).

. Dengan demikian inti rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi

masyarakat terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law
secara formal termuat didalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu a. Negara
Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 ayat (3)], b. Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggaraakan peradilan
guna menegakan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)], c. Setiap warga
Negara bersamaan kedudukanya didalam hukum dan pemerintahan, serta

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal
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27 ayat (1)], d. Dalam Bab X A Tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10
pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], dan e. Setiap orang berhak untuk
bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2)].

. Dalam Sistem Peradilan pidana di Indonesia mengarah kepada apa namanya
Due Process of Law (lawan dari arbitrary process), yaitu mengenal peradilan
pidana yang adil. Dimana due process of law ini salah satunya memiliki
unsur, Hearing (mendengar tersangka/terdakwa) Dalam due process of law
ini mengkehendaki adanya mendengar dari tersangka/terdakwa dalam
peradilan. Dimana hakim diharuskan untuk mendengarkan apa yang
disampaikan oleh tersangka/terdakwa. Jadi disini tersangka/terdakwa
diberikan hak untuk memberikan pendapatnya dan untuk didengar oleh
hakim. Berikutnya adalah prinsip Defense (pembelaan), due process of law
ini juga mengkehendaki suatu keadilan, sehingga dalam peradilan pidana
tersangka atau terdakwa diberikan suatu hak untuk melakukan pembelaan
terhadap dirinya. Kemudian prinsip Evidance and a fair and Impartial Court
(pembuktian yang adil dan tidak memihak) Prinsip pembuktian yang adil dan
tidak memihak ini merupakan salah satu bentuk dari prinsip persamaan
didepan hukum (equality before the law). Sistem hukum Indonesia dan UUD
1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (equality before the
law).

. Due process of law ini harus diartikan sebagai perlindungan atas
kemerdekaan seorang warga negara yang dijadikan tersangka dan terdakwa,
di mana status hukumnya berubah ketika ia ditetapkan sebagai tersangka,
ditangkap atau ditahan, tetapi hak-haknya sebagai warga negara tidak hilang.
Walaupun kemerdekaannya dibatasi oleh hukum dan mengalami degradasi
moral, bukan berarti hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa menjadi
hilang. Hak untuk didengar, didampingi advokat (penasihat hukum), hak
mengajukan pembelaan, hak untuk mengumpulkan bukti dan menemui saksi,
diadilioleh pengadilan yang adil, jujur, dan tidak memihak, dan dibuktikan
kesalahannya melalui pengadilan adalah hak-hak yang harus dihormati dan
dijamin.
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5. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat
(1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 52
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan bertentangan dengan Pasal 1
ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal
28 | ayat (2) UUD 1945.

MENGENAI PENGUJIAN PASAL 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP
6. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP
(2) “Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan

oleh penuntut umum.”

(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan

7. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan pada
dasarnya merupakan hak Tersangka dan untuk melindungi tersangka
dimaksud, akan tetapi dapat dikecualikan pada Tersangka yang sebelumnya
telah mengajukan gugatan praperadilan agar mendapatkan kepastian hukum,
Pengakuan, jaminan, perlindungan Hukum, kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap pengajuan upaya hukum
praperadilan yang telah diajukan sebelum perkaranya dimajukan ke
Pengadilan oleh penuntut umum.

8. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP
“‘bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

9. Frasa segera dimajukan ke pengadilan pada Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3)

KUHAP harus dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan
sebelum adanya gugatan Praperadilan, hal itu karna sering digunakan alat
oleh Penyidik dan Penuntut Umum untuk menyegerakan proses Penyidikan
dan Penuntutan dengan atau tanpa memenuhi prosedur yang ada, dengan
tujuan untuk menghindari gugatan Praperadilan yang diajukan oleh segenap
warga Negara. Berdasarkan yang dialami oleh Pemohon, kata “segera”
cenderung disalahartikan dan disalahgunakan oleh Penyidik maupun
penuntut umum yakni dengan mempercepat proses penyerahan tahap | dan
tahap Il oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini terbukti dengan

menyerahkannya tahap |l berkas Pemohon dengan atau tanpa melaksanakan
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Pemeriksaan saksi yang merupakan hak dari Pemohon sesuai dengan Pasal
65 dan Pasal 116 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

MENGENAI PENGUJIAN PASAL 82 ayat (1) huruf d KUHAP

10.Bahwa dengan memaknai Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP “dalam hal suatu

iy

perkara sudah mulai _diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan

pemeriksaan _mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai,

maka permintaan tersebut gugur’.

Bahwa meskipun sepintas ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP
tersebut jelas, namun dalam praktek telah menimbulkan pengertian yang
multitafsir, sehingga melanggar asas lex certa dan asas lex sticta, dimana
merupakan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
hukum pidana. Sehingga dikarenakan multitafsir tersebut mengakibatkan
ketidak pastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata
bertentangan dengan prinsip due precess of law sebagaimana digariskan
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

12.Bahwa kata-kata mulai diperiksa dipengadilan negeri pada kenyataannya

tidak jelas dan menimbulkan tafsir ganda, Tafsir Pertama merujuk kepada
pengertian sejak berkas perkara dilimpahkan dari jaksa penuntut umum ke
Pengadilan Negeri, Tafsir Kedua merujuk sejak diperiksa pada pemeriksaan
sidang perdana atas perkara dimaksud, sedangkan Tafsir Ketiga merujuk

pada setelah pembacaan surat dakwaan.

13.Dalam hal ini Pemohon lebih sependapat dengan tafsir ketiga, dalam hal ini

merujuk pada setelah pembacaan surat dakwaan, hal ini mengingat
pemeriksaan pokok perkara telah dinyatakan dimulai diperiksa setelah
dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, pelimpahan perkara
tidak dapat diartikan sebagai telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Yang
dimaksud mulai diperiksa adalah majelis hakim sudah memeriksa pokok
perkara itu, pemeriksaan perkara disitu tentu mengacu pada pokok perkara
pada dakwaan, karna fungsi dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan
juga sebagai dasar pembuktian, jadi memeriksa disini diartikan setelah
dakwaan dibacakan, disitulah dikatakan pemeriksaan dimulai. Untuk itu
pengertian mulai diperiksa oleh pengadilan negeri harus diartikan setelah

dibacakan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan
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demikian Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP harus dinyatakan konstitusional

bersyarat sepanjang makna mulai diperiksa oleh pengadilan negeri harus

diartikan setelah dibacakan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.
14.Bahwa selain itu permintaan praperadilan merupakan hak tersangka yang
tidak dapat dihilangkan, hal ini untuk membuktikan apakah prosedur,
wewenang dan substansi penatapan tersangka, penahanan, penggeledahan
dan penyitaan oleh penyidik telah benar dilakukan sesuai dengan prosedur
yang ada. Untuk itu gugurnya praperadilan harus dilihat (waktunya) lebih
dahulu mana antara permohonan praperadilan dengan pelimpahan perkara
yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau pemeriksaan oleh majelis
hakim pokok perkara. Apabila pengajuan Praperadilan lebih dahulu diajukan
dari pelimpahan perkara ke Pengadilan, maka seyogyanya tidak
menggugurkan praperadilan, dan Pengadilan Negeri yang memeriksa dan
mengadili perkara praperadilan dapat melanjutkan perkara praperadilan
dengan tidak menggugurkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh
pemohon, begitu juga pengadilan negeri atau hakim yang memeriksa dan
mengadili pokok perkara dapat menunggu sampai dengan dengan adanya
putusan praperadilan diambil. Namun apabila permohonan praperadilan
diajukan setelah dilimpahkannya pokok perkara oleh Jaksa Penuntut Umum
ke Pengadilan Negeri atau setelah diperiksanya pokok perkara oleh majelis
hakim, maka gugatan praperadilan setelah pelimpahan perkara atau
pemeriksaan pokok perkara dapat dikatakan gugur. Berkaitan dengan hal

tersebut maka dapat disimpulkan frasa “pemeriksaan _mengenai’

bertentangan dengan Pasal Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28] ayat (2) UUD 1945 Undang-
Undang Dasar 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta
telah menghilangkan hak-hak tersangka untuk dapat menempuh upaya
hukum berupa praperadilan untuk menilai apakah prosedur, wewenang dan
substansi yang dialakukan baik dalam proses penyelidikan maupun
menyidikan telah ditempuh dengan prosedur yang sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGENAI PENGUJIAN PASAL 137 KUHAP
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15.Bahwa dengan memaknai Pasal 137 KUHAP “Penuntut umum berwenang
melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu

tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke

pengadilan yang berwenang mengadili.”

16.Sepanjang dimaknai sebelum adanya proses praperadilan, maka penuntut
umum harus menunggu proses praperadilan yang sedang berlangsung
diajukan oleh Pemohon, bukan malah mempercepat proses tahapan
pelimpahan ke Pengadilan dengan tujuan menggugurkan permohonan
praperadilan yang sedang berlangsung, atau malah menunda-menunda
sidang praperadilan yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk
menggugurkan proses praperadilan. Sehingga dengan demikian makna yang
terkandung dalam Frasa dengan melimpahkan perkara ke pengadilan

pada pasal Pasal 137 KUHAP dapat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28| ayat
(2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai sebelum adanya
permohonan praperadilan.
MENGENAI PENGUJIAN PASAL 143 ayat (1) KUHAP
17.Bahwa pemaknaan Pasal 143 ayat (1) KUHAP “Penuntut umum

melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar seqera

mengadii perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.”

18.Tersangka berhak perkaranya segera diadili pada dasarnya merupakan hak
Tersangka dan untuk melindungi tersangka dimaksud, akan tetapi dapat
dikecualikan pada Tersangka yang sebelumnya telah mengajukan gugatan
Praperadilan agar mendapatkan kepastian hukum, Pengakuan, jaminan,
perlindungan Hukum, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum terhadap pengajuan upaya hukum praperadilan yang telah
diajukan sebelum perkaranya dimajukan ke Pengadilan oleh penuntut umum.

19.Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 143 ayat (1) KUHAP “bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G
ayat (1) dan Pasal 28l ayat (2) UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945.

20.Untuk itu frasa segera mengqgadii perkara tersebut pada Pasal 143 ayat (1)

KUHAP harus dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan
sebelum adanya gugatan Praperadilan, hal itu karna sering digunakan alat

oleh Penyidik dan Penuntut Umum untuk menyegerakan proses Penyidikan
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dan Penuntutan dengan atau tanpa memenuhi prosedur yang ada, dengan
tujuan untuk menghindari gugatan Praperadilan yang diajukan oleh segenap
warga Negara. Berdasarkan yang dialami oleh Pemohon, kata “segera”
cenderung disalahartikan dan disalahgunakan oleh Penyidik maupun
penuntut umum yakni dengan mempercepat proses penyerahan tahap | dan
tahap Il oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini terbukti dengan
menyerahkannya tahap Il berkas Pemohon dengan atau tanpa melaksanakan
Pemeriksaan saksi yang merupakan hak dari Pemohon sesuai dengan Pasal
65 dan Pasal 116 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.
MENGENAI PENGUJIAN PASAL 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK
21.Bahwa Pemaknaan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30

tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

(1) Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik,
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
diterimanya berkas tersebut, wajib_melimpahkan berkas perkara
tersebut kepada Pengadilan Negeri.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri
wajib _menerima _pelimpahan _berkas perkara dari__Komisi
Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus

Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas harus
diartikan sepanjang belum ada gugatan praperadilan. Hal itu mengingat
banyak disalahgunakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum untuk mencari
celah hukum agar segera menyerahkan tahapan penyidikan atau
penuntutan dengan tujuan agar menggugurkan proses prapedilan yang
sedang berlangsung, sehingga hak tersangka untuk mencari keadilan dan
kepastian hukum mengenai prosedur substansi dan wewenang terhadap
penetapan tersangka, penggeledahan, penangkapan dan penyitaan dapat
tersalurkan dengan baik, sehingga mendapat putusan yang benar-benar
adil, tidak mendasarkan pada semata-mata gugurnya praperadilan yang
diajukan dikarenakan berkas perkaranya sudah atau telah dilimpahkan ke
Pengadilan Negeri untuk memeriksa pokok perkara. Dengan demikian Pasal
52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) ,
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 |
ayat (2) UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945.
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E. PETITUM

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon

kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1.
2.

Menerima seluruh permohonan Pemohon,;

Menyatakan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD RI
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai “Tersangka berhak perkaranya seqera dimajukan ke pengadilan

oleh penuntut umum, kecuali telah diajukan permohonan Praperadilan,

menunqgqu sampai adanya Putusan Praperadilan’;

Menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD RI
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai “Terdakwa berhak seqgera diadili oleh penqgadilan, kecuali telah

diajukan permohonan Praperadilan, menungqu sampai adanya Putusan

Praperadilan”:

Menyatakan Frasa “pemeriksaan mengenai’ dalam Pasal 82 ayat (1) huruf

d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana bertentangan dengan UUD Rl 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan
UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai “Dalam hal suatu perkara sudah mulai dibacakan dakwaan oleh

Jaksa Penuntut Umum sedangkan permintaan praperadilan belum diajukan,

maka permintaan tersebut ququr”:

Menyatakan Pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD RI 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

“Penuntut umum berwenanq melakukan penuntutan terhadap siapapun

yvanqg didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya

dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yanqg berwenanqg menqgadili,

kecuali telah diajukan permohonan Praperadilan, menunqqu sampai adanya

Putusan Praperadilan’;
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[2.2]
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Menyatakan 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD RI
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri

dengan permintaan aqar seqgera menqadii perkara tersebut disertai dengan

surat dakwaan, kecuali telah diajukan permohonan Praperadilan, menungqu

sampai adanya Putusan Praperadilan’:

Menyatakan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan
dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai “Penuntut Umum, setelah menerima berkas

perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung

sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas

perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri, kecuali telah diajukan

permohonan  Praperadilan, menungqu sampai adanya Putusan

Praperadilan’;
Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan

dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua

Penqgadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi

Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus, kecuali telah diajukan

permohonan  Praperadilan, menungqu sampai adanya Putusan

Praperadilan”;

Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon

mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-12

sebagai berikut:

Bukti P-1 . Fotokopi kartu identitas Pemohon;

Bukti P-2 . Fotokopi surat kuasa;
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3. Bukti P-3
4. Bukti P-4
5. Bukti P-5
6. Bukti P-6
7.  Bukti P-7
8. Bukti P-8
9. Bukti P-9
10. Bukti P-10
11. Bukti P-11
12. Bukti P-12
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Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana;

Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Fotokopi Permohonan Gugatan Praperadilan;
Fotokopi Panggilan Relaas Sidang Praperadilan;
Fotokopi Surat Panggilan | dan Il oleh KPK;
Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan oleh KPK;
Fotokopi Perintah Penahanan oleh KPK;

Fotokopi Nota Keberatan Terhadap Penyerahan Berkas

Tahap Il;

Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran HAM ke KOMNAS
HAM;

Fotokopi Putusan Praperadilan No. 69/Pid.Prap/2015/
PN.JKT.SEL

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Prof. Dr.
Nur Basuki Minarno, S.H., M. Hum. dan Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., yang
telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28
Oktober 2015 dan 5 November 2015, serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu Abdul

Rahim Fabanyo,

Isra Banani, dan Sofyan Baba yang telah didengar

keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2015,

yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.,

- Penegakan hukum pidana seringkali menimbulkan permasalahan maupun

dilema berkaitan dengan tujuan hukum pidana yaitu untuk memberikan

perlindungan hukum baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan

pelaku tindak pidana. Perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat

mengambil

peranan penting dalam praktek penegakan hukum vyaitu

mengkehendaki adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan umum

dan kepentingan pelaku tindak pidana secara bersamaan, di sisi lain tidak
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mengkehendaki juga adanya pelanggaran terhadap hak-hak asasinya. Oleh
karenanya, perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan
hukum harus dilaksanakan secara seimbang yakni dengan
mempertimbangkan kepentingan umum dan kepentingan tersangka atau
terdakwa.

Ajaran hak asasi manusia berkembang pesat di Indonesia yang ditandai
dengan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945).
Konsekuensi pengakuan hak asasi manusi dalam konstitusi berdampak
secara langsung pada seringkali diajukannya pengujian materiil terhadap
undang-undang karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia
khususnya hak-hak asasi dari pihak yang mengajukan permohonan
pengujian undang-undang. Perlindungan hak asasi manusia saat ini
merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menguji apakah
suatu peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan konstitusi atau
tidak.

KUHAP merupakan contoh undang-undang yang telah sering dimohonkan
pengujian undang-undang karena dianggap sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan hukum saat ini khususnya perlindungan hak-hak
tersangka/terdakwa dari penyalahgunaan wewenang maupun tindakan
sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Disamping KUHAP tidak mampu memenuhi perlindungan hak-hak
tersangka/terdakwa dari tindakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan
sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, konsep dan norma
(proposisi) yang ada dalam KUHAP dirumuskan secara kabur atau tidak
jelas. Ketidak jelasan, kerancuan atas konsep dan norma tersebut
mengakibatkan timbulnya ketidak pastian hukum dan perlakuan yang tidak
adil ketika norma tersebut diwujudkan dalam kejadian-kejadian yang konkrit.
Kegagalan mewujudkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil, maka
negara dianggap gagal dalam memberikan perlindungan kepada warganya.
KUHAP sebagai hukum pidana formil (acara) dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan
wewenang atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, akan

tetapi dalam perumusan normanya tidak mengindahkan asas lex certa
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(jelas) dan lex stricta (pasti), yang mengakibatkan ketidak pastian hukum
yang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 dan dapat
menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan
dengan prinsip due process of law sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (3) serta Pasal 281 ayat (5) UUD 1945.

UUD NRI menjamin kepastian hukum dan keadilan. Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 dinyatakan “setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum. Jika terdapat norma KUHAP yang tidak berkepastian
hukum (rechtsonzekerheid) dan tidak adil (ongerichtigheid) maka hal
dimaksud dinyatakan inkonstitusional.

Berikut adalah beberapa perumusan norma yang kabur, rancu, serta keliru
dalam KUHAP jika dihubungkan dengan beberapa asas fundamental dalam
hukum acara pidana.

Asas peradilan yang ringan tidak menjadi bahasan oleh ahli dikarenakan
asas tersebut tidak dinormakan dalam KUHAP.

Di dalam KUHAP asas peradilan cepat dinormakan dengan konsep
“segera”, yang berkonotasi dengan waktu. Dalam Pasal 50 KUHAP ayat (2)
dinyatakan “ Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan
oleh penuntut umum”, ayat (3) dinyatakan ‘“terdakwa berhak segera diadili
oleh pengadilan”. Demikian pula Pasal 143 ayat (1) KUHAP dinyatakan
“‘penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan
permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat
dakwaan”

Asas peradilan cepat yang dinormakan dengan kata “segera” banyak
menimbulkan interpretasi (multi interpretasi). Seharusnya memaknai asas
peradilan cepat harus dikaitkan dengan asas-asas pembuktian, yang
meliputi alat bukti, pemerolehan alat bukti, dan system pembuktian. Jika
telah terpenuhi alat bukti, perolehan alat bukti sah dan benar system
pembuktiannya, maka layaklah perkara tersebut dilimpahkan kepengadilan
untuk “segera’disidangkan.

Dalam praktek penegakan hukum kata “segera” ini dimaknai “asal-asalan”
yang terpenting perkara tersebut “segera” dilimpahkan pengadilan dan

pengadilan yang akan memberikan putusan. Praktek penegakan hukum
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seperti itu dikarenakan perumusannya norma yang kabur, rancu, serta keliru
dalam KUHAP hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi
(inkonstitusional) yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlakuan
yang adil.

Kata “segera” dalam Pasal 50 ayat (2) dan (3), Pasal 143 ayat (1) KUHAP
yang seringkali dipakai sebagai alat atau sarana untuk menggugurkan
permohonan praperadilan, padahal tidak memenuhi asas-asas hukum
pembuktian. Hal tersebut diperparah lagi jika kewenangan penyidik dan
penuntut umum ada pada satu institusi misalnya perkara tindak pidana
korupsi. Kondisi ini tentu saja akan mereduksi tujuan dari KUHAP itu sendiri
sebagai benteng perlindungan hak asasi manusia.

Asas peradilan sederhana bukan bermakna semua dapat disederhanakan,
tetapi tetap dalam koridor due process of law. Dilarang menyederhanakan
perkara jika perkara tersebut sulit pembuktiannya, kecuali benar-benar
mudah dalam pembuktiannya. Tanggung jawab pembuktian pada penuntut
umum, bukan pengadilan. Pengadilan bukan “tempat sampah” untuk
menangani perkara, sehingga menjadikan beban yang tidak ringan bagi
hakim untuk memberikan putusan. Ini jelas-jelas bertentangan dengan
kepastian dan keadilan hukum sebagai amanat konstitusi.

Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan :

“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri,
sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum
selesai, maka permintaan tersebut gugur’

Dari perumusan norma tersebut dapat ditarik suatu asas bahwa

pemeriksaan praperadilan didahulukan dari pada peradilan, disamping
pengertian secara harfiah dari praperadilan itu sendiri (pra artinya sebelum
sedangkan peradilan artinya pemeriksaan di pengadilan).

Acara pemeriksaan permohonan praperadilan ditentukan dengan acara
pemeriksaan cepat dan hakim tunggal yang memeriksa dalam waktu 7
(tujuh) hari harus memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan
tersebut. Ditambah lagi ruang lingkup kewenangan lembaga praperadilan
meliputi pengujian tentang kewenangan dan prosedur tidak terkait dengan
substansi (pokok perkara) sehingga tidaklah beralasan hukum dengan telah
diperiksanya pokok perkaranya menjadikan gugurnya permohonan

praperadilan.
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Adapun materi yang dapat diajukan dalam praperadilan berdasarkan Pasal
1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHAP, lembaga praperadilan berwenang
memeriksa dan memutus tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa
tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilan.

Keberadaan lembaga praperadilan kemudian diperkuat oleh Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara Nomor 21/PUU-
XI1/2014 tanggal 28 April 2015 dengan adanya penambahan kewenangan
praperadilan untuk memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya penetapan
tersangka, keabsahan tindakan penggeledahan dan tindakan penyitaan.
Hak asasi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana merupakan
alasan penambahan kewenangan praperadilan dalam menguji keabsahan
penetapan tersangka. Akan tetapi terdapat permasalahan yang dapat
menjadi penghambat pemenuhan hak-hak asasi tersangka maupun pihak
ketiga dalam menguji keabsahan tindakan hukum aparat penegak hukum
melalui lembaga praperadilan. Permasalahan tersebut terdapat dalam
ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan:

“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri,

sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum

selesai, maka permintaan tersebut gugur’

Ada beberapa permasalahan yang timbul karena ketentuan tersebut di atas

antara lain :

a. Adanya frasa “sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri’ telah
menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi tersangka maupun pihak ketiga yang
memiliki hak untuk mengajukan praperadilan. Dalam praktek penegakan
hukum ada 3 (tiga) penafisran yang lahir dari frasa “sudah mulai
diperiksa oleh pengadilan negeri’ yakni pertama gugurnya permohonan

praperadilan terhitung sejak berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan
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Negeri oleh penuntut umum. Kedua, praperadilan gugur sejak
persidangan perdana atas perkara dimaksud telah dimulai dan ketiga
adalah gugurnya praperadilan terhitung sejak penuntut umum
membacakan surat dakwaannya dalam sidang yang terbuka untuk
umum. Apabila mengacu kepada sistematisasi pengaturan dalam
KUHAP dimana pelimpahan perkara oleh penuntut umum ke
Pengadilan Negeri diatur dalam Bab XV tentang Penuntutan yakni
dalam Pasal 143 KUHAP sedangkan pemeriksaan di sidang pengadilan
diatur dalam Bab XVI mulai dari Pasal 145 sampai dengan Pasal 232
KUHAP maka frasa “sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri’
dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak tepat apabila dimaknai
sejak berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang
menentukan:

“‘Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri
dengan permintaan _agar segera mengadili_perkara tersebut
dengan surat dakwaan’

Frasa “dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut’
dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP tersebut merupakan penegasan
bahwa pelimpahan perkara bukan merupakan ruang lingkup
pemeriksaan di pengadilan karena pelimpahan perkara merupakan
prosedur administrasi sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan yang
terbuka untuk umum dimulai. Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP juga
menentukan bahwa Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di
sidang pengadilan artinya bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan
dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Negeri adapun dalam pelimpahan perkara belum terdapat Majelis
Hakim pemeriksa perkara sehingga tidak apabila tepat pelimpahan
perkara dianggap sebagai pemeriksaan di pengadilan sudah dimulai.

Frasa “sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri’ juga tidak tepat
apabila dimaknai sejak persidangan perdana atas perkara dimaksud
karena persidangan perdana akan menimbulkan penafsiran lain yakni
apakah gugurnya praperadilan terhitung sejak tanggal sidang perdana
yang ditetapkan Majelis Hakim pemeriksa perkara atau sejak

pembacaan surat dakwaan sebagai awal dari pemeriksaan perkara di
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pengadilan. Dengan demikian tidak tepat pula apabila frasa “sudah
mulai diperiksa oleh pengadilan negeri’ dimaknai sejak persidangan
perdana. Frasa “sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” tepat
apabila dimaknai sejak dilakukannya pembacaan surat dakwaan oleh
penuntut umum. Pembacaan surat dakwaan merupakan tahap awal
dalam pemeriksaan perkara di pengadilan dimana dakwaan penuntut
umum merupakan dasar untuk dilaksanakannya pemeriksaan.

. Keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d dengan adanya frasa frasa
“sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri’ apabila dimaknai sejak
pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri akan cenderung
disalahgunakan oleh penuntut umum khususnya apabila penyidikan dan
penuntutan dilakukan oleh instansi yang sama. Dalam beberapa
permohonan praperadilan belakangan ini seringkali terjadi putusan
praperadilan dinyatakan gugur permohonan praperadilan atas dasar
Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Penuntut umum sengaja tidak
menghadiri sidang pertama pemeriksaan praperadilan dengan berbagai
macam alasan guna memberikan waktu yang cukup untuk
mempersiapkan pelimpahan perkara meskipun beberapa proses
penyidikan belum selesai termasuk dengan mengesampingkan hak-hak
tersangka, contoh untuk mengajukan saksi yang meringankan. Jika
frasa “sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri’ tersebut ditafsirkan
“ sudah dilimpahkan” , penuntut umum dalam membuat surat dakwaan
akan “asal-asalan” dengan semata-mata bertujuan untuk menggugurkan
permohonan praperadilan yang kemudian penuntut umum diberikan
kewenangan oleh KUHAP dapat merubah atau memperbaiki surat
dakwaan yang telah dilimpahkan tersebut (vide Pasal 144 KUHAP). Ini
jelas-jelas melanggar asas keadilan dalam peradilan (unfair trial).
Dengan adanya fakta bahwa keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d
KUHAP telah dimanfaatkan dengan itikad buruk dari aparat penegak
hukum maka sudah seharusnya ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d
KUHAP tidak dapat diterapkan secara langsung. Jangka waktu antara
diajukannya permohonan praperadilan dengan pelimpahan perkara
harus dipertimbangkan yakni apabila permohonan praperadilan diajukan

terlebih dahulu dari pelimpahan perkara ke pengadilan maka
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pemeriksaan pokok perkaranya di pengadilan harus ditunda sampai
dengan adanya putusan praperadilan. Lembaga Praperadilan diberikan
kesempatan untuk melakukan pengujian terlebih dahulu apakah
tindakan aparat penegak hukum sudah sesuai dengan kewenangan dan
prosedurnya atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Putusan praperadilan sejatinya bermanfaat pula untuk kepentingan
pemeriksaan pokok perkara, suatu misal apabila alat bukti diperoleh
secara tidak sah dengan merugikan hak asasi orang lain maka dalam
pemeriksaan pokok perkara, alat bukti tersebut tidak perlu diperiksa
kembali karena alat bukti tersebut jelas-jelas diperoleh dengan cara
melawan hukum (illegally secured evidence). Dalam tindak pidana
korupsi hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi yang menentukan semua alat bukti yang diajukan dalam
persidangan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Bagaimana dapat melakukan penilaian
pemerolehan alat bukti tersebut secara melawan hukum atau tidak jika
permohonan praperadilan gugur lebih dulu?

. Disamping itu, tidak ada landasan yuridis yang kuat atas permohonan
praperadilan menjadi gugur dengan adanya pemeriksaan pokok perkara
. Permohonan praperadilan merupakan bentuk perlindungan hukum
yang diberikan kepada tersangka maupun pihak ketiga sehingga tidak
relevan apabila perlindungan hukum tersebut menjadi hilang dengan
adanya pemeriksaan pokok perkara. Praperadilan hanya terbatas
memeriksa dari sisi kewenangan dan proceduralnya, sedangkan
pemeriksaan pokok perkara dari sisi substansinya, sehingga tidak
beralasan hukum ketentuan sebagaimana Pasal 82 ayat (1) huruf d
KUHAP. Praperadilan merupakan solusi dari pembentuk undang-
undang untuk menguji apakah aparat penegak hukum melakukan
tindakan yang tidak sesuai dengan kewewenanganya dan prosedurnya.
Perlindungan hukum melalui praperadilan harus dilaksanakan sampai
tindakan aparat penegak hukum terbukti benar atau salah karena
praperadilan juga tidak akan menghentikan penuntutan atas pokok

perkaranya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh
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Gustav Radbruch, bahwa jika hukum positif isinya tidak adil dan gagal
untuk melindungi kepentingan rakyat, maka undang-undang seperti ini
adalah cacat secara hukum dan tidak memiliki sifat hukum, sebab
hukum itu pada prinsipnya untuk menegakkan keadilan. Keberadaan
Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP pada dasarnya hanya melindungi
kepentingan aparat hukum dalam melaksanakan penegakan hukum
atau bahkan dapat digunakan untuk menutupi kesewenang-wenangan
aparat penegak hukum sehingga sudah seharusnya aturan tersebut
diubah atau dihapuskan dan pemerintah harus melaksanakan
kewajibannya untuk melindungi warga negaranya sesuai dengan Pasal
28| ayat (4) UUD NRI 1945 dengan mendukung perubahan atau
penghapusan atas ketentuan tersebut.

Di samping itu, Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP juga tidak
mencerminkan tujuan hukum acara pidana untuk melindungi dan
menegakkan hak-hak konstitusional tersangka/terdakwa maupun pihak
ketiga dari tindakan-tindakan hukum aparat penegak hukum. John
Rawls dalam bukunya A Theory of Justice mengemukakan bahwa
suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau
direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusinya, tidak
peduli betapapun efisien dan rapinya harus direformasi atau dihapuskan
jika tidak adil. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP merupakan cerminan
suatu aturan hukum yang tidak mencerminkan keadilan sehingga harus
dilakukan perubahan guna memberikan perlindungan sekaligus
kepastian hukum dalam rangka menjamin keadilan bagi tersangka
maupun pihak ketiga. Ada 3 (tiga) prinsip keadilan yang dikemukakan
oleh John Rawls antara lain:

a) Prinsip kebebasan yang sama (equal liberty of principle);

b) Prinsip perbedaan (differences principle);

c) Prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle).

Dalam prinsip kebebasan yang sama mengandung makna bahwa
setiap orang memilikimempunyai kebebasan-kebebasan dasar yang
sama salah satunya adalah kebebasan dari tindakan sewenang-
wenang. Apabila aparat penegak hukum maupun pemerintah

melakukan tindakan sewenang-wenang maka sudah seharusnya
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mendapatkan perlindungan dan pemulihan atas akibat dari tindakan
sewenang-wenang tersebut sebagai bentuk keadilan bagi mereka yang
menjadi korban kesewenang-wenangan. Pelanggaran terhadap
kebebasan dari tindakan sewenang-wenang biasanya lahir karena
adanya peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan
keadilan atau tidak adanya kepastian hukum untuk mendapatkan
perlindungan bagi masyarakat. KUHAP memang memberikan
perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak
hukum melalui praperadilan akan tetapi ketentuan Pasal 82 ayat (1)
huruf d KUHAP justru telah menghilangkan roh praperadilan sebagai
bentuk perlindungan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan bagi
mereka yang menjadi korban tindakan sewenang-wenang aparat
penegak hukum.

Apabila gugurnya praperadilan ditujukan untuk mempercepat
pemeriksaan pokok perkara maka hal tersebut tidak relevan dan tidak
berdasar karena jangka waktu pemeriksaan perkara praperadilan hanya
7 hari dan putusannya langsung berkekuatan hukum tetap meskipun
dimungkinkan upaya hukum peninjauan kembali. Selain itu, pada
dasarnya pemeriksaan praperadilan bersamaan dengan pokok perkara
tidak akan menghambat penegakan hukum pidana karena dalam
praperadilan hanya akan menguji keabsahan tindakan hukum aparat
penegak hukum sedangkan pokok perkara akan menguji mengenai
terbukti atau tidaknya tindak pidana yang di dakwakan kepada
terdakwa.

Berdasarkan ketiga permasalahan tersebut di atas maka ketentuan Pasal
82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut
mengkehendaki adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap
warga negaranya termasuk tersangka. Adapun ketentuan Pasal 82 ayat (1)
huruf d KUHAP tidak mencerminkan perlindungan dan kepastian hukum
karena permohonan praperadilan menjadi gugur hanya karena perkara

sudah diperiksa oleh pengadilan.
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. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.,

Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menentukan bahwa dalam hal suatu
perkara mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan
mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan
tersebut gugur. Ketentuan ini menurut pendapat saya walaupun sederhana
tampaknya tetapi menimbulkan banyak tafsiran di dalam praktik hukum.
Terutama berkenaan dengan penggunaan frasa mulai diperiksa oleh
pengadilan negeri. Paling tidak dari putusan-putusan praperadilan yang
digugurkan ada tiga kelompok putusan yang menafsirkan berkenaan
dengan istilah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Ada putusan-putusan
yang mengartikan bahwa gugurnya praperadilan karena setelah penuntut
umum melimpahkan perkara tersebut atau pokok perkaranya ke pengadilan
negeri. Ini tafsiran yang pertama.

Tafsiran yang kedua adalah praperadilan digugurkan karena setelah ketua
pengadilan negeri menetapkan majelis hakim untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus pokok perkara tersebut. Dan tafsiran yang ketiga, dalam
beberapa putusan adalah bahwa praperadilan digugurkan karena setelah
pembacaan surat dakwaan dilakukan di dalam sidang pokok perkaranya.
Jadi, paling tidak, berdasarkan putusan-putusan praperadilan yang
menggugurkan permohonan praperadilan, itu ada tiga penafsiran dari istilah
mulai diperiksa oleh pengadilan negeri yang adalah di dalam ketentuan
Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.

Pembentuk undang-undang juga tidak menggunakan isitilah yang mungkin
menurut saya lebih jelas maknanya. Misalnya, mulai diperiksa oleh hakim,
atau ketika setelah penuntut umum melimpahkan perkaranya ke pengadilan
negeri, atau istilah-istilah yang lain. Tetapi, pembentuk undang-undang
menggunakan istilah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri.

Berangkat dari kenyataan praktik tersebut, juga dihubungkan dengan
berbagai ketentuan KUHAP sendiri. Sebenarnya memang pada
kenyataannya, istilah atau frasa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri di
dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut, memang menimbulkan
banyak penafsiran-penafsiran dan menimbulkan banyak persoalan juga

dalam praktik. Yang pertama, misalnya ketika dihubungkan dengan

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



29

ketentuan Pasal 77 KUHAP. Pasal 77 KUHAP yang mengatur tentang
praperadilan, menentukan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk
memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang ini tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan,

atau penghentian penuntutan.
b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Dari ketentuan ini, praperadilan juga menjadi kewenangan pengadilan
negeri. Lalu, kalau memang praperadilan juga menjadi kewenangan
pengadilan negeri, mengapa permohonan praperadilan menjadi gugur
ketika perkara mulai diperiksa di pengadilan negeri? Bukankah pemeriksaan
praperadilan juga pemeriksaan di pengadilan negeri? Jadi karena
menggunakan nomenklatur mulai diperiksa oleh pengadilan negeri ini,
sebenarnya seolah-olah pemeriksaan di praperadilan itu bukan
pemeriksaan di pengadilan negeri. Ini menyebabkan juga sistem peradilan
pidana terfragmentasi, terpecah-pecah, tidak menjadi satu-kesatuan sistem
yang integrated. Kita melihat, misalnya Mahkamah ini juga sudah
mengabulkan permohonan pengujian undang-undang oleh Bachtiar Abdul
Fatah. Bachtiar Abdul Fatah mengajukan permohonan ke Mahkamah
Konstitusi berkenaan dengan pengujian berhubungan dengan kewenangan
praperadilan setelah dia dinyatakan oleh hakim praperadilan, penetapan
tersangkanya tidak sah. Tetapi sekalipun penetapan tersangkanya
dinyatakan tidak sah oleh pengadilan negeri juga, tetapi pemeriksaan pokok
perkaranya tetap dilanjutkan, tetap diperiksa oleh pengadilan tipikor dan
dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Jadi, seolah-olah, mengunakan frasa
mulai diperiksa oleh pengadilan negeri menyebabkan pemeriksaan
praperadilan itu bukan oleh pengadilan negeri. Padahal senyatanya, itu
merupakan bagian dari kewenangan pengadilan negeri. Ini juga yang
menyebabkan kemudian, seolah-olah putusan pengadilan negeri tentang
praperadilan itu tidak berpengaruh terhadap putusan pokok perkaranya di
pengadilan negeri yang sama. Ini menyebabkan penggunaan istilah frasa
‘mulai diperiksa di pengadilan negeri” itu menyebabkan kemudian bisa

menimbulkan terfragmentasinya sistem peradilan pidana dan kemudian
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tidak menempatkan bahwa antara pemeriksaan di praperadilan di
pengadilan negeri dan pemeriksaan pokok perkaranya di pengadilan negeri
adalah sebuah satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saling mengait
satu sama lain.

Yang kedua, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 147 KUHAP. Pasal 147
KUHAP menentukan bahwa setelah pengadilan negeri menerima surat
pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari, apakah
perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya? Kata
mempelajari dalam pasal ini, dalam pengertian yang lebih umum, juga
termasuk dalam pengertian memeriksa. Karena ketika ketua pengadilan
negeri mempelajari surat dakwaan, pada dasarnya dia memeriksa, apakah
dakwaan tersebut termasuk kompetensi relatifnya atau tidak? Artinya, mulai
memeriksa oleh ketua pengadilan negeri, juga boleh jadi menjadi makna
mulai diperiksa di pengadilan negeri berkenaan dengan gugurnya
praperadilan. Artinya di sini, apakah kemudian benar tafsiran bahwa mulai
diperiksa oleh pengadilan negeri dalam hal menyebabkan gugurnya
prapradilan itu adalah sama artinya dengan ketika ketua pengadilan negeri
mempelajari surat dakwaan apakah hal itu termasuk wilayah hukumnya
atau tidak? Namun demikian, ketika dikaitkan dengan berkenaan dengan
mulai diperiksa oleh pengadilan negeri itu artinya adalah sama dengan
ketika ketua pengadilan negeri mempelajari bahwa surat dakwaan itu
termasuk wilayah hukumnya atau tidak, maka kemudian membuktikan
bahwa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri itu maknanya tidak tunggal,
tidak seolah-olah sama artinya dalam setiap kesempatan. Lalu dihubungkan
misalnya dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, pasal ini
sebenarnya adalah menentukan syarat formil dari surat dakwaan, yaitu
memuat nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Jadi artinya
ketika surat dakwaan itu dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan
negeri pada dasarnya posisi dari orang yang diduga melakukan tindak
pidana itu masih dalam posisi sebagai tersangka. Ini juga berhubungan
dengan ketentuan Pasal 143 ayat (4) yang mengatakan bahwa turunan dari
surat pelimpahan perkara dan dakwaan diserahkan kepada tersangka. Tapi

dalam praktik surat dakwaan, identitas yang tadi saya sebutkan di dalam
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Pasal 143 ayat (2) huruf a itu, bukan identitas tersangka tapi identitas
terdakwa, menyebabkan seolah-olah ketika surat dakwaan dilimpahkan oleh
penuntut umum ke pengadilan negeri, maka pada dasarnya pada saat itu
juga berakhir status hukum seseorang dari tersangka menjadi seorang
terdakwa. Ini juga yang menyebabkan praktik peradilan ada yang
memutuskan menggugurkan praperadilan ketika perkara itu telah
dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri. Padahal
sebenarnya kalau kita lihat ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 143 ayat (2)
huruf a dan ketentuan Pasal 143 KUHAP pada dasarnya masih statusnya
adalah tersangka sampai ketua pengadilan negeri menyatakan bahwa
memang perkara itu adalah termasuk wilayah hukumnya dan kemudian
ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa
dan memutus perkara tersebut.

Dalam hal ini Mahkamah menurut saya bisa menegaskan bahwa frasa
suatu perkara mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sebagaimana
dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Jika diartikan suatu perkara
dilimpahkan ke pengadilan negeri adalah tafsiran yang inkonstitusional
karena pada dasarnya pada saat perkara itu dilimpahkan ke pengadilan
negeri status yang bersangkutan masih tersangka, sehingga kemudian dia
masih berhak untuk diputus berkenaan dengan praperadilannya yang
menjadi haknya sebagai seorang tersangka. Tetapi praktik seolah-olah
mengatakan bahwa ketika perkaranya sudah dilimpah pengadilan pada saat
itu juga beralih statusnya sebagai terdakwa dan karenanya praperadilannya
digugurkan dalam hal ini.

Dikaitkan dengan Pasal 152 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa
hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud ayat (1)
memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan
saksi untuk datang di sidang pengadilan. Jadi pada dasarnya orang
pertama kali disebut sebagai terdakwa adalah ketika majelis hakim
memanggil melalui penuntut umum yang bersangkutan sebagai terdakwa
untuk hadir pada sidang pertama. Inilah pertama kali seseorang
menyandang predikat sebagai terdakwa. Sedangkan untuk pertama kali itu
pula masih ada jeda waktu antara pelimpahan perkara oleh penuntut umum

ke pengadilan negeri, penetapan mejelis hakim oleh ketua pengadilan
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masih ada jeda waktu yang waktunya boleh jadi cukup lama lebih dari pada
tujuh hari dimana praperadilan bisa diputus. Tapi kenyataannya dalam
praktik selalu saja ada beberapa kali saya lihat, saya perhatikan bahwa
putusan praperadilan menggugurkan permohonan praperadilan adalah
cuma semata-mata karena perkara tersebut sudah dilimpahkan ke
pengadilan oleh penuntut umum.

Kalau menurut pendapat saya, sekali lagi tentu tidak sama persis dengan
apa yang disampaikan oleh Pemohon. Tafsiran yang paling tepat menurut
saya adalah berkenaan dengan mulai diperiksa oleh pengadilan negeri
adalah ketika telah adanya panggilan seseorang sebagai terdakwa setelah
adanya penetapan hari sidang karena di sinilah seseorang beralih status
dari tersangka atau terdakwa dan oleh karena itu sangat wajar, sangat logis
kalau permohonannya sebagai tersangka untuk mengajukan praperadilan
kemudian gugur setelah yang bersangkutan menyandang status sebagai
terdakwa.

Bahwa jika frasa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri itu ditafsirkan
sebagai “setelah hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan
penuntut umum memanggil terdakwa,” maka benarlah pada saat itu
seseorang telah menjadi terdakwa dan kemudian secara logis seharusnya
permohonannya kemudian masuk menjadi bagian dari permohonan-
permohonannya yang diajukan di pokok perkaranya, tidak lagi kemudian
diputus oleh hakim praperadilan. Jika kita memandang praperadilan adalah
satu sistem yang terintegrasi dengan pemeriksaan pokok perkaranya di
pengadilan negeri.

Pada dasarnya memang saya setuju jika masyarakat dan semua kita bisa
membedakan proses di praperadilan itu merupakan satu hal yang berbeda
dengan proses yang terjadi dipemeriksaan pokok perkaranya.

Tapi memang pada kenyataannya pemeriksaan di praperadilan itu tidak
hanya bisa sebatas untuk memeriksa hal-hal yang sifatnya formalitas belaka
karena dalam banyak segi juga hal-hal yang substansial juga terpaksa
harus diperiksa di dalam pemeriksaan praperadilan.

Misalnya Mahkamah Konstitusi ini juga yang telah memperluas
kewenangan praperadilan, sehingga bisa memeriksa tentang sah atau

tidaknya penetapan tersangka.
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Untuk bisa hakim hakim praperadilan sampai dengan memutuskan bahwa
penetapan seorang tersangka itu sah atau tidak sah menurut saya tidak
cukup hanya dengan melakukan pemeriksaan formalitas-formalitas belaka,
tetapi hakim praperadilan harus juga melihat paling tidak memang bukti-
bukti atau alat bukti sekurang-kurangnya ada dua alat bukti telah dimiliki
oleh penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.
Mungkin tidak memeriksa isi dari alat bukti itu, tetapi bahwa alat bukti itu
juga harus ada, harus dipastikan ada. Tentu tidak sekedar memeriksa sah
tidaknya penetapan tersangka dengan memeriksa formalitas berupa surat
dari penyidik yang memanggil seseorang sebagai tersangka yang dengan
itu dinyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka.

Jadi dalam pandangan saya pada satu sisi dengan diperluasnya
kewenangan raperadilan, sehingga juga meliputi, menentukan sah tidaknya
penetapan tersangka, maka tidak bisa dihindari hal-hal yang substansial
harus diperiksa oleh hakim praperadilan yang tidak sekedar sampai dengan
ke formalitasnya.

Pada contoh lain ketika misalnya penghentian penyidikan. Ada tiga alasan
penghentian penyidikan. Yang pertama adalah tidak cukup bukti sebagai
tindak pidana. Yang kedua, bukan tindak pidana. Yang ketiga, dihentikan
demi hukum.

Ketika hakim praperadilan memeriksa permohonan praperadilan tentang
sah tidaknya penghentian penyidikan yang didasarkan pada alasan bukan
tindak pidana, apakah ini bisa hakim praperadilan mengambil keputusan
tanpa memeriksa substansialnya, sedangkan di situ sudah melakukan
judgement apakah ini pidana, atau ini perdata, atau ini tata usaha negara?
Tidak bisa praperadilan hanya memeriksa hal-hal yang bersifat formalitas-
formalitas belaka, justru praperadilan ketika memeriksa tentang sah
tidaknya penghentian penyidikan dengan alasan bukan tindak pidana, dia
harus mendalami perkara itu sampai ke dalam substansialnya.

Menurut saya sekarang praperadilan itu tidak hanya sekedar memeriksa
berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya formalitas, hal-hal yang sifatnya
adminsitratif, tetapi praperadilan adalah tempat untuk menguji apakah
tindakan aparat penegak hukum itu didasarkan pada ketentuan hukum yang

berlaku atau tidak, tempat mereka yang merasa diperlakukan sewenang-
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wenang untuk mencari keadilan dari tindakan-tindakan aparat penegak
hukum.

- Gugurnya praperadilan menurut saya tidak menjadi hilangnya hak dari
tersangka untuk dilindungi dari kesewenang-wenangan, tidak menjadi hilang
hak dia untuk diakhiri kesewenang-wenangan terhadap dia. Tetapi memang
yang harus juga menjadi bagian dari hukum kita yang akan datang bahwa
ketika Majelis Hakim pokok perkaranya itu melakukan pemeriksaan, maka
sebenarnya harus menjadi bagian juga yang tak terpisahkan adalah
putusan praperadilan terhadap perkara tersebut sebagai bagian yang tidak
terpisahkan, ini yang tidak pernah terjadi dalam praktik. Jadi putusan
praperadilan satu arah, pokok perkaranya di arah yang berbeda.

- Jadi kalau saya tetap harus ada pengaturan yang berkenaan dalam bahwa
ketika perkara mulai diperiksa oleh majelis hakim, mungkin bahasanya tidak
menimbulkan ambiguitas kalau di situ misalnya, atau tadi seperti yang saya
tawarkan ketika majelis hakim sudah menetapkan hari sidang dan
memerintahkan  penuntut umum menghadirkan terdakwa, maka
praperadilan gugur. Kalau itu tafsirannya maka sekali lagi saya ingin
mengatakan bahwa itu adalah sudah hal yang maksimal yang bisa
dilakukan, tetapi seluruh persoalannya itu menjadi diambil alih menjadi
persoalan majelis pokok perkaranya. Jadi kalau yang gugur itu sebenarnya
harus ada kewajiban hakim praperadilan untuk menyampaikan hasil
pemeriksaannya yang digugurkan itu karena alasan sudah dimulai diperiksa
kepada hakim pokok perkaranya, mungkin masa mendantang harus diatur
seperti itu.

3. Saksi Pemohon Abdul Rahim Fabanyo, Isra Banani, dan Sofyan Baba

- Ketiga saksi menerangkan bahwa telah diajukan oleh Pemohon sebagai
saksi meringankan Pemohon pada saat pemeriksaan tanggal 22 Juli 2015.
Akan tetapi pada tanggal 23 Juli 2015 KPK telah melimpahkan berkas
perkara ke Pengadilan Negeri, dan dalam hal ini ketiga saksi tidak pernah

dipanggil sebagai saksi meringankan dari KPK.

[2.3] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan secara lisan
dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan

sebagai berikut:
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I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, Pemerintah
berpendapat bahwa sesungguhnya yang dipermasalahkan Pemohon terhadap
ketentuan a quo lebih merupakan constitutional complain daripada judicial review
atau constitutional review.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi,
Pemerintah berpendapat Pemohon dalam Permohonan ini tidak memenuhi
kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan
adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara
bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard).

Il. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh
Pemohon

Sebelum Pemerintah menguraikan lebih lanjut mengenai materi yang
dimohonkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemerintah akan
menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta
yang menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum, dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya;

- Bahwa pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana
dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak, dan kewajiban, dan untuk
meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi
dan wewenangnya masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan
perlindungan terhadap harkat, dan martabat manusia, ketertiban, dan serta
kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai UUD 1945;

- Bahwa hukum acara pidana, sebagaimana yang termuat dalam Het
Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44),
dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 DRT Tahun 1951
(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 81) berikut semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu
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mengenai hukum acara pidana perlu dicabut karena sudah tidak sesuai

dengan cita hukum nasional;

Bahwa oleh karena perlu mengadakan Undang-Undang tentang Hukum Acara
Pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan
umum dan Mahkamah Agung, hingga mengatur hak serta kewajiban bagi mereka
yang ada dalam proses pidana, sehingga dasar utama negara hukum dapat
ditegakkan.

Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah
memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Terhadap kata “segera dimajukan ke pengadilan” dalam Pasal 50 ayat (2)
dan ayat (3) KUHAP, menurut Pemohon sering disalahartikan, dan digunakan
alat oleh penyidik, dan penuntut umum untuk menyegerakan proses
penyidikan, dan penuntutan dengan/atau tanpa memenuhi prosedur yang
ada. Dengan tujuan untuk menghindari gugatan praperadilan, Pemerintah
berpendapat:

a. Bahwa dalam membaca suatu pasal yang di dalamnya dirumuskan
dengan beberapa ayat, seharusnya dibaca dengan memahami makna
yang terdapat dalam ayat tersebut sebagai suatu kesatuan, sehingga
diperoleh satu pemaknaan yang utuh dari makna pasal tersebut.

b. Bahwa frasa “berhak”, sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan
ayat (3) KUHAP dimaksudkan atau ditujukan untuk menghindari
kemungkinan praktik penyelesaian penanganan perkara tindak pidana
yang berlarut-larut atau terkatung-katung yang pada akhirnya terhadap
penanganan perkara tersebut menjadi tidak memiliki kepastian hukum.
Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3)
KUHAP yang menyatakan bahwa, “Diberikan hak kepada tersangka
atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan
terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak
pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan dan sampai
terlalu lama tidak mendapat pemeriksaan di pengadilan. Sehingga,
dirasakan tidak adanya kepastian hukum adanya perlakuan sewenang-
wenang dan tidak wajar. Selain itu, juga untuk mewujudkan peradilan

yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka
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penanganan perkara tindak pidana perlu segera untuk dilimpahkan ke
pengadilan guna secepatnya mendapatkan kepastian hukum.”

. Terkait Petitum Pemohon yang mendalilkan ketentuan Pasal 50 ayat (2)
dan ayat (3) KUHAP dianggap bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai, ‘“fersangka berhak perkaranya segera
dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, kecuali telah diajukan
permohonan praperadilan menunggu sampai adanya putusan
praperadilan” dan ketentuan Pasal 50 ayat (3) KUHAP yang dimaknai
oleh Pemohon, yaitu ‘terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan,
kecuali telah diajukan permohonan praperadilan menunggu sampai
adanya putusan praperadilan”, menurut Pemerintah dengan adanya
penambahan frasa tersebut, justru akan menimbulkan ketidakpastian
hukum bagi hak tersangka atau terdakwa. Karena jika setiap tindak
pidana harus terlebih dahulu menunggu putusan praperadilan.
Penyelesaian atas tindak pidananya menjadi terhambat dan tidak
segera mendapat kepastian hukum.

Berdasarkan petitum Pemohon tersebut, Pemerintah dapat memahami
apa yang menjadi penafsiran Pemohon atas ketentuan ini yang menurut
Pemohon dirasakan ketentuan a quo tidak dapat memberikan pilihan
kepada terdakwa untuk segera mendapatkan pemeriksaan pengadilan.
Oleh karenanya, Pemerintah berpendapat bahwa sebenarnya ketentuan
a quo telah mengakomodir yang menjadi hak terdakwa dengan
memberikan hak tersangka atau terdakwa untuk segera diajukan
perkaranya melalui penuntut umum ke pengadilan agar segera diperiksa
guna mendapatkan kepastian hukum. Namun demikian, dengan adanya
ketentuan a quo bukan berarti bahwa jaminan, perlindungan, dan hak
tersangka atau terdakwa telah terkurangi seperti yang dipahami
Pemohon. Tetapi karena hak tersangka masih dimungkinkan
mengajukan permohonan praperadilan sebelum berkas perkaranya
dilimpahkan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal
1 angka 10 huruf a dan b KUHAP juncto ketentuan Pasal 77 huruf a
KUHAP yang menyebutkan, “Pengadilan negeri berwenang untuk
memeriksa dan memutus sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-

undang ini tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
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penyidikan, atau penghentian penuntutan. Selain proses bagaimana

diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, dengan adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIl/2014, proses yang dapat

dilakukan oleh praperadilan menjadi luas dengan adanya penambahan

proses penetapan pemeriksaan tersangka sebagai alasan
pengajuannya.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dan wuraian di atas,
Pemerintah berpendapat ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP
tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip peradilan yang dilakukan
dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Justru dengan adanya
ketentuan a quo memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak tersangka
secara adil karena ketentuan ini memberikan pilihan bagi tersangka atau
terdakwa untuk menggunakan haknya guna mendapatkan kepastian
hukum.

Di sisi lain, penuntut umum yang melakukan tindakan penahanan
terhadap tersangka mempunyai kewajiban untuk segera mengajukan atau
melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri untuk menghindari
tersangka ke luar demi hukum.

Usul Pemohon untuk menambah frasa “sepanjang tidak dialihkan sebelum
adanya gugatan praperadilan” sebagaimana dimaksud oleh Pemohon
dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP akan menjadi
kontradiksi dengan ketentuan Pasal 139, Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang
berbunyi,
Pasal 139 KUHAP yang menyatakan:
“Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan
yang lengkap dari penyidik, dia segera menentukan apakah berkas perkara
itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke
pengadilan.” Dan
Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menyatakan,
“Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan
permintaan agar segera mengadili perkara tersebut sesuai dengan surat
surat dakwaan.”

2. Terhadap anggapan Pemohon bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf d

KUHAP yang menyatakan, “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



39

oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan
kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur,”
dianggap bertentangan dengan sepanjang tidak dimaknai, “Dalam hal suatu
perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan dan dibacakan dakwaan oleh
Jaksa penuntut umum, sedangkan permintaan praperadilan belum diajukan
maka permintaan tersebut gugur.”

Terhadap petitum Pemohon tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa
perkara di sidang pengadilan pada hakekatnya adalah perkara yang telah
dilimpahkan oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa
dan diputus Pengadilan. Jika frasa “diperiksa” pada ketentuan Pasal 82 ayat
(1) huruf d KUHAP harus dimaknai “mulai diperiksa oleh pengadilan negeri
harus diartikan setelah dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum’.
Maka hal ini justur menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dengan
mendahulukan putusan praperadilan akan memperlambat penyelesaian
tindak pidana tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkara
yang dihadapi tersangka atau terdakwa dalam penetapan atas dirinya.

. Terhadap ketentuan Pasal 137 KUHAP yang menyatakan, “Penuntut umum
berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa
melakukan suatu ftindak pidana dalam daerah hukumnya dengan
menyampaikan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.” Menurut
Pemohon, ketentuan a quo dianggap bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai penuntut umum berwenang melakukan penuntutan
terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam
daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang
berwenang mengadili. Sepanjang dimaknai sebelum adanya proses peradilan
dengan penambahan frasa tersebut, menurut Pemerintah justru akan
menimbulkan ketidakpastian hukum atas perkaranya dan bertentangan
dengan asas pradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan vide ketentuan
Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Selain itu petitum Pemohon terhadap ketentuan Pasal 137
KUHAP menimbulkan kontradiksi dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan
ayat (3) KUHAP.

Selanjutnya hal lain yang mesti dipertimbangkan adalah posisi penuntut

umum juga harus segera mengajukan berkas perkara ke pengadilan negeri
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karena dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan masa penahanan akan
berakhir, maka dengan ditambahkan frasa “sepanjang tidak diartikan sebelum
adanya gugatan praperadilan” dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP
menimbulkan kontradiksi dengan ketentuan Pasal 139, Pasal 143 ayat (1)
KUHAP.

. Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Penuntut
umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar
segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.” Ketentuan a
quo dianggap Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak
dimaknai “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri
dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan
surat dakwaan, kecuali telah diajukan permohonan peradilan menunggu
sampai adanya putusan praperadilan.”

Terkait petitum Pemohon tersebut menurut Pemerintah ketentuan a quo telah
memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap orang yang disangka
melakukan tindak pidana. Apabila penambahan frasa sebagaimana
dimohonkan oleh Pemohon justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum
bagi tersangka/terdakwa.

. Terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK dianggap
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ayat

(1) “Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik paling
lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tesebut,
wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri,
kecuali telah diajukan permohonan praperadilan menunggu sampai
adanya putusan pengadilan.”

(2) “Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) ketua pengadilan negeri
wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi
Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus kecuali telah
diajukan permohonan praperadilan menunggu sampai adanya putusan
pengadilan.”

Terhadap petitum Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat

menjelaskan sebagai berikut.

1. Bahwa dalam Undang-Undang KPK telah mengatur hak seseorang yang
merasa dirugikan akibat tindakan hukum yang bertentangan dengan
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Undang-Undang yang dilakukan KPK, baik pada tahap penyelidikan,
penyidikan, maupun penuntutan dengan cara mengajukan gugatan dari
rehabilitasi, administrasi, atau prapradilan, sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU KPK.

. Selanjutnya tehadap gugatan seseorang yang merasa dirugikan akibat
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi tanpa mengurangi hak yang dirugikan dapat
mengajukan gugatan praperadilan. Jika terdapat alasan pengajuan
praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, vide Pasal 63 ayat (2) UU
KPK)

. Dari ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo dapat diketahui
bahwa mekanisme pengajuan gugatan dan alasan-alasan yang menjadi
dasar permohonan praperadilan pada Pasal 1 angka 10 huruf a dan b
juncto Pasal 77 huruf a KUHAP dapat dipahami bahwa yang dapat
dijadikan alasan mengajukan permohonan praperadilan telah diatur
secara imitatif dalam KUHAP. Namun alasan tersebut juga diperluas
dengan ditambahkannya terhadap penetapan tersangka sebagaimana
dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-
X1l/2014. Sehingga hal ini berlaku tidak hanya terbatas pada tindak
pidana umum, tetapi juga berlaku terhadap tindak pidana korupsi. Oleh
karenanya dengan mendasari ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2)
UU KPK bahwa batasan waktu untuk mengajukan permohonan
praperadilan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terbatas pada tahap
ketika penuntut umum telah menerima berkas perkara penyidik, akan
tetapi permohonan praperadilan dapat dilakukan sejak tahapan
penyelidikan, tahap penyidikan, dan/atau tahap penuntutan.

. Terkait petitum Pemohon atas ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2)
yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang KPK yang pada intinya mengatur mengenai batasan
waktu terhadap penuntut umum yang tidak diwajibkan lagi untuk
melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi kepada pengadilan
negeri dalam jangka waktu 14 hari. Oleh Pemohon diusulkan
penambahan frasa ‘kecuali telah diajukan permohonan praperadilan
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menunggu Ssampai adanya putusan pengadilan”. Pemerintah tidak
sependapat karena penambahan frasa tersebut akan berimplikasi pada
tidak terpenuhinya batas waktu 14 hari untuk melimpahkan berkas
perkara kepada pengadilan negeri.

. Sedangkan frasa “waijib” dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU KPK
yang dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) UU KPK dapat dipahami bahwa
ketua pengadilan negeri tidak diwajibkan dan tidak terikat untuk
menerima pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila perkara tersebut telah diajukan
praperadilan. Penerimaan pelimpahan berkas perkara dari KPK wajib di
terima setelah adanya putusan pengadilan, sebagaimana telah diuraikan
di atas, lihat penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang KPK. Hal ini
diperkuat dengan ketentuan Pasal 58 UU KPK yang menyatakan bahwa:
“segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik,
penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Oleh karena itu, usul atas penambahan frasa pada Pasal 52 ayat (2)
UU KPK adalah bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya, yakni Pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai asas peradilan
sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena penambahan frasa tersebut
menjadikan proses penyelesaian penanganan perkara menjadi berlarut-
larut atau terkatung-katung yang pada akhirnya menimbulkan
ketidakpastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2)
undang-undang a quo yang memberikan batas waktu untuk mengajukan
permohonan pra peradilan sampai dengan jangka waktu dilimpahkannya
berkas perkara oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri. Menurut
Pemerintah justru telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi
manusia yang adil dan bermartabat kepada tersangka maupun

terdakwa.
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IV. Petitum

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Pemerintah memohon
kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian
(constitutional review) ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing).

2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima
(niet ontvankelijke verklaard).

3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.

4. Menyatakan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal
137, Pasal 143 ayat (1) KUHAP, dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3),
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis

bertanggal 12 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada
tanggal 13 November 2015, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
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Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya
disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358),
Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD
1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah

permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258, selanjutnya disebut UU 8/1981) dan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002) terhadap UUD 1945, maka
Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta

Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu
Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;
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Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD

1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;

b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang

dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-I111/2005,

bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20

September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan penguijian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan penguijian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU

MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:

(1) Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah
ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
dugaan tindak pidana suap pada tanggal 6 Juni 2015.

(2) Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan praperadilan pada Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Juli 2015, namun kemudian
berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL,
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gugatan praperadilan tersebut dinyatakan gugur dengan alasan pokok
perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan
mendasarkan pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.

(3) Bahwa Pemohon menganggap berlakunya Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3),
Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) UU 8/1981 dan Pasal
52 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002 membuat hak Pemohon sebagai
Tersangka untuk menghadirkan saksi dan ahli dalam praperadilan menjadi
terhambat.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, terlepas dari

terbukti tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalnya norma a quo yang akan
dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini, Mahkamah berpendapat bahwa
Pemohon telah menguraikan adanya sebab akibat antara norma yang diajukan
untuk diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, oleh
karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak

selaku Pemohon dalam permohonan a quo.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili

permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
selaku Pemohon dalam permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya akan

mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 50 ayat (2) dan ayat

(3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) UU 8/1981 serta Pasal
52 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal
27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD

1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/1981
menyatakan, “2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke
pengadilan oleh penuntut umum” serta, “(3) Terdakwa berhak segera diadili
oleh Pengadilan.” Menurut Pemohon, norma tersebut seharusnya dapat
dikecualikan pada Tersangka yang sebelumnya telah mengajukan gugatan

praperadilan agar mendapatkan kepastian hukum, pengakuan, jaminan,
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perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum terhadap upaya praperadilan tersebut. Frasa “segera
dimajukan ke pengadilan’ dalam norma tersebut seharusnya dinyatakan
konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan sebelum adanya gugatan
praperadilan, karena kata “segera” cenderung disalahartikan dan
disalahgunakan oleh Penyidik maupun penuntut umum untuk menghambat

hak Pemohon dalam proses praperadilan.

. Berkenaan dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, yang menyatakan,
“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri
sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum
selesai, maka permintaan tersebut gugur.” Menurut Pemohon, ketentuan
a quo dapat menciptakan pengertian yang multitafsir, dimana frasa “mulai
diperiksa di pengadilan negeri’ menimbulkan berbagai tafsir, misalnya:
sejak berkas perkara dilimpahkan dari jaksa penuntut umum ke Pengadilan
Negeri, sejak diperiksa pada sidang perdana, atau sejak setelah
pembacaan surat dakwaan. Adanya multitafsir tersebut menurut Pemohon
melanggar asas lex certa dan lex stricta, dan dapat mengakibatkan

ketidakpastian hukum;

. Berkenaan dengan Pasal 137 UU 8/1981 yang menyatakan, “Penuntut
umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa
melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan
melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.” menurut
Pemohon frasa “dengan melimpahkan perkara ke pengadilan” dapat
menyebabkan hilangnya atau gugurnya hak Pemohon untuk mengajukan
praperadilan, karena dalam praktiknya penuntut umum dapat mempercepat
pelimpahan ke pengadilan dengan tujuan menggugurkan permohonan
praperadilan yang sedang berlangsung, atau malah menunda-nunda sidang
praperadilan yang sedang berlangsung dengan tujuan menggugurkan
proses praperadilan. Menurut Pemohon norma tersebut haruslah dimaknai

sebelum adanya permohonan praperadilan.

. Berkenaan dengan Pasal 143 ayat (1) UU 8/1981 yang menyatakan,
“‘Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan
permintaan agar segera mengadii perkara tersebut disertai dengan surat
dakwaan.”, menurut Pemohon norma ini juga seharusnya ditafsirkan
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sepanjang tidak diartikan sebelum adanya gugatan praperadilan, demi

melindungi hak Pemohon untuk mengajukan praperadilan.

5. Berkenaan dengan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, yang masing-
masing menyatakan, “(1) Penuntut Umum, setelah menerima berkas
perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung
sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas
perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. (2) Dalam hal sebagaimana
dimaksud ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan
berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan
diputus”, menurut Pemohon norma ini juga banyak disalahgunakan oleh
Penyidik dan Penuntut Umum untuk mencari celah hukum agar segera
menyerahkan tahapan penyidikan atau penuntutan dengan tujuan agar
menggugurkan proses praperadilan yang sedang berlangsung, sehingga
hak tersangka untuk mencari keadilan dan kepastian hukum mengenai
prosedur substansi dan wewenang terhadap penetapan tersangka,
penggeledahan, penangkapan dan penyitaan dapat tersalurkan dengan
baik, sehingga mendapat putusan yang benar-benar adil, tidak
mendasarkan pada semata-mata gugurnya praperadilan yang diajukan
dikarenakan berkas perkaranya sudah atau telah dilimpahkan ke
Pengadilan Negeri untuk memeriksa pokok perkara.

[3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-daliinya, Pemohon telah

mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, 2 (dua)
orang ahli, yaitu Nur Basuki Minarno dan Chairul Huda, serta 3 (tiga) orang saksi
yaitu Abdul Rahim Fabanyo, Isra Barani, dan Sofyan Baba yang masing-masing
telah didengar keterangannya dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya
dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemohon juga telah menyampaikan

kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 November 2015.

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangannya pada

persidangan tanggal 20 Oktober 2015 sebagaimana selengkapnya dimuat dalam

bagian Duduk Perkara.

[3.11] Menimbang bahwa DPR telah menyerahkan keterangan tertulis tanpa

tanggal bulan November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada
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tanggal 26 Februari 2016, namun karena telah melewati tenggat waktu
penerimaan kesimpulan, yaitu tanggal 13 November 2015, keterangan DPR

tersebut tidak dipertimbangkan Mahkamah.

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil

Pemohon, bukti tulisan/surat, keterangan saksi dan ahli Pemohon, serta
keterangan Presiden Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa dari serangkaian norma yang diajukan oleh Pemohon untuk diuiji,
isu konstitusional yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah
mengenai konstitusionalitas terhadap batas gugurnya gugatan praperadilan, di
mana menurut Pemohon tidak jelasnya norma mengenai batas waktu tersebut
menyebabkan multitafsir dalam pelaksanaan dan menghilangkan hak Pemohon

dalam mendapatkan pemeriksaan substantif terhadap gugatan praperadilan.

Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pada
prinsipnya dalam proses persidangan perkara pidana, pemeriksaan terhadap
gugatan praperadilan dengan pemeriksaan pokok perkara tidak dapat
dilaksanakan secara bersamaan. Pasal 77 UU 8/1981 menyatakan:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan;

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya

dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Namun demikian, hendaklah diingat bahwa terhadap Pasal 77 UU 8/1981,
Mahkamah telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan ruang lingkup
praperadilan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-
XIl/2014, bertanggal 28 April 2015, yang menyatakan bahwa praperadilan
mencakup pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan

penyitaan sebagai objeknya.

Bahwa karakteristik dari objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 77
tersebut merupakan persoalan yang seharusnya telah diselesaikan dan diputuskan
sebelum masuk pada pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga proses

tersebut disebut sebagai proses pemeriksaan sebelum peradilan, atau pra-
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peradilan. Hukum Acara Pidana menjamin hak setiap tersangka untuk mengajukan
praperadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 79 dan Pasal 80 UU 8/1981.
Dengan demikian, adalah logis bahwa proses praperadilan sudah semestinya
berakhir ketika pemeriksaan telah memasuki pokok perkara atau telah memasuki
tahapan persidangan. Selain itu, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981
a quo juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi
dualisme hasil pemeriksaan yaitu antara pemeriksaan yang sah yang dilakukan
oleh penyidik dan penuntut umum dengan pemeriksaan yang diduga adanya

tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon sehingga diajukan praperadilan.

Menimbang bahwa, dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf
d UU 8/1981 tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan
implementasi oleh para hakim praperadilan. Menurut Mahkamah perbedaan
penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau
implementasi norma sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari
ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri,
dalam hal ini pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat
menyebabkan gugurnya praperadilan. Tegasnya, penafsiran dan implementasi
yang dimaksudkan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara
permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan
terhadap pokok perkara di pengadilan negeri. Dalam praktik ternyata tidak ada
keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan mengenai hal
tersebut. Ada hakim praperadilan yang berpendapat bahwa perkara permohonan
praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut
Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung
jawab yuridis telah beralih dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri.
Sebaliknya, ada pula hakim praperadilan yang berpendapat bahwa batas waktu
perkara permohonan praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok
sudah mulai disidangkan.

Bahwa hakikat dari perkara permohonan praperadilan adalah untuk menguiji
apakah ada perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik
atau penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 UU 8/1981 dan
Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XI1/2014, bertanggal 28 April 2015 yang
dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan, “..penetapan tersangka
adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak
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asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan
objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata
praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan
sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika
seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada
kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat
memeriksa dan memutusnya....Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka
sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang
dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang
mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum” [vide
Putusan Mahkamah nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, halaman 105-
106]. Selanjutnya amar putusan Mahkamah tersebut kemudian menyatakan bahwa
Pasal 77 huruf a UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk
penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, sehingga tidaklah adil
apabila ada perkara permohonan praperadilan yang pemeriksaannya sudah
dimulai atau sedang berlangsung menjadi gugur hanya karena berkas perkara
pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah dilimpahkan dan telah
dilakukan registrasi oleh pengadilan negeri, padahal ketika perkara permohonan
praperadilan sudah dimulai atau sedang berjalan, hanya diperlukan waktu paling
lama 7 (tujuh) hari untuk dijatuhkan putusan terhadap perkara permohonan
praperadilan tersebut [vide Pasal 82 ayat (1) huruf ¢ UU 8/1981]. Oleh karena itu,
Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 telah nyata-
nyata multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi
sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum
dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar
sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon
praperadilan. Menurut Mahkamah, penegasan inilah yang sebenarnya sesuai
dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung
dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwa
norma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 yang berbunyi, “dalam hal suatu
perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan
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mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan
tersebut gugur’ adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara
sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap

pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi terciptanya
kepastian hukum, Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan
mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma a quo, yaitu ‘permintaan
praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap
pokok perkara yang dimohonkan praperadilan”. Dengan demikian, dalil
permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sebagaimana

akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

[3.12.2] Bahwa mengenai argumentasi Pemohon tentang ketentuan dalam
Undang-Undang a quo yang menyebutkan frasa “segera” atau yang pada
pokoknya memerintahkan untuk mempercepat proses pelimpahan perkara dalam
hal proses persidangan perkara Pidana, menurut Mahkamah hal tersebut pada
pokoknya berkaitan dengan dua hal penting, yaitu:

Pertama, merupakan pelaksanaan dari prinsip peradilan sederhana,
cepat, dan berbiaya ringan, yaitu salah satu prinsip peradilan yang diamanatkan
oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Proses persidangan, terutama pada perkara pidana, sudah
semestinya dilakukan dengan secepat mungkin untuk mencapai pelaksanaan asas
kepastian hukum tanpa mengorbankan asas keadilan. Dengan demikian
‘kesegeraan” dalam proses penyelesaian perkara pidana merupakan kewajiban

bagi negara, casu quo aparat penegak hukum.

Kedua, percepatan penyelesaian perkara merupakan salah satu hak
tersangka dan bertujuan untuk melindungi tersangka dari kesewenang-wenangan
penegak hukum yang menunda-nunda penyelesaian perkara. Lamanya
penyelesaian perkara berdampak pada lamanya jangka waktu penahanan yang
pada dasarnya merupakan perampasan kemerdekaan bagi tersangka.
Pemeriksaan perkara yang dilakukan berlarut-larut akan menimbulkan berbagai
akibat yang merugikan tersangka yang sedang diperiksa, hal ini sesuai dengan
adagium umum dalam penegakan keadilan yaitu, “Justice delayed, justice denied”,

atau “keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diingkari”. Dengan perkataan
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lain, penundaan pelaksanaan proses penegakan keadilan oleh penegak hukum

justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sebagai dampaknya.

Bahwa Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/1981 yang menyatakan, “(2)
Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut
umum” serta, “(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.” merupakan
implementasi terhadap asas di atas, di mana Pasal a quo menekankan adanya
hak bagi tersangka maupun terdakwa untuk segera dimajukan ke pengadilan dan
segera diadili. Argumentasi Pemohon yang menginginkan adanya pengecualian
terhadap kondisi dan syarat tertentu justru berpotensi memangkas hak tersebut,
walaupun Pemohon menganggap hal tersebut demi mendapatkan proses yang
ekstensif dalam persidangan praperadilan, namun justru berpotensi menimbulkan
pelanggaran konstitusionalitas dengan munculnya ketidakpastian dan penundaan
dalam proses peradilan terhadap tersangka/terdakwa. Dengan demikan dalil

Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

k24

[3.12.3] Bahwa mengenai frasa “dengan melimpahkan perkara ke pengadilan
dalam Pasal 137 UU 8/1981 yang menyatakan, “Penuntut umum berwenang
melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak
pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang
berwenang mengadili.” menurut Mahkamah, terdapat proses dan syarat yang
harus dilalui penuntut umum sebelum dapat melaksanakan kewenangan tersebut,
yaitu prapenuntutan, yaitu pengembalian berkas perkara dari penuntut umum
kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan
tersebut ternyata kurang lengkap, disertai petunjuk untuk melengkapinya. Dalam
pra-penuntutan dilakukan penyerahan berkas perkara dan penyerahan tanggung
jawab yuridis tersangka serta barang bukti. Apabila penuntut umum sudah
melaksanakan Pasal 137 UU 8/1981 maka perkara yang dilimpahkan oleh penyidik
sudah lengkap dan sudah cukup alat buktinya sehingga praperadilan yang ingin
diajukan oleh pemohon seharusnya diajukan pada saat pra penuntutan dilakukan,
dalam hal ini Pasal 137 UU 8/1981 bukan merupakan halangan bagi Pemohon
untuk melakukan praperadilan. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak

beralasan menurut hukum.

[3.12.4] Bahwa mengenai dalii Pemohon terhadap Pasal 143 ayat (1) UU
8/1981 yang menyatakan, “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan
negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan
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surat dakwaan”, menurut Mahkamah, norma ini hanyalah merupakan syarat formal
bagi kelengkapan berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan, di mana harus
disertakan permintaan untuk mensegerakan mengadili perkara tersebut.
Sebagaimana sifatnya yang berbentuk permintaan, maka merupakan kewenangan
pengadilan yang menerima pelimpahan tersebut untuk mensegerakan atau tidak
mensegerakan perkara tersebut, dengan demikian implikasi hukum terhadap
pelaksanaan norma ini tidak berkaitan dengan alasan permohonan Pemohon.
Selain itu, norma mengenai kewajiban aparat untuk mensegerakan suatu perkara
telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf di atas. Dengan demikan dalil

Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa mengenai dalil Pemohon terhadap Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU
KPK yang masing-masing menyatakan, “(1) Penuntut Umum, setelah menerima
berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung
sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara
tersebut kepada Pengadilan Negeri. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1)
Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi
Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus”, menurut Mahkamah, norma
ini pun merupakan implementasi terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan
berbiaya ringan serta menghindari terjadinya pengabaian terhadap keadilan
sebagaimana adagium ‘ustice delayed, justice denied”. Selain itu, proses
penuntutan dalam Pasal 52 UU KPK merupakan proses yang wajib dilalui oleh
setiap perkara tindak pidana korupsi untuk mendapatkan keadilan di sidang
pengadilan korupsi. Pasal tersebut tidak perlu menunggu ada atau tidaknya
praperadilan terlebih dahulu karena penuntutan merupakan salah satu proses dari
sistem peradilan pidana khususnya tindak pidana korupsi yang wajib dilalui dalam

setiap persidangan tindak pidana korupsi.

Norma tersebut juga mengutamakan adanya kepastian hukum terhadap suatu
perkara, di mana terdapat kewajiban bagi aparat untuk memenuhi jangka waktu
tertentu untuk segera melimpahkan berkas perkara untuk kepastian tahapan
perkara dan adanya kewajiban bagi pengadilan untuk menerima berkas perkara
tersebut, sehingga hak tersangka/terdakwa untuk diadili tidak tertunda. Bahwa
gugurnya permintaan praperadilan karena pokok perkara telah diperiksa oleh
Pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981,
yang normanya telah diubah sebagaimana dalam amar putusan ini, tidak
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mengurangi hak-hak tersangka sebab semua permintaan praperadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UU 8/1981 dan sebagaimana diperluas
oleh Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat diteruskan oleh
Pengadilan Negeri dalam Pemeriksaan Pokok Perkara, dan Pengadilan Negeri-lah

yang berwenang menilai dan memeriksanya.

Argumentasi Pemohon yang menginginkan adanya pengecualian terhadap
perkara yang sedang dalam praperadilan justru dapat menimbulkan ketidakpastian
hukum, di mana proses praperadilan justru dapat menimbulkan penundaan dan
menghalangi proses peradilan, seperti halnya pertimbangan Mahkamah pada
paragaraf [3.12.2] di atas, penundaan atau pengecualian tersebut justru berpotensi
menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional tersangka/terdakwa untuk
mendapatkan kepastian hukum terhadap pokok perkaranya. Dengan demikan dalil

Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,

Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk

sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di

atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

permohonan a quo;

[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-
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Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa’ tidak dimaknai
‘permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan
telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama
terdakwa/pemohon praperadilan’.

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota,
Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, | Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar,
Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing
sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu
enam belas, dan pada hari Rabu, tanggal dua, bulan November, tahun dua
ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November,
tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.11 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar
Usman, Manahan M.P Sitompul, | Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar,

Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing
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sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera
Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden/yang mewakili, dan Dewan

Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd. ttd.
Anwar Usman Manahan M.P Sitompul
ttd. ttd.
| Dewa Gede Palguna Patrialis Akbar
ttd. ttd.
Suhartoyo Wahiduddin Adams
ttd. ttd.
Maria Farida Indrati Aswanto
PANITERA PENGGANTI,
ttd.

Ery Satria Pamungkas
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Nomor 109/PUU-XI11/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

rIpe[a] Nama . Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H.
Pekerjaan : Pengacara/Advokat
Alamat : Jalan Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai,

Blok B122-123, Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 219/SK.VIII/2015
bertanggal 14 Agustus 2015 memberi kuasa kepada Dr. Y.B. Purwaning M.
Yanuar, S.H., M.CL., CN., Jonky Mailuhu, S.H., Desyana, S.H., M.H., Gabriel
Mukuan, S.H. LL.M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Mety Rahmawati, S.H.,
M.H., Benedict Ageng Kartika, S.H., Stephanie Tassja Kaligis, S.H., David Sinaga,
S.H., M.H., Tanika Eve Suparman, S.H., para penasihat hukum berkantor di Jalan
Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta
Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas
nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon,;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;
Membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Komisi
Pemberantasan Korupsi;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon, Presiden, dan
Pihak Terkait;
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Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan

bertanggal 14 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Agustus 2015
berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 227/PAN.MK/2015 dan
telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 109/PUU-
XII/2015 pada tanggal 3 September 2015, yang diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 28 September 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut:

. PENDAHULUAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK |INDONESIA TAHUN 1945
TERKANDUNG PRINSIP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM YANG MEMUAT
PRINSIP NEGARA HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

A) PRINSIP NEGARA HUKUM

Negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD
1945 harus dianut dan dipraktekkan dengan adanya prinsip demokrasi atau
kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD 1945, di mana proses pengambilan keputusan tersebut
memperhatikan prinsip hak-hak konstitusional sebagaimana diatur di dalam
UUD 1945, yaitu kepastian hukum dalam setiap Peraturan Perundang-
Undangan yang ditetapkan agar dapat ditegakkan dengan harapan benar-
benar mencerminkan perasaan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
yang hidup di tengah masyarakat.

Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak boleh
bertentangan dengan prinsip-prinsip jaminan Hak Konstitusional dalam

kerangka demokrasi. Hukum harus menjamin kepentingan akan rasa adil bagi
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semua orang tanpa kecuali. Artinya, Negara hukum (rechtsstaat) yang
dikembangkan merupakan democratische rechtsstaat atau Negara hukum
yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap Negara hukum yang
bersifat nomokratis harus dijamin adanya pemenuhan dan kepastian hukum
jaminan Hak-Hak Konstitusional setiap orang.

UUD 1945 menyatakan bahwa untuk menetapkan dan membentuk
peraturan perundang-undangan juga tunduk pada undang-undang yang
berguna untuk memastikan bahwa setiap perundang-undangan dibuat untuk
kepentingan akan rasa adil bagi semua orang. Berdasarkan hal tersebut,
rujukan utama dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-
undangan adalah UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam UU tersebut juga
dinyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang harus mengacu pada asas
kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf | UU Nomor
12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Peraturan
Perundang-Undangan. Dengan demikian Undang-Undang yang tercipta hams
berisi nilai-nilai kepastian hukum bagi semua orang.

Negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan
Negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Alasan utama
untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya
berdasarkan hukum diantaranya adalah kepastian hukum dan perlakuan yang
sama.

Para penyusun konstitusi dari dulu maupun saat ini (hingga dengan
amandemen UUD 1945 keempat) mengakui bahwa Negara Indonesia adalah
Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas dasar
kekuasaan (machtsstaat). Artinya Negara indonesia dibangun atas dasar
prinsip-prinsip yang terkandung dalam Negara hukum. Konsep Negara hukum
diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan HAM
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan atas undang-undang
4. Adanya peradilan tata usaha Negara.
Sementara prinsip-prinsip negara hukum yang esensial diantaranya

Negara harus tunduk pada hukum serta negara menghormati hak-hak individu.
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B)

Pengertian dan prinsip-prinsip umum dalam suatu negara hukum tidak
dapat dilepaskan dengan berfungsinya perlindungan hak asasi manusia.
Dengan kata lain, wawasan rechtstaat dan wawasan demokrasi berada dalam
satu keterkaitan. Oleh karenanya, pencederaan terhadap hak asasi manusia
merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Dalam
Negara hukum yang demokratis, salah satu pilar yang sangat penting adalah

perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

JAMINAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Bahwa perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari
konsep Negara hukum yang dianut di Indonesia telah dinyatakan secara tegas
dalam Bab XA (Pasal 28A sampai Pasal 28 J) UUD 1945 tentang Hak Asasi
Manusia. Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut melekat
kepada setiap warga negara Indonesia, termasuk jaminan hak atas
perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Keberadaan Undang-Undang a quo khususnya Undang-Undang Komisi
Pemberantasan Korupsi justru seharusnya adalah bagian dalam memberikan
jaminan perlindungan hak asasi manusia yakni berwujud perlindungan atas
kesejahteraan rakyat melalui pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya
dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga dengan adanya peran dan
fungsi yang dihadirkan oleh pembentuk Undang-Undang terhadap Komisi
Pemberantasan Korupsi, dengan mengedapankan prinsip kepastian hukum.

Due process of law sebagai wujud pengakuan hak-hak asasi manusia
dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh
semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan
penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang
sama termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka,
terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara
seimbang.

Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakan suatu
prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM) yang dengan demikian
mewajibkan orang lain termasuk didalamnya negara untuk menghormatinya,
bahkan secara konstitusional, ketentuan tentang HAM tersebut dalam perspektif

historis-filosofis dalam pembentukan Negara dimaksudkan untuk melindungi
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segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusian yang adil dan
beradab. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. Prinsip
sebagaimana diuraikan di atas melahirkan suatu prinsip yang lain yaitu bahwa
proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materil,
suatu kebenaran yang didalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip
yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana yaitu: “lebih baik
membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada
seseorang yang tidak bersalah”. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna
yang dalam bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan
seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar
didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran.
Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan
pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui
proses peradilan justru harus melindungi HAM (vide Pertimbangan hukum
Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 21/PUU-XII/2014). Mengingat ruang
lingkup due process of law dalam kaitannya perlindungan HAM dalam
konteks penegakan hukum pidana haruslah diawali dengan suatu legalitas
formal yang substansial atas subjectum yang diberi kewenangan dalam rangka
menjalankan proses penyidikan adalah penyidik yang secara formal merupakan
ketentuan yang digariskan oleh UU, sebab tanpa legalitas yang jelas maka
berakibat dianggap tidak memiliki kewenangan untuk penyidikan dan rangkaian
hukumnya batal demi hukum. Oleh karena itu wet matighet van bestuur atau
asas legalitas merupakan prinsip utama yang harus dijamin oleh Undang-
Undang.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah

Konstitusi untuk menguji sebuah Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang
dibawahnya dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,
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memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum®.

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa
salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah menguiji
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji ini adalah Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka

berdasarkan ketentuan di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa

dan mengadili permohonan ini.

KEDUDUKAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, sebagaimana
dinyatakan sebagai berikut:

"Perorangan warga negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
badan hukum publik atau privat, atau; lembaga negara.”

Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi dinyatakan yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-
hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang berprofesi
advokat yang merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak
konstitusionalnya;

Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon

pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal
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verband) atas berlakunya Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang a quo yang

menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan;

5. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia, sehingga dalam
kaitan sebagaimana dimaksud dalam perspektif kedudukan hukum, memiliki
entitas hukum berupa hak dan kewajiban. Sebagai perorangan dimaksud
memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi UUD 1945. Oleh
karena itu perorangan memiliki hak yang dijamin dan harus dipenuhi dalam UUD
1945;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-I11/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan
selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan /atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus
memenuhi lima syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan penguijian;

c. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi;

7. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana terkandung dalam Undang-
Undang Dasar 1945 diantaranya meliputi;

Pasal 28D ayat (1) : "Sefiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

dihadapan hukum”. Hak konstitusional Pemohon tersebut sebagai jaminan
kepastian dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai warga Negara

Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang a quo;
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Bahwa hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan
Pasal 45 ayat (1) sepanjang frase yang berbunyi: Penyidik adalah Penyidik
pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Dalam artian Sepanjang tidak
dimaknai dalam arti hanya penyidik yang diatur didalam Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana maka terjadi potensi kerugian hak konstitusional Pemohon.

Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi
untuk menguji apakah Pemohon memiliki /legal standing (dikualifikasi sebagai
Pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang tersebut. Adapun
syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon
sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian Pemohon atas terbitnya
Undang-Undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
133/PUU-VII/2009);

FAKTA-FAKTA HUKUM
Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 14
Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin. Han-
33/01/07/2015 tertanggal 14 Juli 2015 terkait dengan Dugaan Tindak Pidana
Korupsi bersama-sama atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu
berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 13
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (“KUHP”) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Bahwa KPK telah melakukan serangkaian tindakan hukum terhadap Pemohon
yakni:
1) Pencekalan: sebagaimana dilakukan oleh Penyidik terhadap Pemohon
untuk berpergian ke luar negeri.
2) Penyitaan: sebagaimana dilakukan oleh Penyidik dalam Berita Acara

Penyitaan tertanggal 14 Juli 2015;

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



3) Penangkapan: sebagaimana dilakukan oleh sejumlah Oknum yang
mengatasnamakan diri mereka sebagai Petugas KPK;

4) Penahanan: sebagaimana dilakukan oleh Termohon berdasar pada Surat
Perintah Penahanan Nomor Sprin. Han-33/01/07/2015 tertanggal 14 Juli
2015;

5) Perpanjangan Penahanan :sebagaimana dilakukan oleh Penyidik berdasar
pada Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Sprin.Han-30/PPJ/24/07/2015
tanggal 29 Juli 2015;

Dalam perkara a quo diketahui bahwa yang menerima perintah sebagai
penyidik KPK untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana yang
dilakukan oleh nama tersangka Pemohon adalah A. Damanik dkk.
sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin. Dik-25/ 01 / 01 / 2015,
tanggal 13 Juli 2015. Dengan demikian, berdasarkan Sprindik tersebut,
penyidik KPK melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti

yang dapat membuat terang tindak pidana dan guna menemukan tersangka.

Bahwa penyidikan Dugaan Tindak Pidana oleh Sdr. A. Damanik dan Sdr Rizka
Anungnata yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Penyidik, didasarkan
pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tanggal 13
Juli 2015 dan tindakan hukum lainnya berupa Penangkapan berdasarkan Surat
Perintah Penangkapan Nomor Sprin. Kap-02/01/07/2015 tertanggal 13 Juli
2015 yang ditandatangani oleh Taufigurachman Ruki selaku PIt Pimpinan KPK
dan A. Damanik selaku Penerima Perintah yang diketahui setelah Pemohon
selesai diperiksa oleh KPK selaku Tersangka pada tanggal 14 Juli 2015 di
Kantor KPK.

Bahwa mencermati uraian ketentuan hukum di atas, penyidikan yang dilakukan
oleh Sdr. A. Damanik dan Sdr. Rizka Anungnata yang bukan penyidik
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP jelas melanggar
hak konstitusional Pemohon yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat
(1) Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun bukti bahwa penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon oleh
penyidik yang tidak sah secara hukum adalah sebagai berikut:
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NAMA

KETERANGAN

DASAR

Ambarita Damanik

Diberhentikan dari Dinas

Polri  terhitung  sejak
tanggal 30 November
2014

Keputusan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia
Nomor Kep/948/X1/2014,
tanggal 25 November 2014
tentang Pemberhentian

Dengan Hormat dari Dinas
Polri atas nama Ambarita
Damanik

Rizka Anungnata

Diberhentikan dari Dinas

Polri  terhitung  sejak
tanggal 31 Desember
2014

Keputusan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia
Nomor: Kep/943/X1/2014,
tanggal 25 November 2014
tentang Pemberhentian
Dengan Hormat dari Dinas
Polri atas nama Rizka
Anungnata

V. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

Bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang a quo sepanjang frase "Penyidik

adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan

diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Tidak Memenuhi Jaminan

kepastian hukum sepanjang tidak dimaknai hanya penyidik yang diatur didalam

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana sebagai refleksi prinsip negara hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 28D ayat (1);

1. "Negara Indonesia adalah negara hukum". Bahwa sebagai konsekuensi

negara hukum maka karakteristik yang melekat adalah adanya jaminan

kepastian hukum dan jaminan hak asasi manusia. Kedua hal tersebut selalu

sinergi dalam tataran implementasinya. Dalam perkembangannya Hak Asasi

Manusia khususnya hak seseorang atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, selain itu Indonesia melalui

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 telah meratifikasi dan mengadopsi

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Sehingga

Pemerintah melalui usulan Presiden dengan didukung oleh DPR dalam
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membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus menjunjung tinggi Hak

Asasi Manusia.

Bahwa rumusan kaidah norma hukum tersebut dalam penegakan hukum perlu
diutamakan legalitas dari seorang penyidik sebagai subjectum yang diberikan
kekuasaan oleh negara dengan kewenangan atributifnya sebelum memulai
rangkaian proses penyidikannya sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan yang merupakan jaminan hak konstitusioanl
atas kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian

hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
menyebutkan bahwa "Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan
diberhentikan oleh KPK". Yang berarti pula penyidik pada KPK sebelumnya
harus berstatus sebagai penyidik baik dari Polri atau institusi lainnya". pada
Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang a quo tidak mengandung kepastian hukum
yang dapat dikategorikan sebagai Penyidik KPK, sebab dalam terminologi
bahasa hukum dalam pasal a quo setidaknya harus bisa mewakili sebuah
argumentasi filosofis, yuridis, agar terciptanya kepastian hukum, kebenaran dan

dalam penerapan hukumnya;

Bahwa sehubungan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sepatutnya dapat
memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, tidak terdapat
penegasan yang spesifik yang dimaksud dengan penyidik KPK, apakah
dimaknai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 ayat (1) yang secara spesifik
memberikan parameter limitatif terkait dengan jabatan penyidik tersebut,
namun untuk itu sebagai Negara hukum prinsip asas kepastian dan
perlindungan terhadap seseoran yang dalam hal ini Pemohon berstatus
sebagai tersangka harus mendapatkan jaminan hak konstitusional sebab
kemungkinan dapat terjadi potensi pengabaian hak tersangka dan kerugian
hak konstitusional terhadap Pemohon yakni telah ditetapkannya sebagai
tersangka namun tidak jelas oleh siapa yang melakukan penyidikan, apakah
penyidik yang dimaksudkan merupakan sebagaimana Pasal 6 ayat (1)
KUHAP.
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Bahwa karenanya asas legalitas tidak dapat diabaikan dalam prinsip negara
hukum, terlebih dalam rangka penegakan norma hukum pidana baik secara
formil maupun materiil, karena sejatinya sebagai warga negara wajib
mendapatkan perlindungan hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian
hukum dalam due process of law yang dijamin UUD 1945 sebagai norma
hukum tertinggi dalam tataran perundang-undangan yang berlaku, dengan
maksud mempertegas hak-hak tersangka dalam penegakan hukum atas
perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian negara wajib memberikan
perlindungan yang equal secara hukum dan itikad baik dalam menjalankan

rangkaian proses hukum yang ada sesuai dengan asas kepastian hukum;

. Ketentuan pasal a quo sebagaimana dimaksud menurut hemat Pemohon
merupakan multi tafsir yang Pemohon uraikan sebagai berikut dengan mengutip
terlebih dahulu pendangan Paul Scholten yang mengatakan: “het recht is eer,
doch het moet worden gevonden, in de vondst zit het nieuwe” artinya: hukum
itu ada, tetapi is harus ditemukan, dalam penemuan itulah terdapat yang baru.
Dalam konteks tersebut Pemohon menggali dari sudut pendekatan interpretasi
guna menemukan makna yang sesungguhnya. Dalam metode interpretasi bila
dikaitkan dengan prinsip contextualism terdapat asas ejusdem generis yakni
satu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya, mengingat
filosofis yuridis lahirnya KPK sebagai komisi negara yang merupakan lembaga
penunjang memiliki keterkaitan dalam pemaknaan yang sesungguhnya
sebagaimana ratio legis dari Undang-Undang a quo dan ketentuan yang
terdapat UU tersebut masih tunduk terhadap pembatasan KUHAP sebagai

genus formilnya.

. Bahwa berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik menurut Van Der Vlies didalam bukunya yang berjudul ‘het wetsbegrip en
beginsel van behorlyke regelgeving” terdapat asas material yakni beberapa
diantaranya: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel
van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek) dan asas kepastian hukum
(het rechtszekerheid beginsel). Apabila dikaitkan dalam konteks system
penegakan tindak pidana korupsi, maka hadirnya lembaga KPK merupakan
bagian dari suatu system yang melekat dengan lembaga utama yakni
kepolisian. Merujuk pada Pendapat Hugo F. Reading, bahwa suatu sistem dapat
digambarkan sebagai: a set of interrelated elements dan a set of interdepent
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variables. Dalam terminologi bahasa belanda suatu system diartikan sebagai
stelsel yang berarti is gerangschickt gehel atau keseluruhan yang terangkai
(maksudnya saling tergantung yang mencakup unsur, bagian, konsistensi dan
pengertian dasarnya. Artinya sepanjang ketentuan UU 30/2002 yang bersifat /ex
spesialis tidak secara mutlak dan kehadirannya tetapi juga ketergantung sumber
daya manusia dan landasan hukum formil terhadap KUHAP merupakam bagian
dari penafsiran secara sistemik dalam rangka penemuan pengertian dasarnya
berdasarkan pendekatan filosofos yuridis. Hal tersebut dikuatkan dengan
ruanglingkup perspektif hukum tata negara sebagaimana dikutip dari Prof.
logeman dalam bukunya yang berjudul het staats recht van indonesie - het
formale system dan prof. WLG. Lemaire dalam bukunya yang berjudul het recht
in indonesie merumuskan hukum tata Negara sebagai system dari norma
hukum yang mengatur pembentukan organ (instelling), wewenang
(bevoegdheid) dan hubungan organ satu sama lain (onderling). Dalam kaitan
hubungan dengan organ lain maka KPK merupakan organ pembantu atas
lembaga kepolisian sebagai main state’'s organ, sehingga konsekuesni
yuridisnya bergantung terhadap penyidik sebagai sumber daya manusia yang
utama dalam menjalankan kewenangan penyidikan

Abeer Bashier Dababneh dan Eid Ahmad Al Husband juga mengungkapkan
bahwa suatu UU dianggap baik jika proses pembentukanya memperhatikan
prinsip salah satunya sbb :

‘the law must be characterized with harmony and compatibility, there should be
harmony, compatibility and integration between the different parts of the law so
that there is no conflict that may be congruent with other enacted laws in the
legal system. This in turn will have direct effect on the efficiency of the legal
system in the state, thus resulting in the in ability to implement and carry out the
law”.

(UU harus ditandai dengan harmoni, kompatibilitas dan integrasi antara
berbagai bagian Undang-Undang sehingga tidak ada konflik yang dapat
mempengaruhi efisiensi Undang-Undang. Disisi lain, Undang-Undang harus
sinergi dengan Undang-Undang yang berlaku lainnya dalam sistem hukum.
Hal ini pada gilirannya akan berpengaruh langsung terhadap efisiensi dari
sistem hukum di negara sehingga mengakibatkan kemampuan untuk

menerapkan dan melaksanakan Undang-Undang).
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Dalam pertimbangan hukum putusan praperadilan yang dimohonkan oleh Hadi
Poernomo melawan KPK (Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL.) Bahwa
menimbang Pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat
polisi Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang maka dengan demikian anggota polri
yang telah pensiun atau berhenti dari Polri yang telah pensiun atau berhenti dari
Polri dan bekerja pada KPK tidak melekat status penyelidik dan status
penyidiknya.

Bahwa menimbang surat keputusan KAPOLRI tertanggal 25 November 2014
terhadap 11 orang anggota Polri di KPK yang mengajukan pemberhentian,
maka sejak terhitung tanggal 30 November 2014 diberhentikan dengan hormat
dari dinas polri sehingga sejak tanggal tersebut yang bersangkutan demi hukum
juga berhenti sebagai penyelidik dan penyidik. Hal ini sejalan dengn ketentuan
Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002, dengan demikian segala
tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Polri yang
telah pensiun atau berhenti dengan hormat tersebut setelah tanggal 30
November 2014 adalah batal demi hukum.

Bahwa penerobosan hukum yang dilakukan oleh hakim praperadilan yang
memutus perkara a quo merupakan koreksi yang didasarkan atas penafsiran
dalam rangka penegakan hukum demi terwujudnya keadilan dan menjunjung
tinggi hak asasi manusia dengan perlindungan hukum due process of law
atas kewenang-wenangan, yang selama ini istilah yang sangat popular bahwa
Hakim tidak hanya corong Undang-Undang (spreekbuis van de wet) tetapi

bahkan juga interpreter atau (vertolker)

. Bahwa Pasal 45 ayat (1) UU a quo sebagaimana dimaksud perlu di tafsirkan
secara harfiah terlebih dahulu dengan metode penafsiran gramatikal atau
Letterlijke vertaling yakni "Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat
dan diberhentikan oleh KPK". Apakah dapat menimbulkan berbagai
interpretasi lain selain sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP,
dengan demikian tidak terdapat kejelasan makna yang secara jelas
mengandung muatan multi tafsir, sebab tujuan dari makna hukum tersebut
haruslah merupakan penjabaran filosofis historis dan yuridis, namun sebuah
Undang-Undang haruslah dibentuk dalam kerangka hukum yang materi

muatannya tidak boleh mengandung berbagai macam penafsiran dalam arti
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harus ada jaminan kepastian hukum terlebih penafsiran-penafsiran yang dapat
ditafsirkan dalam keadaan subjektif oleh subjek hukum tertentu misalnya aparat
penegak hukum itu sendiri yakni KPK atau lainnya yang berkaitan langsung atas
eksistensi norma hukum tersebut, karena tidak terdapat kejelasan rumusan
norma hukum yang mengatur tentang siapa yang dimaksud dengan jabatan
penyidik KPK, namun gambaran norma hukum tersebut dapat juga ditafsirkan
berupa hanyalah memuat kejelasan formil terkait surat keputusan administratif
surat pengangkatan yang tidak menjelaskan asal usul atau kriteria formal
penyidik KPK, tentu hal ini dapat diartikan subjektivitas. Maka sesungguhnya
perlu adanya penjabaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah norma hukum,
dalam hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan kaidah hukum
asas lex specialis tidak mengurangi landasan hukum formil yang bersumber
pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang bersifat universal, dengan demikian terciptanya
harmonisasi norma-norma hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaimana yang diatur
dalam KUHAP khususnya Pasal 6 ayat (1);

Bahwa adapun pemenuhan hak konstitusional Pemohon tersebut guna
mewujudkan kepastian hukum dalam kerangka negara hukum yang demokratis.
Di samping itu penerapan hukum atas hak-hak tersangka dapat ditafsirkan
sebagai pemenuhan hak konstitusional secara khusus yang berlaku bagi
seorang warga Negara Indonesia yang dirugikan dengan ditetapkan sebagai
tersangka adalah bentuk kerugian konstitusional sebagai kesewenang-
wenangan dalam suatu proses dari sistem penegakan hukum pidana
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, adalah keterkaitan causal verband sebagai bentuknya
kerugian kontitusional, dalam implementasi norma sebagaimana juga Pimpinan
KPK non aktif Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah sebagai Pemohon dalam
pengujuan UU di Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 133/PUU-VI11/2009
dengan memperdengarkan transkip rekaman yang merupakan kualifikasi
implementasi hukum dalam rangka penjelmaan prinsip equality before the law
dan presumption of innocence mengingat "Tidak boleh seorangpun

diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri
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dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan
pelanggaran orang lain" (nomo commedum copere potest de injuria sua
propria).

Bahwa hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam kerangka negara hukum
merupakan hak yang tidak dapat pisahkan sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan
sepanjang frase

"Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh
KPK". bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak
dimaknai penyidik yang diatur didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena

tidak menjamin kepastian hukum;

Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Lembaga Negara Penunjang

Lembaga Negara pada tiga puluh tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang

pesat. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain:

a.

Negara mengalami perkembangan di mana kehidupan ekonomi dan sosial
menjadi sangat kompleks yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur
hampir seluruh kehidupan masyarakat;

Hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai
kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep negara kesejahteraan
(Welfare State). Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalankan
fungsi secara tepat, cepat dan komprehensip dari semua lembaga negara yang
ada;

Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial,
ekonomi, polittk dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh
globalisme versus lokalisme yang semakin komplek mengakibatkan variasi
struktur dan fungsi organisasi dan institusiinstitusi kenegaraan semakin
berkembang;

Terjadinya transisi demokrasi, yang mengakibatkan terjadinya berbagai
kesulitan ekonomi, dikarenakan terjadinya aneka perubahan sosial dan
ekonomi. Negara yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi memaksa
banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan (institutional

experimentation).

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



17

Dalam perkembangannya sebagian besar lembaga yang dibentuk tersebut adalah
lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pembantu bukan yang berfungsi utama.
Lembaga tersebut disebut Auxiliary State's institutions, atau Auxiliary State's
Organ yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti institusi negara
penunjang atau organ negara penunjang. Para ahli hukum tata negara Indonesia
tidak memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini. ada yang
menyebut lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, lembaga negara
melayani, lembaga negara independen maupun lembaga negara mandiri.

Auxiliary State's Organ tersebut diatas ada yang bersifat independen dan ada
yang bersifat tidak independen.

Menurut John Alder, beberapa lembaga disebut public corporations atau
nationalised industries, beberapa disebut Quangos (quasi-autonomous non-
government bodies). Akan tetapi secara umum, menurut Alder disebut sebagai
Non-departement bodies, public agencies, commissions, board dan authorities.
Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut pada umumnya berfungsi sebagai a
quasi governmental world of appointed bodies dan bersifat non departmental
agencies, single purpose authorities, dan mixed public private institutions. Sifatnya
quasi atau semi pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal ataupun kadang-kadang
fungsi campuran seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum
seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif. Oleh karena itu, lembaga-lembaga
tersebut selain disebut auxiliary state's organ juga disebut sebagai self regulatory
agencies, independent supervisory bodies atau lembaga-lembaga yang
menjalankan fungsi campuran (mix function).

Terhadap fungsi tersebut, sebagian ahli ada yang tetap mengelompokkan dalam
lingkup kekuasaan eksekutif atau dalam kelompok kekuasaan baru, yakni
kekuasaan keempat (the fourth branch of the government) seperti yang dinyatakan
oleh Yves Meny dan Andrew Knapp sebagai berikut:

"Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration
wihich has been most widely developed in the United States (where it is sometimes
referred to as the "headless fourth branch’' of the governement). It take the form of
what are generally known as Independent Regulatory Commissions”.

Berdasarkan pendapat Yves Meny dan Andrew Knapp, terdapat kekuasaan
keempat yakni lembaga-lembaga Independen. Lembaga ini menurut Yves Meny dan

Andrew Knapp ada karena kecenderungan dalam teori administrasi untuk
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mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administrasi menjadi bagian

tugas lembaga independen.

Sebagaimana dikutip oleh Alder, menurut Jennings terdapat beberapa alasan yang

melatarbelakangi dibentuknya lembaga negara pembantu, alasan-alasan tersebut

yakni:

1) The need to provide cultural or personal service supposedly free from the risk of
political interference.

2) The desirability of non-political regulation of markets.

3) The regulation of independent professions such as medicine and the law.

4) The provision of technical service

5) The creations of informal judicial machinery for setting disputes
Selain itu, menurut Alder berdasarkan kedudukan hukumnya lembaga tersebut
dapat dibagi ke dalam 5 (lima) klasifikasi, yakni:

1) Most are statutory and have separate legal identity. Their powers and duties
depend entirely on the particular statute.

2) Some are created by administrative actions.

3) Some are created by contract agreement within an organisation.

4) Some are entirely voluantary creations whose members have non special legal
status and who depend upon either consent or back government.

5) Some are ordinary companies in which the government has acquired substantial
shareholdings.

Menurut Muchlis Hamdi, hampir semua negara memiliki lembaga yang dapat
disebut sebagai "auxiliary state's bodies". Menurutnya, lembaga ini umumnya
berfungsi untuk mendukung lembaga negara utama. Auxiliary state's organ dapat
dibentuk dari fungsi lembaga negara utama yang secara teori menjalankan tiga
fungsi, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembentukan organisasi pendukung
ini, menurut Muchlis Hamdi, dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan
yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, juga terdapat lembaga independen,
yang kewenangannya dapat bersumber dari arahan konstitusi negara atau
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan umumnya dibentuk berdasarkan
Undang-Undang.

Salah satu Lembaga Negara di Indonesia yang masuk ke dalam kategori Auxiliary
State's atau Lembaga Negara Penunjang dalam hal pemberantasan korupsi adalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK sebagai Auxiliary State's tentu memiliki
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Lembaga Negara Utama yang ditunjangnya, dan jika dilihat dari tugas dan
fungsinya, maka Lembaga Negara Utama yang ditunjangnya adalah Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Sebagai Lembaga Negara Republik Indonesia, Kepolisian tunduk pada Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya
namun dalam hal ini, masih tidak ada kepastian hukum apakah KPK
sepenuhnya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ataukah
hanya kepada Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi saja?
Yang terjadi saat ini sebagaimana dalam praperadilan (Nomor 36/Pid.Prap/
2015/PN.JKT.SEL.) dan termasuk juga terjadi pada Pemohon dengan telah
ditetapkannya sebagai tersangka adalah bukti pelanggaran hak konstitusional
perlindungan hukum oleh oknum-oknum yang mengaku dirinya adalah
penyidik KPK padahal faktanya oknum-oknum tersebut bukanlah penyidik
yang diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hal
tersebut terbukti dengan permohonan praperadilan yang diajukan terhadap
KPK yang merasa proses penyidikan yang dilakukan terhadap dirinya
dilakukan oleh penyidik yang tidak sah secara hukum.
Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU KPK menegaskan penyidik adalah penyidik pada
KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Maka yang jadi persoalan apakah
KPK dapat mengangkat penyidik sendiri yang sebelumnya belum ada status
penyidik?
"Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
menyebutkan bahwa “Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan
diberhentikan oleh KPK."
Menimbang oleh karena rumusan Pasal 45 ayat (1) UU KPK adalah mengangkat
dan memberhentikan penyidik dan UU KPK tidak spesifik mengatur tentang siapa
penyidik yang dimaksud, maka pengangkatan penyidik yang belum ber-status
sebagai penyidik menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
oleh KPK menimbulkan ketidakpastian hukum.
Penyidikan Dilakukan oleh Penyidik Yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Hukum Sebagai Penyidik

Bahwa setiap tahapan dalam pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana
baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemidanaan sudah

sepatutnya dilakukan oleh Penegak Hukum dengan berdasar dan memegang teguh
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ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dimaksudkan untuk
melindungi hak asasi setiap orang yang disangkakan melakukan tindak pidana,
begitu pula terhadap proses pemeriksaan Perkara Dugaan Tindak Pidana yang
dilakukan oleh Penyidik.
Pasal 1 angka 1 KUHAP, menyatakan:
“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan”
Pasal 6 ayat (1) KUHAP, menyatakan:
“Penyidik adalah:
a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang.”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana ("PP 58 Tahun 2010"), ditentukan antara lain:

Pasal 2 PP 58 Tahun 2010, menyatakan:
"Penyidik adalah:
a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. pejabat pegawai negeri sipil."

Perlu terlebih dahulu Pemohon uraikan beberapa ketentuan yang antara lain adalah
sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (1) UU KPK, menyatakan:

“Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan
berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 2A ayat (1) PP 58 Tahun 2010, menyatakan:

“Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi
persyaratan:

a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah
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sarjana strata satu atau yang setara;
b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse
kriminal;
d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.”
Selanjutnya, Pasal 39 ayat (3) UU KPK, menentukan sebagai berikut: “Penyelidik,
penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan
Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama
menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsr’.
Bahwa mencermati uraian ketentuan hukum di atas, penyidikan yang dilakukan
olen Sdr. A. Damanik dan Sdr. Rizka Anungnata yang bukan penyidik
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP jelas melanggar hak
konstitusional Pemohon yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945.
Adapun bukti bahwa penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon oleh penyidik

yang tidak sah secara hukum adalah sebagai berikut:

NAMA KETERANGAN DASAR
Ambarita Damanik Diberhentikan dari Dinas | Keputusan Kepala Kepolisian
Polri ~ terhitung  sejak | Negara Republik Indonesia
tanggal 30 November | Nomor Kep/948/X1/2014,
2014 tanggal 25 November 2014
tentang Pemberhentian

Dengan Hormat dari Dinas
Polri atas nama Ambarita

Damanik
Rizka Anungnata Diberhentikan dari Dinas | Keputusan Kepala Kepolisian
Polri terhitung sejak | Negara Republik Indonesia
tanggal 31 Desember | Nomor Kep/943/X1/2014,
2014 tanggal 25 November 2014
tentang Pemberhentian

Dengan Hormat dari Dinas
Polri atas nama  Rizka
Anungnata

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK di atas sangatlah jelas
bukan merupakan kewenangan yang diberikan oleh UU KPK kepada Pimpinan KPK
untuk mengangkat "Penyidik Independen’.
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Lebih lanjut ditentukan bahwa terhadap penyidikan tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh KPK hanyalah dapat dilakukan oleh Penyidik yang
diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian Rl dan tidak dapat dilakukan oleh
Penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 38
ayat (2) UU KPK, dimana menyatakan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak

pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini’

Pasal 7 ayat (2) KUHAP, menyatakan:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai
wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-
masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan

pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.”

Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, menyatakan:

“Penyidik adalah:

b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang.”

Dengan landasan pijak ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan di atas,
oleh karena penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam Dugaan Tindak Pidana
yang disangkakan oleh Penyidik adalah tidak sah dan dilakukan secara melawan
hukum karena tidak dilakukan oleh Penyidik yang ditentukan dalam Peraturan
Perundang-Undangan, maka cukup dasar dan sangat beralasan untuk menyatakan
bahwa seluruh rangkaian tindakan yang telah dilakukan sehubungan dengan
Penyidikan Perkara Tindak Pidana tersebut adalah merupakan rangkaian tindakan
yang tidak sah dan dilakukan secara berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini"

Pasal 7 ayat (2) KUHAP, menyatakan:

“‘Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai
wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-
masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan
pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.”

Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, menyatakan:

“Penyidik adalah:
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b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang.”

Dengan landasan pijak ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan di atas,
oleh karena penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam Dugaan Tindak Pidana
yang disangkakan oleh Penyidik adalah tidak sah dan dilakukan secara melawan
hukum karena tidak dilakukan oleh Penyidik yang ditentukan dalam Peraturan
Perundang-Undangan, maka cukup dasar dan sangat beralasan untuk menyatakan
bahwa seluruh rangkaian tindakan yang telah dilakukan sehubungan dengan
Penyidikan Perkara Tindak Pidana tersebut adalah merupakan rangkaian tindakan
yang tidak sah dan dilakukan secara melawan hukum karena tidak dilakukan oleh
pihak yang memiliki kewenangan.

Bahwa oleh karena Sdr. A. Damanik dan Sdr. Rizka Anungnata bukan
penyidik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka
penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon cacat hukum dan tidak sah menurut
hukum, karena tidak dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Republik
Indonesia, sehingga seluruh tindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap Pemohon

tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat.

VI. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon
dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Rl berkenan
memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan Amar Putusan

sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang a quo sepanjang frase
"Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat
dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi" Bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai hanya penyidik yang
diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3. Menyatakan Bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang a quo Sepanjang Frase
"Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat
dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi" tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya penyidik yang
diatur didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
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Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

5. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang disahkan di persidangan

pada tanggal 8 Juli 2015, dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2

sebagai berikut:

1. BuktiP-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. BuktiP-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang ahli bernama Prof. Dr.
Romli Atmasasmita S.H., LL.M., dan Prof. Dr. | Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.,
yang keterangannya didengarkan pada persidangan Mahkamah tanggal 3

September 2015, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

AHLI PEMOHON
1. Prof. Dr. Romli Atmasasmita S.H., LL.M.,

Pendahuluan

Pemberlakuan Undang-Undang a quo diawali dengan payung hukum
Ketetapan MPR Rl Nomor XI Tahun 1998 yang memberikan mandat kepada
Presiden untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Pemerintah telah melakukan penggantian/pencabutan UU Nomor 3 Tahun
1971 dengan UU Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam
tenggat waktu 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang tersebut.
Pada tahun 2002 melalui UU Rl Nomor 30 Tahun 2002 telah diberlakukan
Undang-Undang a quo yang mengatur baik mengenai tugas dan wewenang,
asas-asas kepemimpinan dalam organisasi KPK, struktur organisasi KPK dan risk
management KPK serta kekhususan tugas dan wewenang KPK yang merupakan

karakteristik khas berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan.
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Pemberlakuan Undang-Undang a quo yang bersifat luar biasa - tidak
ditujukan terhadap status hukum pimpinan dan pegawai KPK melainkan ditujukan
terhadap kewenangan pimpinan KPK sehingga; pelanggaran hukum oleh pimpinan
KPK tetap dapat dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok (Pasal 66 dan Pasal 67 UU KPK).
Berdasarkan hal tersebut maka pemberian kewenangan yang luar biasa kepada
Pimpinan KPK tidak serta merta memberikan kebebasan tanpa batas tanggung
jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
konstitusi UUD 1945. Atas dasar hal tersebut kepada pimpinan KPK ditegaskan
kembali, asas-asas kepemimpinan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5
Undang-Undang a quo yaitu: asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas
akuntabilitas, asas kepentingan umum, dan asas proporsionalitas. Selain asas-
asas kepemimpinan KPK, kepada pimpinan KPK telah ditegaskan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dan huruf e. Pasal 15 huruf d,
‘menegakkan sumpah jabatan”, dan Pasal 15 huruf e: “menjalankan tugas,
tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5". Selain pembatasan yang bersifat manajerial
kepemimpinan dalam ketentuan tersebut, UU KPK 2002 juga telah mengatur
pembatasan yang Dbersifat operasional dalam menjalankan kewajiban
sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14.

Ketentuan yang merupakan perintah dan larangan serta kewajiban di
dalam UU KPK sesungguhnya jelas akan tetapi dalam praktik sering menimbulkan
multi-tafsir yang disebabkan antara lain perumusan norma-norma belum sejalan
dengan asas lex certa yang merupakan karakter hukum pidana dan telah diakui
secara universal. Penerapan asas dimaksud sangat penting karena jangkauan
norma hukum pidana dapat melampaui batas wilayah memasuki/melanggar
kehidupan pribadi seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan
berdampak terhadap keluarganya sebagai konsekuensi lanjutan dari penetapan

sebagai tersangka.

Salah satu kewenangan KPK yang bersifat luar biasa di dalam UU KPK
tercantum dalam Pasal 46 dalam Bab VI khusus tentang Penyidikan, sebagai
berikut:

Ayat (1) “ terhitung tanggal penetapan tersangka, prosedur khusus yang

berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam perundang-
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undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini". Penjelasan pasal a
quo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “prosedur khusus” adalah
kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat
dilakukan pemeriksaan”. Namun demikian dalam Pasal 46 ayat (2) diperingatkan
kepada KPK agar selalu menjaga, melindungi dan tidak mengurangi hak-hak
tersangka. Ketentuan ayat (2) UU KPK seharusnya serta merta dipahami sebagai
bentuk pembatasan sekaligus tanggung jawab dan kewajiban KPK yang harus
dilaksanakan terkait hak-hak tersangka.

Analisis Hukum Ketentuan Pasal 46 UU KPK 2002

Doktrin hukum pidana modern telah menganut paham, selain bahwa
hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium, juga menganut paham “due
process of law” dan “perlindungan hak asasi manusia” seseorang yang diduga
telah melakukan tindak pidana. Perlindungan dimaksud antara lain, penerapan
prinsip “praduga tak bersalah” sebagaimana juga telah dicantumkan di dalam
Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “setiap
orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan
pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang

menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Ketentuan dalam Undang-Undang a quo merupakan penerapan fungsi
hukum acara pidana oleh karena efektif tidaknya penerapan hukum pidana materil
termasuk sanksi di dalamnya sangat tergantung dari efektif tidaknya penerapan
hukum pidana formil (hukum acara) yang mengatur tata cara pemeriksaan dalam
proses penyelidikan, penyidikan sampai pada proses pemeriksaan di sidang
pengadilan, sekalipun objek yang diatur dalam hukum pidana materil, bersifat luar
biasa dan mendesak, akan tetapi asas legalitas dan prinsip-prinsip yang telah
menjadi doktrin hukum pidana tidak sepatutnya diabaikan dan bahkan dilanggar
oleh aparatur hukum termasuk penyidik pada KPK. Parameter kepatuhan KPK
dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya telah diatur di dalam
ketentuan Pasal 5 mengenai asas-asas kepemimpinan KPK, dan tugas dan
wewenang KPK sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14
UU KPK. Tanggung jawab pimpinan/pegawai KPK juga ditegaskan kembali dalam
Pasal 15 UU KPK 2002 khususnya huruf d, menegakkan sumpah jabatan, dan
huruf e, “menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan

asas-asas sebagaimana dalam Pasal 5”. Penegasan mengenai rambu-rambu
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pembatas pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan/pegawai KPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan “peringatan dini” (early
warning system) yang seharusnya ditaati sehingga dapat dicegah tindakan yang
melampaui batas kewenangan dan/atau tindakan yang sewenang-wenang
sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan. Selain pencegahan atas pelanggaran yang bersifat
administratif, ketentuan ayat (2) Pasal 46 UU KPK 2002 juga bertujuan agar tidak
terjadi tindakan pimpinan/pegawai KPK yang melanggar ketentuan Konstitusi
sebagaimana tercantum dalam Bab XA UUD 1945 Hak Asasi Manusia dan
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Hak Politik Tahun 1996 yang
telah diratifikasi dengan UU Rl Nomor 12 Tahun 2005.

Ketentuan Pasal 46 UU KPK telah memberikan kekhususan
penyimpangan terhadap ketentuan hukum acara pidana yang berlaku umum
sebagaimana telah dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(UU Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan mengenai prosedur khusus yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan pasal a quo
harus dibaca dan dipahami dalam konteks ketentuan mengenai penyalahgunaan
wewenang dan ketentuan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah disebutkan di
atas dan telah ditegaskan pula di dalam ketentuan lain UU KPK 2002. Ketentuan
pasal a quo harus secara komprehensif dipahami dalam satu kesatuan dengan
ketentuan lainnya dan termasuk ketentuan-ketentuan lain di luar UU KPK 2002
berkaitan dengan hak asasi tersangka/terdakwa. Secara a contrario ketentuan
pasal a quo harus dibaca dan diartikan dalam konteks pembatasan hak asasi
setiap orang sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28J UUD 1945, artinya jika
pembatasan hak asasi setiap orang hanya dibolehkan dengan Undang-Undang,
maka perlindungan atas hak asasinya-pun harus dalam bentuk Undang-Undang
terhadap siapapun terlepas dari status sosial dan ekonomi setiap orang yang

sepatutnya dan seharusnya dilindungi di bawah payung konstitusi UUD 1945.

Analisis tersebut di atas sejalan dengan kehendak pembentuk Undang--
Undang sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 46 ayat (2) UU KPK 2002
sebagai berikut:

“‘pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan

tidak mengurangi hak-hak tersangka’.
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Ketentuan a quo menegaskan dan memerintahkan kepada aparatur
hukum khusus penyidik KPK bahwa, penyimpangan ketentuan mengenai prosedur
khusus dalam proses penyidikan tetap harus tidak melanggar perlindungan hak
asasi tersangka. Hak asasi tersangka baik yang diatur di dalam KUHAP maupun di
dalam UU a quo termasuk tidak terbatas pada pemberitahuan status tersangka
kepada setiap orang dan keluarganya atau hak untuk meminta penangguhan
penahanan sebagaimana telah dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Penegasan kalimat “tidak mengurangi hak-hak tersangka” dalam pasal
a quo, harus dimaknai, “zero sum-game” terhadap sekecil apapun bentuk
pelanggaran hak asasi termasuk prinsip praduga tak bersalah yang telah diakui
secara universal. Ketentuan ayat (2) UU KPK harus diartikan bahwa,
penyimpangan tersebut hanya berlaku terhadap prosedur khusus dalam
penetapan tersangka, yang berlaku di dalam ketentuan hukum acara pidana
umum, namun mandat yang diberikan ayat (1) Pasal 46 UU KPK 2002 untuk
melakukan penyimpangan prosedur khusus, tidak mutatis mutandis boleh
melanggar batas-batas hak asasi tersangka yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat
(1) Konstitusi UUD 1945: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan
hukum”; dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang intinya memperkuat asas praduga tak bersalah.

Ahli mengakui bahwa ketentuan dua ayat dari pasal a quo UU KPK 2002
yang terhadapnya dimohonkan uji materiil belum memenuhi asas lex certa karena
merupakan “contradictio in terminis®, saling bertentangan satu sama lain; dan
dalam praktik sering menimbulkan multi-tafsir yang rentan terhadap
penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi tersangka.

Kerentanan tersebut merupakan konsekuensi logis dari bunyi ayat (1) dan
ayat (2) yang hanya dibatasi oleh subjektivitas dan kemampuan nalar penyidik
untuk menangani perkara secara objektif dalam batas-batas yang telah
dicantumkan di dalam ketentuan Bab XA UUD 1945 dan peraturan perundang-
undangan lainnya. Pemberian kewenangan yang bersifat terbuka (non limitatif)
kepada pimpinan/pegawai KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 UU KPK
2002, telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati sifat dan karakter manusia
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yang digambarkan oleh Jeremy Bentham dalam “Principles of Morals and
Legislation” (Prometheus Book, 1998)

“The nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters,
pain and pleasure. It is for alone to point out what we ought to do, as well as to
determine what we shall do. ...They govern us in all we do, in all we say, in all we
think: every effort we can make to throw off our subjection, will serve but to
demonstrate and confirm it. In words a man may pretend to abjure their empire; but

in reality he will remain subject to it all the while”.

Pernyataan Bentham dalam karyanya tersebut meyakinkan ahli karena
ditegaskan bahwa seketika manusia dikuasai oleh dua “sovereign masters: pains
and pleasure”, maka seketika itu manusia dalam ucapannya selalu menolaknya
akan tetapi dalam kenyataannya, egonya tetap kukuh ada pendiriannya yang
subjektif.

Merujuk analisis hukum ahli yang ditutup dengan pernyataan J. Bentham
di atas, kiranya ketentuan Pasal 46 UU KPK 2002, perlu diuji kembali dengan

parameter hukum dasar Indonesia yaitu konstitusi UUD 1945.

2. Prof. Dr. | Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.,

Dari 2 (dua) permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UU KPK), ahli akan fokus pada salah satu permohonan saja yaitu
terkait dengan pengujian atas ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK terhadap UUD
1945, yang selengkapnya berbunyi: “penyidik adalah penyidik pada Komisi
Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi’. Ketentuan a quo, dalam pelaksanaanya dimaknai dan
dipahami berbeda di antara penegak hukum. Bagi KPK sendiri, ketentuan a quo
dimaknai dan dipahami bahwa KPK secara atributif diberikan kewenangan oleh UU
(KPK) untuk mengangkat dan memberhentikan Penyidik Independen (penyidik di
luar Kepolisian).  Sejalan dengan pendirian dan pendapat KPK tersebut,
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengeluarkan putusan praperadilan atas
nama Pemohon Suroso Atmomartoyo melawan Termohon KPK dalam perkara
Nomor 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Perkara tersebut mempermasalahkan
mengenai keabsahan penyelidik dan/atau penyidik independen KPK F. Riyadi
Sunindyo, Hakim yang mengadili perkara tersebut, dalam putusannya menyatakan

bahwa penyidik independen adalah sah menurut hukum, sehingga seluruh proses
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hukum yang dilakukan juga adalah sah menurut hukum. Hakim F. Riyadi

mendasarkan putusannya pda Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002

yang masing-masing berbunyi:

Pasal 43 ayat (1) : Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan
Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi

Pasal 45 ayat (1) : Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan
Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan 2 (dua) ketentuan tersebut di atas, Hakim F. Riyadi dalam

putusannya menyatakan bahwa KPK berwenang mengangkat penyelidik dan
penyidik independen. Sementara itu, ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 30/2002
adalah ketentuan yang hanya berlaku bagi penyelidik, penyidik dan penuntut
umum dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan, tidak ada hubungannya dengan
penyelidik dan penyidik independen. Dalam putusannya, Hakim F. Riyadi
menyatakan sebagai berikut:
“‘Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) UU 30/2002 yang berbunyi:
“‘penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK
diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi
pegawai pada KPK”, merupakan ketentuan yang mensyaratkan jika penyelidik,
penyidik dan penuntut umum yang berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan
akan menjadi penyelidik KPK maka penyidik tersebut harus diberhentikan
sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan.”

Uniknya, sebulan kemudian, di pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan, telah mengeluarkan putusan Praperadilan atas nama
Pemohon Hadi Pernomo. Hakim Haswandi (Hakim Tunggal) dalam putusan atas
perkara Nomor 36 Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., vyaitu perkara permohonan
Praperadilan Hasi Poernomo (sebagai Pemohon) melawan KPK (sebagai
Termohon) antara lain menyatakan bahwa: “...Penyelidik dan Penyidik independen
KPK adalah tidak sah keberadaannya sehingga seluruh proses hukum yang
dilakukan oleh penyelidik dan penyidik independen juga harus dianggap tidak sah”.
Hakim Haswandi mendasarkan Putusannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU
KPK yang berbunyi: “penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi

pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari
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instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi
Pemberantasan Korupsi”. Hakim Haswandi memaknai ketentuan Pasal 39 ayat (3)
UU KPK tersebut sebagai Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang berhak
melakukan proses hukum atas nama KPK hanya terbatas pada Penyelidik,
Penyidik dan Penuntut Umum yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan yang
diberhentikan sementara dari instansi asalnya; tidak termasuk penyelidik, penyidik,
dan penunutut umum independen yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.
Pendapat kedua pihak yang berbeda itu, masing-masing ada benarnya. KPK
berpedapat bahwa dia mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan
memberhentikan penyidik independen adalah benar kalau hanya bersandar pada
ketentuan Pasal 45 ayat (1) an sich. Begitu pula dengan Hakim F. Riyadi
Sunindyo yang mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan
Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002. Hakim Haswandi pun benar yang mendasarkan
putusannya tidak hanya pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) melainkan ketentuan
pasal a quo berkorelasi dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK. Namun
pendapat masing-masing pihak yang bertahan dengan pemaknaan dan
pemahamannya yang berbeda, tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena
akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakkan norma Undang-
Undang a quo yang pada gilirannya akan merugikan tidak hanya penegak hukum
itu sendiri. Termasuk yang dialami oleh Pemohon a quo. Untuk itulah sudah
menjadi kewenangan mahkamah Konstitusi memutus perkara a quo dengan
seadil-adilnya agar ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK menjadi clear dan tidak
lagi menimbulkan pemaknaan dan pemahaman yang berbeda sehingga ada
jaminan kepastian hukum dalam penegakan norma hukum yang bersangkutan
terhadap tindak pidana korupsi.

Menghadapi dan menyikapi norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal
45 ayat (1) UU KPK yang menimbulkan pemaknaan dan pemahaman yang
berbeda di antara penegak hukum, maka tanpa bermaksud menggurui Majelis
Hakim, ahli menawarkan penyelesaian dengan menggunakan metode penerapan
ataupun penemuan hukum secara tepat, yaitu penafsiran atau interpretasi.
Penafsiran itu sendiri adalah usaha memberi makna suatu atau sejumlah kaidah
hukum agar dapat diterapkan secara wajar dalam memecahkan suatu persoalan

hukum (rechtsvagen), perbedaan antar norma, atau suatu sengketa hukum.
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Mengikuti sistematika J.A. Pntier dalam “rechtvinding” didapati bermacam-macam
metode penafsiran, namun dalam konteks perkara a quo, paling tidak ada 3 (tiga)
macam penafsiran yang dapat digunakan, vyaitu: penafsiran sistematik
(sistematische interpretatie), penafsiran berdasarkan sejarah pembentukan
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (wethistorie interpretatie), dan
penafsiran teleologis (feleologische interpretatie).

e Penafsiran Sistematik (sistematische interpretatie)

Penafsiran sistematik bertolak dari prinsip, hukum adalah sebuah sistem.
Untuk menemukan arti atau pengertian suatu norma atau istilah, dilakukan dengan
cara menghubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan-ketentuan lain, baik
dalam peraturan perundang-undangan yang sama maupun dengan peraturan
perundang-undangan atau kaidah hukum lain.

Atas dasar itu, dalam Undang-Undang yang sama (yaitu UU KPK),
ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK tidak berdiri sendiri, akan tetapi berkorelasi
dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 39 ayat (3), dan ketentuan Pasal 43 UU KPK;
sedangkan dalam kaitannya dengan Undang-Undang yang lain (sebagai sebuah
sistem) berkorelasi dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, 4, 5, dan angka 6 dan
ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penafsiran Sistematik dalam Undang-Undang yang sama (yaitu UU KPK),
memperlihatkan keterhubungan ataupun korelasi ketentuan Pasal 45 ayat (1)
dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 39 ayat (3) dan ketentuan Pasal 43 yang
masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38 ayat (1): Segala kewenangan yang berkaitn dengan penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku
juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada
Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 38 ayat (2) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini

Pasal 39 ayat (3) : Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi

pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan
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sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama
menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan
Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi

Penafsiran sistematik beberapa ketentuan dalam UU KPK (sebagaimana

tersebut di atas) dengan UU yang lain, yaitu KUHAP, terutama beberapa

ketentuan terkait yang ada di dalamnya, di antaranya sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

Pasal 1 angka 2 :

Pasal 1 angka 4 :

Pasal 1 angka 5 :

Pasal 1 angka 6 :

Pasal 1 angka 6 :

Pasal 4:

Pasal 5 ayat (1):

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu
membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya
Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk
melakukan penyelidikan
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
tidak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang
ini
a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-
Undang ini untuk bertindak sebagai penutut umum serta
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap
b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh
Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim
Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
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a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang

tentang adanya tindak pidana;

2. Mencari keterangan dan barang bukti;

3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggung jawab.
b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat

penggeledahan dan penahanan,;

2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;

3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik
Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
huruf a dan huruf b kepada penyidik
Penyidik adalah:

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang oleh Undang-Undang

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hruuf

a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang
adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penangkaan, penahanan, penggeledahan dan
penyitaan;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
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h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j- Mengadakan tindakan Ilain menurut hukum yang
bertanggung jawab.

Pasal 7 ayat (2) : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan
pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 7 ayat (3) : Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum
yang berlaku.

Berdasarkan penafsiran sistematik terhadap beberapa ketentuan dalam UU
yang sama (yaitu UU KPK) dan kaitannya dengan beberapa ketentuan dalam
KUHAP, tampak satu hak yang jelas dan pasti bahwa: penyelidik dan penyidik
yang dimaksud dan yang bekerja sebagai pegawai di KPK selaku penyelidik dan
penyidik adalah hanya Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (dan tidak atau
bukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil), sedangkan penuntut umum adalah Jaksa.

e Penafsiran berdasarkan sejarah pembentukan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan (wethistorie interpretatie)

Penafsiran berdasarkan wethistorie dilakukan dengan meneliti bahan-bahan
penyudunan rancangan, dan menelusuri pembicaraan di DPR dan lain-lain
bahwan yang bertalian dengan pembentukan suatu Undang-Undang atau
peraturan perundang-undangan. Tidak kurang penting untuk diperhatikan yaitu
hasil berbagai kajian atau naskah akademik yang disusun dalam rangka
pembuatan Undang-Undang tersebut.

Dari penelusuran risalah pembentukan dan Naskah Akademik (academic
draff) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sangat sulit mengakses ataupun
memperolehnya, karena UU yang terbit sebelum ditetapkannya UU Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak wajib
disertai dengan Naskah Akademik. Karena itu, pilihan terakhir yang dapat

dilakukan untuk mengungkap maksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK adalah
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dengan menggunakan metode Penafsiran Teleologis sebagaimana diuraikan di
bawah ini.
e Penafsiran teleologis (teleologische interpretatie)

Penafsiran teleologis adalah metode menemukan arti atau pengertian suatu
norma dengan cara menemukan tujuan atau maksud suatu norma atau tujuan
yang hendak dicapai suatu Undang-Undang. Paling kurang menemukan
maksudnya dari pembentuk Undang-Undang itu sendiri.

Adalah Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., L.LM sebagai inisiator, bahkan
arsiteknya UU KPK, tahu dan paham betul tentang seluk beluk perumusan setiap
norma ketentuan pasal yang ada dalam UU KPK, termasuk maksud rumusan
pasal a quo (Pasal 45 ayat (1) yang berkorelasi dengan Pasal 39 ayat (3)) beserta
suasana kebatinan yang melatarbelakangi rumusan pasal-pasal dalam UU KPK.
Dari hasil kunjungannya melakukan studi banding ke beberapa negara yang
memiliki lembaga pemberantasan korupsi semacam KPK, dalam pembahasan
RUU KPK dengan stake holders yang terkait (di antaranya melibatkan Kepolisian),
Prof. Romli mengutarakan ide/gagasan agar KPK (yang akan dibentuk)
mempunyai penyelidik dan penyidik independen dengan memberikan kewenangan
(secara atributif) kepada KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyelidik
dan penyidik independen. Gagasan dan keinginan Prof. Romli itu direspon oleh
Irien Pol. (Purn) Drs. Taufiequrachman Ruki S.H., (mewakili Kepoliisan) yang
mengajukan keberatan dengan alasan bahwa tidak ada institusi atau pihak mana
pun di Negara Republik Indonesia yang punya pengalaman sebagai penyelidik dan
penyidik selain Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahkan sejak Indonesia
merdeka hanya Polisi yang memiliki kewenangan dan pengalaman sebagai
penyelidik dan penyidik. Atas dasar alasan keberatan dari Taufiequrachman Ruki
yang sesungguhnya mencerminkan kenyataan sosiologis itu, gagasan dan
keinginan Prof. Romli agar KPK mempunyai penyelidik dan penyidik independen
serta kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan penyelidik dan
penyidik independen, secara realistik sulit diwujudkan. Latar belakang teleologis
inilah yang kemudian melahirkan rumusan Pasal 38, Pasal 39 ayat (3), Pasal 43,
dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK. Terutama ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK
yang berbunyi: “penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai
pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi

Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan
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Krupsi”, apa makna dari ketentuan pasal a quo, khususnya frasa “diberhentikan
sementara dari instansi Kepoliisian dan Kejaksaan”? Maknanya adalah agar Polisi
sebagai Penyelidik dan Penyidik serta Jaksa sebagai penuntut umum yang
ditempatkan dan menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi
sepenuhnya mengabdi dan berkiprah untuk kepentingan KPK dengan
menunjukkan loyalitas tunggal ataupun mono loyalitasnya hanya kepada KPK.
Karena itulah, baik Polisi maupun Jaksa diberhentikan sementara dari instansi
asalanya, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan. Makna
“diberhentikan sementara” itu selain mengandung arti dan maksud untuk menjamin
loyalitas tunggal/mono loyalitas, juga sekaligus terkait dengan persoalan “status
kepegawaian” yang sepenuhnya bersifat administratif. Karena Polisi (sebagai
penyelidik dan penyidik) serta Jaksa (sebagai Penuntut Umum) pada waktu
ditempatkan untuk menjadi pegawai pada KPK mereka diberhentikan sementara
dari instansi asalnya, maka dokumen kepegawaian dan hak keuangannya
sementara dihentikan (di instansi asalnya) untuk kemudian dialihkan ke KPK. Di
KPK kemudian mereka diangkat sebagai pegawai KPK, baik sebagai penyeldiik
dan penyidim (dari Polri) maupun sebagai Penuntut Umum (dari Jaksa) dengan
konsekuensi yang menyangkut hak keuangan mereka selama menjadi pegawai
KPK. Bilama kemudian mereka yang dari Kepolisian dan Kejaksaan ditarik kembali
oleh instansi asalnya, maka KPK secara administratif akan memberhentikannya
sebagai pegawai KPK, dan Kepolisian serta di Kejaksaan mereka akan diangkat
kembali (juga) secara administratif sebagai wujud dari Keputusan konstitutif KPK
sebagai Pejabat Administrasi Negara, dan bukan sebagai wujud dari kewenangan
KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik independen.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden

menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 13 Oktober 2015 dan
keterangan tertulis pada tanggal 5 November 2015, yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pemohon register perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015 berprofesi sebagai
advokat dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, merasa dirugikan
hak konstitusionalnya karena keberlakuan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-

Undang a quo, yakni sebagai berikut:
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a. Bahwa yang bertindak sebagai penyidik KPK yakni A. Damanik, dkk, yang
didasarkan pada surat perintah yang ditandatangani oleh PIt. Pimpinan KPK
yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah melanggar hak
konstitusional Pemohon karena penetapan penyidik tersebut tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan ketentuan Pasal 39 ayat (3)
UU KPK.

b. Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK tidak mengandung kepastian
hukum karena pengertian penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
pasal a quo mengandung pengertian yang multitafsir sehingga menimbulkan

interpretasi lain selain dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP.

c. Bahwa kedudukan KPK sebagai lembaga negara tidak mencerminkan
adanya kepastian hukum karena ketidakjelasan KPK dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya apakah tunduk kepada KUHAP ataukah hanya
tunduk kepada UU KPK saja, karena faktanya penyidik KPK dalam perkara
a quo tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyidik yang diatur dalam
ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Sehingga menurut Pemohon,
penyidikan yang dilakukan oleh KPK tersebut tidak sah, cacat hukum dan

dilakukan secara melawan hukum.
ll. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah
berpendapat bahwa sesungguhnya yang dipermasalahkan Pemohon lebih
merupakan constitutional complaint daripada constitutional review. Namun,
oleh Pemohon permasalahan tersebut diajukan sebagai permohonan pengujian
Undang-Undang terhadap UUD 1945 dengan dalil bahwa ketentuan Pasal UU
KPK yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan pasal-pasal UUD
1945.

Bahwa terhadap keberatan Pemohon yang mendalilkan penyidik dalam perkara
a quo tidak sah secara hukum karena penyidik tersebut telah diberhentikan
secara tetap dari Dinas Polri, sehingga penyidik tersebut tidak memenuhi
kualifikasi sebagai penyidik sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 39
ayat (3) UU KPK, menurut Pemerintah hal ini terkait dengan penerapan norma
sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk
mengujinya.
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Oleh karena itu, menurut Pemerintah Pemohon dalam permohonan ini tidak
memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon

tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia
Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan
menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau
tidak dalam permohonan Pengujian Undang-Undang a quo, sebagaimana
ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan putusan-putusan Mahkamah

Konstitusi terdahulu.

KETERANGAN PRESIDEN ATAS MATERI PERMOHONAN YANG
DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan
yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu

menyampaikan landasan filosofis mengenai UU KPK yakni sebagai berikut:

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial
dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu tindak pidana korupsi tidak
dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah dikategorisasikan
sebagai suatu kejahatan luar biasa sehingga upaya pemberantasannya pun
tidak lagi dilakukan secara biasa melainkan harus dilakukan dengan cara-cara
yang luar biasa pula.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme, juga telah mengualifikasikan bahwa korupsi, kolusi, dan
nepotisme yang melanda Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan
kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga penanganannya

harus pula dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.

Menindaklanjuti TAP MPR tersebut, dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
mengamanatkan pembentukan lembaga khusus tersebut yang selanjutnya
diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dibentuk dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kewenangannya meliputi koordinasi dan
supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,
sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan
pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur
dengan Undang-Undang.

Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Pemerintah

memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap penyidik KPK dalam
perkara a quo tidak memenuhi kualifikasi penyidik sebgaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan tidak sesuai dengan Pasal 39
ayat (3) UU KPK, Pemerintah berpendapat:

Bahwa keberatan Pemohon tersebut tidak didukung dengan argumentasi
yang kuat. Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1)
KUHAP telah menentukan pengertian penyidik, yakni terdiri atas Penyidik
Polri dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang yang karena keahliannya dapat
diangkat sebagai pegawai KPK [vide Pasal 24 ayat (2) UU KPK]. Oleh
karena itu, pegawai KPK yang dipersiapkan untuk menjadi penyidik KPK
(diangkat dan diberhentikan oleh KPK sebagai penyidik) telah sejalan
dengan pengertian “pejabat pegawai negeri sipil tertentu” sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP.

b. Terhadap dalil Pemohon yang menganggap ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU
KPK tidak mengandung kepastian hukum karena pengertian penyidik
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal a quo mengandung
pengertian yang multitafsir sehingga menimbulkan interpretasi lain selain
dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Pemerintah memberikan

keterangan sebagai berikut:
Bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang a quo yang menyatakan:

(1) Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang
diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi
penyidikan tindak pidana korupsi.

Ketentuan di atas menjelaskan mengenai batasan pengertian kata
“Penyidik” menurut UU KPK. Batasan pengertian dalam sebuah Undang-
Undang dapat dirumuskan dengan lengkap dan jelas agar tidak
menimbulkan pengertian ganda (vide butir 107 Lampiran Il Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan).

Oleh karena itu, pengertian kata “Penyidik” dalam UU KPK dimaksudkan
adalah memberi penjelasan bagi seseorang yang melakukan penyidikan
disebut sebagai “penyidik” yang pengangkatan dan pemberhentiannya
dilakukan oleh KPK. Penyidik tindak pidana korupsi ini bersifat khusus
karena fungsinya melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi yang
digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.Sehingga upaya pemberantasan
terhadap tindak pidana tersebut tidak lagi dapat dilakukan secara biasa

melainkan dilakukan dengan cara-cara luar biasa.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, pengertian tentang penyidik

adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Selain pihak Polri dan Kejaksaan, kewenangan melakukan penyidikan

tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh KPK. Tugas KPK menurut ketentuan

Pasal 6 UU UU KPK meliputi:

a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi;

b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi;

c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tidak
pidana korupsi;

d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adapun kewenangan KPK yang berkaitan dengan tugas melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU KPK dilakukan terhadap tindak

pidana korupsi yang:
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a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang
lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah).

Dengan demikian penanganan terhadap pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara sinergi dan tidak terjadi dan

tumpah tindih kewenangan antara ketentuan Polri, Kejaksaan dan KPK.

. Terhadap dalil Pemohon yang menganggap bahwa kedudukan KPK
sebagai lembaga negara tidak mencerminkan adanya kepastian hukum
karena ketidakjelasan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
apakah tunduk pada KUHAP ataukah hanya tunduk pada UU KPK saja,
karena faktanya Pemohon menganggap bahwa penyidik KPK dalam
perkara a quo tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyidik yang diatur
dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, sehingga penyidikan yang
dilakukan oleh KPK tersebut cacat hukum dan tidak sah karena dilakukan

secara melawan hukum.

Terhadap anggapan Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa
berdasarkan asas ‘lex specialis derogate legi generalis” yang menyatakan
bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan
hukum yang bersifat umum (lex generalis), sehingga ketentuan yang
bersifat umum dalam KUHAP dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang
bersifat khusus karena tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan
luar biasa sehingga penanganannya perlu dilakukan dengan carayang luar

biasa.

Selanjutnya KUHAP merupakan ketentuan umum yang mengatur mengenai
hukum formil sedangkan UU KPK selain berkedudukan sebagai hukum
materiil yang bersifat lex specialis, di dalamnya juga mengatur hukum acara

yang bersifat spesialis.

Bahwa materi muatan ketentuan Pasal 45 UU KPK yang mengatur
mengenai pengertian Penyidik KPK merupakan materi muatan yang bersifat
formil yang merupakan lex specialis dari pengertian Penyidik KPK, sehingga

sifatnya dapat melengkapi pengertian Penyidik sebagaimana dimaksud
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dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, sehingga tidakperlu

dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya.

Adapun UU KPK selain berkedudukan sebagai hukum materiil namun juga
berkedudukan sebagai hukum formil sehingga UU KPK sepanjang mengatur
hukum acara penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi maka dapat

menyimpangi hukum acara sebagaimana diatur dalam KUHAP.

PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah
memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitusional review)
ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai
berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (/egal

standing);

2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima
(niet onvankelijk verklaard);

3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;

4. Menyatakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak
Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden mengajukan dua orang ahli bernama A.A. Oka Mahendra S.H.,
dan Dr. Zainal Arifin Mochtar S.H., LL.M., yang keterangannya didengarkan pada
persidangan Mahkamah tanggal 12 November 2015, yang pada pokoknya

memberikan keterangan sebagai berikut
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AHLI PRESIDEN

1. A.A. Oka Mahendra S.H.

Pengantar

Ketua Dewan Direktur Transparency International, Dr. Peter Eigen
menyatakan, "Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar dalam abad kita dan
harus kita hadapi.

"Akibat langsung dari korupsi bukan saja memperparah kemiskinan rakyat,
melainkan juga kian memperlemah lembaga-lembaga demokrasi®, seperti
dikemukakan oleh Dr. Oscar Arias Sanchez, Penerima Hadiah Nobel.

Korupsi memang merusak perkembangan demokrasi, menghambat prestasi
lembaga-lembaga masyarakat, menghambat penggunaan sumber daya nasional
secara optimal, memperparah patologi birokrasi, dan menghalangi pertumbuhan
pasar yang sehat dan pada gilirannya menghambat pembangunan kesejahteraan
rakyat.

Bangsa Indonesia, sejak era reformasi telah memperkuat komitmennya
dalam memberantas korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil,
efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemberantasan korupsi memang bukan hal yang mudah.

Diperlukan pendekatan yang bersifat holistik yang melibatkan semua pelaku
utama untuk menggalang potensi anti korupsi dalam masyarakat guna
memangkas korupsi sampai keakar-akarnya.

Selain itu, pembentukan badan anti korupsi yang independen,
kepemimpinan politik yang memiliki visi, strategi dan program aksi yang jelas dan
tegas untuk pemberantasan korupsi dengan dukungan masyarakat dan sektor
swasta yang termotivasi untuk bersinergi dalam upaya pemberantasan korupsi
sangat penting peranannya dalam memberantas korupsi yang semakin meluas
dan meningkat .

Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dilatarbelakangi oleh tekad
kuat bangsa Indonesia untuk meningkatkan pemberantasan korupsi secara

profesional, intensif, dan berkesinambungan.
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Menurut Pasal 3 UU KPK, KPK adalah lembaga negara yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun.

KPK secara spesifik diamanatkan oleh UU KPK untuk menjalankan fungsi
dalam mandat antikorupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan
supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara
tindak pidana korupsi.

Dalam Penjelasan Umum alinea ke 2 UU KPK, antara lain dikemukakan,
"Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa
bencana tidak saja pada kehidupan perekonomian nasional, tapi juga pada
kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang
meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi
masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat
digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan
luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan
secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk
memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama
ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode
penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus
yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan
manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang
pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta
berkesinambungan."

Badan anti korupsi dalam hal ini KPK akan berhasil mengemban mandat
antikorupsi yang ditentukkan dalam UU jika memiliki':

e dukungan politik pada tingkat tertinggi dalam pemerintahan;

e kemandirian politik dan operasional untuk menyelidiki,bahkan di tingkat
tertinggi dalam pemerintahan;

¢ kekuasaan yang memadai untuk mengakses dokumentasi dan untuk menanyai
para saksi; dan

¢ kepemimpinan yang dilihat memiliki integritas tertinggi.

Independensi KPK, dan kemandirian KPK harus kita kawal, khususnya
kemandirian politik dan operasional untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Khususnya tindak pidana korupsi yang
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melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang
ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan
masyarakat, dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Tindak pidana korupsi yang menjadi fokus kewenangan KPK adalah tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh white collar criminal establishment yaitu
kelompok penjahat priyayi yang cukup cerdik untuk tidak ditangkap dengan
memadukan kejahatan dan usaha yang bersih, sebagaimana dikemukakan oleh
SH Alatas ketika mengulas pendapat Merton mengenai peranan integratif sang
pemimpin dalam melakukan tindak pidana korupsi di Amerika.

Sejalan dengan semangat "revolusi mental" yang dicanangkan Presiden Joko
Widodo, seruan Sanchez perlu kita simak dan laksanakan, "Waktunya telah tiba
bagi kita untuk menghidupkan potensi kita dan melenyapkan godaan korupsi.
Marilah kita jujur kepada sejarah kita dan mulai mempersiapkan masa depan.
Sekaranglah momentum yang tepat untuk melenyapkan godaan korupsi, untuk
meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.

Bukan untuk melakukan upaya sistematis, terencana dan masif untuk
"memberantas" KPK yang diberikan tugas oleh Undang-Undang untuk melakukan
koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, tindakan pencegahan
tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan
pemerintahan negara.

Jika tidak ramalan Jayabaya berikut akan menjadi kenyataan. Bait 66
"Wong dora ura-ura, durjana saya sempurna" yang artinya "Pengkhianat
bernyanyi, durjana semakin sempurna".

Dalam bait 95 diungkapkan, "Tunggak jarak mrajak,tunggak jati mati "yang
artinya" Benih kejahatan merajalela, benih kebaikan mati."

Tanda-tandanya terlihat dari perkembangan pemberantasan korupsi di
Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini yang tidak terlalu menggembirakan. Pada
tahun 2005 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada skor 2,2 dari
skala 10. Sepuluh tahun kemudian (2014), IPK Indonesia hanya mengalami
kenaikan skor 1,2 menjadi 3,4 (atau 34 dari skala 100). Dalam RPJMN 2010-2014
IPK Indonesia ditargetkan menjadi 5 (atau 50 dari skala 100).
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Kami yakin bahwa Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Konstitusi yang mulia dan
selurun hadirin tidak ingin membiarkan wong dora ura-ura, durjana soya
sempurna.

Selanjutnya izinkan saya menyampaikan pandangan terhadap Pasal 45 UU
KPK yang dikaitkan dengan beberapa pasal lainnya .

Pasal 39 ayat(1) , Pasal 39 ayat (3), Pasal 43 dan Pasal 45 UU Nomor 30 Tahun

2002 tentang KPK.

Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK selengkapnya
menentukan, "Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan UU
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
kecuali ditentukan lain dalam UU ini."

Frasa "kecuali ditentukan lain dalam UU ini", menunjukkan bahwa UU
Nomor 30 Tahun 2002 merupakan lex specialis, sehingga berlaku asas /ex
specialis derogat legi generalis.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan asas
lex specialis derogat legi generalis:

a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku,
kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut Karena aturan
hukum khusus merupakan pengekecualian dari aturan hukum umum.

b. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan
lex generalis.

c. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum
(regim) yang sama dengan lex generalis.

Ketentuan-ketentuan yang dikecualikan dari aturan hukum umum dalam hal
ini UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang akan dibahas pada

kesempatan ini antara lain tentang:

1. Penyelidik

Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK menentukan,
"Penyelidik adalah Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh
KPK."

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



48

Pasal 43 ayat (1) tersebut, memuat kaidah kewenangan. Menurut Bruggink
kaidah kewenangan menetapkan antara lain oleh siapa dengan melalui prosedur
yang mana kaidah perilaku ditetapkan.

Pasal tersebut menentukan perbuatan mengangkat dan memberhentikan
penyelidik pada KPK dilakukan oleh KPK. Dengan kata lain KPK diberi
kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan penyelidik pada KPK.

Dasar legitimasi seseorang sah menjadi penyelidik pada KPK adalah adanya
Keputusan pengangkatan dari KPK.

Pada ayat (2) ditentukan "Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.

Ketentuan ini, menegaskan bahwa penyelidik pada KPK mempunyai fungsi khusus
yaitu melaksanakan penyelidikan tindak pidana korupsi.

Pasal 39 ayat (3) UU KPK menentukan, "Penyelidik, penyidik dan penuntut
umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi
kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pagawai pada KPK."

Pasal 39 ayat (3) UU KPK dalam kategori Bruggink 11 memuat kaidah-
kualifikasi memberikan persyaratan yang harus dipenuhi orang untuk dapat
melukan perbuatan tertentu."

Artinya, dalam hal penyelidik, penyidik, penuntut umum pada KPK berasal
dari instansi kepolisian dan kejaksaan, maka yang bersangkutan harus
diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi
pegawai pada KPK.

Ketentuan tersebut tidak mengharuskan bahwa penyelidik dan penyidik
pada KPK dari pejabat Polisi Negara RI. Tetapi mengharuskan "diberhentikan
sementara", agar tidak terjadi konflik kepentingan dan penyelidik dan penyidik KPK
tersebut sepenuhnya dapat melaksanakan tugas berdasarkan perintah serta
bertindak untuk dan atas nama KPK, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat
(2) UU KPK.

2. Penyidik

Pasal 45 ayat (1) UU KPK menentukan, "Penyidik adalah Penyidik pada
KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Pasal 45 ayat (1) seperti halnya Pasal 43 ayat (1) UU KPK, memuat kaidah
kewenangan. Menurut Bruggink kaidah kewenangan menetapkan antara lain oleh

siapa dengan melalui prosedur yang mana kaidah perilaku ditetapkan.12
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Pasal 45 ayat (1) ini menentukan perbuatan mengangkat dan memberhentikan
penyidik pada KPK dilakukan oleh KPK.

Dengan kata lain KPK diberi kewenangan untuk mengangkat dan
memberhentikan penyidik pada KPK.

Dasar legitimasi seseorang sah menjadi penyidik pada KPK adalah adanya
Keputusan pengangkatan dari KPK.

Pada Pasal 45 ayat (2) ditentukan, "Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi."

Ketentuan ini, menegaskan bahwa penyidik pada KPK mempunyai fungsi
khusus vyaitu melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi yang menjadi
kewenangan KPK.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim
Konstitusi serta hadirin yang saya hormati.

Untuk memahami konteks penafsiran Pasal 45 UU KPK mengenai
pengangkatan Penyidik maka perlu juga membandingkan dengan pasal-pasal
yang sejenis, yakni mengenai pengangkatan Penyelidik, dan Penuntut Umum yang
diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 51 UU KPK.

Apabila kita cermati maka terlihat jelas bunyi ketentuan Pasal 43 ayat (1)
dan ayat (2) sama persis dengan bunyi Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) maupun
Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), kecuali untuk frase jabatan dan fungsinya, Pasal 43
untuk penyelidik, Pasal 45 untuk penyidik sedangkan pasal 51 untuk Penuntut
Umum. Namun demikian secara khusus Pasal 51 UU KPK menambahkan 1 ayat
yaitu ayat (3) yang secara tegas menyebutkan "penuntut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum"

Ayat Pasal 43 Pasal 45 Pasal 51

(1) | Penyelidik ~ adalah | Penyidik adalah Penyidik | Penuntut adalah
Penyelidik pada | pada Komisi | Penuntut Umum pada
Komisi Pemberantasan Korupsi | Komisi Pemberantasan
Pemberantasan yang diangkat Korupsi yang diangkat

Korupsi yang diangkat

dan diberhentikan oleh Dan dibefrghtikan oleh

Komisi Pemberantasan

Komisi ; Korupsi
Pemberantasan Kongs!
Korupsi
(2) Penyelidik Penyidik sebagaimana | Penuntut Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | Sebagaimana dimaksud

dimaksud pada ayat | melaksanakan fungsi
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(1) melaksanakan | penyidikan tindak pidana | pada ayat (1)
fungsi penyelidikan | korupsi

tindak pidana korupsi Melaksanakan fungsi

pidana korupsi

) i Penuntut sebagaimana
Dimaksud pada ayat (1)

Umum

Apabila dikomparasikan dengan rumusan Pasal 51 ayat (3) UU KPK, bahwa
penuntut umum pada KPK adalah jaksa penuntut umum, maka tergambar jelas
maksud penyusun UU. Rumusan "penuntut umum pada KPK adalah jaksa
penuntut umum" harus dimaknai secara jelas terbatas, yang berarti merujuk pada
Pasal 1 butir 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5
Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah "pejabat fungsional
yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak terutama sebagai
penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.

Dengan  demikian  apabila  penyusun  undang-undang hendak
mengkonstruksikan rumusan bahwa penyidik KPK adalah Penyidik pada instansi
Kepolisian RI, maka perumusan Pasal tentang Penyidik akan identik dengan
rumusan Pasal 51 ayat (3) UU KPK sehingga seharunya Pasal 45 juga memuat
ayat (3) yang menyatakan "Penyidik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah
Penyidik Kepolisian", namun kenyataannya tidaklah demikian dalam Pasal 45
hanyat terdapat 2 ayat dan tidak terdapat tambahan ayat (3) sebagaimana dalam
Pasal 51 ayat (3).

Sebaliknya apabila ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK dijadikan dasar
penafsiran bahwa penyidik KPK haruslah dari instansi Kepolisian yang
diberhentikan sementara, maka tafsiran tersebut dengan sendirinya telah
kehilangan logika sitematis, karena ketentuan ayat tersebut juga berlaku terhadap
Penuntut pada KPK, artinya apabila ketentuan Pasal 39 ayat (3) ditafsirkan
sebagai aturan limitatif terhadap pengangkatan penyelidik, penyidik dan penuntut
yang harus berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan maka sudah pasti pembuat
undang-undang tidak perlu lagi mencantumkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) karena
sudah cukup terakomodasi dengan Pasal 39 ayat (3). Oleh karenanya ketentuan
Pasal 39 ayat (3) haruslah ditafsirkan secara otentik tanpa kehilangan logika
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sistematis, dengan demikian Pasal 39 ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 43,
Pasal 45 dan Pasal 51 memiliki pengertian bahwa KPK berwenang mengangkat
penyelidik dan penyidik dari sumber manapun sepanjang memenuhi syarat yang
ditentukan oleh KPK, namun dalam hal KPK hendak mengangkat penyelidik,
penyidik dari Kepolisian maka sebelum diangkat terlebih dahulu haruslah
diberhentikan sementara, sedangkan terkait Pasal 51, karena terdapat
pembatasan (limitatif) pada ayat (3), maka KPK hanya dapat mengangkat penuntut
umum dari kejaksaan dan sebelum diangkat terlebih dahulu harus diberhentikan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3). Tidak ada satupun
pasal dalam Undang-Undang yang dapat dimaknai bahwa Penyidik pada KPK
harus berasal dari Instansi Kepolisian.

Pasal 24 ayat (2) UU KPK menentukan, "Pegawai KPK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf ¢ adalah WNI yang karena keahliannya
diangkat sebagai pegawai KPK."

Pegawai KPK dalam Pasal 21 ayat (1) huruf ¢ UU KPK adalah sebagai
pelaksana tugas KPK, termasuk tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Syarat untuk diangkat sebagai pegawai KPK adalah:
a. WNI; dan
b. memiliki keahlian (yang diperlukan sebagai pelaksana tugas KPK).

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK
diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK [Pasal 24 ayat (3) UU KPK].

Perlu ditambahkan, Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005.

Sistem Manajemen SDM KPK adalah sistem yang digunakan untuk
mengorganisasikan fungsi-fungsi manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan
kinerja guna mendukung pencapaian tujuan KPK.

Sistem Manajemen SDM KPK meliputi fungsi-fungsi:
perencanaan SDM;

. rekrutmen dan seleksi;

. pengembangan SDM;

a.
b
c. pendidikan dan pelatihan;
d
e. manajemen Kinerja;

f.

kompensasi;
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g. hubungan kepegawaian,;
h. pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja; dan
i. audit SDM.

Melalui Sistem Manajemen SDM KPK tersebut diharapkan dapat dihasilkan
pegawai KPK yang memiliki kompetensi yang tinggi sebagai pelaksana tugas KPK
antara lain dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap
tindak pidana korupsi.

Kewenangan KPK untuk mengangkat pegawai KPK, untuk mengangkat
penyelidik, dan penyidik, dapat dipahami dengan menggunakan metode penafsiran
sistematis atau logic dan teleologis atau sosiologis.13

Pembentukan KPK sebagai badan khusus untuk memberantas korupsi
harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari landasan kebijakan yang kuat
dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam:

a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPRRI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan bebas Dari KKN;

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Dari KKN; dan

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001.

KPK dimaksudkan sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan
luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi mengemban tujuan kemasyarakatan untuk
mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Dalam konteks ini adalah logis jika KPK diberikan kewenangan untuk
mengangkat sendiri penyelidik, penyidik KPK, agar KPK dapat memerangi korupsi
secara optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan.

Penyelidik dan penyidik sebagai pegawai KPK merupakan ujung tombak
dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, terutama tindak pidana korupsi yang
melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

Independensi dan kebebasan KPK dalam melaksanakan tugasnya
memberantas korupsi akan terpasung tanpa diberi kewenangan sendiri untuk

mengangkat penyelidik dan penyidik KPK.
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KPK menjadi tergantung atau tidak bebas dari kekuasaan lembaga lain
yang dapat mempengaruhi independensi KPK.

Perlu ditambahkan bahwa pegawai KPK mempunyai kedudukan khusus
yang berbeda dari pegawai lainnya, karena mereka menjadi bagian dari KPK
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) UUKPK yang menentukan, "KPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a. Pimpinan KPK yang terdiri atas 5 (lima ) anggota KPK;
b. Tim Penasihat yang terdiri atas 4 (empat) orang anggota; dan
c. Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas."

Pada era globalisasi sekarang ini, kita perlu mempertimbangkan best
practice yang dianut di negara lain dalam soal ini. Singapura, Malaysia, Hongkong,
Timor Leste, Sierra memberikan kewenangan kepada badan anti korupsi di negara
tersebut untuk mengangkat sendiri penyidik yang bukan berasal dari kepolisian.14
Alasan yang mengemuka dalam internatinal best practice tentang kewenagan
badan anti korupsi untuk mengangkat sendiri penyidik ialah tingkat dan modus
operandi tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan mengalami proses
internasionalisasi perlu diimbangi dengan tingkat kompetensi dan latar belakang
keahlian penyidik yang beragam sejalan dengan perkembangan tindak pidana
korupsi.

Salah satu klausul dalam Principles on Anti Corruption Agencies yang
diprakarsai oleh UNDP dan UNDOC yang disetujuai oleh lebih dari 100 lembaga
anti korupsi sedunia menyatakan, "Authority over human resources: Anti
Corruption Agencies shall have the power to recruit and dismiss their own staff
according to internal clear and transpararent procedures..”

Indonesia yang telah meratifikasi United Nation Convention Against
Corruption (UNCAC) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 waijib
melaksanakan konvensi tersebut secara berthggung jawab, termasuk
melaksanakan ketentuan Pasal 6 juncto Pasal 36 yang menentukan: a.l "The
necesarry material resources and specialized staff, as well as the training that such
staff may requaire to carry out their functions,should be provided."

Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan pandangan mengenai Pasal
46 UU KPK yang juga dimohonkan pengujian kehadapam Mahkamah Konstitusi.
Pasal 46 ayat (1) UU KPK menentukan, "Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai

tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus
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yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini."

Dalam penjelasannya dikemukakan, "Yang dimaksud dengan "prosedur
khusus" adalah kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu
untuk dapat dilakukan pemerikasaan."

Ketentuan tersebut merupakan lex specialis, karena itu untuk melakukan
pemeriksaan pejabat negara tertentu yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh
KPK tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lain.
Ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya strategis untuk optimalisasi dan
efektifitas pemberantasan korupsi yang tersangkanya pejabat negara, dengan
menghilangkan hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara.

Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip persamaan di depan hukum

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Ketentuan tersebut sesuai juga dengan Pasal 36 UNCAC yang telah diratikasi
Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 yang a.l. mementukan,
"Badan atau badan—badan atau orang-orang tersebut wajib diberi kebebasan yang
diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum negara Peserta itu,
agar supaya dapat melaksanakan fungsi mereka secara efektif dan tanpa
pengaruh/tekanan yang tidak seharusnya."

Lagi pula Pasal 46 ayat (2) UU KPK menjamin bahwa pemeriksaan
tersangka tidak mengurangi hak-hak tersangka.

Pasal 46 UU KPK tidak berpotensi apalagi nyata-nyata merugikan hak
konstitusional seseorang. Karena itu, perlu dicermati dengan seksama legal
standing Pemohon untuk melakukan permohonan pengujian terhadap Pasal
tersebut karena adanya kerugian konstitusional yang nyata dan faktual.

Sebelum menyerahkan keterangan ahli ini kepada yang mulia Ketua
Mahkamah Konstitusi, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November
dua hari yang lalu, izinkan saya mengajak hadirin untuk hening sejenak. Marilah
kita transformasikan semangat para pahlawan yang telah berhasil mengusir
penjajah demi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, menjadi bentuk
perjuangan baru memerangi korupsi yang sudah menjadi musuh bersama bangsa

Indonesia dan mengancam kehidupan bangsa di segala bidang.
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2. Dr. Zainal Arifin Mochtar S.H., LL.M

Pada dasarnya, permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa terjadi
pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan adanya ketentuan yang
mengatakan bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi
pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan
kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK. Sehingga Pemohon mendalilkan
bahwa terjadi pelanggaran atas dirinya yang telah dilakukan melalui penegakan
hukum oleh aparat KPK yang tidak sah oleh karena tidak berasal dari kepolisian
dan kejaksaan. Ahli hanya berfokus pada kapasitas ahli yakni, pada persoalan
mengenai penyidik, penyelidik, dan penuntut umum independen tersebut.

Dalam hal membedah dan merumuskan argumen konstitusional sebuah
aturan, kembali ahli menggunakan pandangan Philip Bobbitt Tahun 1991 yang
dikenal dengan teori six modalities of constitutional argument. Yakni historical,
yakni berbasis pada keinginan pembentuk undang-undang. Yang kedua adalah
tekstual, melihat kepada bunyi teks secara langsung, struktural. Yang ketiga,
berbasis kepada integrasi peraturan dengan aturan yang di bawahnya dan struktur
ketatanegaraan. Doktrinal, berbasis pada doktrin teoritik maupun praktik yang ada.
Yang kelima, etikal merujuk pada komitmen moral dan etos konstitusi, dan yang
keenam, yakni prudencial atau menghitung pada cost and benefits pada fungsi
sosial melalui aturan tersebut.

Pertama, kita membahas dari sudut pandang historical. Jika dilacak secara
historic, paling tidak melalui risalah, sesungguhnya tidak ditemukan dengan detail
apa sebenarnya yang menjadi kehendak para pembentuk undang-undang ketika
merumuskan aturan tersebut sehingga berbunyi menjadi seperti sekarang, yang
ada hanyalah orang-orang yang dulunya menjadi ahli, aloman atau mantan
anggota DPR yang kemudian merasa tahu dan menjelaskan posisi tentang
klausula dari Undang-Undang tersebut. Tentu saja ini sangat sulit untuk disebutkan
tafsiran paling otentik atau yang sering disebut dengan teori original intens karena
lagi-lagi sulit untuk menemukan dengan detail maksud pembentuk Undang--
Undang melalui penelusuran risalah.

Sepanjang penelusuran ahli melalui risalah yang sangat tidak rapi, memang
terdapat adanya usulan-usulan yang menyatakan bahwa KPK isinya adalah jaksa
dan polisi pilihan, semisal melalui rapat panja dan tim perumus di sekitar bulan

November dan Desember. Akan tetapi pada saat yang sama, juga terdapat usulan
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bahwa sesungguhnya harusnya KPK berisi orang-orang yang jauh lebih
independen termasuk untuk penyidiknya. Akan tetapi, satu hal yang pasti dan
tanpa perdebatan berarti adalah kesepakatan untuk menyemaikan nilai-nilai status
extraordinary pada KPK, sehingga secara tafsiran historik sangat mungkin untuk
dimaknai dalam kerangka tersebut, yakni bahwa KPK adalah dimaksudkan untuk
melakukan langkah-langkah luar biasa dalam penegakan hukum anti korupsi, dan
langkah luar biasa itu disemaikan kewenangan-kewenangan yang luar biasa yang
di luar dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dan selama ini sudah gagal.

Hal ini dilihat dari penjelasan Undang-Undang KPK yang mengatakan bahwa
untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui suatu
badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari
kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang
pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta
berkesinambungan.

Yang kedua, ahli menyampaikan secara tekstual. Secara tekstual
sederhananya dijaminkan oleh Pasal 45 Undang-Undang KPK bahwa penyidik
adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Ayat (2)-
nya menyatakan “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
fungsi dan penyidikan tindak pidana korupsi.” Bunyi pasal yang sama disematkan
pada penyelidik maupun penuntut umum dan seperti yang dikatakan oleh Ahli
sebelumnya, khusus penuntut umum ada tambahan pada ayat (3)-nya yang
menyatakan itu adalah penuntut sebagai jaksa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diperoleh setidaknya empat unsur.

1. Penyidik dan penyelidik adalah penyidik dan penyelidik dari KPK, bukan
penyidik dan penyelidik dari lembaga lain.

2. Penyidik dan penyelidik tersebut diangkat oleh KPK.

3. Sebagai konsekuensi dari diangkat oleh KPK, maka juga diberhentikan oleh
KPK

4. Mereka tersebut melaksanakan fungsi-fungsi yang disemaikan di dalam

Undang-Undang KPK dalam hal tindak pidana korupsi.

Adapun ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang KPK yang
menegaskan bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi
pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan
kejaksaan selama menjadi pegawai KPK, sangat mudah dipahami bahwa ini
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bagian dari transisi awal, yakni ketika KPK dari baru dibentuk dan belum memiliki
penyidik, penyelidik, dan penuntut umum sendiri sebagaimana yang dimaksudkan
oleh pasal-pasal yang ahli maksudkan di atas.

Tidak hanya itu, akan ada komplikasi administrasi bagi para komisioner
tatkala penerjemahan pasal tersebut diterjemahkan secara lurus melalui Pasal 39
ayat (2). Misalnya, jika pegawai KPK yang menyelenggarakan tugas dan fungsi
para komisioner selaku penyidik, penyelidik, dan penuntut umum sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang harus dari kepolisian dan kejaksaan, maka
bagaimana dengan komisioner KPK yang menjadi pemegang wewenang utama
dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan umum tetapi bukan berasal dari
kejaksaan dan kepolisian, apakah dengan menerima logika itu ingin mengatakan
bahwa komisioner KPK juga harus hanya terdiri dari kepolisian dan kejaksaan.

Ini juga bisa dilihat dari relasi antara komisioner dan pegawai KPK.
Komisioner KPK adalah pemegang utama dari tugas Undang-Undang sedangkan
pegawai adalah pelaksana tugas dari wewenang para komisioner tersebut. Tentu
ketentuan ini menunjukkan bahwa pegawai yang diangkat oleh KPK merupakan
pelaksana tugas-tugas KPK yang diberikan oleh Pasal 6 Undang-Undang KPK,
namun pegawai yang dimaksud hanya melaksanakan tugas yang berarti tidak
menimbulkan wewenang seperti yang ditegaskan pada Pasal 7 sampai Pasal 14
Undang-Undang KPK. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran pelaksanaan
tugas KPK sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 6 Undang-Undang KPK yang
di dalam pelaksanaannya melahirkan suatu wewenang yang tidak diberikan
kepada pegawai KPK. Apakah mungkin status penyidik yang seakan-akan wajib
dari kejaksaan dan kepolisian. Sedangkan komisionernya yang notabene adalah
pemegang utama kewenangan penyidik, malah bukan dari kejaksaan dan
kepolisian. Hal yang tentu saja tidak mungkin dan oleh karena menjadi komisioner
KPK sangat terbuka kesempatan bagi siapa pun tanpa harus dari kejaksaan dan
kepolisian sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang KPK.

Yang ketiga, ahli menggunakan logika struktural. KPK adalah lembaga
negara independen yang masuk dalam kerangka cabang kekuasaan keempat,
misalnya menggunakan corak pandang tahun 2003.

Pada titik ini penolakan terhadap KPK seringkali diinisiasi dengan cara
berpikir bahwa KPK adalah lembaga ad hoc. Yang karena lembaga ad hoc dan

sangat mungkin dibubarkan, secara administrasi tidak perlu mengangkat penyidik
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sendiri. Ini adalah pandangan yang banyak digunakan, sayangnya dengan cara
yang sangat serampangan.

Jika membaca detail yang mengatakan bahwa Undang-Undang KPK bahwa
KPK itu sementara adalah penafsiran atas Undang-Undang KPK yang menyatakan
bahwa KPK adalah trigger mechanism bagi kejaksaan dan kepolisian. Padahal
tentu hal ini tidak dapat dibenarkan oleh karena beberapa alasan.

Pertama, di antara penjelasan juga terdapat penggunaan frasa bahwa KPK
adalah lembaga yang bekerja secara berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat pada
bagian penjelasan Undang-Undang KPK yang menekankan bahwa untuk itu
diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan
suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas
dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta
berkesinambungan, yang kemudian ahli beri tanda tebal. Makna kata
berkesinambungan rasanya sudah sangat cukup untuk menjelaskan bahwa KPK
adalah lembaga mandiri sebagaimana lembaga negara independen lainnya di
republik ini.

Kedua, persoalan ad hoc atau tidaknya, bukan lagi yang utama karena pada
hakikatnya semua lembaga di republik ini bisa jadi bersifat sementara tatkala dasar
hukumnya kemudian dilakukan perubahan. Dahulu kala Dewan Pertimbangan
Agung adalah lembaga permanen yang ada di Undang-Undang. Akan tetapi
seiring Amandemen Undang-Undang Dasar, lembaga ini kemudian menghilang
dan digantikan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Karenanya tidak ada jaminan
bagi lembaga apa pun dapat dipandang sebagai sangat permanen. Sehingga
dapat dijadikan alasan untuk tidak melakukan rekrutmen penyidik, penyelidik,
sendiri karena bersifat kesementaraannya.

Haruslah diingat, sebagai negara indepenen, KPK mempunyai self regulatory
body, mempunyai sifat self requlatory body untuk menjamin keberadaan dan pola
kerjanya. Makanya tatkala undang-undang menyatakan bahwa penyidik adalah
penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK sendiri dan diatur menurut
peraturan KPK, hal inilah yang dapat menjadi dasar bagi doktrin self regulatory
body untuk menjelaskan secara detail mengenai keabsahan dan pengangkatan

penyidik tersebut.
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Keempat, secara doktrinal. Semisal melalui teori ataupun putusan hakim
yang terdahulu. Secara doktrin, harus dipahami bahwa lembaga negara
independen memiliki independensi dalam beragam tingkatan. Tidak hanya dalam
hal kelembagaan, tetapi juga seharusnya secara fungsional. Karenanya penyidik
haruslah secara personal maupun fungsional adalah independen. Membiarkan
penyidik berasal dari kejaksaan dan kepolisian semata, tentu akan sangat mungkin
mengurangi kadar independensi tersebut.

Menenurskan pola itu juga akan memberikan atau melanjutkan kesetiaan
ganda karena pada saat yang sama, penyidik dan penyelidik tersebut juga tetap
memiliki karir yang harus kembali ke lembaga asalnya sehingga terjadi kesetiaan
ganda, setidaknya ini terjadi dalam beberapa kasus yang melibatkan KPK dan
lembaga penegak hukum lainnya.

Kelima, dari sudut pandang etikal. Secara etis, kita berbicara tentang
bagaimana menguatkan lembaga anti korupsi dengan mengurangi ketergantungan
pada lembaga-lembaga yang selama ini gagal melaksanakan penegakan hukum
anti korupsi sehingga menjadi alasan dibentuknya KPK. Tentu kita sedang
mendorong ke arah konflik kepentingan tatkala penyidik dari kepolisian dan
kejaksaan inilah yang menjadi salah satu target dari pembersihan gejala koruptif.

Sudahlah cukup praktik koordinasi supervisi di KPK yang menjadi gambaran
betapa tidak berjalan efektifnya oleh karena problem orang KPK yang berasal dari
kepolisian dan kejaksaan yang mensupervisi atasannya di kejaksaan dan
kepolisian. Seperti yang dilakukan riset yang kami lakukan pada beberapa waktu
lalu bersama dengan ICW, terdapat fakta bahwa koordinasi dan supervisi di KPK
tidak dapat berjalan optimal salah satunya oleh karena pengkoordinasi dan
supervisi juga adalah bawahan di kejaksaan dan kepolisian. Ketika mereka harus
berhadapan dengan atasannya atau kandidat atasannya di kejaksaan dan
kepolisian, itu membuat mereka tidak bisa melaksanakan tugas koordinasi dan
supervisi secara optimum.

Dan keenam dan terakhir, sudut pandang prudensial. Sederhananya, kita
sedang berbicara tentang cost and benefit dari suatu hal. Pada tingkatan ini, jika
kemudian KPK harus dari kejaksaan dan kepolisian dengan menggunakan logika
(suara tidak terdengar jelas), maka tentu saja pemborosan anggaran yang luar
biasa jika kemudian harus mengadakan suatu lembaga baru di luar kejaksaan dan

kepolisian untuk mengurus hal yang juga penyidiknya, penyelidiknya dari
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kejaksaan dan kepolisian. Karenanya pada hakikatnya, menjadi lembaga yang
sama saja dengan kejaksaan dan kepolisian yang kemudian karena gagal, diubah,
dan kemudian dibuat menjadi lembaga baru, yakni KPK. Makanya, harus
diingatkan kembali bahwa KPK adalah ikhtiar bangsa dalam melawan korupsi.
Kejaksaan dan kepolisian yang telah gagal selama ini, sehingga itulah menjadi
alasan dilahirkannya KPK. Ada kekuatan hukum di sana oleh karena perintah Tap
MPR, ada juga perintah UNCIC yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Nah, jika semua itu konsepnya disamakan saja, maka tentu saja lagi-lagi
dapat dikatakan, “Percuma membentuk KPK dengan pembiayaan yang luar biasa,
tatkala kewenangan-kewenangan yang disematkan cenderung sama dengan
kejaksaan dan kepolisian.”

Kesimpulan. Dengan teori six modalities of constitutional argument yang ahli
sampaikan tadi, kita tidak dapat menampikkan pentingnya bahwa harusnya
penyidik, penyelidik KPK adalah independen. Apalagi untuk lembaga yang di
dalam putusan MK terdahulu telah dinyatakan constitutionally important. KPK
adalah ikhtiar bangsa dalam mengurangi korupsi. Pembentuknya haruslah dalam

form yang luar biasa agar dapat dipakai melawan korupsi secara optimum.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan

Rakyat menyampaikan keterangan pada persidangan Mahkamah pada tanggal 2

Desember 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU KPK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP

UUD 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan penguijian atas ketentuan dalam

UU KPK yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015, menguji ketentuan Pasal 45
ayat (1)
“Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang
diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.

terhadap ketentuan UUD 1945 sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3)
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
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2. Pasal 28D ayat (1)
“‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP
PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU KPK
Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak
konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial
yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh
berlakunya atas UU KPK pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Perkara Nomor 109/PUU-XIIl/2015, Pemohon menyatakan frasa
“Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh
KPK” dalam Pasal 45 (1) Undang-Undang a quo, apabila menggunakan
metode penafsiran ekstensif dengan memperluas makna dalam teks
undang—undang, maka frasa tersebut berpotensi memiliki ruang determinan
politis yang secara tidak langsung kepada Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi baik penanganan proses hukum itu sendiri di tingkat
penyidikan dan penuntutan yang berpotensi penyalahgunaan wewenang
dalam memperlakukan seorang tersangka dengan tindakan-tindakan
hukumnya.

2. Pemohon beranggapan ketentuan dalam pasal a quo menimbulkan
pertanyaan yaitu apakah KPK dapat mengangkat penyidik sendiri yang
sebelumnya belum ada status penyidik. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang a quo bukanlah kewenangan yang diberikan kepada
Pimpinan KPK untuk mengangkat “Penyidik Independen”. Namun
sebaliknya, ketentuan tersebut merupakan penegasan bahwa Penyidik KPK
adalah Penyidik pada Instansi Kepolisian Rl yang diangkat dan
diberhentikan oleh KPK khusus untuk melakukan fungsi penyidikan
terhadap tindak pidana korupsi, dimana statusnya berhenti sementara dari

Kepolisian selama menjadi Penyidik KPK.
C. KETERANGAN DPRRI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan

a quo, DPR Rl dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu
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menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan

sebagai berikut:
1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR RI
berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih
dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya
ketentuan yang dimohonkan  untuk  diuji, khususnya dalam
mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang
dimohonkan untuk diuji. Juga apakah kerugian konstitusional Pemohon
yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,
dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR
menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk
mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memenuhi
persyaratan legal standing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51
ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor
011/PUU-V/2007.

2. Pengujian atas UU KPK

Terhadap permohonan pengujian Pasal 45 ayat (1) UU KPK dalam Perkara
Nomor 109/PUU-XIII/2015, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai
berikut:

a. Bahwa proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam
kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan
kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif,
terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang
meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang meresahkan
masyarakat dan cukup fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Tindak
pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara serta
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perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap
hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Diberbagai belahan dunia,
tidak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang serius
dibandingkan tindak pidana yang lainnya.

Bahwa hukum dan aparat penegak hukum adalah faktor yang tidak
dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, apabila dipisahkan akan
mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum yang diharapkan. Oleh
karena, keberadaan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
sebagai institusi penegak hukum dalam tindak pidana korupsi,
mempunyai peranan sentral dan strategis dalam penegakan hukum
dilndonesia sebab, penyidik KPK merupakan filter antara proses
penyidikan dan penuntutan disuatu persidangan dalam tindak pidana
korupsi.

Bahwa Penegakan supermasi hukum dimulai dengan melakukan
pembenahan baik dari segi material (substantif) dan formal sebuah
produk peraturan perundang-undangan yang harus singkron dan
relevan dengan nilai-nilai hidup dalam masyarakat maupun peningkatan
kualitas sumber daya aparat penegak hukum dimana harus ada
kerjasama dan koordinasi yang terarah antara aparat hukum itu sendiri
yang dikenal dengan istilah “catur wangsa” baik itu instansi kepolisian,
kejaksaan, kehakiman, pengacara, maupun KPK. Di era administrasi
modern menuntut adanya suatu dasar pembagian tugas dalam
kerangka kerja suatu sistem yang saling berkait dan menunjang satu
sama lain. Kerja sama demikianlah bukanlah berarti intervensi yang
mengharuskan setiap pihak memelihara identitas, wewenang dan tugas
masing-masing. Namun seharusnya masing-masing pihak harus
menjamin kerja sama positif yang serasi, seimbang, konsisten dan
kordinatif serta integratif.

Bahwa Penyidik KPK adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan
diberhentikan oleh KPK [Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002]. Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana
korupsi. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang
cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua

Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Penyidik

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



64

wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang
memuat: a) Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain
yang disita; b) Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun
dilakukan penyitaan; c) Keterangan mengenai pemilik atau yang
menguasai barang atau benda berharga lain; d) Tanda tangan dan
identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan e€) Tanda tangan dan
identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

Salinan berita acara penyitaan disampaikan kepada tersangka atau
keluarganya. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana
korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh
harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda
setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga
mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh tersangka. Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik
membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi untuk ditindak lanjuti. Apabila suatu tindak
pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum
melakukan penyidikan, sedangkan perkara telah dilakukan penyidikan
oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Jika Komisi
Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan, maka
kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan
yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan segera dihentikan.

Bahwa KPK adalah lembaga anti korupsi yang dibentuk tersendiri
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK).
Tugas utamanya yaitu melakukan penyidikan dan penuntutan perkara
tipikor. Merujuk pada Pasal 45 UU KPK yang menyebutkan penyidik
pada KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Ketentuan ini tidak
berdiri sendiri, kita harus memahami Pasal 21 ayat (1) UU KPK yang
mengatur tentang komposisi KPK terdiri dari pimpinan, tim penasihat
dan pegawai KPK. Kemudian Pasal 21 ayat (4) UU KPK menegaskan
bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum.

Berdasarkan ketentuan ini, penyidik dan penuntut umum di KPK adalah
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pimpinan, kemudian dalam pelaksanaannya pimpinan mendistribusikan
tugas dan wewenang tersebut kepada penyidik dan penuntut umum
yang diangkat oleh KPK sebagaimana dimaksud Pasal 45 UU KPK.

f. Bahwa Pasal 21 itu menentukan bahwa seluruh pimpinan KPK dari
mana pun asal institusinya dapat menjadi penyidik dan penuntut umum
dalam perkara-perkara korupsi yang ditangani KPK. Artinya, penyidik
KPK dapat berasal dari institusi/jabatan profesional apa pun karena sifat
kekhususan lembaganya.

g. Bahwa pengajuan permohonan pemohon atas asumsinya yang
menyatakan bahwa penyidik KPK (yang bernama Ambarita Damanik,
Riska Anungnata, dan Yudi Kristiana) adalah penyidik yang tidak sah
secara hukum merupakan bukan muatan materi dari Pasal 45 UU KPK,
seharusnya pemohon dapat mengajukan permohonan ke praperadilan
untuk mendapatkan keadilan, sedangkan Pasal 45 ayat (1) UU KPK
merupakan lex spesialis dari KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dalam

penanganan tidak pidana korupsi, sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 39 ayat (1) UU KPK yang menyatakan bahwa;

“Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
dilakukan berdasarkan hukum acara  pidana yang berlaku dan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang
ini”.

h. Bahwa Pasal 39 ayat (3) UU KPK yang menyatakan bahwa:

“Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada
Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi
kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi
Pemberantasan Korupsi’.

Makna dari ketentuan diatas adalah profesionalisme bagi penyidik KPK
sehingga tidak boleh rangkap jabatan dengan penyidik dari instansi

lainnya. Pasal 39 ayat (3) UU KPK merupakan cerminan dari 10 prinsip
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Good Governance yaitu Profesionalisme: Meningkatkan kemampuan dan
moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan
yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
i. Bahwa pemberhentian itu memiliki logika filosofis bahwa institusi asal
para penyidik kepolisian dan/atau kejaksaan berpotensi disidik oleh KPK
sehingga, tanpa diberhentikan dari keterkaitan administrasi kepangkatan,
penyidik KPK yang berasal dari institusi kepolisian dan/atau kejaksaan
tidak akan maksimal menyidik korupsi di institusi asalnya. Berdasarkan
ketentuan itu, jelaslah ditubuh KPK tidak terdapat satu pun penyidik
kepolisian dan kejaksaan karena bagi mereka yang berasal dari institusi
tersebut akan diberhentikan sementara.

Jadi asumsi pemohon bahwa penyidik KPK dari Kepolisian Republik

Indonesia itu berstatus diberhentikan dengan hormat oleh Keputusan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu tidak sah sebagai Penyidik KPK

bertentangan dengan makna dari Pasal 39 ayat (3) UU KPK

j. Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK menyatakan lembaga
antikorupsi tersebut dapat mengangkat dan memberhentikan penyidik
tanpa memerlukan prasyarat harus berasal dari institusi kepolisian atau
kejaksaan. Harus dipahami bahwa penyidik KPK adalah penyidik khusus
karena sifat extraordinary kelembagaannya. Artinya, seluruh instrumen
yang dimiliki KPK diatur dengan mengabaikan ketentuan umum yang
berlaku dalam hukum acara peradilan umum. Karena kekhususan itu,
penyidik yang berasal dari institusi kepolisian dan/atau kejaksaan harus
diberhentikan terlebih dulu dari ikatan institusi lamanya [Pasal 39 ayat (3)
UU KPK].

. Bahwa penyidik yang diatur oleh KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981)
dengan penyidik KPK dalam UU KPK itu adalah sama kedudukannya.
Sama derajatnya karena diatur dalam satu level Peraturan Perundang-
Undangan yang Dberbentuk Undang-Undang. Hirarki Peraturan
Perundang-Undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas: 1)
UUD Negara Republik Indonesia 1945; 2) Ketetapan MPR;Undang-
Undang/PERPU; 3) Peraturan Pemerintah; 4) Peraturan Presiden; 5)
Peraturan Daerah Provinsi; dan 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kota
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|. Bahwa konsideran dalam UU KPK di beberapa poinnya menyatakan
bahwa:
“(a)...Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan
secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi
telah merugikan keuangan Negara;
(b) Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak
pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam
memberantas tindak pidana korupsi;
(c)...Perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi.”
Maka berdasarkan tiga konsideran tersebut, terdapat “kesepahaman”
hadirnya lembaga KPK adalah lembaga independen yang dituntut untuk
bekerja secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Ada terbersit
harapan agar KPK menangani perkara tindak pidana korupsi secara
efektif, sebab lembaga yang ada pada saat itu (Kepolisian dan
Kejaksaan) “terkesan” tidak efektif menangani perkara tindak pidana
korupsi. Dalam konteks demikian, secara tujuan tersingkap sebuah
makna “KPK dibentuk karena ada ketidakpercayaan terhadap Kepolisian
dan Kejaksaan.” Sehingga alur (tafsir) futuristiknya (ke depannya) KPK
harus bersifat independen. Termasuk, dalam perekrutan Penyelidik dan
Penyidik KPK sebenarnya tidak boleh dari unsur Kepolisian (Polri), sebab
institusi Kepolisian dari awal tidak dapat efektif menangani perkara tindak
pidana korupsi. Belum lagi, gugurnya “independensi” KPK tatkala akan
melakukan penyidikan dugaan Perkara korupsi di institusi Kepolisian jika
Penyidiknya dari Kepolisan. Maka mengapa KPK merekrut Penyelidik
dan Penyidik dari Polri pada hal lembaga ini tidak bisa efektif dalam
penanganan tindak pidana korupsi? Jawabannya, tak ada alasan selain
KPK yang sudah harus cepat bekerja pada waktu itu, agar dapat
menjalankan  fungsi-fungsinya, akhirnya penyelidik/penyidik  Polri
diperbantukanlah ke KPK.

Berdasarkan uraian di atas, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 45

ayat (1) adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.
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[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Komisi

Pemberantasan Korupsi yang telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait oleh

Mahkamah untuk perkara a quo menyampaikan keterangan lisan pada

persidangan tanggal 13 Oktober 2015 dan tambahan keterangan pada

persidangan tanggal 23 November 2015, yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang menyebutkan “Penyidik adalah
penyidik pada Komisi Pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi“, merupakan penegasan bahwa penyidik KPK
adalah Penyidik pada instansi Kepolisian Rl yang diangkat dan diberhentikan oleh

KPK khusus untuk melakukan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana korupsi,

dimana statusnya berhenti sementara dari Kepolisian menjadi penyidik KPK.

Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berkenaan dengan permohonan dari Pemohon maka KPK dalam kapasitas
sebagai Pihak Terkait memberikan keterangan dan penjelasan sebagai berikut:

I. KPK bukan sebagai lembaga penunjang Kepolisian dan Kejaksaan. KPK
dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang penting
secara konstitusional (Constitutionally Important).

1. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 012-016-019/PUU-
IV/2006 menyatakan bahwa KPK dianggap penting secara konstitusional
(constitutionally important) dan termasuk lembaga yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat didukung dengan
beberapa alasan lainnya, yaitu:

a. Pada bagian menimbang UU KPK disebutkan bahwa KPK dibentuk
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 karena pemberantasan tindak pidana
korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan
secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah lembaga yang
menangani perkara tindak pidana korupsi lainnya belum sepenuhnya

berfungsi secara efektif dan efisien padahal korupsi telah merugikan
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keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat

pembangunan nasional. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana

korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan
berkesinambungan.

b. Efektifitas dan efisiensi lembaga KPK dibandingkan dengan lembaga
penegak hukum lainnya adalah terintegrasinya penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan, tujuan pemidanaan adalah premium
remedium serta penggabungan tindak pidana korupsi dengan tindak
pidana pencucian uang.

c. Tugas pokok, kewajiban, fungsi dan kewenangan KPK dalam
melakukan pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dengan
pendekatan penindakan atau represive treatment policy semata tetapi
juga pendekatan pencegahan serta pelibatan partisipasi publik (vide
Pasal 1 angka 3 UU KPK). Kesemuanya itulah yang membedakan
KPK dengan Iembaga penegakan hukum lainnya karena
pemberantasan korupsi dilakukan secara holistik (vide Pasal 6 hingga
Pasal 15 UU KPK).

d. Kejahatan korupsi sudah sedemikian masif, sistematis, dan terstruktur
di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Pasal
6 United Convention Against Corruption 2003 (UNCAC) dimana
Indonesia telah meratifikasinya dengan UU Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pengesahan UNCAC 2003 menegaskan bahwa setiap Negara
diwajibkan mempunyai suatu lembaga yang khusus didedikasikan
untuk pemberantasan korupsi. Pasal 6 konvensi dimaksud
menyebutkan:

1. Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem
hukumnya, mengusahakan adanya badan atau badan-badan, jika
dipandang perlu mencegah korupsi...dst;

2. Negara Pihak wajib memberikan kepada badan atau badan-badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kemandirian yang
diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya
guna memungkinkan badan atau badan-badan tersebut
melaksanakan fungsi- fungsinya secara efektif dan bebas dari

pengaruh yang tidak semestinya...dst.
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e. Selain itu, Pasal 36 UNCAC juga secara tegas mengatur kepada

Negara anggota untuk memastikan dibentukanya badan khusus
untuk memerangi korupsi melalui penegakan hukum. Pasal 36
tersebut berbunyi:
“Setiap Negara Peserta wajib, sesuai hukumnya, memastikan
keberadaan suatu badan atau badan-badan atau orang-orang
yang memiliki kekhususan untuk memerangi korupsi melalui
penegakan hukum. Badan atau badan-badan atau orang-orang
tersebut wayjib diberi kebebasan yang diperlukan, sesuai dengan
prinsip-prinsip dasar system hukum Negara peserta itu, agar
supaya dapat melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara
efektif dan tanpa pengaruh/tekanan yang tidak seharusnya.
Orang-orang itu atau staff badan atau badan-badan tersebut harus
memiliki pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk
melaksanakan tugas-tugas mereka.”

Dengan demikian, KPK bukan sebagai lembaga penunjang Kepolisian dan

Kejaksaan tetapi sebagai lembaga yang penting secara konstitusional

(Constitutionally Important) yang mempunyai tugas untuk memicu (trigger)

dan mengoptimalkan pemberdayaan tugas-tugas Kepolisian dan Kejaksaan

dalam pemberantasan korupsi.

Il. Permohonan Pemohon Bukan Objek Permasalahan Yang Diperiksa Oleh

Mahkamah Konstitusi

1.

KPK berpendapat bahwa materi permohonan yang diajukan oleh Pemohon
merupakan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Undang--
Undang (constitutional complaint), sehingga permohonan a quo bukanlah
objek permasalahan yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah
Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. Dengan
demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat
diterima.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf
a UU MK juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya
disebut “UU P3”), Pemohon mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi
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berwenang untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang
dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (constitutional review).

Adapun dalam permohonan a quo halaman 38, Pemohon mendalilkan
bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK bertentangan
dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan mendasarkan
dalil-dalilnya pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP.

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai
hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu
Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai the guardian of the
constitution (vide Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H., Perkembangan dan
Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 152), yang
memiliki arti bahwa Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan apa saja
yang ada di dalam konstitusi (vide Prof. Dr. Jimly Asshiddiqgie, S.H.,
Setengah Abad Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Semangat Kebangsaan,
hal. 39).

Bahwa perlu dibedakan antara pengujian konstitusionalitas norma
Undang-Undang  (constitutional review) dan persoalan yang timbul
sebagai akibat dari penerapan suatu norma Undang-Undang yang di
sejumlah negara dimasukkan ke dalam ruang lingkup persoalan gugatan
atau pengaduan konstitusional (constitutional —complaint). Dalam
constitutional review, yang dipersoalkan adalah apakah suatu norma
undang-undang bertentangan dengan konstitusi, sedangkan dalam
constitutional complaint yang dipersoalkan adalah suatu perbuatan pejabat
publik (atau tidak berbuat sesuatunya pejabat publik) telah melanggar
suatu hak dasar (basic rights) seseorang.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, secara tegas dinyatakan
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus terhadap suatu norma Undang-Undang bertentangan dengan
konstitusi (constitutional review), sementara terhadap constitutional
complaint UUD 1945 tidak mengaturnya”.

Bahwa constitusional complaint bukan ranah kewenangan yang diperiksa
dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi juga tercermin dalam Putusan
Mahkamah  Konstitusi Nomor 069/PUU-II/2004 sebagai berikut
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“‘“Menimbang bahwa sekiranya pun tindakan yang dilakukan oleh KPK
terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon (Bram
H.D. Manoppo) sebagaimana termuat dalam Surat Panggilan Nomor
Spgl-145/X/2004/P.KPK bertanggal 8 Oktober 2004, dapat dinilai
sebagai tindakan yang retroaktif, maka hal tersebut tidak berkaitan
dengan masalah konstitusionalitas materi undang-undang a quo,
melainkan merupakan masalah penerapan undang-undang yang
bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi’.

Permohonan vyang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah
dikemukakan di atas adalah permohonan yang bersifat constitutional

complaint, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

lll. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1.

Bahwa terkait Pemohon apakah memiliki legal standing atau tidak untuk
mengajukan permohonan uji Undang-Undang ini, KPK menyerahkan
penilaian sepenuhnya kepada Majelis Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan memiliki kedudukan

hukum (legal standing) selaku perorangan warga negara Indonesia, dalam

permohonan uji materiil a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

ayat (1) UU MK, dengan alasan bahwa hak konstitusional Pemohon telah

dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4,

Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1),

dan Pasal 95 UU TPPU.

Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa Pemohon

adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa yang dimaksud

dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Untuk menguiji
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apakah hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya

ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 UU KPK sebagaimana permohonan

a quo, maka perlu mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 006/PUU-111/2005, yang menjelaskan lebih rinci mengenai

persyaratan kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu

Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalikan tidak akan atau tidak lagi
terjadi.

5. Oleh karena permohonan a quo bukan merupakan constitutional review
tetapi merupakan constitutional complaint, maka KPK berpendapat bahwa
tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon.

6. Dengan demikian, KPK menolak kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon dalam permohonan Pengujian Undang-Undang a quo, atau tidak
memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun putusan-
putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

IV. Berkaitan Dengan Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015.
A. Latar Belakang Masalah “Penyidik” di KPK
KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kesadaran bahwa korupsi adalah
kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Dalam Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,

disebutkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan secara konvensional
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selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan suatu
metode penegakan hukum yang luar biasa pula sehingga dibentuklah lembaga
yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana lembaga ini bersifat
independen yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun.

Sekalipun Undang-Undang telah menyatakan KPK sebagai lembaga
independen dengan kewenangan yang relatif luas dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala
yang secara langsung maupun tidak langsung telah menghambat upaya
pemberantasan korupsi yang menjadi tugas KPK terutama pada bidang
penindakan.

Bersamaan dengan dibentuknya KPK sebagai lembaga baru telah
melahirkan harapan masyarakat yang begitu besar terhadap KPK untuk
segera mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, dilain sisi KPK
sebagai lembaga yang baru terbentuk belum memiliki struktur maupun
infrastrutur yang memadai terutama terkait sumber daya manusia yang juga
menjadi salah satu concern KPK.

Menghadapi kondisi tersebut, maka KPK dalam waktu singkat dituntut
untuk menciptakan sistem kerja yang memadai dengan dukungan sumber
daya manusia yang profesional dan berintegritas. Untuk mensiasati keadaan
tersebut maka jalan pintas yang paling mungkin dilakukan adalah dengan me-
recruit tenaga-tenaga profesional yang telah siap pakai.

Untuk bidang pencegahan, pengawasan internal dan pengaduan
masyarakat, maupun sekretariat jenderal, recruitment dilaksanakan dengan
menjaring tenaga profesional dan berintegritas, baik dari instansi pemerintah
maupun swasta. Tidak banyak persoalan yang muncul terkait recrutment pada
unit-unit kerja tersebut, hal ini lebih disebabkan karena sifat pekerjaan pada
bidang-bidang tersebut lebih bersifat umum dan tidak menimbulkan implikasi
hukum yang berat terhadap pihak eksternal seperti halnya pada bidang
penindakan khususnya penyidikan dan penuntutan yang melaksanakan
tindakan projusticia.

Pada bidang penindakan terbagi menjadi 3 (tiga) direktorat vyaitu
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, maka tenaga profesional yang paling

relevan adalah tenaga penyelidik dan penyidik yang diambil dari Kepolisian
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sedangkan penuntutan adalah Jaksa Penuntut Umum yang hanya terdapat di

Kejaksaan.

Sekali lagi, ide awal recruitment tenaga profesional tersebut dapat
dibilang satu-satunya jalan, untuk menyikapi kondisi masyarakat saat itu yang
menuntut KPK langsung bekerja melakukan pemberantasan korupsi.

Seiring dengan eksistensi KPK yang telah 11 (sebelas) tahun berdiri,
KPK dihadapkan pada dinamika kelembagaan, termasuk kebutuhan Penyidik
KPK yang direkrut dari luar Kepolisian mengingat kompleksitas perkara korupsi
yang ditangani KPK. Rekrutmen Penyidik KPK juga akan melepaskan tali
ketergantungan KPK terhadap Kepolisian dan secara khusus menghilangkan
beban Kepolisian untuk selalu memenuhi permintaan personil Penyidik di KPK
yang notabene Kepolisian sendiri masih membutuhkan dukungan personil
yang banyak untuk melaksanakan tupoksinya.

Pada saat ini tantangan pemberantasan korupsi juga semakin berat,
baik dari sisi beban pekerjaan maupun kompleksitas pekerjaan, pola tindak
pidana korupsi di berbagai sektor semakin rumit dan membutuhkan
spesialisasi penyidik yang handal dan kompeten di sektor tersebut, beberapa
variable yang mempengaruhi antara lain:

- Jumlah pengaduan TPK yang besar

- Pola TPK yang semakin kompleks dan canggih

- Jenis/bidang terjadinya TPK yang semakin meluas

- Jumlah personel (SDM) KPK khususnya Penyidik yang sedikit bila
dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditanganinya. Padahal
agar dapat menjalankan tugas dengan efektif, badan anti-korupsi
seharusnya memiliki dukungan sumber daya yang memadai untuk
menjalankan misinya.

- Bahwa modus tindak pidak pidana korupsi sudah terjadi diberbagai sektor
sehingga dibutuhkan penyidik yang memiliki spesialisasi/keahlian dibidang
tertentu dan tidak terbatas pada satu bidang keilmuan saja dalam hal ini
bidang hukum.

B. Dasar Hukum Penyidik KPK

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU-KPK) memberikan kewenangan kepada KPK
untuk mengangkat “Penyidik” KPK sendiri. Pentingnya memiliki Penyidik KPK
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(independent) pada hakikatnya dimungkinkan menurut Pasal 45 UU-KPK,

disebutkan:

(1) Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang
diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi
penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diperoleh empat unsur Penyidik,
yaitu:

(1) Penyidik adalah penyidik pada KPK, bukan penyidik pada lembaga lain,

(2) Penyidik tersebut diangkat oleh KPK,

(3) Sebagai konsekuensi dari diangkat oleh KPK, Penyidik juga diberhentikan
oleh KPK,

(4) Penyidik tersebut melaksanakan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana
korupsi.

Memang dalam Pasal 39 ayat (2) UU KPK menegaskan: “Penyelidik,
penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan
sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai
pada KPK”. Namun, ketentuan ini dibuat pembuat UU KPK saat itu karena
tidak mungkin KPK yang baru dibentuk boleh saja memiliki Penyidik Internal
atau Penyidik sendiri. Oleh karena itu, secara tersirat pembuat UU KPK
memberi ruang bagi KPK melalui Pasal 45 ayat (1) UU KPK untuk merekrut
penyidik sendiri. Ketentuan ini dapat menjadi dasar bagi KPK untuk merekrut
penyidik sendiri, dan pelaksanaannya dapat didasarkan pada Peraturan
Pimpinan KPK.

Mengacu pada analisis dan ketentuan tentang keberadaan penyelidik
dan penyidik KPK, ternyata tidak terdapat ketentuan boleh-tidaknya KPK
merekrut tenaga penyelidik dan penyidik dari unsur di luar Kepolisian dan di
luar Kejaksaan. Dalam rangka mendukung pandangan tersebut, diuraikan hal-
hal sebagai berikut:

Pertama, Konsideran Menimbang huruf a dan huruf b UU-KPK secara tegas

menekankan:

a. bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang
belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan

tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan
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berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara,
perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;

b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum
berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana
korupsi.

Kedua, pegawai KPK merupakan pelaksana tugas, hal ini ditegaskan dalam

Pasal 21 ayat (1) huruf-c UU KPK, sebagai berikut:

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (KPK)

sebagai Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun) terdiri
atas: “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas”.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa “pegawai” yang diangkat oleh KPK
merupakan “pelaksana tugas-tugas KPK” yang diberikan oleh Pasal 6 UU-
KPK. Namun, pegawai dimaksud hanya melaksanakan tugas-tugas KPK yang
tidak menimbulkan “wewenang” seperti ditegaskan pada Pasal 7 sampai
dengan Pasal 14 UU-KPK. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran
pelaksanaan tugas KPK sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 6 UU-KPK
yang dalam pelaksanaannya melahirkan suatu “wewenang” yang tidak
diberikan kepada pegawai KPK.

Kemudian Pasal 24 ayat (2) UU KPK menegaskan:

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya

diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan di atas merupakan “persyaratan” yang disebutkan secara
eksplisit dalam UU KPK, bahwa seseorang yang diangkat menjadi pegawai
KPK harus memiliki “keahlian” di bidangnya yang dibutuhkan KPK dalam
pelaksanaan tugas-tugasnya. Mengenai syarat dan tata cara pengangkatan
pegawai KPK diatur dengan Keputusan KPK [Pasal 24 ayat (3) UU KPK].
Salah satu pegawai yang dimaksud “pegawai KPK” adalah “penyelidik,
penyidik, dan penuntut umum” dari kepolisian dan kejaksaan, sebagaimana
dimaksud Pasal 39 ayat (3) UU-KPK, bahwa:

“Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi

Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan

kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. “
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Menjadi pertanyaan, apakah hanya dari kepolisian dan kejaksaan yang

diangkat sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum (sebagai pegawai
KPK), sehingga menutup kemungkinan dari luar kepolisian dan kejaksaan
diangkat sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum ?
Ketiga, konstruksi hukum (analogi) terhadap prasyarat pimpinan KPK.Dalam
ketentuan Bab V UU KPK yang mengatur tentang Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi, yang diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34,
pada dasarnya dapat dijadikan alasan untuk melihat keberadaan penyelidik
dan penyidik serta penuntut umum. Pasal 29 huruf d UU KPK menentukan,
bahwa untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
harus memenuhi persyaratan “berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang
memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun
dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan’.

Berdasarkan ketentuan di atas, karena Pimpinan KPK juga merupakan
penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang terdiri dari berbagai unsur
dalam masyarakat, maka dalam pengisian pegawai yang melaksanakan tugas
KPK di bidang penyelidikan dan penyidikan dimungkinkan ada yang berasal
dari unsur non-polisi dan non-jaksa. Kalau kemudian dipaksakan hanya
berasal dari polisi dan jaksa tidak sejalan keberadaan pimpinan KPK yang juga
merupakan penyelidik dan penyidik.

Untuk lebih menjelaskan apa yang menjadi masalah di atas, perlu
menafsirkan konsiderans dan substansi pasal-pasal yang mengatur
pengangkatan pelaksana tugas KPK khususnya penyidik KPK sebagai berikut:
- Interpretasi Sosiologis atau Teologis

Menurut Sudiko Mertokusumo (1996), interpretasi sosiologis atau
teologis ini terjadi apabila makna Undang-Undang itu ditetapkan
berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan
disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan
Undang-Undang yang sudah usang dugunakan sebagai sarana untuk
memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi sekarang. Metode
ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat
ditafsirkan dengan pelbagai cara.

Korupsi sudah menjadi akar dari segala kejahatan (root of all evil) di

negeri ini. Hampir semua proses hukum diwarnai praktik korupsi, mulai pada
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tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada proses pengadilan. Hasil riset
yang dilakukan Partnership for Governance Reform (Suara Pembaruan,
26/9/2004) menyimpulkan bahwa institusi penegak hukum merupakan salah
satu sektor yang terkorup di Indonesia sehingga menimbulkan lemahnya
penegakan hukum yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan
pembangunan nasional. Hampir seluruh sektor (publik dan swasta)
terancam oleh cengkeraman korupsi.

Terkait dengan sejumlah kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja
Negara/Daerah (APBN/D) setiap tahun yang diduga dilakukan oleh eksekutif
dan legislatif, menunjukkan korupsi sudah begitu membahayakan
kelangsungan pembangunan nasional. Apabila pembangunan tidak jalan,
sudah barang tentu para koruptor yang tidak terjangkau hukum telah
merampas hak-hak sosial dan ekonomi rakyat untuk menikmati hasil
pembangunan. Oleh sebab itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi
hendaknya memiliki paradigma baru, yaitu paradigma hak asasi manusia
(HAM) sekaligus memotivasi rakyat melakukan jihad antikorupsi. Paradigma
HAM terhadap pemberantasan korupsi hendaknya terus digelorakan
dengan pemahaman, bahwa perilaku korupsi merupakan pelanggaran HAM
karena hak-hak rakyat terhadap anggaran negara yang akan digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat dikorupsi oleh para
koruptor.

Hal tersebut ditegaskan di dalam pertimbangan pembentukan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU Korupsi Tahun 2001), bahwa korupsi termasuk pelanggaran
hak-hak ekonomi sosial rakyat. Filosofi digolongkannya korupsi sebagai
pelanggaran HAM di dalam pertimbangan UU Korupsi Tahun 2001, karena
dana pembangunan yang dikorupsi dapat digunakan membangun lapangan
kerja dan fasilitas umum untuk memenuhi hak ekonomi dan hak sosial
rakyat, tetapi karena dikorupsi sehingga hak-hak tersebut tidak dinikmati
rakyat. Hak ekonomi dan hak sosial rakyat merupakan generasi kedua
HAM, sehingga para pelaksana hukum tidak boleh setengah hati

memproses para koruptor.

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



80

Fenomena yang berkembang dalam masyarakat di atas menjadi
salah satu rujukan konsideran “menimbang” dalam UU KPK, bahwa
‘lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum
berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana
korupsi”. Karena aparat penegak hukum belum berfungsi sebagaimana
yang diharapkan, harapan dan keinginan masyarakat untuk membentuk
KPK yang independen dan bebas dari kekuasaan mana pun perlu dijadikan
pertimbangan sosiologis dalam merekrut pegawai pelaksana tugas KPK
untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan asumsi di atas, secara filosofis dan sosiologis pegawai
pelaksana tugas penyidikan semestinya tidak terbatas dari aparat
kepolisian, tetapi dari warga masyarakat yang memiliki keahlian di bidang
tertentu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU KPK yang
menyebutkan bahwa “penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang
menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi
kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi
Pemberantasan Korupsi”.

Interpretasi Sistematis

Dalam penafsiran sistematis, Bahwa hukum dilihat sebagai satu
kesatuan, tidak sebagai sistem peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai
bagian dari satu sistem. Menafsirkan peraturan perundang-undangan
dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau Undang-Undang
lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkan undang-undang
tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau
sistem hukum.

Menafsirkan ketentuan UU KPK yang mengatur keberadaan penyidik
pada KPK yang dikaji secara sistematis, harus melihatnya sebagai bagian
dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Interpretasi sistematis harus memaknai semua ketentuan secara utuh, tidak
terpisah, dan antara satu dengan yang lainnya terangkum dalam satu
kesatuan sistem.Kewajiban utama pembuat Undang-Undang harus
memberi makna atas peraturan perundang-undangan agar memenuhi

tuntutan praktik dalam kehidupan hukum.
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Keberadaan penyelidik dan penyidik ternyata tidak diatur secara
tegas bahwa harus berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Misalnya, Pasal
43 ayat (1) UU KPK hanya menegaskan pengangkatan dan pemberhentian
penyelidik yang dilakukan oleh KPK. Begitu pula, Pasal 45 ayat (1) UU-KPK
mengenai penyidik juga tidak menegaskan bahwa penyidik berasal dari
kepolisian dan kejaksaan. Dasar hukum penunjukan polisi sebagai pegawai
yang melaksanakan tugas-tugas KPK di bidang penyelidikan dan penyidikan
memang terdapat pada Pasal 39 ayat (3) UU KPK, tetapi hanya menunjuk
pada pemberhentian sementara dari instansinya (kepolisian). Hal ini dapat
diinterpretasikan bahwa penyelidik dan penyidik bukan hanya berasal dari
kepolisian, karena Pasal 43 dan Pasal 45 UU KPK tidak secara tegas
menunjuk penyelidik dan penyidik berasal dari kepolisian.

Berbeda dengan keberadaan penuntut umum, yang secara tegas
diatur dalam Pasal 51 ayat (3) UU KPK, bahwa penuntut umum pada KPK
adalah jaksa penuntut umum. Jaksa menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 16
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia adalah “Pejabat fungsional yang diberi
wewenang oleh UU untuk bertindak terutama sebagai penuntut umum dan
pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dalam perkara pidana”.

Interpretasi Ekstensif -

Suatu metode penafsiran dengan melakukan perluasan pengertian
sebagaimana yang diatur dalam suatu undang-undang secara gramatikal.
Secara eksplisit ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU-KPK menunjuk kepolisian
dan kejaksaan, tetapi secara implisit (tersirat) tidak menutup peluang
kalangan masyarakat atau unsur di luar kejaksaan dan kepolisian menjadi
pegawai yang melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan pada KPK.
Dikaji secara luas, substansi pasal tersebut hanya menunjuk bagaimana
memberhentikan sementara para penyelidik, penyidik, dan penuntut umum
dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK.
Bukan menutup kemungkinan merekrut warga masyarakat untuk menjadi
penyelidik dan penyidik KPK. Maksud Pasal 39 ayat (3) UU-KPK dalam kata
‘yang menjadi pegawai KPK” dapat diperluas, bahwa “khusus” pegawai

KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan.
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Dengan demikian, dapat diperluas (penafsiran ekstensif) maknanya bahwa
kalangan masyarakat yang kapabel dalam melakukan penyelidikan dan
penyidikan dapat pula diangkat menjadi pegawai pelaksana tugas-tugas
KPK.

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU-KPK menyatakan bahwa pegawai
KPK adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat
sebagai pegawai pada KPK. Kata “karena keahliannya” berarti harus sudah
ahli terlebih dahulu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
tindak pidana korupsi yang diangkat sebagai pegawai pelaksana tugas KPK
di  bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Untuk
mengantisipasinya, warga masyarakat yang akan diangkat menjadi pegawai
pelaksana tugas KPK di bidang penyelidikan dan penyidikan tidak langsung
dilantik, tetapi dibina dan dididik terlebih dahulu agar profesi penyelidikan
dan penyidikan dikuasai dengan baik. Calon penyelidik dan penyidik dari
kalangan masyarakat tidak disamakan proses pengangkatannya dengan
calon dari kepolisian yang langsung diangkat karena dianggap telah ahli
atau profesional di bidangnya.

Berdasarkan penjelasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan
bahwa Penyelidik dan Penyidik KPK tidak hanya direkrut dari kepolisian dan
kejaksaan, melainkan juga dari profesi lain yang ada dalam masyarakat.
Artinya, KPK dapat merekrut penyidik sendiri yang bukan berasal dari
kepolisian dan kejaksaan.

Bahwa selain intepretasi tersebut di atas, kewenangan KPK
mengangkat penyidik baik yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan
maupun yang bukan berasal dari kepolisan dan kejaksaan telah diterima
oleh Peradilan Umum yang dimohonkan melalui praperadilan maupun
perkara pokok sebagaimana putusan-putusan Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

No Putusan Isi Pertimbangan Keterangan

Nomor Menimbang bahwa karena jelas di | Halaman
18/Pid.Prap/2015/ dalam Pasal 45 UU KPK|115-116
PN.Jkt. Sel.  An. | dinyatakan: penyidik adalah
Suroso Atmomartoyo | penyidik pada KPK yang diangkat
tanggal 14 April 2015 | dan diberhentikan oleh KPK.
Sehingga penyidik di KPK tidak
harus pejabat dari POLRI
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sehingga KPK sebagai Lembaga
Negara sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 diberi
wewenang untuk mengangkat
penyidik independen untuk
melaksanakan tugas dan
wewenangnya yang bersifat
independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun;

Menimbang, bahwa ketentuan
dalam Pasal 39 ayat (3) UU KPK
yang berbunyi: “Penyelidik,
penyidik dan penuntut umum yang
menjadi pegawai pada KPK
diberhentikan = sementara  dari
instansi Kepolisian dan Kejaksaan
selama menjadi pegawai KPK’,
merupakan ketentuan yang
mensyaratkan  jika  penyelidik,
penyidik dan penuntut umum yang
berasal dari instansi Kepolisian
dan kejaksaan akan menjadi
penyelidik KPK maka penyidiik
tersebut  harus  diberhentikan
sementara dari instansi Kepolisian
dan Kejaksaan;

Menimbang bahwa ketentuan
Pasal 38 ayat (2) UU KPK
menyebutkan:

“ketentuan sebagaimana
dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU
Nomor 8 Tahun 1981 tentang
KUHAP tidak berlaku bagi
penyidik tindak pidana korupsi
sebagaimana ditentukan dalam
UU ini” sehingga penyidik KPK
dalam pelaksanaan tugasnya tidak
perlu dibawah koordinasi dan
pengawasan penyidik Polri.

Nomor
55/Pid.Prap/2015/
PN.Jkt.Sel. an. Dr.
[lham Arief
Sirajudin,MM. tanggal
9 Juli 2015

Menimbang, bahwa berkaitan
dengan masalah ini Hakim
Praperadilan mempertimbangkan
menunjuk Pasal 21 ayat (4) UU
Nomor 30 Tahun 2002 tentang
KPK  menyatakan:  “Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi”
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a adalah “penyidik dan
penuntut umum” selanjutnya pada
Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 30

Halaman 78
s/d 80
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Tahun tentang KPK yang
menyatakan:’Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi
sebagaimana dimaksud Pasal 21
ayat (1) huruf c¢ adalah warga
negara Indonesia yang karena
keahliannya diangkat sebagai
pegawai pada Komisi
Pemberantasan Korupsi’;

Menimbang, bahwa dalam Pasal
38 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun
2002 tentang KPK menyatakan:
“ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara
Pidana tidak berlaku bagi penyidik

tindak pidana korupsi
sebagaimana ditentukan dalam
undang-undang inf” Bahwa

ketentuan Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara
Pidana yang dinyatakan tidak
berlaku yaitu: “penyidik ....dalam
melaksanakan tugasnya berada di
bawah koordinasi dan
pengawasan Penyidik tersebut
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
(Penyidikan adalah Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia) maka
selanjutnya diatur dalam Pasal 39
ayat (3) UU Nomor 30 tahun 2002
tentang KPK yang menyatakan:
“Penyelidik, penyidik, dan
penuntut umum yang menjadi

pegawai pada Komisi
Pemberantasan Korupsi,
diberhentikan  sementara  dari
instansi kepolisian dan
kejasaksaan  selama  menjadi
pegawai padan Komisi

Pemberantasan Korupsi”

Hal ini dimaksudkan penyelidik
atau penyidik dan penuntut umum
hanya fokus untuk melaksanakan
tugas pada Komisi
Pemberantasan Korupsi tidak lagi
berada di bawah koordinasi dan
pengawasan Penyidik POLRI;
Menimbang, bahwa ketentuan
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Pasal 26 Bab IV UU Tipikor
selengkapnya berbunyi
“penyidikan,  penuntutan  dan
pemeriksaan disidang Pengadilan
terhadap tindak pidana korupsi,
dilakukan berdasarkan Hukum
Acara Pidana yang berlaku kecuali
ditentukan lain dalam UU ini”. Hal
ini  menegaskan bahwa UU
Tipikor merupakan lex spesialis
dari KUHAP, sehingga ketentuan
yang mengatur tentang proses
penyidikan dan penuntutan serta
pemeriksaan di sidang pengadilan
dalam hukum acara pidana yang
berlaku yaitu KUHAP dapat

disimpangi berdasarkan
ketentuan Pasal 26 UU Tipikor
tersebut.

Menimbang, bahwa dengan
diaturnya ketentuan Khusus
tentang penyelidik, penyidik dan
penuntut umum dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002,
maka kententuan penyelidik dalam
Pasal 4 KUHAP, penyidik dalam
Pasal 6 KUHAP, dan penuntut
umum dalam Pasal 13 KUHAP
dikesampingkan berdasarkan
penerapan asas “‘Lex Spesialis
Derogat Legi Generalis”;

Menimbang, bahwa berkenaan
dengan ketentuan khusus dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 terkait dengan penyelidik,
penyidik, dan penuntut umum
diatur dalam ketentuan Pasal 43
ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1)
dan (2) serta Pasal 51 ayat (1),
(2), dan (3) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa karena telah
jelas di dalam Pasal 43 ayat (1)
UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang
KPK. “Penyelidik adalah
Penyelidik pada Komisi
Pemberantasan Korupsi yang
diangkat dan diberhentikan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi”,
dan Pasal 45 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002
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tentang KPK: penyidik adalah
penyidik pada KPK yang diangkat
dan diberhentikan oleh KPK,
sehingga penyidik di KPK tidak
harus pejabat dari POLRI
sehingga KPK sebagai Lembaga
Negara sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 diberi
wewenang untuk mengangkat

Penyelidi, Penyidik dan
Penuntut Umum untuk
melaksanakan tugas dan

wewenangnya yang bersifat
independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun.

Putusan Sela Nomor
17
PID.SUS/TPK/2015/P
N.DPS an. H. Zaini
Arony Tanggal 15
Juni 2015

Menimbang, bahwa terhadap
keberatan penyelidik penyidik dan
penuntut umum pada KPK
diberhentikan  sementara dari
Kepolisian dan Kejaksaan, dan
KPK tidak berwenang untuk
mengangkat penyelidik, penyidik
dan penuntut umum, dalam hal ini
Majelis Hakim sependapat dengan
JPU yang mendalilkan bahwa
KPK sebagai lembaga independen
dan sebagai state regulatory
agency secara atributif diberi
wewenang oleh UU  untuk
mengangkat dan memberhentikan
Penyelidik dan Penyidik sendiri
sebagaimana diatur dalam Pasal
43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1)
UU KPK yang menegaskan bahwa
Penyelidik dan Penyidik adalah
Penyelidik dan Penyidik pada KPK
yang diangkat dan diberhentikan
oleh KPK. Sedangkan bagian
penjelasan Pasal 43 ayat (1) dan
Pasal 45 ayat (1) UU KPK pun
hanya mentebutkan “cukup jelas”;
Bahwa kewenangan KPK
mengangkat Penyelidik dan
Penyidik sendiri, pendapatnya
tersebut didasarkan hanya dengan
mengaitkan Pasal 43 ayat (1) dan
Pasal 45 ayat (1) UU KPK jika
dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (3)
UU KPK yang berbunyi bahwa
“‘penyelidik, penyidik dan

Halaman
42-43
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penununut umum yang menjadi
pegawai pada KPK, diberhentikan
sementara dari instansi Kepolisian
dan Kejaksaan selama menjadi
pegawai pada KPK’, seharusnya
ketentuan Pasal 39 ayat (3)
Undang-Undang a quo diletakkan
dalam konteks kelahiran dan
tujuan dibentuknya KPK. Yakni
antara lain  untuk menjaga
independensi dan mencegah
terjadinya konflik  kepentingan
(conflict on intersest) serta
dikhawatirkan adanya loyalitas
ganda (double loyality), sehingga
bagi penyelidik, penyidik dan
penuntut umum yang berasal dari
Kepolisian dan Kejaksaan perlu
diberhentikan  sementara  dari
instansi asalnya, yang selanjutnya
untuk dapat menajdi penyelidik,
penyidik dan penuntut umum di
KPK maka mereka harus diangkat
oleh KPK, penafsiran bahwa
penyelidik dan penyidik KPK harus
dari Kepolisian adalah pendapat
yang sepenuhnya tidak tepat;
mengingat Pasal 43 ayat (1) dan
Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang
sudah secara tegas memberikan
kewenangan KPK untuk
mengangkat dan memberhentikan
penyelidik dan penyidiknya
sendiri;

Bahwa terhadap dalil yang
mempersoalkan  otoritas KPK
untuk mengangkat penyelidik dan
penyidik sendiri dengan alasan
bertentangan dengan Pasal 1 ayat
(1), Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1)
huruf a KUHAP yang mengatur
bahwa penyelidik dan penyidik
adalah polisi. Satu hal yang perlu
diingat bahwa KUHAP bukanlah
satu-satunya rujukan di dalam
penegakan hukum pidana formal,
apa yang belum atau tidak diatur
KUHAP tidak dapat dimaknai
sebagai suatu yang dilarang.
Sebagai perbandingan,
kewenangan jaksa sebagai
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penyidik dalam perkara tindak
pidana tertentu dapat dijumpai
pada Pasal 30 huruf d UU Nomor
16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan, namun kewenangan
yang sama tidak ditemukan dalam
ketentuan KUHAP. Hal demikian
tentu saja dapat diartikan Jaksa
tidak  berwenang melakukan
penyidikan karena tidak sesuai
dengan KUHAP. Dengan demikian
membaca UU seyogyanya tidak
saja terhadap teks gramatikal
semata, namun juga perlu
difahami orisinil (original intent)
dari pembuat UU tersebut.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KPK
berwenang mengangkat dan memberhentikan penyidik baik yang berasal

dari kepolisian maupun non kepolisian.

C. Urgensi Penyidik KPK

Paling tidak ada lima hal yang menjadikan urgensi pengangkatan
penyidik KPK baik yang berasal dari kepolisian maupun non kepolisian:

Pertama, ketentuan Pasal 45 Undang-Undang KPK memberi
kewenangan kepada KPK untuk mengangkat penyidik.

Kedua, untuk meminimalisir adanya benturan kepentingan apabila KPK
menangani perkara yang melibatkan aparat penegak hukum dalam kasus
tindak pidana korupsi.

Ketiga, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas jika fungsi
penyidikan yang berada dalam satu tangan dilakukan oleh sumber daya yang
benar-benar independen sehingga bebas intervensi dari pihak manapun.

Keempat, terkait dengan beban perkara. Jika beban perkara yang
begitu banyak di KPK, sedangkan keberadaan penyidik masih tergantung
pada institusi lain (dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan) akan mengganggu
efektivitas pelaksanaan tugas karena pembatasan masa tugas, sehingga
mereka harus kembali ke institusi masing-masing padahal sedang menangani
perkara korupsi yang tengah berjalan, maka pergantian personil penyidik akan
menghambat kelancaran penanganan perkara.

Kelima, Pemerintah dan DPR telah meratifikasi United Nations

Covention Against Corruption (UNCAC) dengan Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 2006. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut tanpa syarat (reservasi).
Artinya, semua kewajiban yang diatur dalam konvensi tersebut harus ditaati
oleh state party (negara peserta) termasuk Indonesia. Pasal 6 dan Pasal 36
UNCAC mengatur adanya badan khusus di bidang pencegahan dan
penegakan hukum yang independen dan terlepas dari pengaruh institusi
lainnya untuk menangani korupsi. Dalam konteks Indonesia, KPK adalah

lembaga yang tepat.

KESIMPULAN

1.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, KPK adalah
lembaga yang penting secara konstitusional (constitutionally Important).
Permohonan Pemohon bukan objek permasalahan yang diperiksa oleh
Mahkamah Konstitusi karena materi permohonan merupakan permasalahan
yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang (constitutional complaint).
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam
mengajukan permohonan Undang-Undang a quo.

KPK berwenang untuk mengangkat Penyidik Tindak Pidana Korupsi yang
berasal dari Kepolisian maupun non-Kepolisian karena sejak awal pembentuk
undang-undang mendesain KPK sebagai lembaga yang mandiri sehingga
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun. Sehingga ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK terkait Penyidik tidak
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU KPK memberikan kepastian hukum dan tidak
bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon, KUHAP, dan sesuai
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

KETERANGAN TAMBAHAN PIHAK TERKAIT

Sebagaimana persidangan pada tanggal 13 Oktober 2015, Majelis Hakim

Konstitusi mengajukan pertanyaan baik kepada Pemerintah maupun kepada Pihak

Terkait KPK. Terhadap Pihak Terkait KPK pada pokoknya terdapat 4 pertanyaan

yang disampaikan sebagai berikut:

1.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU KPK “brevet’ penyidik sebagaimana
ketentuan Pasal 6 KUHAP harus tetap melekat pada penyidik KPK. Disatu sisi
KPK merekrut penyidik dari Kepolisian, disisi lain KPK merekrut penyidik
sendiri. Hal ini menjadi tumpang tindih. KPK harus tegas dalam merekrut
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Penyidiknya, dari Kepolisian atau Non Kepolisian, bagaimana KPK
menjelaskan mengenai hal ini?

2. Apa latar belakang kebijakan KPK yang tidak memberikan penangguhan
penahanan padahal dalam ketentuan Pasal 31 KUHAP dapat dimungkinkan
untuk diberikan, sehingga kebijakan tidak memberikan penangguhan
penahanan dapat diartikan sebagai juga sebagai bentuk pelanggaran HAM?

3. Apa dasar alasan KPK yang menangguhkan penahanan itu karena alasan
telah mengganggu kepentingan umum?

4. Bagaimana tindakan KPK jika ada tahanan yg sakit, ada pernikahan anak,
atau keluarga yang meninggal?

Sebelum menyampaikan tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut di

atas, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan perubahan atas tanggapan

yang telah kami sampaikan dan bacakan pada tanggal 13 Oktober 2015, yaitu
pada Bagian lll angka 2 Tanggapan yang berbunyi:

“2. Bahwa sebagaimana dalil PEMOHON yang menyatakan memiliki kedudukan

hukum (legal standing) selaku perorangan warga negara Indonesia, dalam

permohonan uji materiil a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU

MK, dengan alasan bahwa hak konstitusional PEMOHON telah dirugikan dengan

berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal

69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 95 UU TPPU.”

Menjadi:

“2. Bahwa sebagaimana dalil PEMOHON yang menyatakan memiliki kedudukan

hukum (legal standing) selaku perorangan warga negara Indonesia, dalam

permohonan uji materiil a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU

MK, dengan alasan bahwa hak konstitusional PEMOHON telah dirugikan dengan

berlakunya ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) UU KPK.”

Tterhadap ke-4 (empat) pertanyaan yang disampaikan Majelis Hakim dapat kami

tanggapi sebagai berikut:

I.  KPK Berwenang Mengangkat Penyidik Baik Dari Kepolisian Maupun

Non-Kepolisian

Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada keterangan KPK tanggal
13 Oktober 2015 yang lalu, bahwa bersamaan dengan dibentuknya KPK
sebagai lembaga baru telah melahirkan harapan masyarakat yang begitu

besar terhadap KPK untuk segera melaksanakan fungsinya melakukan
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pemberantasan korupsi. Disisi lain KPK sebagai lembaga baru, belum
memiliki struktur maupun infrastrutur yang memadai terutama terkait sumber
daya manusia. Menghadapi kondisi tersebut, maka KPK dalam waktu singkat
dituntut untuk menciptakan sistem kerja yang memadai dengan dukungan
sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Menghadapi
keadaan tersebut maka jalan pintas yang paling mungkin dilakukan adalah
dengan merekrut tenaga-tenaga profesional yang telah siap pakai. Terkait
dengan bidang penindakan, maka rekrutmen diambil dari tenaga penyelidik

Kepolisian sedangkan penuntutan adalah Jaksa Penuntut Umum yang hanya

terdapat di Kejaksaan.

Seiring dengan eksistensi KPK yang telah 11 (sebelas) tahun berdiri,
KPK dihadapkan pada dinamika kelembagaan, termasuk kebutuhan Penyidik
KPK yang direkrut dari luar Kepolisian mengingat kompleksitas perkara
korupsi yang ditangani KPK. Pola tindak pidana korupsi di berbagai sektor
semakin rumit dan membutuhkan spesialisasi penyidik yang handal dan
kompeten di sektor tersebut, jumlah perkara yang makin meningkat serta
modus tindak pidak pidana korupsi sudah terjadi diberbagai sektor sehingga
dibutuhkan penyidik yang memiliki spesialisasi/keahlian dibidang tertentu dan
tidak terbatas pada satu bidang keilmuan saja dalam hal ini bidang hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut maka sejak tahun 2013, KPK mulai
melakukan rekrutmen penyidik dari Non-Kepolisian, adapun yang menjadi
alasan dan dasar hukum dilaksanakan rekrutmen tersebut adalah:

1. Untuk kepentingan managemen organisasi yang ideal, maka setiap
organisasi harus memiliki kemampuan sendiri untuk mengembangkan
struktur dan infrastrukturnya, termasuk melakukan perencanaan pegawai.
Artinya KPK sebagai sebagai organisasi sudah seharusnya mempunyai
kewenangan untuk merekrut pegawainya secara bebas tanpa tergantung
dengan institusi lain, hal ini penting agar KPK dapat melakukan
perencanaan organisasi/perencanaan kepegawaian (forecasting) yang
baik. Dapat dibayangkan apabila KPK harus bergantung kepada instansi
tertentu, misalnya Kepolisian untuk memenuhi pegawainya, maka
perencanaan pegawai untuk jangka menengah atau jangka panjang tentu
akan sulit tercapai karena instansi lain tentu tidak tunduk pada

perencanaan yang dibuat oleh KPK.
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2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sangat tegas
menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun. Dengan demikian seluruh upaya,
strategi dan pengembangan organisasi KPK haruslah diarahkan untuk
mendorong independensi KPK. Melaksanakan rekrutmen pegawai
Penyidik dari Non-Kepolisian adalah salah satu bentuk strategi dan
pengembangan organisasi dalam meningkatkan kemandirian dan
independensi KPK.

3. Dasar kewenangan pengangkatan penyidik KPK diatur dalam Pasal 45 UU
KPK, dalam ketentuan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa KPK
berwenang mengangkat dan memberhentikan penyidiknya, tidak ada
batasan darimana KPK dapat merekrut penyidik, kalau kita bandingkan hal
ini sangat berbeda dengan Penuntut yang diatur dalam Pasal 51 UU KPK.
Pasal 51 ayat (3) UU KPK menyatakan secara tegas bahwa Penuntut
adalah Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian adalah tidak mungkin
bagi KPK untuk merekrut Penuntut Umum yang bukan Jaksa. Hal ini
sangat berbeda dengan ketentuan pengangkatan Penyidik yang tidak
memberikan batasan tertentu, bahkan lebih jauh Pasal 38 ayat (2) UU KPK
menegaskan bahwa penyidik KPK tidak perlu berkoordinasi dengan
penyidik dari Kepolisian dengan demikian Penyidik KPK tidak termasuk
lingkup Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Berbagai ketentuan ini
memberikan gambaran bahwa pembuat Undang-Undang memang
bermaksud mendorong KPK menjadi lembaga yang benar-benar mandiri
dan independen sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.
Pedoman utama dalam melakukan rekrutmen pegawai termasuk Penyidik
KPK diatur dalam Pasal 24 UU KPK, dalam ketentuan tersebut dinyatakan
jelas bahwa Pegawai KPK harus merupakan warga negara Indonesia
(WNI) dan memiliki keahlian pada bidangnya, sedangkan mengenai syarat
dan tatacaranya Undang-undang mendelegasikan pengaturannya pada
keputusan KPK.

4. Bahwa rekrutmen Penyidik yang berasal dari Kepolisian, tidak secara

otomatis dapat langsung bertugas sebagai Penyidik. Untuk menjadi
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Penyidik di KPK diperlukan Surat Keputusan Pimpinan KPK karena KPK

sebagai Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan

manapun (vide Pasal 3 UU KPK) yang mempunyai hukum acara tersendiri

dan aturan kepegawaian tersendiri (Self regulatory body) sehingga dapat

menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan

tugas dan wewenangnya (vide Pasal 25 UU KPK).

. Sebagai tindak lanjut dari UU KPK Pemerintah telah mengeluarkan PP 63

Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK (PP

SDM KPK) yang salah satunya mengatur mengenai Pegawai Negeri yang

Dipekerjakan di KPK setelah diberhentikan sementara dari instansi

asalnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (3) UU KPK.

Dalam PP SDM KPK diatur mengenai:

- Pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK (vide Pasal 3 huruf b)

- Syarat untuk dipekerjakan di KPK [vide Pasal 5 ayat (1)].

- Pegawai Negeri yang Dipekerjakan tidak kehilangan statusnya sebagai
pegawai negeri [Pasal 5 ayat (2)].

- Masa penugasan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan [Pasal 5 ayat (3)].

- Pembinaan kepangkatan (Pasal 6).

- Termasuk mengatur mengenai alih status Pegawai Negeri yang
Dipekerjakan menjadi pegawai tetap (vide Pasal 7 PP SDM KPK):

(1) Pegawai Negeri yang Dipekerjakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b dapat beralih status kepegawaiannya
menjadi pegawai tetap sesuai dengan persyaratan dan tata

cara yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi.

(2) Pegawai Negeri yang telah diangkat menjadi Pegawai Tetap
pada Komisi diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP SDM, KPK menetapkan Peraturan
Komisi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Alih Status Kepegawaian
Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan pada KPK Menjadi Pegawai Tetap.
Ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi KPK untuk mengangkat
penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri yang akan beralih status

menjadi pegawai tetap KPK.
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6. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Roadmap KPK tahun 2012-
2015, KPK berencana mengangkat Penyidik dengan status Pegawai Tetap
dan Pegawai Negeri yang dipekerjakan (vide Pasal 3 PP MSDM KPK).

7. Rekrutmen penyidik KPK dari Non-Kepolisian telah dilaksanakan sejak
tahun 2013. Penyidik-penyidik tersebut direkrut dari internal KPK atau
mereka yang sebelumnya telah menjadi pegawai KPK. Rekrutmen internal
dibuka dengan seleksi yang ketat dan menggunakan tim seleksi dari
konsultan independen. Pegawai KPK yang mengikuti seleksi umumnya
juga telah bekerja pada bidang yang relevan seperti unit pengaduan
masyarakat, penyelidikan, pelacakan aset, background auditor pada unit
LHKPN, dll. Pegawai KPK yang saat ini telah menjadi penyidik dari Non-
Kepolisian tersebut juga pernah mejalani pelatihan (induksi) di AKPOL,
telah mengikuti berbagai pelatihan khusus antara lain, audit invenstigasi,
investigasi, pelacakan aset, administrasi penyidikan, anti-money laudering,
induksi penyidik di Mega Mendung, bahkan beberapa telah mengikuti
pelatihan khusus di FBI maupun ICAC Hongkong.

Perbandingan Rekruitmen Penyidik di Lembaga/Kementerian lain

Bahwa ketentuan yang berbeda mengenai Penyidik selain terdapat
dalam UU KPK, juga terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-
undangan sebagai berikut:

a. Penyidik BNN sesuai Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika yang menyatakan “Untuk keperluan penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian
Negara RI, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil, ... dst

b. Penyidik Pelayaran TNI-AL sesuai Pasal 282 ayat (1) UU Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan “Selain penyidik
pejabat polisi Negara Rl dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik”, dalam
penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan penyidik lainnya
adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Laut.
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c. Perwira TNl AL sebagai Penyidik, berdasar pada ketentuan Pasal 73
ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan: Penyidikan tindak
pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

d. Penyidik PNS Kehutanan sesuai Pasal 77 UU Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menyatakan:

(1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ruang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana

e. Penyidik PNS di Bidang Lingkungan Hidup sesuai Pasal 40 UU Nomor
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi
pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku.

f. Penyidik PNS HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) sesuai Pasal 71 UU
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan:

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan
Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Hak Cipta.

g. Penyidik PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur
dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Bab XV Pasal 112
yang menyatakan:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
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Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
kepabeanan

h. Penyidik PNS di Bidang Pasar Modal sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal Bab Xlll Pasal 101 ayat (2), Pejabat PNS
tertentu di lingkungan Badan Pengelola Pasar Modal (BAPEPAM) diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang pasar modal berdasarkan ketentuan dalam KUHAP.

i. Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan:
"vang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari
instansi yang oleh UU diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan
yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Direktorat Jenderal Pajak dan
Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan RI”. Penyidik
tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian
uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak
pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal
sesuai kewenangannya.

j- Penyidik Tindak Pidana Khusus
Dalam KUHAP, pada Pasal 6, ditentukan bahwa Pejabat Penyidik adalah
Pejabat Polisi Negara Indonesia (POLRI) dan Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang,
namun dalam BAB XXI| Pasal 284 ayat (2) KUHAP tentang Ketentuan
Peralihan yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka
terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini
dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara
pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sampai ada
perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”

Pasal 284 ayat (2) KUHAP memberikan wewenang kepada Jaksa,
Perwira TNI-AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditunjuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan
penyidikan, yang dijabarkan dalam Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983
tentang pelaksanaan KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:
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